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KITAB NIKAH
Pokok-pokok bahasan kitab ini terangkum dalam lima bab:
Bab I
Pendahuluan Tentang Nikah
Pada bab ini dibahas empat masalah:
Masalah pertama: Hukum nikah
Adapun hukum nikah:

1.  Sekelompok ulama, yaitu’ jumhur berpendapat bahwa nikah itu
sunah.

2. Ahli zhahir berpendapat bahwa nikah itu wajib.

Para ulama muta akhkhirin (belakangan) dari madzhab Maliki
berpendapat bahwa nikah itu untuk sebagian orang hukumnya
wajib, untuk sebagian yang lain sunah dan untuk sebagian yang lain
lagi mubah. Hal itu berdasarkan kekhawatiran terhadap perbuatan
zina atas dirinya.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah bentuk perintah di dalam
firman Allah Ta'ala, “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu
senangi.” (Qs. An-Nisaa'[4]: 3)

Dan sabda Rasulullah SAW,
.. PR TR T R R o8 oz
.‘,,.Q\ rg/,,,&, g
“Saling menikahlah kalian, sesungguhnya aku bangga dengan

jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat lain’.”

Dan hadits-hadits semisalnya yang menerangkan tentang hal itu,
apakah diartikan sebagai suatu kewajiban, sunah ataukah mubah?

Shahih. HR. Ibnu Majah (1863), dengan lafazh, “Menikahlah kalian, karena
aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian.” Dari hadits Abu Hurairah
dan dinilai shahih oleh Al Albani di dalam Shahih Al Jami’ (1514), dan di
dalam A/ Irwa’ (1784).
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Adapun ulama yang mengatakan bahwa nikah itu untuk sebagian orang
hukumnya wajib, untuk sebagian yang lain sunah dan untuk sebagian lain
mubah, mereka melihat kepada kemaslahatan. Ini termasuk jenis giyas
yang di sebut mursal, yaitu qiyas yang tidak memiliki asal tertentu yang
dijadikan sandaran. Banyak dari para ulama yang mengingkarinya dan
pendapat yang kuat dari madzhab Malik mengatakan demikian.

Masalah kedua: Khutbah nikah

2.

Adapun khutbah nikah yang diriwayatkan dari Nabi SAW?,
Jumbhur berpendapat bahwa khutbah itu tidak wajib.
Daud berpendapat bahwa khutbah itu wajib.

2

Menunjuk kepada hadits Ibnu Mas’ud, dia berkata, “Rasulullah SAW
mengajarkan kepada kami khutbatul hajat; ‘Segala puji hanya bagi Allah atau
sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya dan memohon
pertolongan-Nya serta meminta ampunan-Nya. Dan kami berlindung dari
berbagai kejahatan jiwa kami dan dari berbagai kejelekan amal kami.
Barangsiapa yang Dia beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa
menyesatkannya, dan barangsiapa yang Dia sesatkan, maka tidak ada yang
bisa memberikan petunjuk kepadanya, Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan
yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Dan
aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.’
Kemudian kamu menyambung khutbahmu dengan tiga ayat dari Al Qur'an;
“Hai orang-orang yang beriman, bertagwalah kepada Allah dengan sebenar-
benar taqwa kepada-Nya, dan janganlah sekaliu-kali kamu mati kecuali dalam
keadaan beragama islam” (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 102), dan seterusnya. “Hai
sekalian manusia, bertagwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu
dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari
pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang
banyak. Dan bertagwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan
namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Qs.
An-Nisaa’ [4]: 1), dan seterusnya. “Hai orang-orang yang beriman,
bertagwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya
Allah memperbaiki bagimu amalan-amalan kamu dan mengampuni bagimu
dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan RasulNya, maka
sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar”. (Qs. Al Ahzaab
{33]: 70-71), dan seterusnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud (2118), At-Tirmidzi
(1105), An-Nasa'i (6/89), Ibnu Majah (1892), dan dinilai shahih oleh Al Albani
di dalam Shahih Abu Daud.
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Sebab perbedaan pendapat: Apakah perbuatan behau SAW
dalam hal ini diartikan sebagai suatu kewajiban atau sunah.

Masalah ketiga: Meminang wanita yang sudah dipinang orang lain.

Adapun meminang wanita yang sudah dipinang orang lain, maka
larangan dalam hal ini ditetapkan dari Nabi SAW”.

Para ulama berbeda pendapat, apakah hal itu menunjukkan sahnya
sesuatu yang dilarang atau tidak. Jika menunjukkan hal itu, maka dalam
kondisi bagaimanakah hal itu bisa menunjukkan:

1. Daud berpendapat dibatalkan.

2. Syafi’i dan Abu Hanifah berpendapat tidak dibatalkan. Dua
pendapat ini dar1 Malik.

3. Adapun yang ketiga yaitu, agar dibatalkan sebelum digauli dan
tidak dibatalkan sesudah digauli.

Ibnu Al Qasim berkata, “Makna larangan itu hanya berlaku jika
seorang laki-laki yang shalih meminang wanita yang sudah dipinang oleh
laki-laki yang juga shalih. Adapun jika yang pertama tidak shalih dan
yang kedua shalih, maka dibolehkan .”

Adapun waktunya: Menurut kebanyakan ulama yaitu jika
sebagian mercka condong kepada sebagian yang lain, bukan di awal
pinangan, dengan dalil hadits Fatimah binti Qais: “Ketika dia datang
menemui Nabi SAW, lalu melaporkan kepada beliau, bahwa Abu Jahm
bin Hudzaifah dan Mu’awiyah bin Abu Sufyan meminangnya, maka
beliau bersabda:

P

Y 3lla 1, G, ‘;u\u;;uaz‘c,;;yk,rp;ﬁc

.uu@_ﬁ\ﬂjddu

P

“Adapun Abu Jahm, dia adalah seorang yang tidak pernah
mengangkat tongkatnya dari para wanita (maksudnya, berbuat kasar),

> Menunjuk kepada hadits Ibnu Umar secara marfu’ “Tidak boleh salah seorang

dari kalian meminang wanita yang sudah dipinang saudaranya. ” HR. Al
Bukhari (5142), dan Muslim (1412).
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sedangkan Mu’awiyah, dia adalah orang miskin yang tidak memiliki
harta, tapi nikahlah kamu dengan Usamah**

Masalah keempat: Melihat wanita yang dipinang
Adapun melihat wanita ketika meminang:

1. Malik membolehkan hal itu dengan melihat kepada wajah dan
kedua telapak tangan saja.

2. Sebagian ulama lainnya membolehkannya dengan melihat seluruh
badan kecuali kedua kemaluannya.

Sekelompok ulama melarang hal itu secara mutlak.

4.  Sedangkan Abu Hanifah memperbolehkan melihat kedua kaki,
wajah dan kedua telapak tangan.

Sebab perbedaan pendapat: Adanya perintah untuk melihat para
wanita secara mutlak, dan juga larangan secara mutlak, serta dengan
dibatasi (maksudnya, hanya dengan melihat wajah dan kedua telapak

tangan) berdasarkan penafsiran kebanyakan para ulama tentang firman
Allah Ta'ala,

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang
(biasa) nampak dari padanya.” (Qs. An-Nuur [24]: 31)

Yaitu wajah dan kedua telapak tangan, serta qiyas terhadap
bolehnya membuka keduanya ketika ibadah haji menurut kebanyakan
ulama. Sedangkan ulama yang melarang hal itu, berpegang pada asal,
yaitu larangan melihat para wanita.

Bab I1
Hal-hal yang Mendorong Sahnya Nikah

Bab ini terbagi menjadi tiga bagian:

*  Shahih. HR. Muslim (1480), Abu Daud (2285, 2286), An-Nasa'i (6/74, 77,
208), Ahmad (6/412, 413, 414, 416), Abdurrazak (12022), Ath-Thabrani (4/909, .
910, 911, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 921), dan Al Baihaqi (7/135, 177,
178, 432, 471, 472).
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Bagian Pertama:
Tata Caranya

Pandangan mengenai bagian ini terdapat dalam beberapa bahasan:
tentang cara izin yang sah, siapakah yang keridhaannya diakui dalam
akad ini, apakah boleh melakukan akad berdasarkan khiyar (hak
memilih) atau tidak boleh; Dan jika dalam penerimaan ada tenggang
waktu dari salah satu dari dua orang yang sedang melakukan akad,
apakah akad tersebut menjadi keharusan, atau termasuk di antara
syaratnya ialah secara langsung;:

Bahasan pertama: Cara izin yang sah

Izin dalam nikah ada dua cara: yaitu terjadi pada hak laki-laki dan
janda dari para wanita dengan lafazh (bicara langsung). Dan pada hak
para gadis yang dimintai izin terjadi dengan diamnya (yang berarti
ridha/setuju), sedangkan menolaknya yaitu dengan lafazh. Tidak ada
perbedaan pendapat pada kesemuanya ini kecuali yang diriwayatkan dari
para pengikut madzhab Syafi’i yang mengatakan bahwa izin seorang
gadis ialah dengan ucapan jika orang yang menikahkannya bukan bapak
atau kakeknya. Hanya saja jumhur berpendapat bahwa izinnya dengan
diam berdasarkan dalil dari sabda Rasulullah SAW,

P N PR P2 DR IV b P T R PR Y
Aelew L@.’Jl,j (VIS gsf JAU.....; Jg-e-“j LG._J)U.A gy 3> (HY\
“Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan

gadis dimintai pendapat mengenai dirinya dan izinnya adalah
diamnya.”

Ulama sepakat mengenai sahnya nikah dengan lafazh nikah dan
orang yang izinnya dengan lafazh. Begitu juga dengan lafazh tazwij
(mengawinkan). Para ulama berbeda pendapat mengenai sahnya nikah
dengan lafazh hibah (menyerahkan), menjual atau dengan lafazh
sedekah:

1.  Sebagian ulama membolehkan dan inilah pendapat malik dan Abu
Hanifah.

5

Shahih. HR. Muslim (14210 Abu Daud (2098), At-Tirmidzi (1108), An-Nasa'i
(6/84), Ibnu Majah (1870), Ahmad (1/274, 355), Ad-Darimi (2/138), Ibnu Al
Jarud (709), semuanya dari hadits Ibnu Abbas RA.
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2. Syaf?’i berpendapat tidak sah kecuali dengan lafazh nikah atau
mengawinkan.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah akad nikah itu adalah akad
yang diakui dengan adanya lafazh khusus bersama dengan niat? Atau
lafazh tersebut bukan termasuk sahnya? Maka ulama yang
menyamakannya dengan akad-akad lain yang diperlukan adanya dua
perkara itu, mereka mengatakan, tidak ada nikah yang sah kecuali dengan
lafazh nikah atau tazwij (mengawinkan). Adapun ulama yang
berpendapat bahwa lafazh tersebut bukan termasuk syarat akad nikah,
mereka membolehkan nikah dengan lafazh apa saja yang disepakati, jika
dipahami sebagai makna syar’i dari hal itu (maksudnya, jika ada
kesamaan di antara lafazh tersebut dan makna syar’i).

Bahasan kedua: Siapakah yang keridhaannya diakui dalam akad ini.

Adapun siapakah yang penerimaannya diterima dalam sahnya akad
ini, dalam syara’ terdapat dua macam. Pertama, keridhaan kedua orang
yang akan melakukan pemikahan itu sendiri (yaitu suami dan istri) baik
bersama wali atau tidak, berdasarkan madzhab yang tidak mensyaratkan
wali pada keridhaan wanita yang memiliki dirinya sendiri (janda). Kedua,
diakui padanya keridhaan dari wali saja.

Masing-masing dari kedua macam ini terdapat beberapa masalah
yang disepakati dan diperdebatkan, dan akan kami sebutkan beberapa
kaidah dan pokok-pokoknya:

Tentang para lelaki dewasa, merdeka, yang bisa mengurus dirinya:
Para ulama sepakat bahwa keridhaan dan penerimaan mereka merupakan
syarat sahnya nikah. Dan mereka berbeda pendapat mengenai apakah
seorang budak boleh dipaksa oleh tuannya dan orang yang mendapat
wasiat memaksa orang dewasa yang dalam pengurusannya atau tidak:

1. Malik berpendapat bahwa seorang tuan boleh memaksa budaknya
untuk menikah dan pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah.

2. Syafi’i berpendapat tidak boleh memaksanya.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah nikah itu termasuk hak
seorang tuan atau tidak, begitujuga mereka berbeda pendapat tentang
orang yang mendapat wasiat untuk memaksa orang yang dalam
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pengurusannya. Dan perbedaan pendapat dalam hal itu terdapat dalam
madzhab Maliki.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah nikah itu merupakan salah
satu kemaslahatan orang yang dalam pengurusannya atau hanya sebagat
jalan untuk mendapatkan kesenangan. Berdasarkan pendapat yang
menyatakan bahwa nikah wajib, maka semestinya tidak disandarkan pada
hal itu.

Adapun para wanita yang diakui izinnya dalam pernikahan: Para
ulama sepakat bahwa seorang janda yang sudah dewasa dimintai
keridhaannya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

/o/J ot 4

L@....J.: ,.C«ujuw.}\

“Dan janda berhak menyatakan pendapatnya tentang dirinya.®”

Kecuali yang diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashari. Dan mereka
berbeda pendapat tentang gadis yang sudah dewasa dan janda yang
belum dewasa, selagi tidak nampak kerusakan dari dirinya.

Adapun gadis yang sudah dewasa:

1. Malik, Syafi’i dan Ibnu Abu Laila berkata, “Khusus bagi seorang
bapak, maka boleh memaksanya untuk menikah.”

2. Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Al Auza’i, Abu Tsaur dan sekelompok
ulama berkata, “Harus dengan keridhaannya.” Malik menyetujui
pendapat mereka tentang gadis tua, berdasarkan salah satu pendapat
yang diriwayatkan darinya.

Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertentangan dalil khithab
dalam hal ini dengan keumuman dalil. Yaitu bahwa hadits yang
diriwayatkan dari Nabi SAW, seperti sabda beliau:

-

Al w w\ N

P

“Seorang gadis yatim tidak boleh dinikahkan kecuali dengan
izinnya.7“

Shahih. HR. Ibnu Majah (1872), Ahmad (4/192), Al Baihaqi (7/123), dari Adi
Al Kindi dan dinilai shakih oleh Al Albani di dalam Shahih [bnu Majah.
Sanadnya shahih. HR. Ad-Daruquthni (3/231), Al Hakim (2/167), Al Baihagqi
(7/121), dan dinilai shahih oleh Al Hakim serta disetujui oleh Adz-Dzahabi.
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Dan sabda beliau:
ks, -] /S\ J/ /o

“Seorang gadis yatim dimintai pendapat tentang dirinya.” ® (HR.
Abu Daud).

Sedangkan yang dipahami darinya dengan dalil khithab yaitu
bahwa gadis yang masih memiliki bapak berbeda dengan gadis yatim.

Dan sabda Nabi SAW di dalam hadits Ibnu Abbas yang masyhur:

2/9 rd Iy -
e ,U

“Dan seorang gadis dimintai pendapat.””

Berdasarkan keumuman hadits uun, maka scuap gaurs uarus
dimintai pendapatnya. Dan keumuman lebih kuat dari dalil khithab
(mafhum mukhalafah), di samping itu pula, Muslim meriwayatkan dalam
hadits Ibnu Abbas sebagai tambahan, yaitu bahwa Nabi SAW bersabda:

R LGJJL.M, ’JKJ\
“Dan seorang gadis dimintai izinnya oleh bapaknya.”
Hadits ini merupakan nash dalam perselisihan.

Adapun janda yang belum dewasa:

1. Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang bapak boleh
memaksanya untuk menikah.

2. Syafi’i berpendapat tidak boleh memaksanya.

Para ulama muta akhirin berkata, “Bahwa di dalam madzhab
Maliki terdapat tiga pendapat; pertama, pendapat yang menyatakan
bahwa seorang bapak boleh memaksanya, selama dia belum
dewasa sesudah dicerai, ini adalah pendapat Asyhab. Pendapat
kedua, menyatakan boleh memaksanya meskipun sudah dewasa, ini
adalah pendapat Sahnun. Sedangkan pendapat ketiga, menyatakan
bahwa dia tidak boleh dipaksa, meskipun belum dewasa, ini adalah
pendapat Abu Tammam. Yang kami riwayatkan Dari Malik, yaitu

®  Shahih. HR. Abu Daud (2092, 2094), An-Nasa'i (1109), Ibnu Majah (1871),
dan Ahmad (2/259, 279, 425, 434, 475).
°  Shahih. Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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diriwayatkan oleh orang-orang yang memiliki beberapa masalah
yang diperselisihkan seperti Ibnu Al Qishar dan lainnya.

Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertentangan dalil khithab
dengan keumuman dalil. Yaitu sabda Nabi SAW:
Lot s s ] P PRI DS S
Adh Y s ng NETVINVHI I W A

“Seorang gadis yatim dimintai pendapat tentang dirinya dan dia
tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya.”

Dari hadits ini bisa dipahami bahwa gadis yang memiliki bapak
tidak dimintai pendapat, kecuali yang telah disepakati oleh jumhur
tentang permintaan pendapat seorang janda yang sudah dewasa.

Dan keumuman sabda Nabi SAW,

°
o2 o - L
'LGJJ;;" g
. P

“Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya.”

<
2.

s £
o>

Mencakup janda yang sudah dewasa dan yang belum dewasa.
Begitujuga sabda beliau,

s %
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“Janda itu tidak boleh dinikahkan hingga dimintai pendapatnya
dan gadis juga tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya.”

Keumuman hadits ini menunjukkan apa yang dikatakan oleh
Syafi’1.

Dan karena perselisihan mereka dalam dua masalah ini muncul
sebab lain ialah: Mengambil qgiyas dari ijma’, yaitu setelah mereka
sepakat bahwa seorang bapak boleh memaksa anak gadisnya yang belum
dewasa dan tidak boleh memaksa janda yang sudah dewasa, kecuali ada
pendapat yang syadz (aneh) pada masalah keduanya sebagaimana yang
telah kami utarakan.

Para ulama berbeda pendapat tentang sebab yang membolehkan
adanya pemaksaan, apakah itu karena masih gadis atau karena kecil:
Ulama yang berpendapat bahwa sebab yang membolehkannya ialah
karena kecil, mereka berkata, “Seorang gadis yang sudah dewasa tidak
boleh dipaksa.” Dan ulama yang berpendapat bahwa sebab yang
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membolehkannya ialah karena masih gadis, mereka berkata, “Seorang
gadis yang sudah dewasa boleh dipaksa dan seorang janda yang masih
kecil tidak boleh dipaksa.” Dan ulama yang berpcndapat bahwa masing-
masing dart keduanya membolehkan adanya pemaksaan jika menyendiri,
mereka berkata, “Seorang gadis yang sudah dewasa dan janda yang
belum dewasa boleh dipaksa.” Alasan pertama dikemukakan oleh Abu
Hanifah, yang kedua dikemukakan oleh Syafi’i dan yang ketiga oleh
Malik. Dan hukum asal lebih banyak mendukung alasan Abu Hanifah.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang sifat janda yang
menghilangkan adanya pemaksaan dan mengharuskan untuk berbicara
dengan keridhaan atau menolak:

1. Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa sifat janda yang terjadi
dengan nikah yang benar atau adanya syubhat (kerancuan) dalam
pernikahan atau dalam kepemilikan, dan tidak terjadi dengan
adanya perzinaan dan pemerkosaan.

2.  Syafi’i bependapat semua sifat janda menghilangkan adanya
pemaksaan.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah hukum yang berdasarkan
hadits Nabi SAW, “Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada
walinya.” itu berhubungan dengan sifat janda menurut syar’i atau janda
menurut bahasa?

Mereka sepakat bahwa seorang bapak boleh memaksa anak laki-
lakinya yang masih kecil untuk menikah, begitu juga anak perempuannya
yang masih kecil, serta masih gadis dan tidak meminta pendapatnya,
berdasarkan hadits yang telah diriwayatkan:

P - or &, - P P /’// ol *,« ’/ M “io s . ’;E
@L@»wg@a,xbvjr.u)q;mdumgjng\
Ja:k, o, - :o; °/, 7 /9 e:)o/ - /// 2 or e E ¥
.ww\g‘p)%\ﬁ@¥c\§;p ‘Q“UQ@JLG'?@j‘;:‘”j\W

“Bahwa Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah RA ketika ia
berusia enam atau tujuh tahun dan beliau menggaulinya ketika ia berusia
sembilan tahun dengan dinikahkan oleh Abu Bakar RA.”"°

10

Muttafaq ‘Alaih. HR. Al Bukhari (3896), Muslim (1422), Abu Daud (4933,
4934, 4936), An-Nasa'i (6/82), dan sebagian mereka menambahkan haditsnya
atas sebagian yang lain.
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Kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Syubrumah dan
mereka berbeda pendapat karena hal itu dalam dua masalah:

Masalah pertama: Apakah selain bapak boleh menikahkan anak
perempuan yang masih kecil

1. Syafi’i berpendapat hanya seorang kakek (yaitu bapaknya bapak)
dan bapaknya saja yang boleh menikahkannya.

2. Malik berpendapat tidak boleh menikahkan kecuali bapaknya saja
atau orang yang diserahi tugas oleh bapaknya untuk melakukan hal
itu, jika telah menentukan suami, kecuali jika anak perempuannya
itu dikhawatirkan sia-sia dan terjadi kerusakan.

3. Abu Hanifah berpendapat bahwa anak perempuan yang masih kecil
itu boleh dinikahkan oleh semua orang yang memiliki kekuasaan
atas dirinya, seperti bapak, kerabat dan lainnya dan anak
perempuan kecil itu boleh memiulih, jika sudah dewasa.

Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi keumuman dalil
dengan qgiyas. Yaitu bahwa sabda Nabi SAW:

Nglls l;_.s\} f\..w JS.S\J

“Dan_ seorang gadis dimintai pendapat, dan izinnya ialah
diamnya.”"!

Menunjukkan keumuman pada setiap gadis, kecuali gadis yang
memiliki bapak yang dikhususkan oleh ijma’, dan pendapat yang berbeda
sebagaimana yang kami utarakan. Dan keberadaan semua wali adalah
jelas karena pengawasan dan kemaslahatan terhadap yang di bawah
kekuasannya, mengharuskan mereka disamakan dengan bapak dalam
makna ini. Di antara mereka ada yang menyamakan semua wali
dengannya dan di antara mereka —yaitu Syafi’i—, menyamakan kakek
saja dengannya, karena dia sama dengan bapak, dan dia sebagai bapak
yang lebih tinggi. Dan ada yang membatasi hal itu hanya pada bapak,
dengan melihat bahwa bapak memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh
yang lain.

1

Shahih. Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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Kemungkinan dar segi syara’ membatasi hal itu dan kemungkinan
dari segi ‘bahwa sesuatu yang terdapat pada dirinya seperti kelembutan
dan kasih sayang, tidak terdapat pada yang lain,” inilah pendapat yang
diyakini oleh Malik dan pendapatnya lebih jelas —wallahu a lam- kecuali
jika keadaannya memaksa.

Para ulama madzhab Hanafiyah berhujjah mengenai bolehnya
selain bapak menikahkan anak-anak kecil dengan firman Allah 7« ala,
“Dan jika kamu khawatir tidak berlaku adil terhadap anak-anak yatim,
maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi.” (Qs. An-Nisaa’
(4]: 3)

Mereka berkata, “Dan anak yatim hanya diartikan pada selain anak
yang belum dewasa.”"?

Kelompok kedua berkata, “Bahwa yatim itu kadang diartikan pada
anak perempuan yang sudah dewasa dengan dalil sabda Nabi SAW,
“Gadis yatim itu dimintai pendapatnya” Dan gadis yang dimintai
pendapat yaitu yang dimintai izin, yaitu gadis yang sudah dewasa. Dari
perbedaan mereka ini timbul sebab lain yaitu: kata “yatim” itu adalah
isytirak (memiliki arti banyak).

Ulama yang tidak membolehkan selain bapak untuk
menikahkannya, berhujjah dengan sabda Nabi SAW, “Gadis yatim
dimintai pendapat tentang dirinya.” Mereka berkata, “Anak kecil
perempuan tidak termasuk orang yang bisa dimintai pendapat
berdasarkan kesepakatan (ijma’), maka wajib untuk dicegah”. Dan
mereka juga bisa mengatakan bahwa ini adalah hukum gadis yatim yang
tidak termasuk orang yang dimintai pendapat. Adapun anak kecil itu
tidak dijelaskan hukumnya oleh syara’.

Masalah kedua: Apakah selain bapak boleh menikahkan anak laki-
laki yang masih kecil?

1.  Malik berpendapat membolehkan bagi orang yang mendapat
wasiat.

2. Abu Hanifah membolehkannya bagi para wali, hanya saja dia
mengharuskan untuk memilih jika sudah dewasa.
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3. Malik berpendapat tidak mengharuskan.
4. Syafi’i berpendapat selain bapak tidak boleh menikahkannya.

Sebab perbedaan pendapat: Mengqiyaskan selain bapak dengan
bapak dalam hal menikahkan. Ulama yang berpendapat bahwa
kesungguhan usaha yang ada pada diri bapak (asli) yang membolehkan
untuk menikahkan anak kecil laki-laki, tidak ada pada selain bapaknya,
maka tidak membolehkan hal itu. Dan ulama yang berpendapat bahwa
hal itu ada pada selain bapak, mereka membolehkan hal itu. Dan ulama
yang membedakan antara anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan,
yaitu karena laki-laki memiliki hak untuk menthalak jika sudah dewasa,
sedangkan wanita tidak memilikinya. Karena itu Abu Hanifah
memberikan hak memilih jika keduanya sudah dewasa.

Bahasan ketiga: Apakah boleh melakukan akad berdasarkan khiyar
(hak memilih)

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa hal itu tidak boleh.
2. Abu Tsaur berpendapat boleh.

Sebab perbedaan pendapat: Ketidakjelasan pengertian nikah
antara jual beli yang tidak ada hak untuk memilih dan jual beli yang ada
hak untuk memilih. Atau kami katakan, “Sesungguhnya pada dasarnya
dalam semua akad itu tidak ada hak memilih, kecuali perkara-perkara
yang sudah ada nashnya dan ulama yang menyatakan adanya khiyar
harus mendatangkan dalil.” Atau kami katakan, “Bahwa dasar
dilarangnya hak khiyar dalam jual beli ialah adanya ketidakjelasan,
sedangkan dalam nikah tidak ada hal itu, karena tujuan dari nikah ialah
saling menghormati dan memperlihatkan kebagusan hati, dan karena
kebutuhan akan hak memilih dan melihat dalam pernikahan lebih besar
dari yang ada dalam jual beli.”

Bahasan keempat: Tenggang waktu ucapan penerimaan (qabul)
salah satu dari dua orang yang melakukan akad

1. Malik memperbolehkan adanya tenggang waktu yang hanya
sebentar.
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2. Sekelompok ulama melarangnya dan sekelompok yang lain
membolehkannya. Hal itu seperti seorang wali menikahkan seorang
wanita tanpa izinnya, kemudian pernikahan itu sampai kepadanya
dan dia membolehkannya.

Di antara ulama yang membolehkannya ialah Syafi’i. Termasuk
yang membolehkannya secara mutlak ialah Abu Hanifah dan para
pengikutnya. Serta yang membedakan antara waktu yang lama dan
sebentar adalah pendapat Malik.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah termasuk syarat sah adanya
penerimaan salah satu dari dua orang yang melakukan akad dalam satu
waktu secara bersamaan atau bukan termasuk syarat sahnya? Perbedaan
pendapat seperti ini juga terdapat dalam jual beli.

Bagian Kedua:
Tentang Syarat Akad Nikah

Dalam bagian ini ada tiga pasal:

Pasal pertama: Para wali

Pasal tentang para wali ini terdapat dalam empat bahasan:

Bahasan pertama: Disyaratkannya wali untuk sahnya nikah

Para ulama berbeda pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya
nikah atau tidak:

1.  Malik berpendapat bahwa nikah tidak sah kecuali dengan wali dan
itu merupakan syarat sah, dalam riwayat Asyhab darinya dan syafi’i
juga menyatakan demikian.

2. Abu Hanifah, Zufar, Sya’bi dan Az-Zuhri mengatakan bahwa jika
seorang wanita melakukan akad nikah tanpa walinya, sedangkan
calon suaminya setara dengannya, maka dibolehkan .

3.  Sedangkan Daud membedakan antara gadis dan janda, dia berkata,
“Disyaratkan adanya wali pada gadis dan tidak disyaratkan adanya
wali pada janda.”
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4. Berdasarkan riwayat Ibnu Al Qasim dari Malik tentang perwalian
terdapat pendapat keempat, yaitu bahwa disyaratkannya wali dalam
nikah adalah sunah bukan wajib. Hal itu karena diriwayatkan
darinya, bahwa dia berpendapat adanya hak warisan antara suami
istri tanpa wali, dan boleh bagi seorang wanita yang tidak memiliki
kemuliaan untuk mewakilkan kepada seorang laki-laki dalam
menikahkannya. Dia juga mensunahkan agar seorang janda
mengajukan kepada walinya untuk menikahkannya. Seoalah-olah
menurutnya wali itu termasuk syarat kesempurnaan bukan syarat
sah. Berbeda dengan ungkapan ulama Baghdad yang termasuk
pengikut Malik (yaitu mereka mengatakan bahwa wali termasuk
syarat sah bukan termasuk syarat kesempurnaan).

Sebab perbedaan pendapat: Tidak adanya ayat dan hadits yang
dengan jelas mensyaratkan wali dalam pernikahan, lebih-lebih jika dalam
hal itu terdapat nash. Bahkan ayat-ayat dan hadits-hadits yang biasa
dijadikan hujjah oleh orang yang mensyaratkan wali hanya mengandung
kemungkinan adanya hal itu. Begitujuga ayat-ayat dan hadits-hadits yang
dijadikan dalil oleh orang yang mensyaratkan gugurnya wali juga
mengandung kemungkinan adanya hal itu. Sedangkan hadits-hadits di
samping mengandung kemungkinan pada lafazh-lafazhnya juga
diperselisihkan mengenai ke-shahih-annya, kecuali hadits Ibnu Abbas,
meskipun ulama yang menggugurkan adanya wali tidak memuliki dalil.
Karena hukum asalnya ialah terlepas dari tanggungan dan kami bawakan
dalil masyhur yang dijadikan hujjah oleh kedua kelompok tersebut dan
akan kami jelaskan secara global tetang hal itu:

Di antara dalil paling kuat yang dijadikan hujjah oleh mereka di
antara hadits-hadits itu ialah: hadits yang diriwayatkan oleh Az-Zuhr
dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,
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“Siapa pun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka

nikahnya batal (beliau ucapkan tiga kali) jika dia telah digauli, maka
maharnya menjadi miliknya karena sesuatu yang diperoleh darinya. Jika
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mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak
cfeq s . 33f3
memiliki wali.”"

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia mengatakan tentang hadits
tersebut, hadits hasan.

Adapun dalil yang dijadikan hujjah oleh ulama yang tidak
mensyaratkan adanya wali, baik dari Al Qur’an dan As-Sunnah, firman
Allah Ta'ala: “Maka tidak ada dosa bagimu membiarkan mereka
berbuat yang makruf terhadap diri mereka.” (Qs. Al Baqarah [2]: 240).
Mereka mengatakan ini sebagai dalil atas dibolehkannya wanita
bertindak melakukan akad nikah untuk dirinya. Mereka juga mengatakan
bahwa perbuatan tersebut telah disandarkan kepada beberapa ayat Al
Qur’an, seperti Allah 7a 'ala berfirman, “Untuk kawin lagi dengan calon-
calon suaminya.” Dan Allah Ta ala berfirman, “Hingga ia (wanita yang
telah dithalak bain) kawin dengan suami yang lain.” (Qs. Al Bagarah [2]:
230)

Adapun dalil dari Sunnah, mereka berhujjah dengan hadits Ibnu
Abbas yang disepakati ke-shahih-annya, yaitu sabda Nabi SAW:

L%JJL;—?L@UW@U*WJ%J‘ QJ};*LGM‘*; ::;‘}5‘?‘

“Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan
gadis dimintai pendapat mengenai dirinya dan izinnya adalah
diamnya.”"*

Dengan hadits ini pula Daud berhujjah tentang perbedaan antara
Janda dan gadis di dalam makna ini. Ini dalil nagli terkenal yang
dijadikan hujjah oleh kedua kelompok.

Sedangkan firman Allah Ta’ala, “(Apabila kamu menthalak istri-
istrimu) lalu habis masa iddah-nya, maka janganlah kamu menghalangi
mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 232)

" Shahih. HR. Abu Daud (2083), At-Tirmidzi (1102), An-Nasa'i di dalam A/
Kubra (5394), Ibnu Majah (1879), Ahmad (6/47, 156), Ad-Daruquthni (3/221,
225), dinilai shahih oleh Al Hakim (2/168), dan diriwayatkan oleh Al Baihaqi
(77105, 113, 124, 125, 138), dan dinilai shahih oleh Al Albani di dalam Shahih
Abu Daud.

Shahih. Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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Di dalamnya tidak lebih dari larangan bagi kerabat wanita atau
ashabah-nya dari menghalanginya menikah kembali, dan larangan bagi
mereka dari menghalanginya tidaklah dipahami disyaratkannya izin
mereka di dalam sahnya akad nikah, baik secara hakikat atau majas
(maksudnya, dari segi dalil khithab atau nash), bahkan mungkin bisa
dipahami sebaliknya, yaitu bahwa para wali tidak memiliki hak untuk
memaksa orang yang di bawah pengawasannya. Begitu juga firman Allah
Ta'ala, “Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan
wanita-wanita mukmin) hingga mereka beriman.” (Qs. Al Baqarah [2]:
221), ini lebih tepat sebagai pesan yang ditujukan kepada para penguasa
dari kaum muslim atau kepada semua kaum muslim daripada kepada para
wali. Secara ringkas, ayat ini ditujukan kepada para wali dan penguasa
dari kaum muslim.

Maka siapa yang berhujjah dengan ayat ini hendaknya menjelaskan
bahwa hal itu lebih tepat sebagai pesan yang ditujukan kepada para wali
daripada para penguasa.

Jika dikatakan, bahwa hal ini umum dan sesuatu yang umum
mencakup para penguasa juga para wali. Bisa juga dikatakan, bahwa
pesan ini haya sebagai pesan untuk melarang dan suatu larangan itu
ditetapkan dengan syari’at, maka dalam hal ini sama kedudukannya
antara para wali dan lainnya. Dan jika wali itu diperintahkan untuk
menghalangi pernikahan berdasarkan syari’at, maka hal itu tidak berarti
bahwa dia memiliki kekuasaan khusus dalam hal izin. Karena pada
dasarnya dia adalah orang lain. Jika kita katakan bahwa pesan tersebut
ditujukan kepada para wali, mengharuskan disyaratkannya izin mereka
bagi sahnya nikah, berbarti pesan tersebut menjadi global tidak bisa
diamalkan, karena dalam pesan tersebut tidak disebutkan macam-macam
wali, sifat-sifat mereka dan juga urut-urutan mereka. Padahal penjelasan
tidak boleh ditunda dari waktu yang dibutuhkan.

Seandainya dalam hal ini terdapat aturan syara’ yang terkenal,
niscaya akan dinukil secara mutawatir atau mendekati mutawatir, karena
hal ini termasuk masalah yang banyak terjadi di masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa ketika itu di Madinah ada orang
yang tidak memiliki wali dan tidak dinukil dari Nabi SAW bahwa beliau
melakukan akad nikah dan tidak pula menunjuk seseorang untuk
melakukannya. Dan juga maksud dari ayat tersebut ialah bukan
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menjelaskan  hukum  perwalian, ayat tersebut hanya bermaksud
mengharamkan pernikahan dengan kaum musyrik laki-laki dan
perempuan. Ini jelas. Wallahu a’lam.

Sedangkan hadits Aisyah yaitu hadits yang diperselisihkan tentang
keharusan untuk mengamalkannya. Pendapat yang kuat yaitu, bahwa
hadits yang tidak disepakati ke-shahih-annya, tidak menjadi keharusan
untuk mengamalkannya. Dan juga, jika kita terima ke-shahih-an hadits
tersebut, maka tidak lain hanyalah menjelaskan tentang disyaratkannya
izin wali bagi wanita yang memiliki wali (maksudnya, wanita yang di
bawah kekuasaan wali). Dan jika kita terima bahwa hadits tersebut umum
untuk setiap wanita, maka tidak ada dalil bahwa seorang wanita tidak
boleh melakukan akad nikah atas dirinya (maksudnya, tidak bisa dia
sendiri yang melakukan akad nikah) bahkan yang jelas jika seorang wali
mengizinkannya, maka dia boleh melakukan akad atas dirinya tanpa
disyaratkan persaksian wali bersamanya dalam sahnya nikah.

Adapun dalil yang dijadikan hujjah oleh kelompok yang lain,
seperti firman Allah Ta'ala, “Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau
waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma 'ruf
terhadap diri mereka.” (Qs. Al Baqgarah [2]: 240).

Pemahaman terbalik dari hal itu ialah larangan untuk memberikan
teguran kepada mereka mengenai perbuatan yang mereka lakukan tanpa
keikutsertaan wali-wali mereka. Dan di sini tidak ada sesuatu yang
mungkin dikerjakan sendiri oleh seorang wanita tanpa keikutsertaan wali
kecuali akad nikah. Maka zhahir ayat ini —wallahu a’lam- bahwa dia
boleh melakukan akad nikah, dan para wali boleh mambatalkannya jika
tidak ada kebaikannya, dan itulah pendapat yang kuat berdasarkan syara’.
Hanya saja hal ini belum pernah dikatakan oleh seorang pun.

Dan sebagian zhahir ayat bisa dijadikan sebagai hujjah atas
pendapat mereka tetapi tidak bisa dijadikan hujjah atas sebagian yang
lain, maka dalam hal itu terdapat kelemahan. Adapun penyandaran kata
“nikah” kepada para wanita, tidak ada dalil yang menunjukkan
kekhususan mereka untuk melakukan akad, tetapi hukum asalnya ialah
adanya kekhususan, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan kebalikan
hal itu.

Adapun hadits Ibnu Abbas, saya yakin bahwa hadits tersebut secara
Jelas membedakan antara janda dan gadis, karena jika masing-masing
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dari keduanya dimintai izin dan wali melakukan akad nikah atas mereka,
maka untuk apa dinyatakan bahwa para janda itu lebih berhak atas
dirinya daripada walinya. '

Sedangkan hadits Az-Zuhri, lebih pantas dikatakan bahwa hadits
tersebut sesuai dengan hadits ini (Ibnu Abbas) daripada dikatakan
bertentangan, dan kemungkinan ada pembedaan antara keduanya dalam
hal diam dan berbicara saja. Dan diam saja sudah cukup untuk
melakukan akad. Sedangkan berhujjah dengan firman Allah T7a’ala,
“Maka tidak ada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap diri
mereka.” (Qs. Al Bagarah [2]: 240). Ini lebih jelas menunjukkan bahwa
seorang wanita boleh melakukan akad nikah sendini daripada berhujjah
dengan firman Allah, “Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang
musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) hingga mereka beriman.” (Qs.
Al Baqarah [2]: 221) yang menunjukkan bahwa wali itulah yang
melakukan akad nikah.

Para ulama madzhab Hanafi menilai dha’if hadits Aisyah, yaitu
bahwa hadits tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh sekelompok
perawi dari Ibnu Juraij, dari Az-Zuhri. Ibnu Aliyah meriwayatkan dari
Ibnu Juraij, bahwa dia bertanya kepada Az-Zuhri, tentang hadits tersebut
dan dia sendiri tidak mengetahuinya. Mereka mengatakan, dalil yang
menunjukkan hal itu ialah bahwa Az-Zuhri tidak mensyaratkan adanya
wali dan mensyaratkan adanya wali bukan termasuk pendapat Aisyah.

Mereka juga berhujjah dengan hadits Ibnu Abbas, bahwa Nabi
SAW bersabda:

JUE haly) :;, VY

“Nikah tidak syah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi
yang adil.”"’
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Shahih Mauquf. HR. Ibnu Majah (1880), Ahmad (1/250), Ath-Thabrani di
dalam Al Kabir (11/11298, 11343, 11944), Ad-Daruquthni (3/221), Al Baihaqi
(7/109), dan diriwayatkan secara mauquf oleh Al Baihaqi (7/110), dan dinilai
shahih oleh Al Albani di dalam A/ [rwa" (6/251), secara mauguf. Di dalam bab
ini terdapat hadits dari Ibnu Mas’ud yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni
(3/225), dan dari Ali diriwayatkan oleh Al Baihaqi (7/111), dari Ibnu Umar
diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (3/225), dari Aisyah diriwayatkan oleh Ibnu
Majah (1879), serta dari Abu Musa Al Asy’ari diriwayatkan oleh At-Tirmidzi
dan Ibnu Majah. Dengan demikian hadits tersebut shahih lighairihi (shahih
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Tetapi hadits ini diperselisihkan tentang ke-marfu’-annya. Juga
mengenai ke-shahih-an hadits yang menjelaskan tentang pernikahan Nabi
SAW dengan Ummu Salamah serta perintah beliau kepada anaknya
Ummu Salamah untuk menikahkannya dengan Nabi SAW'°.

Adapun hujjah kedua kelompok tersebut dari segi makna (logika)
maka ada kemungkinan, yaitu mungkin bisa dikatakan, bahwa
kedewasaan jika terdapat pada seorang wanita, maka itu cukup untuk
melakukan akad nikah, sebagaimana dianggap cukup dalam melakukan
tindakan pada hartanya.

Dan mungkin juga bisa dikatakan, bahwa kecondongan seorang
wanita dengan tabiatnya kepada laki-laki lebih besar dari kecondonganya
untuk mengatur harta, maka syara’ berhati-hati dengan menjadikannya di
bawah perwalian pada makna ini untuk selamanya. Meskipun cela yang
akan ia hadapi sebagai akibat tidak menempatkan diri pada tempat yang
wajar juga akan menimpa walinya. Tetapi dalam hal itu cukup jika para
wali dibolehkan membatalkan atau membuat perhitungan.

Dan masalah ini mengandung beberapa kemungkinan sebagaimana
yang Anda lihat. Tetapi yang kuat berdasarkan prasangka (zhan), bahwa
jika pembuat syari’at (Allah) bermaksud mensyaratkan perwalian untuk
menjelaskan jenis para wali, macam-macam dan urut-urutan mereka,

maka pasti akan dijelaskan, karena menunda penjelasan dari waktu yang
dibutuhkan tidak boleh.

Jika tidak dibolehkan bagi Nabi SAW untuk menunda penjelasan
dari waktu yang dibutuhkan —sedangkan perkara yang banyak terjadi
dalam masalah ini menuntut agar disyaratkannya wali dinukil dari beliau
secara mutawatir atau mendekati mutawatir—, tetapi tidak dinukil. Maka
kadang harus diyakini salah satu dari dua hal; kemungkinan wali tidak
menjadi syarat sahnya nikah, hanya saja wali boleh membuat perhitungan
dalam hal itu. Dan jika menjadi syarat, maka bukan termasuk sahnya
perwalian untuk bisa membedakan sifat-sifat wali, macam-macam dan
urut-urutan mereka, karena itu pendapat yang membatalkan akad wali
yang lebih jauh dengan adanya wali yang dekat itu lemabh.

karena dikuatkan oleh hadits-hadits semakna lainnya) dengan adanya beberapa
penguat ini.

' Dha’if. HR. An-Nasa'i (6/81), di dalam A/ Kubra (5396), dan dinilai dhaif oleh
Al Albani di dalam Dha 'if An-Nasa''i.
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Bahasan kedua: Sifat wali

Adapun bahasan tentang sifat-sifat yang positif dan negatif bagi
seorang wali, mereka sepakat bahwa termasuk di antara syarat perwalian
1alah:

1. Islam
2. Dewasa (baligh)
3. Laki-laki.

Sedangkan sifat-sifat negatifnya ialah kebalikan dari semua ini
yaitu:

1. Kufur
2. Masih kecil
3. Wanita.

Mereka berbeda pendapat tentang status tiga orang: budak, orang
yang fasik dan orang bodoh.

Budak: Kebanyakan para ulama menghalangi perwaliannya.
Sedangkan Abu Hanifah membolehkannya.

Adapun kedewasaan:

1.  Yang masyhur di kalangan madzhab (maksudnya, menurut
kebanyakan pengikut madzhab Malik), bahwa hal itu bukan
termasuk syaratnya (maksudnya, perwalian), pendapat ini juga
dikemukakan oleh Abu Hanifah.

2. Syafi’i mengatakan bahwa kedewasaan termasuk syarat perwalian.
Pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari Malik. Asyhab dan Abu
Mush’ab juga mengemukakan pendapat yang sama dengan Syafi’i.

Sebab perbedaan pendapat: Kemiripan perwalian nikah ini
dengan perwalian harta. Ulama yang berpendapat bahwa dalam perwalian
ini kadang mengharuskan adanya kedewasaan, meskipun tidak ada
kedewasaan dalam harta, mereka berkata, “Bukan termasuk syarat dalam
perwalian ini agar wali itu dewasa dalam harta.” Sedangkan ulama yang
berpendapat bahwa hal itu tidak mungkin ada, mereka berkata, “Harus
ada kedewasaan dalam harta. Dan keduanya dua bagian (maksudnya,
bahwa kedewasaan dalam harta bukanlah kedewasaan dalam memilih
yang setaraf dengannya.”
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Adapun keadilan, mereka berselisih tentang hal itu, dari segi bahwa
kcadilan merupakan pandangan bagi makna (maksudnya, perwalian ini),
maka tidak bisa dibiarkan tanpa adanya keadilan untuk tidak memilih
yang sebanding dengannya. Mungkin bisa dikatakan bahwa kondisi para
wali ketika memilih yang sebanding untuk para wanita yang
diwalikannya, selain kondisi keadilan. Yaitu khawatir akan aib (cela)
yang menimpa mereka. Dan ini secara alami pasti ada, sedangkan
keadilan yang lain itu bisa diusahakan. Dan karena kekurangan yang
dimiliki oleh seorang budak, terjadilah perbedaan pendapat dalam
perwaliannya sebagaimana terjadi dalam keadilannya.

Bahasan ketiga: Macam-macam wali dan urutan mereka dalam
perwalian

Adapun macam-macam wali menurut para ulama yang menyatakan
hal itu, yaitu: wali nasab (keturunan), wali sultan (penguasa) dan wali
bekas tuan dalam perbudakan. Tiga macam wali ini bisa ke atas dan ke
bawah. Menurut Malik pengakuan Islam sudah cukup untuk menjadi wali
atas orang yang di bawah pengawasan atau kekuasaannya.

Dan mereka berbeda pendapat tentang orang yang diberi wasiat:

1.  Malik mengatakan bahwa orang yang diberi wasiat bisa menjadi
walli.

2. Sedangkan Syafi’i melarangnya.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah sifat perwalian termasuk
yang bisa digantikan atau tidak.

Dan karena sebab ini pula, mercka berbeda pendapat tentang
perwakilan dalam pernikahan. Tetapi jumhur membolehkan hal itu
kecuali Abu Tsaur. Dan tidak ada perbedaan antara perwakilan dengan
wasiat. Karena orang yang diwasiatkan adalah wakil setelah orang yang
mewasiatkan meninggal, sedangkan perwakilan terputus dengan adanya
kematian.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang urutan perwalian dan
nasab (keturunan):

1.  Menurut Malik bahwa perwalian didasarkan pada ashabah (dalam
ilmu waris) kecuali anak laki-laki. Barangsiapa yang ashabah-nya
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lebih dekat, maka dia lebih berhak dalam perwalian. Dan anak laki-
laki meskipun terus sampai ke bawah menurutnya lebih utama,
kemudian bapak sampai ke atas, kemudian saudara laki-laki
kandung, kemudian saudara laki-laki sebapak, kemudian anak
saudara laki-laki kandung, kemudian anak saudara laki-laki
sebapak saja, kemudian kakek dari pihak bapak dan terus sampai ke
atas. Al Mughirah berkata, “Kakek dan bapaknya lebih utama
daripada saudara laki-laki dan anaknya saudara laki-laki karena
bukan termasuk asal.” Kemudian paman-paman dari pihak bapak
berdasarkan urut-urutan saudara laki-laki terus ke bawah, kemudian
maula (bekas tuan), kemudian sultan (penguasa). Dan menurutnya
bekas tuan yang lebih tinggi lebih utama dari yang lebih rendah.
Dan orang yang diberi wasiat menurutnya lebih utama dari wali
nasab (maksudnya, orang yang diberi wasiat oleh bapak).

Para pengikut Malik berbeda pendapat tentang siapakah yang lebih
utama; orang yang diberi wasiat oleh bapak atau wali nasab:

1.  Ibnu Al Qasim berpendapat orang yang diberi wasiat lebih utama,
seperti perkataan Malik.

2. Ibnu Al Majisyun dan Ibnu Abdil Hakam mengatakan wali nasab
lebih utama.

Syafi’i berbeda pendapat dengan Malik tentang perwalian anak
laki-laki, dia tidak membolehkan sama sekali. Dan tentang
mendahulukan saudara laki-laki daripada kakek, dia mengatakan tidak
ada perwalian bagi anak laki-laki. Diriwayatkan dari Malik bahwa bapak
lebih utama daripada anak laki-laki dan in1 pendapat yang paling baik.
Dia juga mengatakan bahwa kakek lebih utama dari saudara laki-laki,
pendapat ini juga dikemukakan oleh Al Mughirah. Sedangkan Syafi’i
berpegang dengan ashabah (maksudnya, bahwa anak bukan termasuk
ashabah-nya) berdasarkan hadits:
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“Seorang wanita tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izin
. . . ’I7
walinya, orang pandai dari keluarganya atau penguasa.’

Sedangkan Malik tidak berpegang dengan hal itu tentang anak laki-
laki, berdasarkan hadits Ummu Salamah:

A0 GRS Ol Gy ol L e e L

“Bahwa Nabi SAW menyuruh anaknya (Ummu Salamah) untuk
menikahkannya dengan beliau.”"®

Dan karena mereka sepakat (maksudnya, Malik dan Syafi’1) bahwa
anak laki-laki mewarisi wala® (hak kepemilikan budak) yang dimiliki
oleh 1bu, padahal wal/a " menurut mereka hanya untuk ashabah.

Sebab perbedaan pendapat: Perselisihan mereka tentang siapakah
yang lebih dekat, apakah kakek atau saudara laki-laki. Berhubungan
dengan urut-urutan ini, terdapat tiga masalah yang terkenal:

Masalah pertama: Jika wali yang lebih jauh menikahkan padahal
wali yang dekat ada.

1. Pendapat Malik dalam hal im berbeda-beda, kadang dia
mengatakan, jika wali yang lebih jauh menikahkan, padahal wali
yang lebih dekat ada, maka pernikahan itu batal. Kadang dia
mengatakan, bahwa pemikahan itu dibolehkan. Dan dia juga
mengatakan, bahwa wali yang lebih dekat bisa membolehkan atau
membatalkan. Pebedaan pendapat menurutnya ini semuanya
tentang perwalian selain bapak pada anak gadisnya, orang yang di
beri wasiat pada wanita yang di bawah perwaliannya, karena
pendapatnya tidak ada perbedaan bahwa pernikahan dengan wali
dari kedua orang im dibatalkan (maksudnya, selain bapak
menikahkan anak gadis, pahahal bapak ada atau selain orang yang
diberi wasiat menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya,
padahal orang yang diberi wasiat ada).

'"  Sanadnya terputus. HR. Malik di dalam A! Muwaththa' (2/525), (1093), Al
Baihaqi (7/111), menurut saya; para perawinya terpercaya selain keterputusan
antara Sa’id bin Al Musayyab dan Umar.

'®*  Dha’if. Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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2. Syafi’i mengatakan tidak boleh seorang pun melakukan akad nikah,
sedangkan bapaknya ada, baik menikahkan anak gadis atau janda.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah urut-urutan itu adalah
hukum syar’i (maksudnya, ditetapkan dengan syari’at tentang perwalian)
atau bukan hukum syar’i. Jika itu merupakan hukum syar’i, apakah hal
itu temasuk salah satu hak-hak wali yang lebih dekat atau itu temasuk
salah satu hak-hak Allah.

Ulama yang berpendapat bahwa urut-urutan itu bukan hukum
syar’i, mereka mengatakan bahwa pernikahan wali yang lebih jauh
dibolehkan , meskipun wali yang lebih dekat ada. Adapun ulama yang
berpendapat bahwa itu adalah hukum syar’i dan berpendapat bahwa itu
adalah hak yang dimiliki oleh seorang wali, mereka mengatakan bahwa
nikahnya sah, jika wali' itu membolehkannya, jika tidak, maka
pernikahannya dibatalkan.

Ulama yang berpendapat bahwa itu adalah termasuk hak-hak Allah,
mereka mengatakan bahwa pernikahannya tidak sah. Sekelompok ulama
dalam madzhab Maliki mengingkari makna ini (maksudnya, jika
pernikahannya dibatalkan atau tidak sah).

Masalah kedua: Jika wali yang dekat tidak hadir, apakah perwalian
bisa berpindah kepada yang jauh atau kepada penguasa.

1. Malik berpendapat jika yang dekat tidak hadir, maka perwaliannya
berpindah kepada yang lebih jauh.

2. Syafi’i berpendapat berpindah kepada penguasa.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah ketidakhadiran dalam hal
itu, sama kedudukannya dengan kematian atau tidak. Yang demikian itu
karena tidak ada perbedaan di kalangan mereka bahwa dalam kematian
perwalian bisa berpindah.

Masalah ketiga: Jika seorang bapak dari anak gadisnya tidak hadir,
apakah perwalian itu bisa berpindah atau tidak.

Dalam madzhab Maliki terdapat perincian dan perbedaan pendapat,
yaitu kembali kepada jauhnya tempat dan lamanya ketidakhadiran
tersebut; atau dekat dan tempatnya tidak diketahui atau diketahui; serta
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kebutuhan anak gadis tersebut untuk menikah, kemungkinan karena tidak
ada nafkah, kemungkinan dikhawatirkan atas dirinya karena tidak ada
penjagaan dan kemungkinan karena dua hal tersebut semuanya.

Madzhab Maliki sepakat bahwa jika ketidakhadirannya jauh atau
sang bapak tidak diketahui tempatnya atau tertawan, sedangkan anak
gadisnya berada dalam penjagaan dan mendapatkan nafkah; jika
kebutuhannnya untuk menikah tidak mendesak, maka tidak dinikahkan.
Tapi jika mendesak, maka dinikahkan ketika bapaknya menjadi tawanan
dan juga ketika tidak diketahui tempatnya.

Mereka juga berbeda pendapat tentang apakah dinikahkan atau
tidak ketika diketahui tempatnya, jika tempat tersebut jauh:

1. Dinikahkan, ini adalah pendapat Malik.

2. Tidak dinikahkan, ini adalah pendapat Abdul Malik dan Ibnu
Wahb.

Adapun jika tidak ada nafkah atau dia tidak berada dalam
penjagaan, maka dia dinikahkan juga dalam tiga kondisi ini (maksudnya,
dalam ketidakhadiran yang jauh, dalam tawanan dan tidak diketahui
tempatnya) begitu juga jika berkumpul dua dari tiga hal tersebut. Jika dia
tidak berada dalam penjagaan, maka dia dinikahkan meskipun kebutuhan
untuk menikah tidak mendesak.

Sepengetahuan saya, mereka tidak berbeda pendapat bahwa anak
gadis tidak dinikahkan jika ketidakhadiran bapaknya dekat serta
diketahui tempatnya, karena memungkinkan untuk berbicara dengannya.
Hal itu tidaklah masalah, berdasarkan pandangan kemaslahatan yang
mendasari masalah tersebut, untuk dikatakan jika waktunya sempit, dan
penguasa mengkhawatirkannya, maka dia dinikahkan meskipun
tempatnya dekat.

Jika kita katakan, bahwa dibolehkan perwalian orang yang lebih
jauh, padahal yang lebih dekat ada, jika wanita tersebut menyerahkan
urusannya kepada dua orang wali, lalu masing-masing menikahkannya,
maka tidak menutup kemungkinan salah satu dari keduanya lebih dahulu
melakukan akad nikah daripada yang lainnya, atau kedua-duanya
melakukan akad secara bersamaan. Kemudian tidak menutup
kemungkinan yang menikahkan terlebih dahulu diketahui atau tidak
diketahui.
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Jika yang menikahkan terlebih dahulu diketahui dari keduanya,
mereka sepakat bahwa wanita itu menjadt istri yang pertama, jika salah
seorang dari keduanya belum ada yang menggaulinya. Dan mereka juga
berbeda pendapat jika yang kedua telah menggaulinya:

1.  Sekelompok ulama berpendapat wanita itu menjadi istri orang yang
pertama. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi’i dan Ibnu Abdil
Hakam

2. Sekelompok lain mengatakan bahwa dia menjadi istri orang yang
kedua, ini adalah pendapat Malik dan Ibnu Al Qasim.

Sepengetahuan saya, jika keduanya menikahkannya secara
bersamaan, maka tidak ada perselisihan dalam batalnya nikah tersebut.
Sebab perbedaan pendapat mereka adalah tentang berpengaruh atau
tidaknya dalam menggauli wanita tersebut, yaitu disebabkan oleh
kontradiksi antara keumuman dalil dengan qiyas. Dan hal itu karena
hadits yang diriwayatkan, bahwa Nabi SAW bersabda:

2o s £ . 7 7 ///?E”E/g P-4
Legle SO (gp 0y GSST o U
“Wanita mana saja yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka dia

menjadi istri orang yang pertama dari keduanya.””

Keumuman hadits ini mengandung arti bahwa dia menjadi istri
orang yang pertama, baik yang kedua telah menggaulinya atau belum.
Ulama yang menganggap bahwa menggauli itu berpengaruh, mereka
menyamakannya dengan hilangnya barang dagangan dalam jual beli yang
makruh, dan ini adalah pendapat yang lemah.

Adapun jika yang pertama tidak diketahui:
1. Jumhur berpendapat agar membatalkannya.

2. Malik berpendapat dibatalkan selama salah satu dari keduanya
belum menggaulinya.

Dha’if. HR. Abu Daud (2088), At-Tirmidzi (1110)An-Nasa'i (7/314), Ahmad
(5/8, 11, 22), Ad-Darimi (2/139), Ath Thayalisi (903), dinilai shahih oleh Al
Hakim (2/174), serta disetujui oleh Adz-Dzahabi dan diriwayatkan oleh Al
Baihaqi (7/139, 141), hadits tersebut dinilai sasan oleh At-Tirmidzi. Menurut
saya; hadits ini para perawinya terpercaya, hanya saja hadits ini berasal dari
riwayat Al Hasan dari Samurah bin Jundub dan Al Hasan sering me-mursal-kan
dan me-mudallis-kan dan kadang menjadikan hadits 'an‘anah. Maka hadits ini
dha’if- Dan dinilai dha 'if oleh Al Albani di dalam A/ Irwa” (1853).
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3. Sedangkan Syuraikh mengatakan bahwa dia disuruh memilih, mana
di antara keduanya yang dia pilih, itulah yang menjadi suaminya,
dan ini adalah pendapat yang syadz (ganjil). Pendapat ini juga
diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz.

Bahasan keempat: Para wali yang menghalangi perwaliannya

Mereka sepakat bahwa wali tidak berhak menghalangi
perwaliannya jika wanita yang dia walikan telah mendapatkan suami
yang sebanding dengannya dan dengan mahar yang sebanding pula. Dan
dia mengajukan urusannya kepada penguasa, lalu penguasa
menikahkannya, selain bapak. Mengenai masalah bapak ini, di dalam
madzhab Maliki terjadi perselisihan pendapat. Setelah mereka sepakat
tentang masalah di atas, mereka juga berbeda pendapat tentang apa itu
kafa’ah (kesepadanan) yang diakui dalam masalah itu dan apakah mahar
yang sebanding itu termasuk dalam kafa ‘ah (kesepadanan) atau bukan?

Mereka juga sepakat bahwa wanita boleh menolak pernikahan para
wali yang memaksanya, jika tidak ada kesepadanan, seperti seorang
bapak yang menikahkan anak gadisnya. Adapun anak laki-laki yang
belum dewasa boleh menolak berdasarkan kesepakatan para ulama.
Sedangkan laki-laki yang sudah dewasa dan janda yang belum dewasa
berdasarkan perselisihan yang telah dijelaskan. Begitujuga orang yang
diberi wasiat menikahkan orang yang dalam perwaliannya berdasarkan
pendapat yang menyatakan adanya paksaan bagi mereka.

Sedangkan kafa’ah (kesepadanan). Para ulama sepakat bahwa
kesepadanan dalam agama diakui dalam hal itu, kecuali riwayat dari
Muhammad bin Al Hasan untuk menggugurkan kesepadanan dalam
agama. Madzhab Maliki tidak berbeda pendapat, bahwa seorang gadis
jika dinikahkan oleh bapaknya dengan seorang peminum khamer
(minuman keras) —yang jelas dia adalah orang fasik— maka dia boleh
menolak pernikahan tersebut, dan hakim melihat hal itu, lalu
menceraikan di antara keduanya. Begitu juga jika dia dinikahkan dengan
orang yang memiliki harta haram atau dengan orang yang banyak
bersumpah dengan kata-kata thalak.

Mereka berselisih tentang nasab, apakah termasuk pengertian
kafa'ah (kesepadanan) atau bukan; Dan juga tentang kemerdekaan,
kekayaan dan keselamatan dari cacat:
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1.  Yang masyhur dari Malik, dibolehkan menikah dengan bekas
budak dari Arab, berdasarkan firman Allah Ta 'ala, “*Sesungguhnya
orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang
yang paling tagwa di antara kamu.” (Qs. Al Hujuraat [49]: 13)

2.  Sufyan Ats-Tsauri dan Ahmad berpendapat wanita Arab tidak
boleh dinikahkan dengan laki-laki bekas budak.

3.  Sedangkan Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan bahwa
wanita Quraisy tidak boleh dinikahkan kecuali dengan laki-laki
Quraisy, dan wanita Arab juga tidak boleh dinikahkan kecuali
dengan laki-laki Arab.

Sebab perbedaan pendapat: Perselisihan mereka di dalam
memahami sabda Nabi SAW,
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“Wanita dinikahi karena agamanya, kecantikan, harta dan
keturunannya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, maka kamu
akan beruntung.™’

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa agama saja yang
diakui, berdasarkan sabda Nabi SAW, “Maka pilihlah wanita yang taat
beragama, niscaya kamu akan beruntung.” Di antara mereka ada yang
berpendapat bahwa keturunan dalam hal itu sama kedudukannya dengan
agama. Begitujuga harta, dan tidak ada yang keluar dan hal itu kecuali

' apa yang telah ditetapkan oleh ijma’, yaitu seperti kecantikan, bukan
termasuk dari kafa’ah. Dan setiap ulama yang berpendapat untuk
menolak pernikahan karena ada aib, maka menjadikan kesehatan
termasuk dari kafa’ah. Berdasarkan hal ini, maka kecantikan diakui
karena alasan apapun.

Di kalangan Madzhab Maliki tidak ada perbedaan pendapat, bahwa
kefakiran termasuk perkara yang menyebabkan batalnya pernikahan yang
dilakukan oleh seorang bapak terhadap anak gadisnya (maksudnya, jika
dia fakir serta tidak mampu memberikan nafkah kepadanya). Jadi harta

2 Muttafaq ‘Alaih. HR. Al Bukhari (5090), Muslim (1466), Abu Daud (2047),
An-Nasa'i (6/68), Ibnu Majah (1858), Ahmad (2/428), dan Ad-Darimi (2/133).
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menurutnya termasuk kafa’ah. Sedangkan Abu Hanifah tidak
berpendapat seperti itu.

Adapun kebebasan, di kalangan madzhab Maliki tidak ada
perbedaan pendapat bahwa hal itu termasuk kafa 'ah, berdasarkan hadits
yang menjelaskan agar seorang budak perempuan memilih ketika dia
dimerdekakan®'.

Adapun mahar yang setara:

1. Malik dan Syafi’i berpendapat bahwa hal itu bukan termasuk
kafa’ah dan seorang bapak menikahkan anak gadisnya —kepada
orang lain— dengan mahar yang kurang dari mahar standar/wajar
(maksudnya, anak gadis). Sedangkan janda yang dewasa, jika rela
dengan hal itu, maka bagi para wali terdapat pembicaraan.

2. Abu Hanifah berpendapat mahar yang setara termasuk kafa ‘ah.

Sebab perbedaan pendapat: adapun tentang bapak, yaitu karena
perbedaan pendapat di antara mereka, apakah dia boleh mengurangi
sedikit dari mahar anak gadisnya atau tidak? Adapun tentang janda,
karena perselisihan mereka, apakah perwalian itu bisa terhapus darinya
karena nilai mahar, jika dia dewasa, seperti terhapus di semua
tindakannya tentang masalah harta; atau perwalian itu tidak terhapus dari
nilai mahar, karena perwalian itu tidak terhapus di dalam tindakan
tentang masalah pernikahan, sedangkan mahar itu sendin termasuk
sebab-sebabnya. Pendapat ini lebih tepat oleh ulama yang mensyaratkan
perwalian daripada orang yang tidak mensyaratkannya, tetapi yang terjadi
sebaliknya.

Berhubungan dengan hukum perwalian ini terdapat masalah yang
terkenal yaitu: apakah seorang wali boleh menikahkan wanita yang
diwalikannya dengan dirinya atau tidak boleh:

1.  Syafi’i melarang hal itu, berdasarkan qiyas wali dengan hakim dan
saksi (maksudnya, bahwa dia tidak boleh menghukumi untuk
dirinya sendiri dan tidak boleh bersaksi untuk dirinya sendiri).

2! Menunjuk kepada hadits Aisyah RA: Bahwa Barirah dimerdekakan sedangkan

suaminya seorang budak, maka Rasulullah SAW memberikan pilihan. Andaikan
dia seorang yang merdeka maka beliau tidak memberikan pilihan kepadanya.
HR. Muslim (1504), Abu Daud (2233), At-Tirmidzi (1154), dan Ibnu Majah
(2074).
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2. Malik membolehkan hal itu dan saya tidak mengetahui hujjah yang
dimilikinya dalam hal itu, kecuali hadits, “Bahwa Nabi SAW
menikah dengan Ummu Salamah tanpa wali.”** Karena putranya
masih kecil. Serta hadits, “Bahwa Nabi SAW memerdekakan
shafiyah, lalu menjadikan pemerdekaannya itu sebagai
maharnya.”??

Menurut Syafi’i, pada dasarnya pernikahan Nabi SAW adalah
sebagai kekhususuan beliau, hingga ada dalil yang menunjukkan
keumuman, Karena banyaknya kekhususan beliau SAW dalam hal ini.
Tetapi perkataan Syafi’i tentang pemimpin tertinggi terjadi keraguan.

Pasal kedua: Saksi

Abu Hanifah, Syafi’i dar Malik sepakat bahwa saksi termasuk
syarat nikah. Dan mereka berbeda pendapat apakah itu termasuk syarat
kesempurnaan yang hal itu diperintahkan ketika hendak menggauli istri
atau syarat syah yang diperintahkan ketika melakukan akad nikah. Dan
mereka sepakat bahwa tidak boleh malakukan nikah secara sirri
(rahasia).

Dan mereka berselisih jika mendatangkan saksi dua orang, lalu
keduanya diwasiatkan untuk merahasiakannya, apakah nikah tersebut
termasuk nikah rahasia atau bukan:

1. Malik mengatakan bahwa itu adalah nikah secara rahasia dan harus
dibatalkan.

2. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa itu bukan termasuk
nikah secara rahasia.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah kesaksian dalam hal ini
merupakan hukum syar’i, atau maksud dari kesaksian itu sendiri ialah
menutup jalan perselisihan atau pengingkaran. Ulama yang menyatakan
bahwa itu adalah hukum syar’i, mereka mengatakan bahwa kesaksian
adalah dalam satu syarat sah. Dan ulama yang berpendapat bahwa

22

Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
23

Muttafaq ‘Alaih. HR. Al Bukhari (5086, 5169), Muslim (1365), Abu Daud
(2054), At-Tirmidzi (1115), An-Nasa'i (6/114), di dalam 4! Kubra (5499,
6600), Ibnu Majah (1957), semuanya berasal dari hadits Anas RA.
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persaksian itu hanya untuk pembuktian, mereka mengatakan termasuk
syarat kesempurnaan.

Dasar dalam hal ini, yaitu hadits yang diriwayatkan dari Ibnu
Abbas, “Nikah itu tidak syah kecuali dengan dua orang saksi yang adil
dan wali yang bijak”** Tidak ada dari kalangan para sahabat yang
menyelisihinya.

1. Banyak dari kalangan ulama berpendapat bahwa hal ini masuk
dalam bab ijma’, namun hal ini lemah. Hadits ini telah
diriwayatkan secara marfu’ yang telah disebutkan oleh Ad-
Daruquthni, dia menyebutkan bahwa dalam sanadnya terdapat
beberapa perawi yang majhul (tidak dikenal).

2. Sedangkan menurut Abu Hanifah, nikahnya sah dengan persaksian
dua orang yang fasik, karena menurutnya tujuan dari persaksian
ialah pemberitahuan saja. Dan Syafi’i berpendapat bahwa
persaksian itu mengandung dua makna (maksudnya, pemberitahuan
dan penerimaan), Karena itu dalam persaksian dia mensyaratkan
keadilan.

3.  Sedangkan menurut Malik persaksian itu menurutnya tidaklah
mengandung makna pemberitahuan jika kedua saksi itu
diwasiatkan untuk merahasiakannya.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah perkara yang menjadi objek
kesaksian bisa dinamakan rahasia atau tidak. Dan dasar tentang
disyaratkannya pemberitahuan, yaitu sabda Nabi SAW,
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“Umumkanlah pernikahan ini dengan memukul rebana.

Diriwayatkan oleh Abu Daud. Di dalam hadits ini, Umar
mengatakan, “Ini adalah pernikahan rahasia, andaikan aku mengadili

24

Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
25

Tidak kita dapatkan di dalam Sunan Abu Daud sebagiamana dikatakan oleh
pengarang, sedangkan hadits tersebut diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (1089), Al
Baihaqi (7/290), adapun lafazh Al Baihaqi, “Perlihatkanlah pernikahan itu dan
pukullah rebana untuknya” At-Tirmidzi menambahkan “Dan tempatkaniah
pernikahan itu di masjid.” Hadits ini dinilai dha’if oleh Al Albani selain
kalimat, “Umumkanlah pernikahan.” Dan kalimat tersebut memiliki beberapa
penguat. Lihat kembali Adab Az-Zifaf (hal 97), dan Al [rwa’ (1993).
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dalam masalah itu, maka akan aku rajam.” Abu Tsaur dan sekelompok
ulama mengatakan, kesaksian itu bukan termasuk syarat nikah, bukan
syarat sah dan bukan pula syarat kesempurnaan. Hal itu dilakukan oleh
Al Hasan bin Al, diriwayatkan; “Bahwa dia menikah tanpa saksi,
kemudian memberitahukan pernikahannya.”

Pasal ketiga: Mahar

Pembahasan tentang mahar terangkum dalam enam bahasan:

Bahasan pertama: Hukum dan rukun-rukun mahar

Pada bagian ini terdapat empat masalah:

Masalah pertama: Hukumnya

Adapun hukum mahar: Para ulama sepakat bahwa mahar termasuk
salah satu syarat sahnya pernikahan. Dan tidak boleh mengadakan
persetujuan untuk meninggalkannya, berdasarkan firman Allah Ta'ala,
“Berikanlah maskawin-maskawin kepada wanita-wanita (yang kamu
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.” (Qs. An-Nisaa' [4]:
4).

Dan firman Allah Ta'ala, “Karena itu kawinilah mereka (wanita-
wanita) dengan seizin keluarganya dan berikanlah kepada mereka
maskawinnya.” (Qs. An-Nisaa' [4]: 25).

Masalah kedua: Ukurannya

Adapun ukurannya, para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan
tentang maksimalnya. Dan mereka mereka berbeda pendapat tentang
minimalnya:

1. Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan para fugaha Madinah dari
kalangan tabi’in berpendapat tidak ada batas tentang minimalnya.
Semua yang bisa menjadi harga dan nilai bagi sesuatu boleh
menjadi mahar, pendapat ini dikemukakan pula oleh Ibnu Wahb
yang termasuk para pengikut Malik.
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2. Sekelompok ulama menyatakan wajibnya menentukan batas
minimalnya dan mereka berselisih dalam penentuannya, yang
masyhur dalam hal itu ada dua madzhab; Pertama, madzhab Malik
dan para pengikutnya dan Kedua, madzhab Abu Hanifah dan para
pengikutnya.

Malik berkata, “Minimalnya seperempat dinar berupa emas atau
tiga dirham berupa perak atau yang senilai dengan tiga dirham
(maksudnya dirham takaran saja, menurut riwayat yang terkenal) dan
dikatakan: atau yang senilai dengan salah satu dari keduanya.”

Sedangkan Abu Hanifah berkata, “Minimalnya sepuluh dirham.
Dikatakan, lima dirham. Dan dikatakan, empat puluh dirham.”

Sebab perbedaan mereka dalam menentukan ukuran ada dua
sebab: pertama, ketidakjelasan pernikahan ini antara sebagai salah satu
penukaran yang diakui dengan kerelaan baik dengan sedikit atau banyak
seperti dalam kasus jual beli dan antara sebagai ibadah maka hal itu
sudah ditentukan. Hal itu dilihat dari satu sisi, bahwa dengan mahar
seorang laki-laki bisa memiliki manfaat seorang wanita untuk selamanya
menyerupai tukar menukar. Dan dari sisi bahwa tidak boleh saling ridha
untuk menggugurkannya menyerupai ibadah.

Kedua, kontradiksi qiyas yang mengandung arti pembatasan
berdasarkan pemahaman hadits yang tidak mengandung arti pembatasan.

Adapun qiyas yang mengandung arti pembatasan ialah
sebagaimana kami katakan bahwa hal itu merupakan ibadah dan ibadah
sudah ditentukan.

Adapun hadits yang pemahamannya mengandung arti tidak adanya
pembatasan, yaitu hadits Sahal bin Sa’d As-Sa’idi yang disepakati ke-
shahih-annya,

-] 4 [ - v B’/ A‘y ’/ \d < [ ' @ ;
an\J)fU ;on\f$m;l.>-(,.l.~)¢.lp.\»\6l¢m‘j);)o\

B 5 GG ) pG ob,b G ot &l 9,.“.; Loy Q,\
}L}mwwwd"" JGs cobwdufvriu* ey

& Jy“ju“g;,)‘y\duu Jw%u@m;z;;;,.q”y

34  Bidayatul Mujtahid



A Tl Y s

&

W gEkel oy oLy Je d
i . .

’ . s TR s s e . o
st Sl iy e dn Lo SN s s Do o8 (0T
Jo —GUL Sl 108 50 WS 5% X B OT N .
so PR LA s T
O L Blas Uy SERSTT 06 1 Ty e s it 70
“Bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh seorang wanita, lalu
wanita itu berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah
memberikan diriku untukmu,’ lalu dia berdiri lama. Maka seorang laki-
laki berdiri seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, Nikahkanlah aku
dengannya, jika engkau tidak  berminat untuk menikahinya.” Maka
Rasulullah SAW bertanya, ‘Apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa
kamu jadikan sebagai mahar untuknya?’ dia menjawab, “Aku tidak
memiliki sesuatu kecuali kainku.” Maka Rasulullah SAW bersabda, “Jika
kamu berikan kain itu kepadanya, maka kamu duduk dengan tidak
memiliki kain. Carilah sesuatu yang lain.” Dia berkata, ‘Aku tidak
mendapatkan sesuatu.” Lalu Nabi SAW bersabda, ‘Carilah meskipun
sebuah cincin yang terbuat dari besi,’ lalu dia mencarinya, tetapi tidak
mendapatkan sesuatu pun. Maka Rasulullah SAW bertanya, ‘Apakah
kamu menghafal sesuatu dari Al Quran?’ dia menjawab, “Ya, surat ini
dan itu —beberapa surat yang dia sebutkan- maka Rasulullah SAW
bersabda, ‘Sungguh telah kunikahkan kamu dengan dia dengan (mahar)
surah-surah Al Qur an yang kamu hafal.””°

Mereka mengatakan, sabda Nabi SAW “‘Carilah meskipun sebuah
cincin yang terbuat dari besi” sebagai dalil bahwa tidak ada batasan
minimainya, karena jika ada batasannya, maka pasti beliau jelaskan,
karena tidak boleh menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan.
Pengambilan dalil seperti ini jelas sebagaimana yang Anda lihat,
meskipun qiyas yang dijadikan pegangan oleh para ulama yang
mengatakan adanya pembatasan, tidak diterima muqadimahnya, yaitu
karena hal itu terbentuk atas dasar dua mugadimah:

¥ Muttafag ‘Alaih. HR. Al Bukhari (5135), Muslim (1425), Abu Daud (2111), At-
Tirmidzi (6/123), Ibnu Majah (1889), dan Ahmad (5/330, 336).
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Pertuma, bahwa mahar itu adalah suatu 1badah. Kedua, bahwa
ibadah itu sudah ditentukan. Pada kedua muqadimah in1 tedapat
peselisihan bagi ulama yang menentangnya. Hal itu karena di dalam
syari’at terdapat ibadah yang tidak ditentukan, bahkan yang wajib 1alah
hanya melakukan minimal sesuatu yang dengannya di namakan ibadah
tersebut. Juga, mahar itu tidak secara murni memiliki kemiripan dengan
ibadah, hanya saja para ulama yang menguatkan giyas ini melebihi
pemahaman hadits yaitu karena kemungkinan hadits tersebut khusus
untuk orang itu, berdasarkan sabda Nabi SAW, “Sungguh telah
kunikahkan kamu dengan dia dengan surah-surah Al Qur an yang kamu
hafal’*’ Dan ini berbeda dengan dasar hukum. Meskipun di sebagian
riwayat dijelaskan bahwa beliau bersabda, “Bangkit, lalu ajarkanlah
dia.” Setelah orang itu menyatakan bahwa dia memiliki hafalan Al
Qur’an, lalu dia bangkit dan mengajarkan Al Qur'an. Maka terjadilah
pernikahan dengan upah, tetapi setelah mereka (para ulama) mencari
dasar yang mereka giyaskan ukuran mahar itu kepadanya, mereka tidak
menemukan sesuatu yang lebih mirip darn nishab potong tangan (dalam
hukum pencurian) meskipun antara keduanya jauh.

Yang demikian itu, bahwa qiyas yang mereka gunakan untuk itu,
yaitu mereka mengatakan, “Anggota tubuh yang dianggap halal dengan
harta, maka harus dikira-kirakan yang hukum asalnya ialah potong
tangan. Kelemahan qiyas ini yaitu dari segi menganggap halal pada
keduanya, hal itu dikatakan dengan persamaan nama, yaitu bahwa potong
tangan itu bukan menyetubuhi. Dan juga, potong tangan itu adalah
menganggap halal dari segi hukuman, rasa sakit dan hilangnya anggota
tubuh.

Sedangkan menyetubuhi adalah menganggap halal dari segi
kenikmatan dan kasih sayang. Ini merupakan qiyas syabah (kemiripan)
yang lemah, karena dengannya hukum cabang dan hukum asal memiliki
kemiripan yang satu, tidak dalam lafazh, bahkan makna. Dan karena
hukum itu hanya ada pada hukum asal dari segi kemiripan. Dan ini
semuanya tidak ada dalam qiyas ini. Di samping itu pula, hal itu
termasuk kemiripan yang tidak dijelaskan oleh lafazh. Ini termasuk jenis
qiyas yang tertolak menurut para peneliti, tetapi mereka tidak
menggunakan qiyas ini untuk menetapkan pembatasan yang sebanding

¥ Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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dengan pemahaman hadits di atas. Jadi qiyas ini sangat lemah sekali,
hanya saja mereka menggunakannya untuk menentukan ukuran
pembatasan.

Sedangakan qiyas yang mereka gunakan untuk menentang
pemahaman hadits, maka hadits tersebut lebih kuat dari qiyas ini.
Tentang tidak adanya pembatasan diperkuat dengan hadits yang
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,
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“Bahwa seorang wanita menikah dengan mahar sepasang sandal,
maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Apakah jiwamu rela
dengan harta berupa sepasang sandal?” dia menjawab, “Ya.” Maka
beliau membolehkan nikahnya.”?® At-Tirmidzi mengatakan hadits ini
hasan shahih.

Setelah para ulama yang mengatakan adanya pembatasan dengan
mengqiyaskannya pada nishab pencurian, mereka berbeda pendapat
tentang hal itu berdasarkan perbedaan pendapat mereka mengenai nishab
pencurian:

1.  Malik mengatakan seperempat dinar atau tiga dirham, karena itu
adalah nishab pencurian menurutnya.

2. Abu Hanifah mengatakan sepuluh dirham, karena itu adalah nishab
pencurian menurutnya.

3. Sedangkan Ibnu Syubrumah mengatakan lima dirham, karena itu
juga nishab pencurian menurutnya.

Para ulama madzhab Hanafi tentang mahar yang dibatasi dengan
ukuran ini, berhujjah dengan hadits yang mereka riwayatkan dari Jabir,
dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda;
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®  Dha’if: Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (1113), Ibnu Majah (1888), Ahmad

(3/445), Ath Thayalisi (1143), Abu Ya’la (7194), Al Baihaqi (7/238), dan
dinilai dha’if oleh Al Albani di dalam Dha'if At-Tirmidzi serta di dalam Al
Irwa’ (1926).
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“Tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham.”*

Andaikan hadits ini shahih, maka bisa menghilangkan perselisihan,
karena hadits ini mengharuskan hadits Sahal bin Sa’ad berlaku khusus.
Tetapi hadits Jabir ini dha’if menurut ahli hadits, karena diriwayatkan
oleh -—menurut mereka- Mubasysyir bin Ubaid dari Al Hajjaj bin
Artha’ah, dari Ath-Thabrani dari Jabir, sedangkan Mubasysyir dan Al
Hajjaj keduanya dha'if, dan Ath-Thabrani juga tidak berjumpa dengan
Jabir, karena itu tidak mungkin dikatakan, bahwa hadits ini bertentangan
dengan hadits Sahal bin Sa’ad.

Masalah ketiga: Jenis dan sifatnya

Adapun jenisnya: yaitu semua yang boleh untuk dimiliki atau bisa
menjadi pengganti.
Karena hal itu, mereka berbeda pendapat dalam dua hal: tentang

pernikahan dengan mahar upah dan menjadikan pemerdekaan budaknya
sebagai mahar untuknya.

Adapun pernikahan dengan upah: di dalam madzhab Maliki
terdapat tiga pendapat:

1. Pendapat yang menyatakan boleh dengan mahar upah.
2. Pendapat yang menyatakan tidak boleh.
3. Pendapat yang menyatakan makruh.

Sedangkan yang masyhur dari Malik yaitu yang menyatakan
makruh. Karena itu dia berpendapat boleh membatalkannya sebelum
menggaulinya. Dan di antara pengikutnya yang membolehkannya yaitu:
Ashbagh dan Sahnun. Dan itu juga pendapat Syafi’i. Sedangkan Ibnu Al
Qasim dan Abu Hanifah melarangnya kecuali mengenai budak, karena
Abu Hanifah membolehkannya.

®  Maudhu’. HR. Abu Ya’la di dalam Musnadnya (4/72), (2094), Ad-Daruquthni

(3/244, 245), Ath-Thabrani di dalam Al Ausath (3), Al Baihaqi (7/133, 240), Al
Haitsami di dalam A/ Majma’ mengatakan, “Diriwayatkan oleh Abu Ya’la dan
di dalamnya terdapat Mubasysyir bin Ubaid dan haditsnya ditinggalkan™. Al
Uqaili mengatakan di dalam Adh-Dhu’afa, “Ahmad berkata; Mubasysyir bin
Ubaid hadits-haditsnya maudhu’ dusta.” Al Bukhari mengatakan, “Haditsnya
munkar.” Sedangkan Al Albani di dalam A/ /rwa’ setelah menyebutkan hadits
tersebut mengatakan, “Maudhu " (Al Irwa’ 6/264).
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Sebab perbedaan pendapat: Ada dua sebab; pertama, apakah
syari’at umat scbelum kita menjadi keharusan bagi kita hingga ada dalil
yang menunjukkan tidak berlakunya syari’at tersebut atau justru
sebaliknya:

Ulama yang mengatakan, itu adalah menjadi keharusan, maka
mereka membolehkannya, berdasarkan firman Allah 7a'ala: “(Berkata
Syu’aib) sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu (musa) dengan
salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja
denganku delapan tahun.” (Qs. Al Qashash [28]: 27) Dan seterusnya.
Dan ulama yang mengatakan tidak menjadi keharusan, berpendapat
pernikahan dengan mahar upah tidak dibolehkan .

Kedua, apakah boleh pernikahan dalam hal itu digiyaskan dengan
upah pekerja. Hal itu karena upah pekerja adalah pengecualian dari jual
beli yang bersifat penipuan serta tidak diketahui. Karena itu Al Asham
dan Ibnu Aliyah berpendapat beda dengan hal itu, karena pada dasarnya
transaksi harus ada sesuatu yang jelas dan tetap ditukar dengan barang
yang jelas dan tetap pula. Sedangkan upah pekerja adalah sesuatu yang
jelas dan tetap ditukar dengan gerakan atau perbuatan yang tidak tetap
serta tidak bisa diperkirakan nilainya dengan sendirinya. Karena itulah
para ulama berbeda pendapat, kapan upah pekerja itu harus dibayarkan
oleh orang yang mempekerjakannya.

Sedangkan pemerdekaan budak itu bisa dijadikan sebagai
maskawin: para fuqaha berbagai negeri, selain Daud dan Ahmad
menyatakan tidak bisa.

Sebab perbedaan pendapat: yaitu adanya kontradiksi antara
hadits yang menerangkan tentang hal itu dan hukum asal (maksudnya,
hadits yang menjelaskan,

i T T s le e oL A 2y . %z
Al e Ja's adw sl rpjwu\yw inu) ol
“Bahwa Nabi SAW memerdekakan Shafiyah dan menjadikan
pemerdekaannya itu sebagai maharnya.”°

Dengan adanya kemungkinan bahwa hadits ini menjadi kekhususan
bagi Nabi SAW karena banyaknya kekhususan beliau dalam dalam bab
ini. Dan segi kontradiksinya dengan hukum asal adalah bahwa

% Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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pemerdekaan budak itu menghapus kepemilikan. Sedang penghapusan
tersebut tidak mengandung dibolechkannya sesuatu dengan segi yang lain,
karena jika dimerdekakan berarti dia telah memiliki dirinya sendiri, lalu
bagaimana dia diharuskan menikah? karena itu Syafi’i mengatakan, “Jika
budak wanita itu tidak ingin menikah dengan orang yang
memerdekakannya, maka dia harus menebus dirinya.”

Yang demikian itu karena Syafi’i berpendapat bahwa budak wanita
itu telah membatalkan harga yang telah ditentukan oleh orang yang
memerdekakannya, karena ia memerdekakan budak wanita itu dengan
syarat untuk memperoleh kenikmatan dengannya. Semua ini tidak bisa
dikatakan bertentangan dengan perbuatan Nabi SAW. Seandainya
perbuatan beliau tidak dibolehkan bagi yang lain, maka beliau SAW
pasti menjelaskan hal itu. Pada dasarnya semua perbuatan beliau menjadi
keharusan bagi kita, kecuali jika terdapat dalil yang menjelaskan tentang
kekhususan bagi beliau SAW.

Adapun tentang sifat mahar: Para ulama sepakat bahwa
pernikahan itu sah berdasarkan pertukaran dengan sesuatu tertentu serta
dikenal sifatnya. (maksudnya, yang jelas jenis dan ukuran dengan sifat).

Mereka berbeda pendapat tentang pertukaran barang yang tidak
disifati serta tidak tertentu, seperti mengatakan, “Aku nikahkan kamu
dengannya, dengan mahar budak atau pembantu.” Tanpa menerangkan
hal itu dengan sifat yang menjelaskan nilainya:

1. Malik dan Abu Hanifah berpendapat dibolehkan.
2. Syafi’1 berpendapat tidak dibolehkan.

Jika terjadi pernikahan seperti itu, menurut Malik, bahwa pangantin
wanita memperoleh tengah-tengah dari yang disebutkan untuknya.
Sedangkan Abu Hanifah mengatakan, bahwa pengantin laki-laki dipaksa
untuk membayar harganya.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah pernikahan seperti itu bisa
disamakan dengan jual beli, dengan maksud dari kebakhilan atau tidak
bisa mencapai nilai itu, tetapi tujuannya lebih dari itu yaitu,
kedermawanan? Ulama yang mengatakan bahwa dalam kebakhilan sama
dengan dalam jual beli, mereka berpendapat bahwa sebagaimana tidak
boleh melakukan jual beli dengan sesuatu yang tidak dijelaskan,
begitujuga dalam pernikahan tidak boleh. Sedangkan ulama yang
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mengatakan dalam kebakhilan tidak sama dengan melakukan jual beli,
karena tujuannya hanyalah kedermawanan, mereka berpendapat boleh.

Masalah keempat: Penundaannya
Adapun tentang penundaannya;
1. Sekelompok ulama tidak membolehkannya sama sekali.

2. Sekelompok ulama lain membolehkannya dengan memberikan
sesuatu darinya jika hendak menggaulinya, dan in1 pendapat Malik.

Para ulama yang membolehkan penundaannya: di antara mereka
ada yang membolehkannya hanya untuk waktu tertentu serta ditentukan
lamanya, ini adalah pendapat Malik. Dan di antara mereka ada yang
membolehkannya karena kematian atau perceraian, ini adalah pendapat
Al Auza’i. Sebab perselisihan mereka yaitu, apakah pernikahan itu
menyerupai jual beli dalam hal penundaan atau tidak? Ulama yang
menyatakan, tidak menyerupainya, berpendapat tidak membolehkan
penundaan tersebut karena kematian atau perceraian dan ulama yang
menyatakan tidak menyerupainya berpendapat bahwa hal itu dibolehkan
. Sedangkan ulama yang melarang adanya penundaan karena pernikahan
itu adalah ibadah.

Bahasan kedua: Mengenai penentuan (keseluruhan mahar bagi istri)

Para ulama sepakat bahwa mabhar itu wajib dibayarkan seluruhnya
karena menggauli atau adanya kematian.

Sedangkan kewajiban untuk dibayar seluruhnya karena menggauli,
yaitu berdasarkan firman Allah Ta'ala, “Dan jika kamu ingin
menggantikan istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah
memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka
janganlah kamu mengambil kembali darinya sedikit pun...” (Qs. An-
Nisaa'[4]: 20).

Adapun kewajiban untuk dibayar karena kematian, sekarang saya
mengetahui suatu dalil yang diriwayatkan (baik dari Al Qur'an dan As-
Sunnah) kecuali ijma’ dalam hal itu. Dan mereka berbeda pendapat,
apakah termasuk syarat kewajiban untuk dibayarkannya Kkarena
menggauli harus dengan bersentuhan atau tidak? Tetapi wajib dibayarkan
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dengan hanya menggauli dan berkhalwat (menyendiri berdua), yaitu yang
mereka artikan dengan istilah menutup tabir:

. Malik, Syafi’i dan Daud berpendapat tidak wajib dengan menutup
tabir kecuali setengah mabhar, selagi belum menyentuh.

2. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat wajib untuk membayar mahar
sepenuhnya dengan hanya berkhalwat, kecuali jika dalam keadaan
berihram, sakit atau berpuasa di bulan Ramadhan, atau wanita itu
sedang haidh. Ibnu Abi Laila mengatakan, wajib membayar mahar
sepenuhnya karena menggauli dan tidak mensyaratkan apapun
dalam hal itu.

Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi antara hukum
yang telah ditetapkan oleh para sahabat dalam hal itu berdasarkan zhahir
Al Qur’an, yaitu Allah Ta'ala telah menegaskan tentang seorang 1istri
yang telah digauli, bahwa mahar yang telah diberikan kepadanya tidak
boleh diambil sedikitpun dalam firman-Nya, “Bagaimana kamu akan
mengambil kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang
lain sebagai suami istri.” (Qs. An-Nisaa'[4]: 21).

Dan menegaskan tentang wanita yang diceraikan sebelum disentuh,
bahwa dia mendapatkan setengah mahar, Allah 7a’ala berfirman, “Jika
kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu menggauli mereka, sedang
kamu telah menetukan maskawinnya, maka bayarlah separuh dari
maskawin yang telah kamu tentukan itu.” (Qs. Al Baqarah [2]: 237).

Ayat ini sebagaimana yang Anda lihat, merupakan nash yang
menjelaskan tentang hukum masing-masing dari dua keadaan ini
(maksudnya, sebelum menyentuh dan sesudah menyentuh) dan tidak ada
pertengahan di antara keduanya. Maka dengan ini jelaslah bahwa mahar
itu tidak wajib kecuali dengan menyentuh. Sedangkan menyentuh di sini
adalah jelas yaitu persetubuhan. Kadang menyentuh itu diartikan
berdasarkan makna aslinya secara bahasa yaitu al mass (menyentuh).

Barangkali inilah yang menjadi dasar penafsiran para sahabat,
karena itu Malik mengatakan tentang orang lemah syahwat yang tidak
ada harapan sembuh, bahwa dia wajib membayar mahar istrinya, jika
terjadi perceraian, Karena dia sudah lama tinggal bersama istrinya. Jadi
dia menjadikan pergaulan yang tanpa ada persetubuhan itu berpengaruh
dalam mewajibkan mahar.
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Sedangkan hukum-hukum yang menjelaskan tentang hal itu dar
para sahabat ialah: bahwa barangsiapa yang menutup pintu atau
menurunkan tabir, maka sungguh dia wajib untuk membayar mahar. Dan
tentang hal itu tidak ada perselisihan di kalangan mereka mengenai
sesuatu yang mereka putuskan.

Dari bab ini, mereka berbeda pendapat dalam persoalan cabang,
yaitu perbedaan tentang menyentuh (maksudnya, orang-orang yang
mensyaratkan harus menyentuh) yaitu seperti seorang istri mengaku telah
disentuh dan suami mengingkarinya:

1.  Pendapat yang masyhur dari Malik bahwa perkataan yang dipegang
adalah perkataan istri.

2. Pendapat lainnya, jika suami masuk ke rumah istri untuk
menggaulinya, maka perkataan istri yang dibenarkan. Sedangkan
apabila masuknya suami ke rumah istri tersebut dengan maksud
hanya untuk mengunjunginya, maka perkataan istri tidak
dibenarkan.

3. Pendapat lainnya, jika istri itu masih gadis, maka persoalannya
diserahkan kepada para wanita untuk melihat keadaannya. Jadi, di
dalam madzhab Maliki terdapat tiga pendapat.

Syafi’i dan Ahli zhahir mengatakan, bahwa perkataan yang
dibenarkan yaitu perkataan suami, hal itu karena dalam hal ini dia
menjadi tertuduh. Sedangkan Malik tidak mengakui tentang wajibnya
bersumpah bagi orang yang tertuduh dari segi kedudukannya sebagai
orang yang tertuduh, tetapi dari segi, bahwa dalam banyak hal kerancuan
mendominasi pada dirinya. Karena itu, di beberapa kondisi dia
menjadikan perkataan itu sebagai perkataan orang yang menuduh, karena
dia lebih banyak kerancuannya. Perbedaan pendapat ini kembali kepada,
apakah diwajibkannya bersumpah atas orang tertuduh itu dapat diketahui
alasannya atau tidak? Demikian pula pendapat tentang kewajiban
mendatangkan bukti bagi orang yang menuduh. Dan hal ini akan
dijelaskan dalam pembahasan tersendiri.

Bahasan ketiga: Pembagiannya

Mereka sepakat secara global bahwa jika suami menceraikan
istrinya sebelum menggaulinya, padahal dia telah menentukan besarnya
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mahar, maka suami boleh meminta kembali setengah maharnya,
berdasarkan firman Allah Ta'ala, “Maka bayarlah separuh dari
maskawin yang telah kamu tentukan itu.” (Qs. Al Baqarah [2}: 237).

Pembahasan tentang pembagian setengah dari mahar terdapat
dalam tiga hal: pertama, tentang pernikahan yang mengharuskan adanya
pembagian setengah. Kedua, tentang jenis thalak (perceraian) yang
mewajibkannya (maksudnya, yang terjadi sebelum menggauli) dan
ketiga, hukum adanya berbagai perubahan sebelum terjadi perceraian.

Adapun tentang jenis pernikahan yang mengharuskan adanya hal
itu: Menurut Malik, yaitu pernikahan yang sah (maksudnya, agar
perceraian itu terjadi sebelum menggauli terdapat pada pernikahan yang
sah). Sedangkan pernikahan yang tidak sah, jika perceraian yang terjadi
bukan karena dibatalkan dan dicerai sebelum dibatalkan, maka dalam hal
ini terdapat dua pendapat.

Adapun tentang sesuatu yang mengharuskan adanya pembagian
setengah, yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak suami bukan atas
kehendak istri, seperti perceraian yang terjadi dengan tuntutan istri
karena aib (cacat) yang ada pada suami.

Mereka berbeda pendapat dalam hal ini, tentang perceraian yang
terjadi karena tuntutan istri untuk memperoleh mahar atau nafkah, ketika
suami tidak mampu. Tuntutan ini tidak ada bedanya dengan tuntutan
karena ada cacat.

Adapun tentang pembatalan yang bukan perceraian: tidak ada
perselisihan lagi bahwa pembatalan tersebut tidak mewajibkan adanya
pembagian setengah, jika dalam pembatalan tersebut terdapat pembatalan
yang dari segi akad atau dari segi mahar. Secara ringkas, dari segi tidak
adanya sesuatu yang mewajibkan sahnya pernikahan, sedangkan istri
dalam hal itu tidak mempunyai pilihan sama sekali.

Adapun pembatalan yang muncul tiba-tiba atas akad nikah yang
benar seperti murtad atau satu susuan, jika salah satu dari keduanya tidak
memiliki pilihan atau istri punya pilihan, maka tidak mengharuskan
adanya pembagian setengah. Jika dalam hal ini suami memiliki pilihan,
seperti murtad, maka hal itu mewajibkan adanya pembagian setengah.
Pendapat yang diyakini oleh ahli Zhahir yaitu bahwa setiap perceraian
yang terjadi sebelum menggauli, maka wajib dilakukan pembagian
setengah, baik perceraian itu terjadi karena disebabkan oleh istri atau
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suami. Sedangkan yang terjadi karena pembatalan, bukan karena
perceraian, maka tidak ada pembagian setengah.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah ketentuan tersebut bisa
dipahami maknanya atau tidak?. Ulama yang menyatakan bahwa
ketentuan tersebut bisa dipahami maknanya serta menyatakan bahwa istri
berhak mendapatkan setengah mahar sebagai ganti sesuatu yang
dimilikinya itu, karena berhak memaksa mengembalikan barang yang
menjadi miliknya serta mengambil harganya seperti keadaan yang terjadi
pada pembeli, jadi pernikahan dalam hal ini berbeda dengan jual beli,
maka istri memperoleh ganti dari haknya, mereka berpendapat bahwa
jika perceraian terjadi dari pihak istri, maka dia tidak memperoleh
apapun, karena dia telah menggugurkan dirinya dari hak memaksa suami
untuk membayar harga dan menerima barangnya.

Sedangkan ulama yang mengatakan, bahwa ketentuan itu tidak bisa
dipahami maknanya dan mengikuti zhahir lafazh, mereka berpendapat
bahwa harus dilakukan pembagian setengah pada setiap perceraian yang
terjadi karena disebabkan oleh suami atau istri.

Sedangkan hukum berbagai perubahan sebelum terjadi perceraian,
hal itu tidak lepas dari dua kemungkinan; adakalanya berasal dari istri
atau dari Allah. Yang berasal dari Allah, tidak lepas dari empat segi:

1. Kemungkinan habis seluruhnya.

2 Kemungkinan berkurang.

3. Kemungkinan terjadi penambahan.
4

Kemungkinan terjadi penambahan dan pengurangan secara
bersamaan.

Yang berasal dari istri, tidak lepas dari kemungkinan berupa
tindakannya dengan menghabiskan mahar dengan  menjual,
memerdekakan dan membeli, atau kemungkinan tindakannya untuk
mengambil manfaat khusus untuknya atau mempersiapkannya untuk
suaminya:

1.  Menurut Malik, keduanya bersama menanggungnya dalam
pengunaan, penambahan dan pengurangan.
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2. Menurut Syafi’i bahwa dalam penggunaan dan pengurangan suami
bisa meminta kembali setengah mahar dan tidak bisa meminta
kembali setengah penambahan yang terjadi pada mahar.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah seorang istri memiliki mahar
sebelum digauli atau sebelum kematian suami dengan kepemilikan yang
tetap atau tidak.

Ulama yang mengatakan bahwa istri memilikinya dengan
kepemilikan yang tetap, mereka berpendapat bahwa keduanya
menanggung bersama dalam urusan mahar selagi istri belum melakukan
tindakan yang melampui batas, lalu memasukkan mahar untuk
kepentingannya.

Sedangkan ulama yang mengatakan bahwa istri memilikinya
dengan kepemilikan yang tetap dan pembagian setengah adalah hak yang
membantunya ketika terjadi perceraian dan setelah tetapnya kepemilikan,
mereka mewajibkan suami meminta kembali kepada istri dengan semua
yang hilang darinya. Mereka tidak berbeda pendapat bahwa jika istri
menggunakannya untuk kepentingan peribadinya, maka dia menanggung
setengahnya.

Mereka berbeda pendapat, jika istri menggunakan mahar itu untuk
membeli peralatan pribadinya yang sudah menjadi kebiasaan, apakah
suami meminta kembali setengah dari barang yang dibeli oleh istrinya
atau setengah nilai mahar yang sudah berubah menjadi peralatan itu?

1. Malik berpendapat bahwa suami meminta kembali setengah dari
barang yang dibeli oleh istrinya.

2. Abu Hanifah dan Syafi’i berpendapat bahwa suami meminta
kembali setengah nilai mahar yang sudah berubah menjadi
peralatan, yaitu setengah mahar.

Mereka dalam hal ini berbeda pendapat dalam masalah cabang
yang berhubungan dengan riwayat, yaitu apakah seorang bapak boleh
memaafkan (tidak mengambil) setengah mahar bagi anak gadisnya?
(maksudnya, jika dia diceraikan sebelum digauli) dan seorang majikan
bagi budak wanitanya:

1.  Malik berpendapat dia boleh melakukannya.

2. Abu Hanifah dan Syafi’i berpendapat dia tidak boleh
melakukannya.
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Sebab perbedaan pendapat: Adanya kemungkinan yang terdapat
dalam firman Allah Ta'ala, “Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan
atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.” (Qs. Al
Bagqarah [2]: 237)

Yaitu terletak pada kata Ya'fu (memaafkan) dalam bahasa Arab
kadang diartikan dengan menghapuskan (menggugurkan) dan kadang
diartikan dengan memberikan. Demikian pula dalam firman Allah
Ta'ala: “Oleh orang yang memegang ikatan nikah” kepada siapakah
dhamir (kata ganti) ini kembali? Apakah kepada wali atau kepada suami?
Ulama yang mengatakan bahwa dhamir itu kembali kepada suami,
mereka mengartikan ya fu dengan makna memberikan. Dan ulama yang
mengatakan bahwa dhamir itu kembali kepada wali, mengartikan ya fu
dengan makna menggugurkan. Sekelompok ulama berpendapat dengan
pendapat yang syadz (aneh) yaitu mercka mengatakan bahwa setiap wali
boleh memaafkan setengah dari mahar yang wajib diberikan kepada
wanita.

Kedua kemungkinan yang terdapat dalam hal ini hampir sama,
tetapi ulama yang berpendapat bahwa orang tersebut adalah suami, tidak
mengharuskan adanya hukum tambahan dalam ayat (maksudnya, hukum
syari’at sebagai tambahan), karena kebolehan akan hal itu jelas bisa
diketahui dari syari’at.

Dan ulama yang berpendapat bahwa orang itu adalah wali,
kemungkinan bapak atau yang lainnya, maka menambahkan hukum
syari’at, karena itu wajib baginya untuk mendatangkan dalil yang
menjelaskan bahwa ayat ini lebih jelas menerangkan tentang wali
daripada menerangkan tentang suami. Dan itu adalah perkara yang sulit.

Sedangkan jumhur berpendapat bahwa wanita yang masih kecil dan
wanita yang dalam perwalian tidak boleh memberikan maharnya yang
menjadi haknya. Sekelompok ulama berpendapat dengan pendapat yang
syadz (aneh), mereka mengatakan bahwa, wanita itu boleh memberikan
maharnya, berdasarkan keumuman firman Allah Ta’ala, “Kecuali jika
istri-istrimu itu memaafkan.” (Qs. Al Bagarah [2]: 237)

Dalam pembahasan ini mereka berbeda pendapat tentang seorang
wanita jika memberikan mahamya kepada suaminya, kemudian dia
diceraikan sebelum digauli:
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1. Malik berpendapat bahwa suami tidak boleh meminta kembali
kepada istrinya sedikitpun.

2. Syaft’i berpendapat dia boleh meminta kembali kepada istrinya
setengah mahar.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah setengah yang wajib diambil
oleh suami karena perceraian terdapat pada barang yang menjadi mahar
atau terdapat pada tanggungan istri? Ulama yang mengatakan bahwa hal
itu terdapat barang yang menjadi mahar, mereka berpendapat bahwa
suami tidak boleh meminta kembali sedikitpun, karena dia telah
memegang mahar itu semuanya.

Adapun ulama yang mengatakan bahwa hal itu berada dalam
tangggungan istri, mereka berpendapat bahwa suami boleh meminta
kembali meskipun istri telah memberikan kepadanya, seperti jika istri
memberikan harta miliknya selain itu kepada suami.

Abu Hanifah dalam masalah ini membedakan antara penerimaan
dan bukan penerimaan, dia mengatakan, jika istri telah menerima, maka
suami mendapatkan setengah dan jika belum menerima, hingga istri
memberikan kepada suami, maka suami tidak memperoleh sedikitpun.
Sepertinya Abu Hanifah berpendapat bahwa hak itu ada pada barang
mahar selama istri belum menerimanya, jika istri telah menerimanya,
maka berada dalam tanggungannya.

Bahasan keempat: Penyerahan dan hukumnya

Para ulama sepakat bahwa nikah penyerahan dibolehkan , yaitu
melakukan akad nikah tanpa menentukan mahar, berdasarkan firman
Allah Ta'ala, “Tidak ada halangan atasmu, jika kamu menceraikan istri-
istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu
menentukan maskawin untuk mereka.” (Qs. Al Bagarah [2]: 236)

Dan karena hal itu mereka berbeda pendapat dalam dua masalah:

Masalah pertama: Jika seorang istri meminta penentuan mahar dan
keduanya berselisih tentang ukurannya

Sekelompok ulama mengatakan bahwa suami menentukan mahar
untuknya dengan mahar mits/ (standar) dan suami dalam hal itu tidak ada
pilihan lain.
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Jika suami menceraikannya setelah memberikan ketentuan:

1. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa istri mendapatkan
setengah mahar.

2. Ada yang mengatakan, istri tidak mendapatkan sedikitpun, karena
dasar penentuan mahar tidak ada pada saat akad nikah dilakukan,
ini adalah pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya.

3. Malik dan para pengikutnya mengatakan, suami dihadapkan pada
tiga pilihan yaitu: pertama, ia boleh menceraikan tanpa
menentukan mahar. Kedua, ia boleh menentukan sesuatu yang
dituntut oleh istri, dan ketiga, ia boleh menentukan mahar mits! dan
mengharuskan istri untuk menerimanya.

Sebab perbedaan pendapat: (maksudnya, antara ulama yang
mewajibkan mahar miss/ tanpa ada pilihan bagi suami jika dia
menceraikan istrinya setelah istri meminta penentuan dan ulama yang
tidak mewajibkannya) yaitu perbedaan mereka tentang pengertian firman
Allah Ta ala, “Tidak ada halangan atasmu, jika kamu menderaikan istri-
istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu
menentukan maskawin untuk mereka.” (Qs. Al Bagarah [2]: 236)

Yaitu apakah ayat ini diartikan berdasarkan keumuman tentang
gugurnya mahar, baik sebab terjadinya perceraian itu terjadi karena
perbedaan mereka. tentang penentuan mahar atau perceraian itu sebabnya
bukan perselisihan dalam hal itu? Dan juga apakah dar kalimat
dihilangkannya halangan (dosa) dari hal itu dipahami tentang gugurnya
mahar setiap saat atau tidak? Dalam hal ini terdapat beberapa
kemungkinan, meskipun yang benar yaitu gugurnya mahar setiap saat
berdasarkan firman Allah Ta’ala, “Dan hendaklah kamu berikan suatu
mut'ah (kesenangan) kepada mereka. Orang yang mampu menurut

kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya.” (Qs. Al
Bagarah [2]: 236)

Menurut sepengetahuan saya, tidak ada perbedaan pendapat bahwa
jika sejak awal mula suami telah menceraikan, maka ia tidak
mendapatkan sesuatu pun. Menurut ulama yang mengharuskan istri
mendapatkan mut’'ah (pemberian/hadiah) yaitu bahwa hal itu wajib
bersamaan dengan separuh mahar, jika suami menceraikannya sebelum
menggaulinya dalam nikah yang bukan nikah penyerahan dan wajib
memberikan mahar mits] kepada istri dalam nikah penyerahan, maka
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sudah scharusnya ulama tersebut mewajibkan scparuh mahar mitsi
bersamaan dengan mut 'ah, karena ayat tersebut dengan pemahaman yang
ada tidak menyebutkan pembatalan mahar dalam nikah penyerahan,
hanya saja menyebutkan tentang bolchnya menceraikan sebelum
penentuan mahar. Jika nikah penyerahan mengharuskan adanya mahar
mits! ketika diminta, maka wajib untuk dibagi setengah jika terjadi
perceraian, seperti dibagi setengah pada mahar yang telah ditentukan.
Karena itu Malik mengatakan bahwa pada nikah penyerahan tidak
mengaruskan adanya mahar mits/ jika suami memiliki hak memilih.

Masalah kedua: Jika suami meninggal dunia padahal dia belum
menentukan mahar

Adapun masalah kedua (maksudnya, jika suami meninggal sebelum
menentukan mahar dan sebelum menggauli istrinya):

1. Malik, para pengikutnya dan Al Auza’'i berpendapat bahwa istri
tidak berhak mendapatkan mahar, tetapi berhak mendapatkan
mut'ah (hadiah) dan warisan.

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa istri berhak mendapatkan mahar
mitsl dan warisan, ini juga pendapat Ahmad dan Daud.

3. Syafi’i berpendapat sama dengan dua pendapat di atas, hanya saja
yang dipegang oleh kalangan pengikutnya yaitu seperti pendapat
Malik.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi giyas dengan hadits.

Hadits tersebut ialah: hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud,
bahwa dia ditanya tentang masalah ini, lalu dia menjawab, “Tentang
masalah ini, aku mengatakan dengan pendapatku. Jika benar, maka itu
datangnya dari Allah. Dan jika salah, maka itu datangnya dariku sendiri:
aku berpendapat bahwa istri mendapatkan mahar seperti mahar dari
wanita semisalnya (mahar mitsl) tanpa pengurangan dan tanpa
berlebihan, dia harus ber-’iddah dan dia berhak mendapatkan warisan.
Lalu Ma’qil bin Sinan Al Asyja’i bangkit seraya berkata, ‘Aku bersaksi,
bahwa dalam hal ini engkau benar-benar memutuskan perkara dengan
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keputusan Rasulullah SAW terhadap Barwa’ binti Wasyiq’.”! (HR. Abu
Daud, An-Nasa’i dan At-Tirmidzi yang menilainya shahih)

Adapun qiyas yang menentang hadits ini yaitu, bahwa mahar
adalah pengganti, ketika yang digantikan belum diterima, maka
pengantinya tidak wajib sesuai dengan qiyas jual beli.

Al Muzani mengatakan dari Syafi’i mengenai masalah ini, “Jika
hadits Barwa’ ini shahih, maka tidak ada hujjah bagi seorang pun di
hadapan hadits.” Dan yang dikatakan olehnya ini benar, wallahu a’lam.

Bahasan kelima: Mahar-mahar yang tidak sah

Mahar itu bisa tidak sah, kemungkinan karena barangnya itu sendiri
dan kemungkinan karena sifat yang ada padanya seperti tidak diketahui
atau tidak bisa diterima. Yang tidak sah karena barangnya itu sendiri
seperti khamer, babi dan sesuatu yang tidak boleh dimiliki. Dan yang
tidak sah karena tidak bisa diterima dan tidak diketahui, pada dasarnya
digiyaskan dengan jual beli. Dalam hal ini terdapat lima masalah yang
terkenal, yaitu:

Masalah pertama:

Jika mahar tersebut berupa khamer, babi, buah-buahan yang belum
masak atau unta yang lepas. Abu Hanifah mengatakan, akadnya sah jika
dilaksanakan dengan memenuhi mahar mits/. Dalam hal im terdapat dua
riwayat dari Malik yaitu; Pertama, tidak sah dan batalnya akad nikah itu,
baik sebelum menggaulinya atau sesudahnya, ini adalah pendapat Abu
Ubaid. Kedua, yaitu jika suami telah menggauli istrinya, maka akad
nikah menjadi tetap (berlaku) dan istri berhak mendapatkan mahar mits/.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah hukum nikah dalam hal itu
sama dengan hukum jual beli atau tidak? Ulama yang mengatakan bahwa
hukumnya sama dengan hukum jual beli, berpendapat bahwa akad nikah

3\ Shahih. Abu Daud (2114), At-Tirmidzi (1145), An-Nasa'i (6/121, 122, 196), di

dalam 4! Kubra (5516, 5517, 5518, 5520, 5718), Ibnu Majah (1891), Ahmad
(1/430), (3/480), (4/ 280), Ad-Darimi (2/207), dan dinilai shahih oleh Ibnu
Hibban (4098, 4099), diriwayatkan oleh Ibnu Al Jarud (718), Ath-Thabrani di
dalam A/ Kabir (20/231, 232), Al Baihagqi (7, 245), dan dinilai shahih oleh Al
Albani di dalam Shahih Abu Daud.
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tersebut tidak sah karena maharnya tidak sah, seperti tidak sahnya jual
beli, karena tidak sahnya harga.

Adapun ulama yang mengatakan bahwa sahnya mahar bukan
termasuk syarat sahnya akad nikah, dengan dalil bahwa penyebutan
mahar 1tu tidak menjadi syarat sahnya akad nikah, mereka berpendapat
bahwa pernikahan bisa dilangsungkan dan dikatakan sah dengan adanya
mahar mitsl.

Pendapat yang membedakan antara menggauli dan tidaknya adalah
pendapat yang lemah. Yang terkandung dalam dasar pemikiran madzhab
Maliki yaitu membedakan antara mahar yang diharamkan barangnya dan
yang diharamkan karena sifat yang ada padanya, karena digiyaskan
dengan jual beli. Dan sekarang saya tidak ingat nash yang menjelaskan
hal 1tu.

Masalah kedua:

Mereka berbeda pendapat jika mahar tersebut bercampur dengan
jual beli seperti jika istri memberikan kepada suami seorang budak laki-
laki dan suami memberikan seribu dirham sebagai mahar dan juga untuk
membayar harga dari budak tersebut, tanpa menentukan mana yang
menjadi harga dan mana yang menjadi mahar:

1. Malik dan Ibnu Al Qasim melarang hal itu dan ini juga pendapat
Abu Tsaur.

2. Asyhab membolehkannya, dan ini juga pendapat Abu Hanifah.

Abdullah membedakan antara keduanya dengan mengatakan jika
sisa yang ada setelah jual beli sebesar empat dinar atau lebih
dengan tanpa keraguan, maka dibolehkan.

4.  Pendapat Syafi’i dalam hal itu tidak sama, kadang dia mengatakan
bahwa hal itu dibolehkan dan kadang dia mengatakan, dalam hal ini
dibolehkan dengan membayar mahar mitsl.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah pernikahan dalam hal im
sama dengan jual beli atau tidak. Ulama yang dalam hal ini
menyamakannya dengan jual beli, mereka melarang hal itu. Adapun
ulama yang membolehkan adanya ketidaktahuan dalam pernikahan, yang
hal itu dilarang dalam jual beli, mereka berpendapat tidak dibolehkan.
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Masalah ketiga:

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang menikahi seorang
wanita dengan mensyaratkan bahwa pada mahar yang diberikan
kepadanya terdapat pemberian untuk bapak wanita (mertua) tersebut.
Perselisihan ini terbagi menjadi tiga pendapat:

1. Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat syarat tersebut
menjadi suatu keharusan dan maharnya pun sah.

2. Syafi’i berpendapat maharnya tidak sah dan wanita itu memperoleh
mahar mitsl.

3. Sedangkan Malik berpendapat jika syarat tersebut diajukan ketika
dalam pernikahan, maka pemberian tersebut menjadi milik wanita
itu dan jika diajukan setelah pernikahan, maka pembenan tersebut
menjadi milik bapaknya.

Sebab perbedaan pendapat: Penyerupaan akad nikah dalam
pemberian mahar mits/ dengan jual beli. Ulama yang menyerupakan
bapak dengan seorang wakil yang menjual barang dagangannya dan
mensyaratkan adanya suatu pemberian untuk dirinya, mereka
berpendapat tidak membolehkan pemikahan sebagaimana tidak
membolehkan jual beli.

Adapun ulama yang menjadikan pernikahan dalam hal itu berbeda
dengan jual beli, mereka berpendapat dibolehkan . Sedangkan pemisahan
Malik, yaitu karena dia menganggap jika syarat tersebut diajukan ketika
dilangsungkannya pernikahan, kemungkinan yang disyaratkannya itu
untuk dirinya dengan mengurangi dari mahar mits/ dan tidak ada
anggapan jika syarat tersebut diajukan setelah akad nikah dan
kesepakatan atas besarnya mahar. Pendapat Malik yaitu penapat Umar
bin Abdul Aziz, Ats-Tsauri dan Abu Ubaid.

Abu Daud, An-Nasa'i dan Abdurrazak meriwayatkan hadits dari
Amru bin Syu’aib dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah
SAW bersabda,
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“Wanita mana saja yang menikah berdasarkan pemberian sebelum
terjadinya akan nikah, maka pemberian tersebut menjadi miliknya.
Adapun pemberian yang diberikan sesudah terjadinya akad nikah, maka
pemberian itu menjadi milik orang yang diberi. Dan orang yang lebih
berhak memberikan kehormatan kepada seseorang (bapak) adalah anak
perempuan dan saudara perempuannya.”’

Hadits Amru bin Syu’aib ini diperselisihkan ke-shahih-annya dari
segi bahwa hadits tersebut mushahhaf (terjadi perubahan kata) tetapi
hadits tersebut merupakan nash yang menguatkan pendapat Malik. Abu
Umar bin Abdil Barr berkata, “Jika hadits tersebut diriwayatkan oleh para
perawi yang terpercaya, maka wajib untuk diamalkan.”

Masalah keempat:

Para ulama juga berbeda pendapat tentang mahar yang dimiliki
oleh orang lain atau ada cacatnya: Jumhur berpendapat bahwa pernikahan
tersebut tetap sah. Dan mereka berbeda pendapat apakah seorang istri
meminta kembali dengan harganya, atau dengan barang yang sebanding,
atau dengan mahar mits!:

1.  Pendapat Syafi’i dalam hal ini terjadi perbedaan, kadang dia
mengatakan meminta kembali dengan harganya dan kadang dia
mengatakan dengan mahar mitsl.

2. Begitujuga di dalam madzhab Maliki terjadi perbedaan pendapat
tentang hal itu, dikatakan, meminta kembali dengan mahar mits/.

3. Abul Hasan Al Lakhami berpendapat jika dikatakan, meminta
kembali dengan harga atau mahar mits! yang paling rendah, pasti
hal itu lebih baik.

4. Syahnun memiliki pendapat yang syadz (aneh) dengan mengatakan
bahwa nikahnya tidak sah.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah pernikahan dalam hal itu
serupa dengan jual beli atau tidak. Ulama yang menyerupakannya dengan
jual beli, mereka mengatakan pernikahannya dibatalkan. Dan ulama yang

2 Dha’if. HR. Abu Daud (2129), An-Nasa'i (6/120), di dalam 4/ Kubra (5509),
Ahmad (2/182), Abdurrazak (10739), dan Al Baihaqi (7/248), serta dinilai
dha’if oleh Al Albani di dalam Dha’if An-Nasa'i.
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tidak menyerupakannya dengan jual beli, mereka mengatakan
pernikahannya tidak dibatalkan.

Masalah kelima:

Mereka berbeda pendapat tentang seorang laki-laki yang menikah
dengan seorang wanita dengan syarat maharnya seribu, jika dia tidak
memiliki istri, tetapi jika dia memiliki istri, maka mahamya dua ribu.
Jumhur berpendapat bahwa hal itu dibolehkan. Mereka berbeda pendapat
tentang mahar yang wajib dalam hal itu:

I. Sekelompok ulama berpendapat bahwa syarat tersebut dibolehkan
dan dia berhak mendapatkan mahar sesuai dengan yang
disyaratkan.

2. Sekelompok ulama lain mengatakan, dia berhak mendapatkan
mahar mitsl, ini adalah pendapat Syafi’i dan pendapat ini juga
dikemukakan oleh Abu Tsaur, hanya saja dia mengatakan jika
suami menceraikannya sebelum menggaulinya, maka istri tidak
mendapatkan apa pun kecuali mut’ah.

3. Abu Hanifah berpendapat jika dia memiliki istri, maka wanita itu
berhak mendapatkan seribu dirham dan jika dia tidak memiliki istri,
maka wanita itu berhak mendapatkan mahar mitsl, selagi tidak lebih
dari dua ribu atau kurang dari seribu.

Dalam hal ini bisa dikemukakan suatu pendapat bahwa pernikahan
itu bisa dibatalkan karena adanya penipuan. Sekarang saya tidak ingat
suatu nash di dalam madzhab Maliki. Jadi inilah berbagai masalah
mereka yang terkenal dalam bab ini dan cabang-cabangnya cukup
banyak.

Mereka berbeda pendapat tentang hal-hal yang diakui sebagai
mahar mitsl, jika dalam beberapa kondisi dan yang semisalnya
diputuskan adanya mahar mitsl:

1.  Malik berpendapat diakui di dalam kecantikan wanita tersebut,
kedudukan dan hartanya.

2. Syafi’i berpendapat diakui dengan para wanita yang menjadi
ashabah-nya saja.
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3. Abu Hanifah berpendapat dalam hal itu diakui dengan para wanita
yang menjadi kerabatnya, baik dari ashabah dan lainnya.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah kesamaan itu terdapat dalam
kedudukan saja atau dalam kedudukan, harta dan kecantikan, berdasarkan
sabda Nabi SAW,

Gy sy G 320 283

“Wanita dinikahi karena agamanya, kecantikannya dan
keturunannya.”

Bahasan keenam: Perselisihan suami istri dalam masalah mahar

Perbedaan mereka tidak lepas dari masalah penerimaan, ukuran,
jenis atau waktunya (maksudnya, waktu diwajibkannya memberikan
mabhar).

Jika keduanya berselisih tentang ukurannya, misalnya seorang
wanita mengatakan dua ratus, sedangkan suami mengatakan seratus. Para
fugaha berbeda pendapat dalam hal itu dengan perselisihan yang sangat
banyak.

1. Malik mengatakan, bahwa jika perselisihan itu terjadi sebelum
suami menggauli istri dan suami mendatangkan sesuatu yang
menguatkan perkataannya dan istri juga mendatangkan sesuatu
yang menguatkan perkataannya, maka keduanya saling bersumpah
dan saling membatalkan. Jika salah satu dari keduanya bersumpah,
sedangkan yang lainnya menolak, maka perkataan yang jadi
pegangan ialah kata-kata orang yang bersumpah. Jika keduanya
menolak untuk bersumpah, maka kedudukannya sama dengan
apabila keduanya bersumpah. Barangsiapa yang mendatangkan
sesuatu yang menguatkan perkataan dari keduanya, maka perkataan
yang jadi pegangan ialah perkataan orang tersebut. Jika perselisihan
itu terjadi setelah suami menggauli istrinya, maka perkataan yang
jadi pegangan ialah perkataan suami.

2. Sekelompok ulama mengatakan bahwa perkataan yang jadi
pegangan ialah perkataan suami dengan sumpahnya, inilah

33

Shahih. Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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pendapat yang dikemukakan oleh Abu Tsaur, Ibnu Abi Laila, Ibnu
Syubrumah dan segolongan ulama lain.

3. Sekelompok ulama mengatakan bahwa perkataan yang jadi
pegangan 1alah perkataan istri hingga mencapai mahar mits/-nya
dan perkataan suami untuk mahar yang lebih besar dari mahar
mitsl.

4.  Sckelompok ulama yang lain mengatakan jika keduanya berbeda
pendapat, maka keduanya bersumpah dan kembali kepada mahar
mitsl serta tidak meyakini adanya pembatalan seperti pendapat
Malik, ini adalah madzhab Syafi’i, Ats-Tsauri dan sekelompok
ulama.

5. Ada yang berpendapat bahwa istri dikembalikan kepada mahar
mitsl tanpa bersumpah, selagi mahar mits! tersebut tidak lebih
banyak dari yang digugat oleh istri dan tidak lebih sedikit dari yang
digugat oleh suami.

Sebab perbedaan pendapat: Disebabkan oleh perbedaan
sebelumnya tentang pemahaman sabda Nabi SAW,

“Bukti dibebankan atas pendakwa dan sumpah atas yang
mengingkari (didakwa).”*

Apakah hal itu bisa diketahui alasannya atau tidak?

Ulama yang mengatakan bahwa hadits tersebut bisa diketahui
alasannya, mereka berpendapat bahwa selamanya orang yang kemiripan
kata-katanya paling kuat, itulah yang bersumpah. Jika keduanya sama-
sama kuat, maka keduanya bersumpah dan saling membatalkan.

Ulama yang mengatakan bahwa hadits tersebut tidak bisa diketahui
alasannya, mereka berpendapat bahwa suamilah yang bersumpah, karena
istri telah mengakuinya dengan adanya pernikahan dan jenis mahar,

*  Memberikan petunjuk kepada hadits Ibnu Abbas RA, “Seandainya manusia

dipenuhi karena gugatan mereka, niscaya orang-orang mengaku memiliki harta
suatu kaum dan darah mereka, tetapi bukti itu dibebankan kepada penggugat
dan sumpah itu dibebankan kepada orang yang mengingkarinya. ” Diriwayatkan
oleh Al Baihaqi, 10/252).
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scdangkan dia sendiri menggugat kepada suami ukuran yang lebih
banyak, maka suami menjadi seorang yang tergugat.

Dikatakan juga, selamanya kedua orang itu saling bersumpah,
karena masing-masing dari keduanya menjadi tergugat. Itu menurut
ulama yang tidak melihat adanya kemiripan. Perselisihan tentang hal itu
terjadi di dalam madzhab Maliki.

Ulama yang mengatakan bahwa perkataan yang jadi pegangan ialah
perkataan istri jika mencapai mahar mitsl, dan perkataan yang dijadikan
pegangan adalah perkataan suami untuk ukuran yang melebihi mahar
mitsl, mereka berpendapat bahwa keduanya selamanya tidak sama dalam
gugatan, tetapi salah satu dari keduanya semestinya kemiripannya lebih
kuat. Yaitu gugatan istri tidak lepas dari kemungkinan menyamai mahar
mitsl-nya atau kurang, jadi perkataan yang jadi pegangan ialah perkataan
istri. Atau gugatan tersebut mengenai mahar yang lebih dari itu, maka
perkataan yang jadi pegangan ialah perkataan suami.

Sebab perbedaan pendapat antara Malik dan Syafi’i, tentang saling
membatalkan setelah saling bersumpah dan kembali kepada mahar mits/,
yaitu apakah pernikahan dalam hal itu serupa dengan jual beli atau tidak:
Ulama yang mengatakan adanya keserupaan, mereka berpendapat untuk
saling membatalkan pernikahan. Adapun ulama yang mengatakan tidak
ada keserupaan, karena mahar bukan termasuk syarat sahnya akad
perkawinan, mereka berpendapat dengan adanya mahar mits/ setelah
saling bersumpabh.

Begitujuga ulama dari kalangan pengikut Malik yang menganggap
bahwa setelah keduanya saling bersumpah tidak boleh merelakan atas
sesuatu pun dan tidak boleh salah satu dari keduanya rujuk kepada
perkataan yag lainnya dan merelakannya, ini benar-benar lemah. Dan
ulama yang berpendapat demikian berarti menyamakan saling bersumpah
itu dengan /i’an. Dan ini adalah penyamaan yang lemah, padahal
keberadaan hukum untuk /i ‘an ini masih diperselisihkan.

Adapun jika keduanya berselisih tentang penerimaan, yaitu istri
berkata, “Aku belum menerima.” Dan suami mengatakan, “Kamu telah
menerimanya.”:

1. Jumhur vyaitu, Syafi’i, Ats-Tsauri, Ahmad dan Abu Tsaur
berpendapat bahwa perkataan yang jadi pegangan ialah perkataan
istri.
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2. Malik berpendapat bahwa perkataan yang jadi pegangan ialah
perkataan istri sebelum digauli dan perkataan suami setelah
menggauli istrinya. '

Sebagian pengikutnya mengatakan, bahwa mengapa Malik
berpendapat seperti itu yaitu karena kebiasaan yang berlaku di Madinah,
menurut mereka suami itu tidak boleh menggauli istrinya hingga
membayar mahar. Jika dalam suatu negeri tidak ada kebiasaan seperti itu,
maka yang jadi pegangan ialah perkataan istri selamanya.

Dan pendapat yang mengatakan bahwa perkataan yang jadi
pegangan selamanya adalah perkataan istri merupakan pendapat yang
paling baik, karena istri menjadi tergugat. Tetapi Malik melihat kuatnya
kemiripan yang dimiliki suami, ketika suami menggauli istrinya. Para
pengikut Malik berbeda pendapat, jika waktu menggaulinya sudah lama,
apakah perkataan yang jadi pegangan ialah perkataan suami dengan
sumpahnya atau tanpa menggunakan sumpah, ini lebih baik.

Jika yang diperselisihkan tentang jenis mahar, lalu misalnya suami
berkata, “Aku menikahimu dengan mahar budak ini,” lalu istri berkata,
“Aku menikahimu dengan mahar pakaian ini.”:

1. Yang masyhur dalam madzhab Maliki, yaitu keduanya saling
bersumpah dan saling membatalkan, jika perselisihan itu terjadi
sebelum suami menggauli istrinya. Jika setelah menggaulinya,
maka pernikahan tetap sah dan istri berhak mendapatkan mahar
mitsl, selagi mahar mitsl tersebut tidak lebih dari jumlah yang
digugat oleh istri atau kurang dari yang diakui oleh suami.

2. Tbnu Al Qashar berpendapat keduanya saling bersumpah sebelum
suami menggauli dan perkataan yang jadi pegangan adalah
perkataan suami setelah menggauli.

3. Sedangkan Ashbagh berpendapat perkataan yang jadi pegangan
adalah perkataan suami jika memiliki kemiripan, baik perkataan
keduanya mirip atau tidak. Jika perkataan suami tidak mirip
sedangkan perkataan istri itu mirip, maka perkataan yang jadi
pegangan ialah perkataan istri. Jika perkataan istri tidak memiliki
kemiripan, maka keduanya saling bersumpah dan istri berhak
mendapatkan mahar mitsl.
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4.  Pendapat Syafi’i dalam masalah ini seperti pendapatnya ketika
terjadi prselisihan antara keduanya mengenai ukuran mahar
(maksudnya, keduanya saling bersumpah dan kembali kepada
mahar mitsl).

Sebab yang mendorong para fuqaha berpendapat untuk saling
membatalkan dalam jual beli, akan Anda ketahui dasarnya di dalam kitab
jual beli, insya Allah.

Adapun perbedaan pendapat mereka tentang waktu, maka dapat
digambarkan dengan adanya penundaan. Dan yang sejalan dengan dasar
pendapat Malik yang masyhur tentang hal itu yaitu, bahwa perkataan
yang jadi pegangan dalam penundaan adalah perkataan orang yang
berutang, digiyaskan dengan jual beli, dalam hal ini terdapat perbedaan
pendapat. Dapat digambarkan pula kapan mahar itu wajib diberikan,
apakah sebelum menggauli atau sesudahnya:

Ulama yang menyamakan pernikahan dengan jual beli, mereka
berpendapat tidak wajib memberikan mahar kecuali setelah menggauli,
digiyaskan dengan jual beli, karena seorang pembeli tidak wajib
membayar harganya kecuali setelah menerima barangnya.

Ulama yang mengatakan bahwa mahar adalah ibadah yang
disyaratkan dalam kehalalan, mereka berpendapat wajib untuk diberikan
sebelum menggauli. Karena itu Malik menganjurkan agar suami
memberikan sebagian dari mahar sebelum menggauli istrinya.

Bagian Ketiga
Objek Akad Nikah

Setiap wanita menjadi halal berdasarkan syari’at karena dua sisi:
kemungkinan karena pernikahan atau karena kepemilikan budak.

Secara global berbagai penghalang yang bersifat syar’i itu terbagi
menjadi dua macam: penghalang-penghalang yang bersifat abadi dan
penghalang-penghalang yang tidak abadi.

Penghalang-penghalang yang bersifat abadi terbagi dua; yang
disepakati dan yang diperselisihkan. Yang disepakati ada tiga hal: nasab
(keturunan), perkawinan dan susuan. Dan yang diperselisihkan ialah: zina
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dan /i’'an. Sedangkan yang tidak abadi terbagi menjadi sembilan hal,

yaitu;

Pertama, halangan bilangan.

Kedua, halangan pengumpulan.

Ketiga, halangan perbudakan.

Keempat, halangan kekafiran.

Kelima, halangan ihram.

Keenam, halangan sakit.

Ketujuh, halangan iddah, berdasarkan perselisthan mengenai
ketidak abadiannya.

Kedelapan, halangan perceraian tiga kali bagi suami yang
menceraikan istrinya.

Kesembilan, halangan suami istri.

Jadi secara global, berbagai halangan yang bersifat syar’i tersebut
ada empat belas halangan, maka dalam bab ini ada empat belas pasal.

Pasal pertama: Halangan nasab (keturunan)

Para ulama sepakat bahwa wanita-wanita yang haram untuk
dinikahi dari segi keturunan ada tujuh yang disebutkan di dalam Al
Qur’an, yaitu:

1.

R

Ibu

Anak perempuan

Saudara perempuan

Saudara perempuan bapak

Saudara perempuan ibu

Anak perempuan dari saudara perempuan

Anak perempuan dari saudara laki-laki

Mereka sepakat bahwa ibu di sini adalah, setiap perempuan yang
menjadi sebab kelahiran Anda dari segi ibu atau bapak. Anak perempuan
ialah: Setiap perempuan yang Anda menjadi sebab kelahirannya, baik
dari segi anak laki-laki, anak perempuan atau secara langsung.
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Scdangkan saudara perempuan adalah, setiap percmpuan yang
bersama Anda dalam salah satu dan asal keturunan (orang tua) atau
keduanya secara bersamaan (maksudnya, bapak, ibu atau kedua-duanya).

Saudara perempuan bapak adalah, setiap perempuan yang menjadi
saudara bapakmu. Atau saudara setiap laki-laki yang menjadi sebab
kelahiranmu.

Sedangkan saudara perempuan ibu adalah, setiap perempuan yang
menjadi saudara ibumu, atau saudara perempuan dari semua wanita yang
menjadi sebab kelahiranmu.

Anak perempuan saudara laki-laki adalah: Setiap perempuan yang
saudara laki-laki kamu menjadi sebab kelahirannya, baik dari pihak
ibunya, bapaknya atau secara langsung.

Anak perempuan saudara perempuan adalah: Setiap perempuan
yang saudara perempuan kamu menjadi sebab kelahirannya, baik secara
langsung, dari pihak ibunya atau bapaknya. Jadi ketujuh perempuan
tersebut haram untuk dinikahi, dan sepengetahuan saya tidak ada
perbedaan pendapat dalam hal ini. Yang menjadi dasar dalam hal itu
ialah firman Allah T7a’ala dalam surah An-Nisaa® ayat 23. Mereka
sepakat bahwa hubungan nasab yang mengharamkan percampuran
dengan pemikahan bisa mengharamkan percampuran dengan
kepemilikan budak.

Pasal kedua: Halangan perkawinan

Adapun wanita-wanita yang diharamkan karena perkawinan ada
empat yaitu:
1. Istri bapak. Dasar dalam hal ini ialah firman Allah Ta'ala, “Dan
jangan kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh
ayahmu.” (Qs. An-Nisaa" [4]: 22). Dan seterusnya.

2. Istri anak laki-laki. Dasar dalam hal ini, juga firman Allah Ta 'ala,
“(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu).”
(Qs. An-Nisaa® [4]: 23).

3. Tbunya istri (mertua). Dasar dalam hal ini ialah firman Allah
Ta'ala: “Dan Ibu-ibu istrimu.” (Qs. An-Nisaa' [4]: 23).
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4. Anak perempuan istri. Dasar dalam hal ini ialah firman Allah
Tu'ala, “Dan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari
istri yang telah kamu campuri.” (Qs. An-Nisaa® [4]: 23)

Dari keempat orang tersebut, kaum muslim sepakat akan haramnya

. dua orang dari mereka dengan hanya akad nikah, yaitu keharaman istri

bapak dan istri anak laki-laki. Adapun satu di antara mereka dengan

menggauli istri yang memiliki anak perempuan (anak tir1), maka anak

perempuan itu menjadi haram dinikahi. Mereka berbeda tentang anak
perempuan istri dalam dua hal, yaitu:

Pertama, apakah anak istri itu disyaratkan harus berada dalam
pemeliharaan suami.

Kedua, apakah si anak perempuan (anak tiri) menjadi haram untuk
dinikahi hanya dengan bermesraan atau dengan persetubuhan?.

Tentang ibu istri (mertua), para ulama berbeda pendapat apakah
menjadi haram dengan menggauli istri atau hanya dengan melakukan
akad nikah atas anak perempuannya saja. Mereka juga berbeda pendapat
dalam bab ini, tetang masalah, apakah perbuatan zina dari keharaman ini
mengharuskan seperti keharusan yang terjadi para pernikahan yang sah
atau pernikahan yang ada kerancuannya. Maka di sini ada empat
masalah:

Masalah pertama: Apakah termasuk keharaman anak perempuan
istri, jika anak perempuan tersebut berada dalam pemeliharaan
suami atau tidak

1. Jumhur berpendapat bahwa hal itu bukan termasuk syarat
keharaman.

2. Daud berpendapat bahwa hal itu termasuk syaratnya.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah firman Allah 7a’ala: “Yang
dalam pemeliharaanmu.” (Qs. An-Nisaa' [4]: 23) adalah sifat yang
berpengaruh dalam keharaman atau tidak, atau kemungkinan hanya
menyatakan keumuman saja.

Ulama yang mengatakan bahwa hal itu hanya menyatakan
keumuman saja dan bukan termasuk syarat pada anak tiri, karena dalam
hal ini tidak ada perbedaan antara anak tiri yang berada dalam
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pemeliharaannya atau yang tidak berada dalam pemeliharaannya, mercka
berpendapat haramnya anak tiri secara mutlak. Dan ulama yang
menjadikan hal itu sebagai syarat yang tidak bisa dipahami maknanya,
berpendapat anak tiri tidak haram kecuali jika ia berada dalam
pemeliharaannya.

Masalah kedua: Apakah anak perempuan itu diharamkan dinikahi
hanya dengan bermesraan atau menyetubuhi ibunya?

Adapun masalah apakah anak perempuan menjadi haram dengan
bermesraan atau menyetubuhi ibunya, para ulama sepakat bahwa dengan
menyetubuhi ibunya menunjukkan keharamannya.

Dan mereka berbeda pendapat dalam hal selain bersetubuh seperti
menyentuh dan melihat kemaluan, baik karena dorongan syahwat atau
bukan, apakah hal itu menyebabakan haram atau tidak:

1. Malik, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Al Auza’i dan Al-Laits bin Sa’d
mengatakan bahwa menyentuh ibunya karena dorongan syahwat
bisa menyebabkan haram anak perempuannya, ini adalah salah satu
dari dua pendapat Syafi’i.

2. Sedangkan Daud dan Al Muzani mengatakan tidak menyebabkan
haram kecuali dengan menyetubuhi ibunya, ini adalah salah satu
dari dua pendapat Syafi’i yang terpilih menurutnya.

Sedangkan melihat menurut Malik, seperti menyentuh jika
melihatnya dengan merasakan kenikmatan (syahwat), dan melihat
anggota tubuh mana saja. Dalam riwayat darinya masih terdapat
perselisihan pendapat mengenai hal ini.

Abu Hanifah menyetujui pendapatnya tentang melihat kemaluan
saja. Ats-Tsauri mengartikan melihat seperti menyentuh dan tidak
mensyaratkan adanya kelezatan (syahwat).

Ibnu Abi Laila dan Syafi’i dalam salah satu dari dua pendapatnya
menyelisihi mereka dalam hal itu, jadi tidak mewajibkan sesuatu pun
dalam melihat dan mewajibkan dalam menyentuh.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah pengertian dar
disyaratkannya menggauli di dalam firman Allah Ta ala, “Dari istri yang
telah kamu campuri mereka.” (Qs. An-Nisaa® [4]: 23) yaitu
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menggaulinya atau merasakan kelezatan tanpa mencampurinya? Jika
diartikan merasakan kelezatan, apakah melihat termasuk dalam hal itu
atau tidak.

Masalah ketiga: Apakah ibunya istri (mertua) menjadi haram
dengan me nyetubuhi anak perempuannya atau hanya dengan
melakukan akad nikah

Adapun mengenai ibu istri:

1. Jumhur fugaha berbagai negeri berpendapat bahwa ibunya istri
menjadi haram hanya dengan melakukan akad nikah dengan anak
perempuannya, baik telah menggaulinya atau belum.

2. Sekelompok ulama berpendapat bahwa ibu istri tidak haram kecuali
dengan menggauli anak perempuannya seperti keadaan yang terjadi
pada anak perempuan istri (maksudnya, bahwa dia [si anak
perempuan] tidak haram kecuali dengan menggauli ibunya).
Pendapat ini diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas RA dari jalur
yang dha’if (lemah).

Sebab perbedaan pendapat: Apakah syarat yang terdapat dalam
firman Allah Ta’ala, “Dari istri yang telah kamu campuri mereka.” (Qs.
An-Nisaa’ [4]: 23) kembali kepada kata yang terdekat yaitu anak tiri saja
atau kepada anak tiri dan ibu yang disebut sebelum anak tiri di dalam
firman Allah Ta'ala: “Dan ibu-ibu istrimu (mertua) dan anak-anak
perempuan istrimu (anak tiri) yang ada dalam pemeliharaanmu dari istri
yang telah kamu campuri mereka.” (Qs. An-Nisaa' [4]: 23).
Kemungkinan firman Allah “Dari istri yang telah kamu campuri
mereka.” (Qs. An-Nisaa' [4]: 23) kembali kepada ibu dan anak tiri dan
kemungkinan kembali kepada kata yang terdekat yaitu anak tiri.

Di antara hujjah jumhur yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Al
Mutsanna bin Ash-Shabah dari Amru bin Syu’aib dari bapaknya dari
kakeknya bahwa Nabi SAW bersabda,
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“Laki-luki mana saja yang menikah dengan seorang wanita,
kemudian menggaulinya atau tidak, maka ibunya tidak halal baginya.”®

Masalah keempat: Apakah perbuatan zina mengharuskan
keharaman seperti yang terjadi pada pernikahan yang sah atau
pernikahan yang ada kerancuannya

Adapun masalah keempat yaitu para ulama berbeda pendapat
tentang perbuatan zina, apakah mengharuskan keharaman pada mereka,
seperti pada pernikahan yang sah atau pernikahan yang ada kerancuannya
(maksudnya, hukuman itu bisa ditolak karena ada kerancuan):

1. Syafi’i berpendapat bahwa berzina dengan seorang wanita tidak
mengharamkan pernikahan dengan ibu wanita tersebut dan juga
anak perempuannya, tidak pula mengharamkan pernikahan dengan
bapak darn laki-laki yang menzinainya serta anak laki-lakinya.

2. Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Al Auza’i mengatakan bahwa
perbuatan zina mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh
pernikahan.

3. Malik di dalam A! Muwaththa® berpendapat seperti pendapat
Syafi’i, bahwa perbuatan zina tidak mengharamkan. Ibnu Al Qasim
merniwayatkan darinya seperti pendapat Abu Hanifah, bahwa
perbuatan zina mengharamkan. Sahnun mengatakan, para pengikut
Malik menyelisthi Ibnu Al Qasim dalam masalah tersebut dan
mereka berpendapat seperti yang ada di dalam A/ Muwaththa'.

4.  Diriwayatkan dari Al-Laits bahwa menggauli wanita karena
syubhat tidak mengharamkan, ini adalah pendapat yang ganjil
(syadz).

Sebab perbedaan pendapat: yaitu banyak arti yang ada pada kata
pernikahan (maksudnya, petunjuk berdasarkan makna secara syariat dan
secara bahasa). Ulama yang mendahulukan petunjuk secara bahasa dalam
firman Allah Ta’ala, “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang
telah dikawini oleh ayahmu.” (Qs. An-Nisaa' [4]: 22) mereka
mengatakan bahwa perbuatan zina bisa mengharamkan.

*  Dha’if. HR. At-Tirmidzi (1117), Al Baihaqi (7/160), dan dinilai dha 'if oleh Al

Albani di dalam Dha 'if At-Tirmidzi dan di dalam Al Irwa” (1879).
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Dan ulama yang mendahulukan petunjuk secara syar’i, mereka
mengatakan bahwa perbuatan zina tidak bisa mengharamkan. Ulama
yang memberikan alasan tentang hukum ini dengan keharaman yang ada
di antara ibu dan anak perempuan serta antara bapak dan anak laki-laki,
mereka mengatakan bahwa perbuatan zina juga bisa mengharamkan. Dan
ulama yang menyerupakannya dengan nasab (keturunan) mengatakan,
tidak mengharamkan, berdasarkan ijma’ kebanyakan para ulama bahwa
nasab tidak bisa dihubungkan dengan perbuatan zina.

Mereka sepakat berdasarkan riwayat Ibnu Al Mundzir, bahwa
menggauli karena kepemilikan budak bisa mengharamkan sesuatu yang
diharamkan karena pernikahan. Dan mereka berbeda pendapat tentang
pengaruh menggauli (tanpa mencampurinya) dalam kepemilikan budak,
sebagaimana perselisihan mereka di dalam pernikahan.

Pasal ketiga: Halangan susuan

Mereka sepakat bahwa susuan secara global, diharamkan karenanya
sebagaimana diharamkan karena nasab (keturunan) (maksudnya, bahwa
wanita yang menyusui kedudukannya sama dengan seorang ibu) maka ia
diharamkan bagi anak yang disusuinya dan semua wanita yang
diharamkan bagi anak laki-laki dari segi ibu nasab.

Dari masalah ini, mereka berbeda pendapat di dalam berbagai
masalah yang sangat banyak. Pokok masalah tersebut ada sembilan:

Masalah pertama: Ukuran air susu yang mengharamkan
Adapun masalah tentang ukuran air susu yang mengharamkan:

1. Sekelompok ulama mengatakan tentang hal itu dengan tidak adanya
pembatasan. Ini adalah madzhab Malik dan para pengikutnya, serta
dirtwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas’ud dan ini juga pendapat Ibnu
Umar dan Ibnu Abbas. Menurut mereka ukuran apa saja bisa
mengharamkan. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Abu Hanifah
dan para pengikutnya, Ats-Tsauri dan Al Auza’i.

2. Sekelompok ulama berpendapat adanya pembatasan ukuran yang
mengharamkan, mereka terbagi menjadi tiga kelompok:
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Kelompok pertama mengatakan bahwa satu kali sedotan dan juga
dua kali tidak mengharamkan. Sedangkan tiga kali sedotan (susuan) atau
lebih bisa mengharamkan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu
Ubaid dan Abu Tsaur.

Kelompok kedua mengatakan bahwa yang mengharamkan yaitu
lima kali susuan. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi’i.

Kelompok ketiga mengatakan sepuluh kali susuan.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara keumuman Al
Qur'an dengan hadits-hadits yang menerangkan tentang pembatasan dan
kontradiksi antara sebagian hadits-hadits dalam hal itu dengan sebagian
yang lain. ‘

Adapun keumuman Al Qur'an, yaitu firman Allah Ta'ala, “Dan
ibu-ibumu yang menyusukan kamu.” (Qs. An-Nisaa' [4]: 23) dan
seterusnya. Ayat ini mengandung arti semua yang dinamakan dengan
susuan.

Sedangkan hadits-hadits yang menentangnya dalam hal itu, kembali
kepada dua hadits yang semakna dengannya:

Pertama, hadits Aisyah dan hadits yang semakna dengannya,
bahwa Nabi SAW bersabda,
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“Satu atau dua kali sedotan tidak mengharamkan, dan tidak pula
satu atau dua kali susuan.”*®

Diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah, dari Ummu Al Fadhl dan
dari orang ketiga, di dalam hadits tersebut, dia mengatakan bahwa
Rasulullah SAW bersabda,

2. 2
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“Satu atau dua kali sedotan tidak mengharamkan.”

36

Shahih. Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Muslim (1450), Abu Daud (2063), At-
Tirmidzi (1150), An-Nasa'i (6/101), Ibnu Majah (1941), Ahmad (6/247), dan
hadits Ummu Al Fadhl diriwayatkan oleh Muslim (1451), An-Nasa'i (6/100),
Ibnu Majah (1940), Ahmad (6/340), dan Al Baihaqi (7/455).
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Kedua, yaitu hadits Sahlah tentang Salim, bahwa Nabi SAW
bersabda kepadanya:

P o - °

T

“Susuilah dia lima kali susuan.”®’

Dan hadits Aisyah juga yang semakna dengan hal ini, dia
mengatakan:

s? cole P P . s e T T
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“D1 antara kandungan Al Qur'an yang pernah diturunkan ialah
kalimat ‘sepuluh kali susuan yang diketahui’, kemudian kalimat tersebut
dihapus dengan kalimat ‘lima kali susuan yang diketahui’. Lalu
Rasulullah SAW meninggal dunia dan kalimat tersebut termasuk yang

dibaca dalam Al Qur'an.”*

Ulama yang mengunggulkan zhahir Al Qur'an daripada hadits-
hadits ini berpendapat bahwa satu dan dua sedotan mengharamkan.
Sedangkan ulama yang menjadikan hadits-hadits ini sebagai tafsiran ayat
tersebut serta menggabungkan antara hadits-hadits dan ayat, juga
meunggulkan pengertian dalil khithab di dalam sabda Nabi SAW, “Saru
atau dua kali sedotan tidak mengharamkan.” Dari pada pengertian dalil
khithab di dalam hadits Salim, mereka berpendapat Tiga kali sedotan atau
lebih itulah yang mengharamkan. Demikian itu karena dalil khithab di
dalam sabda Nabi, “Satu atau dua kali sedotan tidak mengharamkan.”
Mengandung arti bahwa susuan yang lebih dari itu bisa mengharamkan
dan dalil khithab di dalam sabda Nabi, “Susuilah dia, lima kali susuan.”

*" Shahih. HR. Abu Daud (2061), An-Nasa'i di dalam Al Kubra (5449), Ahmad

(6/201), Malik di dalam Al Muwaththa® (2/605), (1265), dan dinilai shahikh oleh
Ibnu Hibban (4215), dan Ibnu Al Jarud (690), semuanya dari hadits Aisyah
dengan menyebutkan kisah Sahlah binti Suhail istri Abu Hudzaifah bersama
Salim bekas budak Abu Hudzaifah dengan menyebutkan bilangan susuan yaitu
lima kali. Kisah tersebut disepakati ke-shahih-annya. Diriwayatkan oleh Al
Bukhari (5088), dan Muslim (1453), tanpa menyebutkan bilangan lima kali
susuan.

*  Shahih. HR. Muslim (1452), Abu Daud (1150), An-Nasa'i (6/100), Ibnu Majah
(1942), Ad-Darimi (2/157), Ibnu Al Jarud di dalam A/ Muntaga (688), dan Al
Baihaqi (7/4540).
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Mengandung arti bahwa susuan yang kurang dari itu tidak
mengharamkan. Yang menjadi masalah yaitu tentang mengunggulkan
salah satu dari dua dalil khithab.

Masalah kedua: Usia susuan

Mereka sepakat bahwa susuan bisa mengharamkan dalam usia dua
tahun. Mereka berbeda pendapat tentang susuan anak yang sudah besar:

1.  Malik, Abu Hanifah, Syafi’i dan kebanyakan para fuqgaha
mengatakan bahwa susuan anak yang sudah besar tidak
mengharamkan.

2. Daud dan ahli zhahir berpendapat bahwa hal itu mengharamkan, ini
adalah pendapat Aisyah.

Pendapat jumhur adalah pendapat Ibnu Mas’ud, Ibnu Umar, Abu
Hurairah, Ibnu Abbas dan semua istri-istri Nabi SAW.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara beberapa hadits
yang menerangkan tentang hal itu, yaitu terdapat dua hadits:

Petama, hadits Salim yang telah dijelaskan. Kedua, hadits Aisyah,
diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, dia mengatakan:
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“Rasulullah SAW masuk menemuiku dan ketika itu di rumahku ada
seorang laki-laki. Maka hal itu membuat beliau marah dan kulihat
kemarahan nampak di wajah beliau, lalu aku berkata, ‘Wahai Rasulullah,
sesungguhnya dia adalah saudara sesusuanku.” Maka SAW bersabda,
‘Lihatlah siapa saudara-saudaramu yang sesusuan, sesungguhnya
susuan itu disebabkan karena kelaparan (maksudnya yang

mengenyangkan)’.”*’
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Muttafaq ‘Alaih. HR. Al Bukhari (5102), Muslim (1455), Abu Daud (2058),
An-Nasa’i (6/102), Ibnu Majah (1945), Ahmad (6/94), dan Ad-Darimi (2/158).
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Ulama yang mengunggulkan hadits ini, mereka mengatakan bahwa
air susu yang tidak dapat berfungsi sebagai makanan bagi orang yang
menyusu, maka tidak mengharamkan, hanya saja hadits Salim adalah
suatu kejadian nyata dan semua istri-istri Nabi berpendapat bahwa hal itu
adalah sebagai rukhshah bagi Salim. Ulama yang mengunggulkan hadits
Salim dan menunjukkan adanya i/lat (cela) pada hadits Aisyah bahwa dia
tidak mengamalkannya, mereka berpendapat bahwa susuan anak yang
sudah besar itu mengharamkan.

Masalah ketiga: Keadaan orang yang menyusui

Mereka berbeda pendapat, jika anak yang disusui tidak
membutuhkan air susu sebagai makanan sebelum dua tahun, lalu disapih,
kemudian disusui oleh seorang wanita:

1. Malik berpendapat bahwa susuan itu tidak mengharamkan.

2. Sedangkan Abu Hanifah dan Syafi’i mengatakan, keharaman tetap
ada padanya.

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka tentang
pengertian sabda Nabi SAW:

RAESA RS Il WA H

“Sesungguhnya susuan itu disebabkan karena kelaparan
(maksudnya, yang mengenyangkan).”*°

Hadits tersebut mengandung kemungkinan bahwa yang dimaksud
dengan hal itu ialah susuan yang terjadi pada usia kelaparan,
bagaimanapun keadaan bayi tersebut ketika ia berada pada usia susuan.
Dan kemungkinan yang dimaksud ialah ketika bayi tersebut belum
disapih, jika disapih kurang dari dua tahun, maka dia tidak disebut susuan
yang karena kelaparan.

Jadi perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya anggapan,
bahwa susuan yang sebabnya adalah kelaparan dan kebutuhan akan air
susu: apakah dalam hal itu kebutuhan alami yang dimiliki oleh bayi
diakui, yaitu kebutuhan yang disebabkan oleh usia susuan atau kebutuhan
yang dirasakan oleh bayi yang menyusu itu sendiri, yaitu yang bisa
hilang dengan disapih, tetapi hal itu ada secara alami.

" Muttafaq ‘Alaih. Takhrij hadits ini telah dijelaskan sebelumnya.
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Para ulama yang berpendapat adanya pengaruh susuan pada usia
menyusu, baik yang mensyaratkan adanya penyapihan atau tidak, mercka
berbeda pendapat tentang masa tersebut:

1.  Ulama mengatakan masa tersebut adalah dua tahun saja, hal itu
dikemukakan oleh Zafar.

2. Sedangkan Malik menganggap adanya keharaman pada tambahan
sedikit waktu di atas dua tahun. Menurut pendapat yang
diriwayatkan darinya, satu bulan dan menurut riwayat lain, sampai
tiga bulan.

3. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa dua tahun ditambah
enam bulan.

Sebab perbedaan pendapat: Kemungkinan adanya kontradiksi
ayat tentang susuan dengan hadits Aisyah yang telah dijelaskan
sebelumnya, yaitu firman Allah 7a’ala:

“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun
penuh.’ (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Avyai ini mengandung arti bahwa susuan yang lebih dari dua tahun
ini bukanlah susuan karena kelaparan akan air susu. Sedangkan sabda
Nabi SAW: “Sesungguhnya susuan itu disebabkan karena kelaparan.”
Mengandung arti keumuman bahwa selama bayi tersebut makanannya
adalah air susu, maka susuannya mengharamkan.

Masalah keempat: Apakah air susu yang masuk ke kerongkongan
bukan dengan cara penyusuan bisa mengharamkan

Adapun masalah apakah 4/ Wajur (menuangkan ke kerongkongan)
dan Al Wadud (memasukkan sesuatu ke kerongkongan dengan
menggunakan alat) bisa mengharamkan. Umumnya semua yang sampai
ke kerongkongan tanpa penyusuan:

1. Malik berpendapat bahwa A/ Wajur dan Al Wadud bisa
mengharamkan.

2. Ath-Thabrani dan Daud berpendapat tidak mengharamkan.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah yang diakui yaitu sampainya
air susu ke perut dengan cara bagaimanapun, ataukah dengan cara biasa.
Ulama yang mempertimbangkan bahwa sampainya air susu dengan cara
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biasa itulah yang di namakan dengan susuan, mereka berpendapat bahwa
Al Wajur dan Al Wadud tidak mengharamkan. Sedangkan ulama yang
mempertimbangkan sampainya air susu ke perut bagaimanapun caranya,
mereka berpendapat bisa mengharamkan.

Masalah kelima: Apakah adanya percampuran pada air susu
berpengaruh pada hukumnya

Apakah pada air susu yang mengharamkan disyaratkan agar air
susu tersebut tidak bercampur dengan yang lain, para ulama juga berbeda
pendapat:

1. Ibnu Al Qasim mengatakan bahwa jika air susu dilarutkan dalam
air atau yang lain, kemudian diminumkan pada bayi, maka tidak
menyebabkan keharaman, pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu
Hanifah dan para pengikutnya.

2. Sedangkan Syafi’i, Ibnu Habib, Mutharrif dan Ibnu Al Majisyun
yang termasuk pengikut Malik mengatakan bahwa hal itu
menyebabkan keharaman, seperti keadaan air susu yang tidak
bercampur dengan yang lain atau bercampur tetapi tidak
menghilangkan wujudnya.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah air susu itu masih memiliki
hukum keharaman jika bercampur dengan yang lain atau tidak, seperti
keadaan pada benda najis jika bercampur dengan benda yang halal serta
suci. Pada dasarnya yang diakui dalam hal itu ialah penamaan air susu,
seperti air, apakah masih suci jika bercampur dengan sesuatu yang suci,

Masalah keenam: Apakah sampainya air susu melalui kerongkongan
menjadi pertimbangan hukum

Adapun masalah, apakah sampainya air susu melalui kerongkongan
menjadi pertimbangan hukum. Kemungkinan hal ini yang menyebabkan
perbedaan mereka tentang air susu yang dimasukkan melalui impusan
dan suntikan dan kemungkinan juga perbedaan mereka dalam hal ini
karena adanya keraguan, apakah air susu yang dimasukkan melalui cara-
cara ini bisa sampai atau tidak.
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Masalah ketujuh: Apakah suami wanita yang menyusui bisa menjadi
bapak bagi anak yang menyusu

Adapun masalah apakah orang yang memiliki air susu (yaitu: suami
wanita yang menyusui) bisa menjadi bapak bagi anak yang menyusu,
sechingga bisa menyebabkan keharaman di antara keduanya seperti
keharaman yang terjadi antara bapak dan anaknya secara nasab, yaitu
yang mereka namakan dengan air susu pejantan. Para ulama berbeda
pendapat dalam hal itu:

1. Malik, Abu Hanifah, Syafi’i, Ahmad, Al Auza’i dan Ats-Tsaur
mengatakan bahwa air susu pejantan menyebabkan keharaman.

2. Sekelompok ulama lain mengatakan bahwa air susu pejantan tidak
mengharamkan.

Pendapat pertama juga dikemukakan oleh Ali dan Ibnu Abbas.
Sedangkan pendapat kedua dikemukakan oleh Aisyah, Ibnu Zubair dan
Ibnu Umar.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara zhahir Al Qur'an
dengan hadits Aisyah yang terkenal (maksudnya, ayat tentang susuan)
dan hadits Aisyah yaitu, dia mengatakan, “Aflah saudara Abu Al Qu’ais
datang meminta izin kepadaku (untuk masuk menemuiku) setelah ayat
hijab diturunkan, maka aku tidak mau memberikan izin untuknya dan aku
bertanya kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda,
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“Sesungguhnya dia adalah pamanmu, maka izinkanlah dia.” Lalu
aku berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya yang menyusuiku ialah
istri (Abu Al Qu’ais), sedangkan Abu Al Qu’ais tidak menyusuiku.”

Maka beliau bersabda, “Sesungguhnya dia adalah pamanmu, maka
biarkanlah dia masuk menemuimu.”*' (HR. Bukhari, Muslim dan Malik)

Ulama yang berpendapat bahwa sesuatu yang terdapat dalam hadits
ini merupakan syari’at tambahan terhadap sesuatu yang ada dalam Al

‘' Muttafaq ‘Alaih. HR. Al Bukhari (5239), Muslim (1445), Abu Daud (2057), At-
Tirmidzi (1148), An-Nasa'i (6/103), Ibnu Majah (1949), Ahmad (6/194), dan
Malik di dalam Al Muwaththa® 92/601).
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Qur’an, yaitu firman Allah Ta’ala: “Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu

serta saudara-saudara perempuanmu sepersusuan.” (Qs. An-Nisaa' [4]:
23). :

Dan sebagai tambahan terhadap sabda Nabi SAW:

-
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“Diharamkan dari susuan apa yang diharamkan dari keturunan.™*
Mereka mengatakan bahwa air susu pejantan bisa mengharamkan.

Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa ayat tentang susuan dan
sabda Nabi, “Diharamkan dari susuan apa yang diharamkan dari
keturunan.” Hal itu hanya menjelaskan asal hukum susuan, karena tidak
boleh menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan, mereka
mengatakan bahwa hadits tersebut jika diamalkan berdasarkan
kandungan yang ada, mengharuskan hadits tersebut menjadi penghapus
hukum asal, karena tambahan yang merubah suatu hukum berfungsi
sebagai penghapus. Di samping itu pula, Aisyah tidak menyatakan
keharaman mengenai air susu pejantan, padahal dia adalah perawi hadits
dan hukum asal yang tersebar dan yang dimaksudkan untuk menetapkan
aturan pokok dan penjelasan ketika dibutuhkan sulit ditolak dengan
hadits-hadits yang tidak terkenal, khususnya yang ada pada kenyataan.
Karena itu, Umar RA mengatakan tentang hadits Fatimah binti Qais,
“Janganlah kamu tinggalkan Al Qur'an, hanya karena hadits yang
diriwayatkan oleh seorang wanita.”

Masalah kedelapan: Persaksian atas susuan
Adapun masalah persaksian atas susuan:

1. Sekelompok ulama berpendapat tidak diterima dalam hal ini
kecuali persaksian dua orang wanita.

2. Kelompok yang lain mengatakan tidak diterima dalam hal ini
kecuali persaksian empat orang wanita, pendapat ini dikemukakan
oleh Syafi’i dan Atha’.

2 Muttafaq ‘Alaih. HR. Al Bukhari (2646, 3105, 5239), Muslim (1444), Abu
Daud (2055), At-Tirmidzi (1147), An-Nasa'i (6/98), Ibnu Majah (1937), Ahmad
(6/44, 51), dan Ad-Darimi (2/156).
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3.  Sckelompok yang lain mengatakan dalam hal ini persaksian satu
orang wanita bisa diterima.

Para ulama yang mengatakan bahwa dalam hal ini persaksian dua
orang wanita bisa diterima, di antara mercka ada yang mensyaratkan
tersebarnya perkataan keduanya dalam hal itu sebelum melakukan
persaksian, ini adalah pendapat Malik dan Ibnu Al Qasim. Dan di antara
mereka ada yang tidak mensyaratkannya, ini adalah pendapat Mutharrif
dan Ibnu Al Majisyun.

Para ulama yang memperbolehkan persaksian satu orang wanita, di
antara mereka ada yang tidak mensyaratkan tersebarnya perkataan wanita
tersebut sebelum melakukan persaksian, ini adalah madzhab Abu
Hanifah. Dan di antara mereka ada yang mensyaratkan hal itu, ini adalah
riwayat dari Malik. Juga diriwayatkan darinya bahwa dalam hal ini
persaksian kurang dari dua orang tidak dibolehkan .

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka tentang
nersaksian para wanita, apakah perbandingan satu orang laki-laki adalah
dua orang wanita pada urusan yang tidak mungkin kesaksian laki-laki
dilakukan dalam hal itu. Ataukah dalam hal itu cukup dengan dua orang
wanita. Akan kita jelaskan masalah 1ini dalam kitab syahadat
(persaksian), insya Allah.

Adapun sebab perselisihan mereka tentang diterimanya persaksian
satu orang wanita, yaitu bahwa hadits yang menjelaskan tentang hal itu
menyelisihi hukum asal yang disepakati (maksudnya, bahwa tidak
diterima persaksian dari kaum laki-laki yang kurang dari dua orang. Dan
keadaan wanita dalam hal ini, kemungkinan lebih lemah dari keadaan
laki-laki dan kemungkinan keadaan mereka dalam hal ini sama dengan
laki-laki) padahal telah terjadi ijma’ tentang tidak bolehnya memberikan
keputusan dengan satu persaksian. Perkara yang terjadi dalam hal itu,
yaitu hadits Ugbah bin Al Harits, dia berkata:
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“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikah dengan
seorang wanita. Lalu ada seorang wanita datang seraya berkata,
“Sungguh aku telah menyusui kalian berdua.” Maka Rasulullah SAW
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bersabda,  “Bagaimana lagi, sudah dikatakan demikian.

Tinggalkankanlah dia darimu.”®

Sebagian ulama mengartikan hadits ini sebagai anjuran dengan
mengumpulkan antara hadits tersebut dengan hukum asal, dan pendapat
ini lebih mendekati kepada kebenaran, dan ini adalah riwayat dari Malik.

Masalah kesembilan: Sifat wanita yang menyusui

Adapun masalah sifat wanita yang menyusui, para ulama sepakat
bahwa air susu semua wanita mengharamkan, baik yang sudah dewasa
atau yang belum dewasa, serta wanita yang tidak mengalami haid lagi,
baik dia memiliki suami atau tidak, baik dia hamil atau tidak. Sebagian
ulama ada yang berpendapat dengan pendapat yang ganjil yaitu
mewajibkan keharaman bagi air susu laki-laki. Ini tentu tidak ada, lebih-
lebih memiliki hukum syar’i. Jika ada, itu bukanlah air susu kecuali
karena persamaan nama saja.

Dari masalah ini, para ulama berbeda pendapat tentang air susu
wanita yang telah meninggal dunia. sebab timbulnya perselisihan ialah,
apakah air susu wanita yang telah meninggal itu termasuk dalam
keumuman dalil atau tidak, padahal tidak ada air susu bagi wanita yang
telah meninggal. Jika ada, itu hanya persamaan nama saja dan masalah
ini nyaris tidak pernah terjadi, jadi tidak pernah ada realitanya kecuali
dalam perkataan saja.

Pasal keempat: Halangan perzinaan

Para ulama berbeda pendapat tentang pernikahan dengan wanita
yang berzina:

1.  Jumhur membolehkan hal ini.
2. Sekelompok ulama lain melarangnya.

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka tentang
pengertian firman Allah Ta ‘ala,

“ Shahih. HR. Al Bukhari (2640, 2660), Abu Daud (3603), At-Tirmidzi (1151),
An-Nasa'i (6/109), Ahmad (4/7, 8, 383, 384), Ad-Darimi (2/157), Ath-Thayalisi
(1337), dan Ibnu Al Jarud (1010, 1011).
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“Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan laki-laki
yang berzina atau laki-laki yang musyrik dan yang demikian itu
diharamkan atas orang-orang mukmin.” (Qs. An-Nuur [24]: 3).

Apakah ayat imi sebagai celaan atau menunjukkan keharaman.
Apakah petunjuk dalam firman-Nya “dan yang demikian itu diharamkan
atas orang-orang mukmin,” menunjuk kepada perbuatan zina atau kepada
pernikahan.

Jumhur mengartikan ayat tersebut sebagai celaan bukan sebagai
keharaman berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam hadits:
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“Bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW tentang
istrinya, bahwa sang istri tidak pernah menolak tangan orang yang
menyentuhnya, maka Nabi SAW bersabda, ‘Ceraikanlah dia.” Lalu orang
itu berkata, ‘Sesungguhnya aku masih mencintainya.” Maka beliau
bersabda kepadanya, ‘Maka peganglah dia’*

Sekelompok ulama juga mengatakan bahwa perzinaan bisa
membatalkan pernikahan dengan hukum asal, pendapat ini dikemukakan
oleh Al Hasan.

Adapun pernikahan wanita yang bersumpah li’an dengan suami
yang juga bersumpah li’an, akan kami jelaskan di dalam kitab Al Li’an.

Pasal kelima: Halangan jumlah

Kaum muslim sepakat mengenai bolehnya menikah dengan empat
orang wanita secara bersama-sama. Itu berlaku bagi laki-laki yang
merdeka. Dan mereka berbeda pendapat tentang dua masalah: budak dan
pernikahan lebih dari empat.

Adapun budak:

*  Shahih. HR. Abu Daud (2049), An-Nasa'i (3464), di dalam 4/ Kubra (5340), Al
Baihaqi (7/154), dan dinilai shahih oleh Al Albani di dalam Shahih Abu Daud.
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Dalam riwayat yang terkenal dari Malik; budak itu boleh menikah
dengan empat orang wanita. Pendapat ini juga dikemukakan oleh
ahlu zhahir.

Abu Hanifah dan Syafi’i mengatakan tidak boleh menghimpun
empat, kecuali hanya dua wanita saja.

Sebab perbedaan pendapat: yaitu apakah perbudakan memiliki

pengaruh dalam menggugurkan jumlah ini, sebagaimana memiliki
pengaruh dalam menggugurkan setengah hukuman yang wajib atas orang
yang merdeka di dalam perbuatan zina, begitujuga di dalam perceraian
menurut ulama yang berpendapat demikian. Hal itu karena kaum muslim
sepakat tentang hukuman yang diterima oleh budak dalam perbuatan zina
adalah separuh (maksudnya, bahwa hukuman yang diterima ialah
setengah hukuman yang diterima oleh orang yang merdeka). Merceka
berbeda pendapat tentang selain itu.

Adapun masalah pernikahan lebih dari empat:

Jumhur berpendapat bahwa pernikahan yang kelima tidak
dibolehkan, berdasarkan firman Allah 7Ta’ala, “Maka kawinilah
olehmu wanita-wanita (lain) yang baik bagimu, dua, tiga atau
empat.” (Qs. An-Nisaa' [4]: 3).
Dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa
dia bersabda kepada Ghailan setelah masuk Islam dan dia memiliki
sepuluh istri:

AL 5, 6
“Peganglah yang empat orang (istri) dan ceraikanlah yang
selebihnya”*

Segolongan ulama lain berpendapat dibolehkan menikah dengan
sembilan wanita.

Kelihatannya pendapat yang membolehkan menikah dengan

sembilan wanita menggabungkan bilangan yang ada dalam ayat yang

45

Shahih. HR. At-Tirmidzi (1128), Ibnu Majah (1953), Ahmad (2/14, 44, 83),
Abdurrazak (12621), Ad-Daruquthni (3/269, 270), Al Hakim (2/192), Al
Baihagqi (7/149, 181), dan dinilai shahih oleh Al Albani di dalam Shahih At-
Tirmidzi.
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tclah disebutkan (maksudnya, menggabungkan beberapa bilangan yang
terdapat dalam firman Allah T« 'ala “Dua, tiga dan empat.”)

Pasal keenam: Halangan pengumpulan (dua saudara perempuan)

Para ulama sepakat bahwa tidak boleh menikahkan dua wanita
bersaudara sekaligus, berdasarkan firman Allah Ta'ala, “Dan
(diharamkan  bagimu) mengumpulkan (dalam perkawinan) dua
perempuan yang bersaudara.” (Qs An-Nisaa' [4]: 23)

Para ulama juga berbeda pendapat tentang mengumpulkan antara
keduanya dengan kepemilikan budak:

1.  Kebanyakan fuqaha melarangnya.
2. Sekelompok ulama membolehkan hal itu.

Sebab perbedaan pendapat: Pertentangan antara keumuman
firman Allah Ta'ala “Dan (diharamkan bagimu) mengumpulkan (dalam
perkawinan) dua perempuan yang bersaudara.” (Qs. An-Nisaa' [4]: 23)
dengan keumuman pengecualian yang ada di akhir ayat, yaitu firman
Allah Ta'ala, “Kecuali budak-budak yang kamu miliki” (Qs. An-Nisaa’
[4]: 24). Yang demikian itu, karena pengecualian ini mengandung
kemungkinan kembali kepada kata yang paling dekat dan kemungkinan
kembali kepada semua yang dikandung oleh ayat tersebut berupa
keharaman, kecuali yang telah terjadi kesepakatan bahwa hal itu tidak
ada pengaruhnya, maka keluar dari keumuman firman Allah 7Ta’ala,
“Dan (diharamkan bagimu) mengumpulkan (dalam perkawinan) dua
perempuan yang bersaudara.” (Qs An-Nisaa' [4]: 23) kepemilikan
budak. Dan kemungkinan juga tidak kembali kepada kata yang paling
dekat, maka firman Allah Ta'ala “Dan (diharamkan bagimu)
mengumpulkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara.”
Tetap pada keumumannya. Lebih-lebih jika kita menerangkan illat
(alasan) hal itu dengan alasan persaudaraan atau dengan sebab yang ada
pada keduanya.

Para ulama yang menyatakan larangan dalam kepemilikan budak,
jika salah satu dari keduanya dinikahi dan yang lainnya dengan
kepemilikan budak. Malik dan Abu Hanifah melarangnya, sedangkan
Syafi’i membolehkannya.
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Sepengetahuan saya mereka juga sepakat tentang keharaman
mengumpulkan antara seorang wanita dengan saudara perempuan
bapaknya dan mengumpulkan antara seorang wanita dengan saudara
perempuan ibunya, berdasarkan adanya riwayat tentang hal itu dari Nabi
SAW dari hadits Abu Hurairah dan hadits yang mutawatir dari Nabi,
bahwa beliau SAW bersabda:
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“Tidak boleh dikumpulkan (dalam pernikahan) antara seorang

wanita dengan saudara perempuan bapaknya dan tidak pula antara
seorang wanita dengan saudara perempuan ibunya.”*®

Mereka sepakat bahwa saudara perempuan bapak di sini ialah
setiap perempuan yang menjadi saudara perempuan setiap laki-laki yang
menjadi sebab kelahiranmu, baik dengan sendirinya atau dengan
perantaraan laki-laki lain. Dan saudara perempuan ibu ialah setiap
perempuan yang menjadi saudara perempuan yang menjadi sebab
kelahiranmu, baik dengan sendirinya atau dengan perantaraan perempuan
lain, mereka adalah para wanita yang merdeka dari sisi ibu.

Mereka berbeda pendapat apakah ini termasuk masalah khusus
yang berlaku untuk pengertian khusus atau masalah khusus yang berlaku
untuk pengertian umum?

Para ulama yang mengatakan bahwa ini termasuk masalah khusus
yang berlaku untuk pengertian umum, mereka berbeda pendapat,
keumuman apakah yang dimaksudkan:

1. Mayoritas ulama yaitu jumhur dan para fugaha berbagai negeri
berpendapat bahwa ini termasuk masalah khsusus yang berlaku
untuk pengertian khusus saja, dan keharaman tidak melewati selain
orang yang telah ditegaskan.

2. Sekelompok ulama lain mengatakan bahwa ini termasuk masalah
khusus yang bermaksud umum, merupakan pendapat yang
menggabungkan antara setiap dua orang wanita yang di antara
keduanya ada hubungan rahim, baik diharamkan atau tidak, maka

*  Muttafaq ‘Alaih. HR. Al Bukhari (5109, 5110), Muslim (1408), Abu Daud
(2066), At-Tirmidzi (1125), An-Nasa'i (6/98), Ibnu Majah (1929), Ahmad
(2/432, 474, 489, 508, 516).
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menurut mereka tidak boleh mengumpulkan antara dua anak
perempuan saudara laki-laki bapak atau saudara perempuan bapak,
tidak boleh mengumpulkan antara dua anak perempuan saudara
laki-laki ibu atau saudara perempuan ibu serta tidak boleh
mengumpulkan antara seorang wanita dan anak perempuan saudara
laki-laki bapaknya atau anak perempuan saudara perempuan
bapaknya (saudara sepupu) atau mengumpulkan antara seorang
wanita dan anak perempuan saudara perempuan ibunya.

3. Sckelompok ulama mengatakan bahwa yang diharamkan ialah
mengumpulkan antara setiap dua orang wanita yang di antara
keduanya ada hubungan kerabat yang mengharamkan (maksudnya,
seandainya salah satu dari keduanya seorang laki-laki dan yang
lainnya perempuan, maka tidak boleh bagi keduanya untuk saling
menikah).

Di antara mereka ada yang mensyaratkan di dalam pengertian ini
agar memberlakukan hal ini dari dua sisi (maksudnya, jika masing-
masing dari mereka salah satunya dijadikan laki-laki dan yang lainnya
perempuan, maka keduanya tidak boleh saling menikah, jadi tidak boleh
menggabungkan antara keduanya).

Adapun jika dari salah satu sisi haram untuk dinikahi dan dari sisi
lain tidak haram untuk dinikahi, maka boleh mengumpulkan seperti
menggabungkan antara istri seseorang dan anaknya, yang bukan dar istni
tersebut. Maka jika anak perempuan itu menjadi laki-laki, maka kita tidak
boleh menikah dengan wanita tersebut, karena ia adalah istri bapaknya.
Jika anak perempuan itu menjadi laki-laki, maka halal untuk menikahi
anak perempuan suaminya, karena dia adalah anak perempuan orang lain.
Aturan inilah yang dipilih oleh para pengikut Malik dan mereka melarang
mengumpulkan antara istri seseorang dan anaknya yang bukan dari istri
tersebut.

Pasal ketujuh: Halangan perbudakan

Para ulama sepakat bahwa seorang budak laki-laki boleh menikah
dengan seorang budak wanita dan seorang wanita merdeka boleh
menikah dengan seorang budak laki-laki, jika wanita tersebut rela akan
hal itu dan juga para walinya.
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Mereka berbeda pendapat tentang laki-laki merdeka yang menikah
dengan seorang budak wanita:

1. Sekelompok ulama berpendapat dibolehkan secara mutlak, ini
adalah pendapat yang masyhur dari madzhab Ibnu Al Qasim.

2. Sekelompok ulama lain berpendapat tidak boleh kecuali dengan
dua syarat; tidak memiliki kemampuan dan khawatir terjerumus ke
dalam perzinaan, ini adalah pendapat yang masyhur dari madzhab
Maliki dan juga madzhab Abu Hanifah serta Syafi’i.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara dalil khithab di
dalam firman Allah Ta ala:

“Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak
cukup (mampu) perbelanjaannya untuk mengawini....”(Qs. An-Nisaa’
[4]: 25).

Dengan keumuman firman Allah Ta ‘ala:

“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian (janda) di antara
kamu dan orang-orang yang shalih...”” (Qs. An-Nisaa' [4]: 32)

Hal itu, karena pengertian dalil khithab (mafhum mukhalafah) di
dalam firman Allah Ta'ala, “Dan barangsiapa di antara kamu (orang
merdeka) yang tidak cukup (mampu) perbelanjaannya....” mengandung
arti bahwa tidak boleh menikah dengan seorang budak wanita kecuali
dengan dua syarat; pertama, tidak memiliki kemampuan untuk menikah
dengan seorang wanita yang merdeka dan kedua, khawatir terjerumus ke
dalam perzinaan.

Sedangkan firman Allah Ta'ala “Dan kawinilah orang-orang yang
sendirian (janda) di antara kamu...” dengan keumumannya
mengandung arti boleh menikahi mereka baik orang yang merdeka atau
budak, baik orang yang merdeka itu satu atau lebih, baik khawatir
terjerumus ke dalam perzinaan atau tidak. Tetapi dalil khithab di sini
lebih kuat —wallahu a’lam— dari keumuman, karena keumuman ini
tidak menjelaskan sifat-sifat suami yang disyaratkan untuk menikah
dengan budak-budak wanita.

Hanya saja yang dimaksudkan ialah perintah untuk menikahi
mereka dan agar mereka tidak dipaksa untuk menikah. Ini juga diartikan
dengan sunah menurut jumhur, meskipun dalam hal ini berarti seorang
telah menjadikan anaknya sebagi budak. Mereka dalam hal ini juga
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berbeda pendapat tentang dua cabang yang terkenal (maksudnya, para
ulama yang tidak membolehkan pernikahan kecuali dengan dua syarat
yang telah ditegaskan).

Pertama, jika dia memiliki istri seorang wanita yang merdeka,
apakah itu dinamakan kemampuan atau bukan:

1. Abu Hanifah berpendapat bahwa itu adalah suatu kemampuan.

2. Ulama lainnya berpendapat bukan suatu kemampuan. Dalam hal ini
menurut Malik terdapat dua pendapat.

Kedua, jika kedua syarat tersebut ada pada seseorang maka apakah
dia boleh menikahi lebih dari satu orang budak wanita: dua, tiga atau
empat.

Ulama yang mengatakan jika dia memiliki istri seorang wanita
yang merdeka, berarti dia tidak khawatir terjerumus ke dalam perzinaan,
karena dia bukan lajang, mereka berpendapat bahwa jika dia memiliki
istri seorang wanita merdeka, maka ia tidak boleh menikah dengan
seorang budak wanita.

Adapun ulama yang mengatakan khawatir terjerumus ke dalam
perzinaan hanya diartikan secara mutlak, baik dia itu masih lajang atau
sudah berkeluarga, karena kadang istri pertama tidak bisa menjadi
penghalang dari terjerumus ke dalam perzinaan dan dia sendiri tidak
mampu menikah dengan seorang wanita merdeka yang Dbisa
menghalanginya dari terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka dia boleh
menikah dengan seorang budak wanita, karena keadaannya bersama
wanita yang merdeka ini seperti keadaannya khawatir terjerumus ke
dalam perbuatan zina seperti keadaan sebelumnya, khususnya jika dia
khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina dari seorang budak yang
ingin dinikahinya.

Permasalahan ini pada kenyataannya menjadi sebab perselisihan
mereka yaitu: apakah dibolehkan menikah dengan budak wanita yang
kedua kalinya setelah yang pertama atau tidak? Hal itu, karena ulama
yang mempertimbangkan kekhawatiran terjerumus ke dalam perbuatan
zina berlaku pada yang masih lajang, mereka berpendapat tidak boleh
menikah lebih dari satu budak wanita.

Sementara ulama yang mempertimbangkan secara mutlak, mereka
berpendapat, boleh menikah lebih dari satu orang budak wanita, juga
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boleh menikah dengan wanita yang merdeka. Mengenai pertimbangan
secara mutlak perlu pembahasan.

Jika kita katakan bahwa dia boleh menikah dengan seorang budak
wanita setelah menikah dengan wanita merdeka, lalu dia menikahinya
tanpa persetujuan istri yang merdeka, apakah wanita itu dibolehkan
memilih untuk tetap bersamanya atau untuk membatalkan pernikahan?
Pendapat Malik dalam hal ini terdapat perbedaan.

Mereka juga berbeda pendapat jika dia mendapatkan kemampuan
untuk menikah dengan wanita merdeka, apakah dia boleh menceraikan
budak wanita tersebut atau tidak? Tetapi mereka tidak berbeda pendapat
bahwa jika dikhawatiran terjerumus ke dalam perbuatan zina telah hilang,
maka dia tidak boleh menceraikannya (maksudnya, para pengikut Malik).

Dari pembahasan ini mereka sepakat bahwa seorang wanita tidak
boleh menikah dengan kepemilikannya dan jika dia memiliki suaminya,
maka pernikahannya dibatalkan.

Pasal kedelapan: Halangan kekufuran

Para ulama sepakat bahwa seorang muslim tidak boleh menikah
dengan wanita penyembah berhala, berdasarkan firman Allah Ta ‘ala:

“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan)
dengan perempuan-perempuan kafir.” (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10).

Dan mereka berbeda pendapat tentang menikahinya dengan
kepemilikan (budak).

Mereka sepakat bahwa dibolehkan untuk menikah dengan wanita
ahli kitab yang merdeka, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu
Umar. Dan mereka juga berbeda pendapat tentang penghalalan budak
wanita dari ahli kitab untuk dinikahi. Mereka sepakat akan
penghalalannya dengan kepemilikan budak.

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka tentang menikahi
wanita-wanita penyembah berhala dengan kepemilikan budak yaitu,
kontradiksi firman Allah 7a’ala:

“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan)
dengan perempuan-perempuan kafir.” (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Dan keumuman firman Allah Ta 'ala:
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“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita musyrik hingga
mereka beriman.” (Qs. Al Bagarah [2]: 221)

Dengan keumuman firman Allah 7a'ala:

“Dan (diharamkan bagimu mengawini) wanita-wanita yang
bersuami, kecuali budak-budak wanita yang kamu miliki” (Qs. An-
Nisaa® [4]: 24).

Mereka adalah wanita-wanita tawanan. Zhahir ayat ini mengandung
arti keumuman, baik mereka itu wanita musyrik atau ahli kitab.
Sedangkan jumhur melarangnya. Ulama yang membolehkannya yaitu
Thawus dan Mujahid. Di antara hujjah yang mereka miliki, yaitu hadits
yang diriwayatkan tentang menikah dengan para wanita tawanan dalam
perang Authas, ketika mereka meminta izin kepada Nabi SAW untuk
melakukan ‘4zal, lalu beliau memberikan izin kepada mereka.

Yang membuat jumhur berpendapat boleh menikah dengan wanita-
wanita ahli kitab dengan akad, yaitu karena pada dasarnya ditegakannya
suatu kekhususan atas keumuman (maksudnya, firman Allah 7Ta'ala,
“Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang
yang diberi Al Kitab.” (Qs. Al Maidah [5]: S). Ayat ini menunjukkan
kekhususan. Sedangkan firman Allah Ta’ala: “Dan janganlah kamu
kawini wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman.” Qs. Al Bagarah
[2]: 221 menunjukkan keumuman) jumhur mengecualikan kekhususan
dari keumuman.

Sedangkan ulama yang berpendapat haramnya hal itu, menjadikan
dalil yang umum menghapus dalil yang khusus, ini adalah pendapat
sebagian fuqaha.

Sebab mereka berbeda pendapat tentang penghalalan seorang
budak wanita untuk dinikahi, yaitu karena kontradiksi antara keumuman
dalil yang menerangkan tentang hal itu dengan qiyas. Yaitu bahwa
penggiyasan budak wanita dengan wanita yang merdeka mengandung arti
dibolehkan menikahinya. Dan keumuman yang masih tetap menentang
hal itu, jika wanita yang merdeka dikecualikan darinya, karena hal itu
mengharuskan pengharamannya, menurut pendapat yang meyakini
bahwa suatu keumuman jika dikhususkan, yang lainnya masih dalam
keumumannya.
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Ulama yang mengkhususkan keumuman yang masih ada dengan
qiyas atau tidak meyakini yang masih tersisa dari keumuman yang
dikhususkan sebagai suatu keumuman, mereka berpendapat boleh
menikah dengan budak wanita ahli kitab. Adapun ulama yang
mengunggulkan keumuman yang masih tersisa setelah dikhususkan dari
pada qiyas, mereka berpendapat tidak boleh menikah dengan budak
wanita dari ahli kitab.

D1 sini juga terdapat sebab lain tentang perselisihan mereka, yaitu
kontradiksi dalil khithab dengan qiyas, yaitu bahwa firman Allah Tu ala:

“Dari wanita-wanita muda yang beriman.” (Qs. An-Nisaa [4]: 25).

Mengharuskan tidak dibolehkan nya menikah dengan budak
wanita yang tidak beriman berdasarkan dalil khithab. Sedangkan
penggiyasan budak tersebut dengan wanita yang merdeka mengharuskan
hal 1tu. Qiyas dari semua jenis membolehkan pernikahan dengan
mengawinkan dan membolehkan dengan kepemilikan budak, asalnya
adalah para wanita muslimah.

Sedangkan kelompok kedua, tidak membolehkan pernikahan
seorang budak wanita muslimah dengan mengawininya kecuali dengan
syarat, dan yang lain tidak membolehkan menikah dengan budak wanita
ahli kitab dengan mengawininya.

Mereka sepakat tentang penghalalannya dengan kepemilikan
budak, berdasarkan keumuman firman Allah Ta ‘ala, “Kecuali budak-
budak wanita yang kamu miliki.” (Qs. An-Nisaa® [4]: 24).

Dan berdasarkan kesepakatan mereka bahwa penawanan
menghalalkan seorang wanita yang tidak bersuami dan ditawan.

Mereka berbeda pendapat tentang wanita tawanan yang bersuami,
apakah penawanan bisa menghapus pernikahannya, jika bisa, kapan
dihapus:

1. Sekelompok ulama berpendapat jika keduanya ditawan bersama-
sama (maksudnya, suami istri) maka pernikahannya tidak
dibatalkan. Jika salah satu dari keduanya ditawan sebelum yang
lain, maka pernikahannya bisa dibatalkan, pendapat ini
dikemukakan oleh Abu Hanifah.

2. Sekelompok ulama lain mengatakan bahkan penawanan tersebut
bisa langsung membatalkan pernikahan, baik keduanya ditawan
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bersama-sama atau salah satu dari keduanya ditawan sebelum yang
lainnya, pendapat ini dikemukakan oleh Syafi’i.

3. Adapun Malik memilki dua pendapat; pertama, bahwa penawanan
tidak bisa menghapus pernikahan sama sekali. Kedua, bahwa
penawanan itu bisa menghapus secara mutlak, seperti pendapat
Syafi’i.

Sebab perbedaan pendapat: Ketidakjelasan orang-ordng yang
diperbudak yang selamat dari pembunuhan, antara wanita-wanita ahli
dzimmah yang memiliki perjanjian dengan wanita kafir yang tidak
bersuami atau wanita yang dipekerjakan dari orang kafir.

Pembedaan yang dilakukan oleh Abu Hanifah, yaitu antara; jika
keduanya ditawan bersama-sama dan jika salah satu dari keduanya
ditawan, karena yang berpengaruh menurut beliau dalam penghalalan
yaitu perbedaan negeri antara keduanya bukan perbudakan, sedangkan
yang berpengaruh dalam penghalalan menurut yang lain ialah
perbudakan. Hanya saja yang jadi masalah ialah apakah perbudakan
tersebut masih ada bersama hubungan suami istn atau sudah tidak ada
lagi? Pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran ialah hubungan
suami istr1 tidak memiliki keharaman, karena tempat perbudakan itu yaitu
kekafiran yang menjadi sebab penghalalan.

Adapun penyerupaannya dengan ahli dzimmah adalah pendapat
yang sangat jauh, karena ahli dzimmah memberikan jizyah (pajak)
dengan syarat agar dia tetap diakui atas agamanya, lebih-lebih atas
pernikahannya.

Pasal kesembilan: Halangan ihram

Mereka berbeda pendapat tentang pernikahan orang yang sedang
berihram:

1. Malik, Syafi’i, Al-Laits, Al Auza’i dan Ahmad berpendapat orang
yang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan,
jika dia melakukannya maka pernikahannya batal, ini adalah
pendapat Umar bin Al Khaththab, Ali, Ibnu Umar dan Zaid bin
Tsabit.

2. Abu Hanifah berpendapat tidak mengapa.
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Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi dalil nagli dalam
pembahasan ini, di antaranya hadits Ibnu Abbas:
N W RIS S A 2.0y Tes . PE
.(ﬁf}@ﬁé”}f&&\&fﬂ\gjy)u\
“Bahwa Rasulullah SAW menikah dengan Maimunah, ketika
beliau sedang berihram.™’

Penukilan hadits ini shahih dan diriwayatkan oleh para perawi
hadits shahih.

Hadits-hadits lain yang sangat banyak dari Maimunah menentang
hadits tersebut, yaitu:
B e e e e . ol A .0y Tes . %
J)b— Ly LG."JJJ (’L’Jffk"‘msl‘&“md)“‘) )

“Bahwa Rasulullah .SAW menikahinya ketika beliau dalam
keadaan halal (tidak berihram).”*®

Abu Umar mengatakan hadits ini diriwayatkan dari Maimunah dari
banyak jalur, dari Abu Rafi’, dari Sulaiman bin Yasar, dia adalah bekas
budak Maimunah dan dari Yazid bin Al Asham.

Malik juga meriwayatkannya dari hadits Utsman bin Affan bersama
dengan hadits ini, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

Y S A Y

“Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh
menikahkan dan tidak boleh meminang.*”

Ulama yang mengunggulkan hadits ini daripada hadits Ibnu Abbas,
mereka mengatakan orang yang berihram tidak boleh menikah dan tidak
boleh menikahkan.

Adapun ulama yang mengunggulkan hadits Ibnu Abbas atau
mengkompromikan antara hadits tersebut dan hadits Utsman bin Affan,
dengan mengartikan larangan yang terdapat dalam hal itu sebagai suatu
yang makruh, mereka berpendapat boleh menikah dan boleh menikahkan.

4 Shahih. Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.

Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
¥ Shahih. HR. Muslim (1409), Abu Daud (1842), At-Tirmidzi (840), An-Nasa'i
(5/192), Tbnu Majah (1966), dan Ahmad (1/64, 68).
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Ini kembali kepada pertentangan antara perbuatan dan perkataan. Dan
yang benar yaitu dengan menggabungkan hadits-hadits tersebut atau
mengunggulkan perkataan.

Pasal kesepuluh: Halangan sakit
Para ulama berbeda pendapat tentang pernikahan orang yang sakit:
1. Abu Hanifah dan Syafi’i berpendapat dibolehkan.

2. Malik dalam riwayat yang masyhur darinya berpendapat bahwa hal
itu tidak dibolehkan. Dan dari perkataannya bisa disimpulkan
bahwa boleh diceraikan di antara keduanya meskipun
pernikahannya sah. Dan dari perkataannya juga bisa disimpulkan
bahwa tidak boleh diceraikan di antara keduanya. Jadi menceraikan
keduanya adalah sunah, bukan wajib.

Sebab perbedaan pendapat: Ketidakjelasan pengertian
pernikahan antara jual beli dan pemberian. Hal itu dijelaskan bahwa
pemberian orang yang sakit tidak dibolehkan kecuali kurang dari
sepertiga, sedangkan jual beli dibolehkan . Sebab lainnya, apakah hal itu
menimbulkan suatu tuduhan yaitu akan membahayakan ahli waris dengan
memasukan ahli waris tambahan atau tidak?

Pengqiyasan pernikahan atas jual beli tidak benar, karena mereka
sepakat bahwa suatu pemberian dibolehkan jika hanya sepertiga,
sedangkan mereka tidak menilai pernikahan dengan sepertiga. Dan
menolak dibolehkan nya pernikahan dengan alasan memasukkan ahli
waris merupakan giyas kemaslahatan yang menurut kebanyakan fuqaha
tidak dibolehkan.

Anggapan bahwa hal itu mengharuskan adanya kemaslahatan, tidak
diakui oleh syari’at kecuali itu hanya terdapat pada jenis yang sangat jauh
dari jenis yang diharapkan, yang di dalamnya terdapat penetapan hukum
dengan kemaslahatan, hingga sekelompok ulama menganggap bahwa
pendapat ini adalah syari’at tambahan dan mengamalkan qiyas ini
melemahkan ketentuan yang terdapat dalam syari’at yaitu tidak boleh
melakukan  penambahan sebagaimana tidak boleh melakukan
pengurangan. ‘

Sikap abstain tanpa mempertimbangkan kemaslahatan akan
mendorong manusia untuk melakukan kezhaliman karena tidak adanya
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aturan yang menjelaskan hal itu. Maka kita serahkan berbagai
kemasahatan yang semisal ini kepada para ulama yang mengetahui
hukum syart’at, dan memiliki keutamaan, yang tidak sembarangan
menghukuminya. Khususnya jika dimengerti dari orang yang ahli pada
zaman itu bahwa menyibukkan diri dengan zhahir syari’at akan
mendorong kepada kezhaliman.

Sedangkan sikap yang dilakukan oleh seorang alim yang memiliki
keutamaan dalam hal ini ialah dengan melihat berbagai realita yang ada.
Jika berbagai alasan menunjukkan bahwa maksud dari pernikahan
tersebut adalah suatu kebaikan, maka tidak dilarang, tetapi jika berbagai
alasan menunjukkan bahwa maksud dari perkawinan tersebut adalah
membahayakan ahli warisnya, maka hal itu dilarang. Seperti halnya
terdapat pada berbagai tindakan yang menampakkan sesuatu bagi orang
yang melakukannya, padahal kebalikannya mereka bisa memperoleh
kuatnya pekerjaan mereka, karena dalam hal itu tidak mungkin dibatasi
dengan batasan tertentu. Ini sering terjadi di lapangan kedokteran dan
berbagai lapangan lainnya.

Pasal kesebelas: Halangan iddah

Mereka sepakat bahwa pernikahan tidak boleh dilakukan di saat
wanita berada dalam masa iddah-nya, baik iddah haidh, hamil atau iddah
beberapa bulan.

Para ulama berbeda pendapat tentang seorang laki-laki yang
menikahi seorang wanita di masa iddah-nya sementara dia telah
menggaulinya:

1.  Malik, Al Auza’i dan Al-Laits berpendapat bahwa keduanya
diceraikan dan wanita itu tidak halal lagi baginya selamanya.

2. Abu Hanifah, Syafi’t dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa keduanya
diceraikan dan jika iddah di antara keduanya telah selesai, maka
dibolehkan menikah kembali dengan wanita tersebut.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah perkataan seorang sahabat
bisa menjadi hujjah atau tidak. Yaitu bahwa Malik meriwayatkan dari
Ibnu Syihab dari Sa’id bin Al Musayyab, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa
Umar bin Al Khaththab menceraikan antara Thalaiha Al Asadiyah dan
suaminya, Rasyid Ats-Tsaqafi setelah dia menikahinya di masa iddah-
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nya dari suami yang kedua, dia mengatakan, “Wanita mana saja yang
menikah di masa iddah-nya, jika suaminya yang menikahinya belum
menggaulinya, maka keduanya diceraikan, kemudian wanita itu
menjalani iddah-nya yang masih tersisa dari suami yang pertama,
kemudian orang lain tersebut menjadi salah seorang pelamarnya. Jika dia
telah menggaulinya, maka keduanya diceraikan, kemudian wanita itu
menjalani masa iddah-nya dari suami yang pertama, lalu menjalani
iddah-nya dari orang lain tersebut, kemudian keduanya tidak boleh
berkumpul selamanya.” Sa’id mengatakan, “Dan wanita itu mendapatkan
mahar sebagai pengganti sesuatu yang telah dihalalkan dari dirinya.”

Barangkali mereka menguatkan giyas ini dengan qiyas syabah
(kemiripan) yang lemah yang masih diperselisihkan mengenai hukum
asalnya, yaitu memasukkan kerancuan dalam nasab, lalu menyerupai
orang yang melakukan /i'an. Dan diriwayatkan pendapat dari Ali serta
Ibnu Mas’ud yang menyelisihi Umar dalam hal ini.

Pada dasarnya, wanita tersebut tidak diharamkan kecuali jika ada
dalil yang menerangkan hal itu baik dari Al Qur’an, As-Sunnah atau
ijma’ ummat.

Di sebagian riwayat dijelaskan, “Bahwa Umar memutuskan
keharamannya dan memberikan maharnya dari baitulmal. Setelah berita
itu sampai kepada Ali, dia mengingkarinya, lalu Umar meralat
keputusannya dan membebankan mahar tersebut kepada suami dan tidak
memutuskan untuk mengharamkannya.” Diriwayatkan dari Ats-Tsauri
dari Asy’ats dari Asy-Sya’bi dari Masrugq.

Sedangkan ulama yang mengharamkannya karena adanya akad
nikah, ini adalah pendapat yang lemah. Mereka sepakat bahwa seorang
wanita hamil yang ditawan tidak boleh digauli hingga melahirkan,
berdasarkan hadits-hadits yang mutawatir tentang hal itu dari Rasulullah
SAW>®. Mereka berbeda pendapat jika wanita tersebut digauli, apakah

% Di antaranya, bahwa Nabi SAW bersabda tentang orang-orang yang tertawan

pada perang Authas, “Wanita yang sedang hamil tidak boleh digauli hingga
melahirkan dan orang yang sedang hamil hingga mengalami haidh sekali.”
Diriwayatkan oleh Abu Daud (2157), Ahmad (3/87), dan dinilai shahih oleh
Albani di dalam Shahih Abu Daud. Dan di dalam permasalahan ini terdapat
hadits dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Ibnu Al Jarud (732), An-Nasa'i
(7/301). Dari Abu Tsa’labah Al Khusyani, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban
(4846). Dari Ruwaifi’ bin Tsabit Al Anshari, diriwayatkan oleh Abu Daud
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dia harus memerdekakan anak yang dilahirkannya atau tidak? Jumhur
berpendapat bahwa dia tidak harus memerdekakannya.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah air maninya berpengaruh
pada pembentukan anak tersebut atau tidak. Jika kita katakan, bahwa air
maninya berpengaruh, maka berarti dia memiliki anak bagaimanapun
juga. Jika kita katakan, bahwa air maninya tidak berpengaruh, maka tidak
demikian. Terdapat hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa
beliau bersabda:

o faty i (A 1) RS LS
“Bagimana dia akan menjadikannya budak, padahal dia telah
memberikan sesuatu pada pendengaran dan penglihatannya.”'

Adapun pembahasan tentang halangan thalak (perceraian) tiga kali,
akan dijelaskan di dalam kitab thalak.

Pasal keduabelas: Halangan hubungan suami istri

Adapun masalah tentang halangan hubungan suami istri, para
ulama sepakat bahwa hubungan suami istri di antara kaum muslimin
sebagai penghalang dan juga di antara ahli dzimmah. Mereka berbeda
pendapat tentang wanita yang ditawan, sebagaimana perbedaan pendapat
yang telah dijelaskan di atas.

Mereka juga berbeda pendapat tentang budak wanita jika dijual,
apakah penjualan tersebut merupakan thalak.

1.  Jumhur berpendapat bahwa hal itu bukan merupakan thalak.

2.  Sekelompok ulama berpendapat bahwa itu merupakan thalak,
pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Jabir, Ibnu Mas’ud dan
Ubay bin Ka’b.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara pengertian hadits

Barirah®> dengan keumuman firman Allah Ta’ala, “Kecuali hamba-

(2158, 2159), At-Tirmidzi (1131), Ahmad (4/108, 109). Dari Abu Sa’id Al
Khudri, diriwayatkan oleh Abu Daud (2157), Ahmad (3/62, 87). Dari Abu
Umamah, diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (8/187), dan dari Al Irbadh bin
Sariyah, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (1564).

5! HR. Ath-Thabrani di dalam Al Kabir (22/302), dan di dalam Musnad Asy-
Syamiyain (2116).
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hamba kamu yang kamu miliki” (Qs. An-Nisaa' [4]: 24). Ayat ini
mengandung arti bahwa wanita-wanita yang ditawan dan selain mereka,
serta diberikan pilihannya Barirah mengharuskan bahwa penjualannya
bukan merupakan thalak, karena jika penjualannya merupakan thalak,
niscaya Rasulullah SAW tidak memberikan pilihan kepadanya setelah
merdeka dan pasti pembelian Aisyah itu sendiri merupakan thalak dari
suaminya.

Hujjah yang dimiliki jumhur: yaitu hadits yang diriwayatkan oleh
Ibnu Abi Syaibah dari Abu Sa’id Al Khudr, bahwa Rasulullah SAW
mengutus pasukan pada perang Hunain, lalu mereka mendapatkan suatu
negeri di Arab pada perang Authas, kemudian mengalahkan serta
membunuh mereka, dan mereka memperoleh tawanan wanita yang masih
memiliki suami. Para sahabat Rasulullah SAW merasa berdosa untuk
menggauli mereka karena mereka masih memiliki suami, lalu Allah 4zza
wa Jalla menurunkan ayat, “Dan (diharamkan juga kamu mengawini)
wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.”
Permasalahan ini lebih tepat untuk dibahas pada bab thalak.

Inilah secara global, hal-hal yang menyebabkan sahnya pernikahan
di dalam Islam, yaitu sebagaimana kami katakan, bahwa hal itu kembali
kepada tiga macam: sifat orang yang akan melakukan akad nikah (calon
suami) dan wanita yang akan dinikahi (calon istri), sifat akad nikah dan
sifat syarat-syarat dalam akad nikah.

Adapun pernikahan yang terjadi sebelum datangnya Islam,
kemudian mengalami masa Islam, maka mereka sepakat bahwa jika
agama Islam terjadi dari keduanya bersama-sama (maksudnya, suami dan
istri masuk Islam) dan akad nikah tersebut dilakukan dengan orang yang
disahkan untuk melakukan akad dengannya dalam Islam, maka Islam
mensahkan pernikahannya itu.

Mereka berbeda pendapat tentang dua masalah:

2 Shahih. Menunjuk kepada hadits Aisyah, bahwa Barirah dimerdekakan,

sedangkan suaminya masih dalam keadaan budak, maka Rasulullah SAW
memberikan pilihan kepadanya. Andaikata suaminya merdeka, niscaya beliau
tidak memberikan pilihan kepadanya. " Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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Masalah pertama: Jika pernikahan tersebut dilaksanakan dengan
lebih dari empat orang wanita atau dengan orang yang tidak boleh
mengumpulkan antara keduanya

Adapun masalah pertama, (maksudnya, jika seorang kafir masuk
Islam sedangkan dia memiliki lebih dari empat istri atau dia masuk Islam
sedangkan dia memiliki istri dua wanita bersaudara):

1. Malik berpendapat bahwa dia boleh memilih empat orang di antara
mereka dan dari dua wanita bersaudara, salah satu dari keduanya
yang dia kehendaki, pendapat ini dikemukakan pula oleh Syafi’i,
Ahmad dan Daud.

2. Sedangkan Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Ibnu Abi laila
berpendapat bahwa dia harus memilih empat orang pertama yang
dia nikahi, jika dia menikahi mereka dalam satu akad nikah, maka
orang tersebut diceraikan dengan mereka.

3. Ibnu Al Majisyun yang termasuk pengikut madzhab Maliki
berpendapat jika dia masuk Islam, sedangkan dia memiliki istri dua
orang wanita bersaudara, maka dia harus menceraikan keduanya,
kemudian melakukan akad nikah baru dengan salah seorang dan
keduanya yang dia kehendaki. Tidak ada seorang pun dari pengikut
madzhab Maliki yang mengatakan hal itu selain dia.

Sebab perbedaan pendapat: Pertentangan antara gqiyas dengan
hadits, yaitu bahwa dalam hal ini terdapat dua hadits:

Pertama, hadits mursal yang dirtwayatkan oleh Malik:
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“Bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan

dia memiliki sepuluh orang istri yang masuk Islam bersamanya, maka

Rasulullah SAW memerintahkannya agar memilih empat orang dari
mereka.””

53

Shahih. Takhrij hadits tersebut telah disebutkan.
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Kedua, hadits Qais bin Al Harits®®, bahwa dia masuk Islam
sedangkan dia memiliki istri dua orang wanita bersaudara, maka
Rasulullah SAW bersabda kepadanya:

] v
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“Pilihlah salah satu dari keduanya yang kamu kehendaki.”*®

Adapun qiyas yang menyelisihi hadits ini yaitu: kesamaan akad
nikah dengan para wanita sebelum Islam dengan akad nikah sesudah
Islam (artinya: yaitu bahwa akad nikah dengan mereka adalah tidak sah
dalam Islam, begitu juga sebelum Islam) di dalam qiyas tersebut terdapat
kelemahan.

Masalah kedua: Jika salah seorang dari suami istri masuk Islam
sebelum yang lainnya

Adapun masalah jika salah seorang dari keduanya masuk Islam
sebelum yang lainnya (istri atau suami) kemudian yang lainnya masuk
Islam, mereka berbeda pendapat tentang hal itu:

1. Malik, Abu Hanifah dan Syafi’i berpendapat bahwa jika istri masuk
Islam sebelum suaminya, jika suami masuk Islam di masa iddah-
nya, maka suami lebih berhak menikahinya dan jika suami masuk
Islam sedangkan istrinya ahli kitab, maka pernikahannya tetap sah,
berdasarkan hadits yang menjelaskan tentang hal itu dari hadits
shafwan bin Umayyah, yaitu:

** Yang shahih yaitu Fairuz Ad-Dailami, bukan Qais bin Al Harits, sebagaimana

dijelaskan oleh pengarang.

*  Hasan. HR. Abu Daud (2243), At-Tirmidzi (1129, 1130), Tbnu Majah (1951),
Ahmad (4/232), Ath-Thabrani di dalam A4/ Kabir (18/328), Ad-Daruquthni
(3/273), Al Baihagqi (7/184), dan dinilai hasan oleh Al Albani di dalam Shahih
Abu Daud. Sedangkan Qais bin Al Harits memiliki hadits lain, dia mengatakan,
“Aku masuk Islam, sedangkan aku memiliki delapan orang istri, maka aku
menjelaskan hal itu kepada Rasulullah SAW,” Maka beliau bersabda, “Pilihlah
empat orang dari mereka.” HR. Abu Daud (2241), Ibnu Majah (1952), Ad-
Daruquthni (3/270), Al Baihaqi (7/183), dan dinilai shahih oleh Al Albani di
dalam Shahih Abu Daud.
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“Bahwa istrinya, yaitu Atikah binti Al Walid bin Al Mughirah
masuk Islam sebelum dia (suaminya, Shafwan), kemudian dia
masuk Islam, maka Rasulullah SAW menetapkan pernikahannya.”

Mereka mengatakan, jarak antara masuk Islamnya Shafwan dengan
masuk Islamnya istrinya kira-kira satu bulan®®.

2. Ibnu Syihab berpendapat tidaklah sampai berita kepada kita bahwa
seorang wanita berhijrah kepada Rasulullah SAW sementara
suaminya dalam keadaan kafir serta tinggal di negeri kafir,
melainkan hijrahnya telah memisahkan antara wanita tersebut dan
suaminya, kecuali jika suaminya datang berhijrah sebelum masa
iddah-nya selesai.

Jika suami masuk Islam sebelum istrinya masuk Islam, maka dalam
hal ini mereka berbeda pendapat:

1. Malik berpendapat jika suami masuk Islam sebelum istrinya; jika
ditawarkan kepadanya untuk masuk Islam, lalu dia menolaknya,
maka terjadilah perceraian.

2. Syafi’i berpendapat baik suami masuk Islam sebelum istrinya atau
istri masuk Islam sebelum suaminya, jika Islamnya orang yang
terakhir masih dalam masa iddah, maka pernikahannya tetap sah.

Sebab perbedaan pendapat: Pertentangan antara dalil umum
dengan hadits dan qiyas.

Yaitu keumuman firman Allah Ta'ala, “Dan janganlah kamu tetap
berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.”
(Qs. Al Mumtahanah [60]: 10).

Mengandung arti perceraian secara langsung.

Sedangkan hadits yang menentang keumuman ini, yaitu hadits yang
diriwayatkan: Bahwa Abu Sufyan bin Harb masuk Islam sebelum Hindun
binti Utbah istrinya. Keislamannya terjadi di Marri Azh-Zhahran,
kemudian kembali ke Makkah, sedangkan Hindun masih dalam keadaan

¢ HR. Malik di dalam Al Muwaththa® (1133).
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kafir. Lalu Hindun menarik jenggotnya seraya berkata, “Bunuhlah orang
tua yang sesat ini,” kemudian dia masuk Islam beberapa hari sesudahnya,
maka keduanya tetap dalam pernikahannya.’’

Adapun qiyas yang menentang hadits tersebut yaitu bahwa
nampaknya tidak ada perbedaan antara seorang istri masuk Islam terlebih
dahulu atau suami masuk I[slam terlebih dahulu. Jika masa iddah diakui
pada keislaman istri sebelumnya, maka seharusnya diakui pada keislaman
suami juga sebelumnya.

Bab II1

Hal-Hal Yang Mendorong Adanya Khiyar (Hak Memilih) Dalam
Pernikahan

Hal-hal yang mendorong adanya hak memilih dalam pernikahan
ada empat:

1. Cacat.

2 Kesulitan untuk memberikan mahar, nafkah atau pakaian.

3. Kehilangan (maksudnya, kehilangan suami).

4 Kemerdekaan yang dimiliki oleh budak wanita yang bersuami.
Maka dalam bab ini terdapat empat pasal:
Pasal pertama: Khiyar (hak memilih) karena cacat

Para ulama berbeda pendapat tentang hal-hal yang mendorong
adanya khiyar karena cacat, bagi masing-masing suami istri, yaitu dalam
dua masalah:

Masalah Pertama: Apakah pernikahan bisa ditolak karena
cacat atau tidak?

1. Malik, Syafi’i dan para pengikut mereka berdua berpendapat bahwa
cacat bisa mendorong adanya khiyar untuk menolak atau menahan
istri.

2. Sedangkan ahli zhahir bahwa tidak mendorong adanya khiyar untuk

menolak dan menahan istri, ini adalah pendapat Umar bin Abdul
Aziz.

7 HR. Al Baihaqi (7/186).
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Sebab perbedaan pendapat: Ada dua sebab; pertama, apakah
perkataan seorang sahabat itu bisa menjadi hujjah. Kedua, pengqiyasan
nikah dalam hal itu dengan jual beli.

Adapun perkataan seorang sahabat yang menjelaskan tentang hal
itu, yaitu yang diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, bahwa dia
mengatakan:
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“Laki-laki mana saja yang menikah dengan seorang wanita dan

pada diri wanita tersebut terdapat penyakit gila, lepra atau kusta —dalam

suatu riwayat: atau daging yang tumbuh pada kemaluannya—, maka dia

berhak mendapatkan mahar sepenuhnya, hal itu adalah suatu kerugian
(denda) atas suami terhadap walinya.”*®

Adapun qiyas atas jual beli: para ulama yang mengatakan adanya
khiyar karena cacat dalam pernikahan, mereka berpendapat bahwa dalam
hal ini memiliki kesamaan dengan jual beli. Sedangkan para ulama yang
menentang, mereka berpendapat tidak ada kesamaan dengan jual beli,
berdasarkan ijma’ kaum muslim, bahwa pernikahan itu tidak ditolak
setiap ada cacatnya, sedangkan jual beli bisa ditolak ketika ada cacatnya.

Masalah Kedua: Jika kita katakan bahwa pernikahan tersebut
bisa ditolak, maka karena cacat apakah pernikahan itu bisa ditelak?
Dan apa hukumnya?

Para ulama berselisih tentang cacat apakah yang karenanya
pernikahan bisa ditolak, tentang cacat manakah yang tidak ditolak dan
tentang hukum menolak?

1.  Malik dan Syafi’i sepakat bahwa penolakan itu bisa terjadi karena
empat hal: gila, lepra, kusta dan penyakit pada kemaluan yang
menghalangi persetubuhan, baik itu daging yang tumbuh pada
kemaluan atau yang menutup kemaluan pada wanita, atau berupa
kelamin yang terpotong atau mandul pada laki-laki.

% Sanadnya terputus. HR. Malik di dalam 4/ Muwaththa' (2/562), (1097), Ad-
Daruquthni (3/266), (3/267), dan Al Baihaqi (7/219).
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2. Para pengikut madzhab Maliki berbeda pendapat tentang empat hal:
hitam, botak, kemaluan yang berbau busuk atau mulut yang berbau
busuk. Satu pendapat mengatakan ditolak karenanya dan pendapat
lain mengatakan tidak ditolak karenanya.

3. Sedangkan Abu Hanifah, para pengikutnya dan Ats-Tsauri
berpendapat bahwa seorang wanita tidak ditolak dalam pernikahan
kecuali karena dua cacat saja yaitu daging yang tumbuh pada
kemaluan dan yang menutup kemaluan.

Adapun hukum penolakan, maka para ulama yang menyatakan
adanya penolakan sepakat bahwa seorang suami jika mengetahui cacat
sebelum menggaulinya, maka dia boleh menceraikannya dan dia tidak
wajib membayar mahar.

Mereka berbeda pendapat jika dia mengetahui setelah menggauli
dan menyetubuhinya:

1. Malik berpendapat jika wali perempuan tersebut yang
menikahkannya termasuk orang yang diyakini karena dekatnya
dengan wanita tersebut, mengetahui cacat itu seperti bapak dan
saudara laki-laki, berarti dia telah melakukan penipuan, maka
suami boleh meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada
wali tersebut dan tidak meminta sedikitpun kepada wanita itu. Jika
wali yang menikahkannya jauh, maka dia boleh meminta kembali
mahar tersebut kepada wanita itu semuanya, kecuali seperempat
dinar saja.

2. Syafi’i berpendapat jika telah menggaulinya maka dia harus
membayar mahar semuanya karena telah menyetubuhinya dan tidak
boleh suami meminta kembali kepada wanita itu dan tidak pula
kepada walinya.

Sebab perbedaan pendapat: Ketidakjelasan kesamaan nikah
dengan jual beli atau dengan pemikahan yang tidak sah yang telah
digaulinya (maksudnya, kesepakatan mereka akan kewajiban membayar
mahar pada pernikahan yang tidak sah karena menyetubuhi itu sendiri)
berdasarkan sabda Nabi SAW:

J
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“Wanita mana saja yang menikah tanpa izin tuannya (walinya),
maka pernikahannya batal dan dia berhak mendapatkan mahar sebagui
pengganti sesuatu yang telah dihalalkan dari dirinya.”’

Jadi, letak perselisihan tersebut ialah: ketidakjelasan pembatalan ini
antara hukum penolakan karena cacat dalam jual beli dan hukum
pernikahan yang dibatalkan (maksudnya, setelah menggaulinya).

Para ulama yang mengatakan dibatalkannya pernikahan orang yang
kemaluannya terpotong, bahwa pernikahannya tidak dibatalkan hingga
ditunda selama setahun, antara suami istri dibiarkan tanpa ada halangan
satu pun.

Para pengikut madzhab Maliki berbeda pendapat tentang alasan
yang karenanya penolakan dibatasi hanya pada empat cacat ini:

1. Ada pendapat yang 'mengatakan karena itu adalahsyari’at yang
tidak diketahui alasannya.

2. Pendapat lain mengatakan karena hal itu termasuk hal-hal yang
samar, sedangkan semua cacat termasuk yang dinggap tidak samar.

3 Pendapat lainnya mengatakan karena hal itu dikhawatirkan bisa
menular pada anak-anak.

Berdasarkan alasan ini, bisa ditolak karena hitam atau botak. Dan
berdasarkan alasan pertama bisa ditolak karena cacat, jika diketahui
bahwa cacat tersebut termasuk yang samar bagi suami.

Pasal kedua: khiyar karena kesulitan untuk memberikan mahar dan
nafkah

Para wulama berbebeda pendapat tentang kesulitan untuk
memberikan mahar:

1. Syafi’i berpendapat diberikan hak khiyar jika dia belum digauli,
pendapat ini juga dikemukakan oleh Malik.

®  Shahih. HR. Abu Daud (2083), At-Tirmidzi (1102), An-Nasa'i di dalam A/
Kubra (5394), Ibnu Majah (1879), Ahmad (6/47, 165), Abdurrazak (10472),
Ath Thayalisi (1463), Tbnu Al Jarud (700), Ad-Daruquthni (3/221, 225), Al
Baihaqi (5/105, 113, 124, 125, 138), dan dinilai shahih oleh Al Albani di dalam
Shahih Abu Daud.
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2. Sedangkan para pengikutnya berbeda pendapat tentang batasan
menunggunya. Menurut satu pendapat, tidak ada batasan dalam hal
itu. Pendapat lainnya mengatakan satu tahun. Pendapat lainnya
mengatakan dua tahun.

3. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri menjadi salah
satu orang yang berutang, tidak dipisahkan antara keduanya dan
suami dituntut untuk memberikan nafkah dan istri boleh
menghalangi dirinya hingga suaminya memberikan mahar
kepadanya.

Sebab perbedaan pendapat: Lebih dominannya kesamaan
pernikahan dalam hal itu dengan jual beli atau lebih dominannya bahaya
yang menimpa istri dalam hal itu daripada tidak menggaulinya,
disamakan dengan sumpah ila * dan lemah syahwat.

Adapun kesulitan untuk memberikan nafkah:

1. Malik, Syafi’i, Ahmad, Abu Tsaur, Abu Ubaid dan sekelompok
ulama berpendapat boleh diceraikan antara keduanya, pendapat ini
dirtwayatkan dari Abu Hurairah dan Sa’id bin Al Musayyib.

2. Sendangkan Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat tidak
diceraikan antara keduanya, pendapat ini dikemukakan oleh ahli
zhahir.

Sebab perbedaan pendapat: Kesamaan bahaya yang terjadi
karena hal itu dengan bahaya yang terjadi karena lemah syahwat, karena
Jumhur berpendapat untuk menthalak karena lemah syahwat, hingga Ibnu
Al Mundzir mengatakan itu adalah ijma’ dan barangkali mereka
mengatakan, nafkah itu sebagai timbal balik kenikmatan yang dirasakan
oleh suami, dengan dalil bahwa wanita yang membangkang tidak
mendapatkan nafkah menurut jumhur. Jika suami tidak mendapatkan
nafkah, gugurlah kenikmatan yang dirasakannya, maka wajib untuk
melakukan khiyar. Adapun ulama yang tidak meyakini adanya giyas,
mengatakan ‘ismah (ikatan perkawinan) telah ditetapkan berdasarkan
jma’, maka tidak bisa lepas kecuali dengan ijma’ atau dengan dalil Al
Qur’an atau Sunnah Nabi SAW. Jadi sebab perselisihan mereka adalah
pertentangan antara kembali kepada hukum asal dengan giyas.
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Pasal ketiga: Khiyar karena kehilangan suami

Mereka berbeda pendapat tentang suami yang hilang serta tidak

diketahui hidup atau matinya di negeri Islam:

1.

Malik berpendapat bahwa istrinya diberi waktu empat tahun
dimulai sejak dia mengadukan perkaranya kepada hakim. Jika
penelitian tentang hidup atau matinya suami telah selesa, lalu dia
tidak diketahui, maka hakim memberikan waktu kepada istrinya.
Jika masa iddah orang yang ditinggal mati oleh suaminya selesai,
yaitu empat bulan sepuluh hari dan dia telah halal, dia (Malik)
mengatakan, harta orang tersebut tidak diwariskan hingga datang
masanya yang dengannya bisa diketahui bahwa orang yang hilang
tersebut tidak akan hidup sampai semisal itu umumnya. Maka ada
pendapat mengatakan-tujuh puluh tahun. Pendapat lain mengatakan
delapan puluh tahun. Pendapat lainnya mengatakan sembilan puluh
tahun. Pendapat lainnya mengatakan seratus tahun, dan pendapat
ini diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab dan juga diriwayatkan
dari Utsman dan pendapat ini juga dikemukakan oleh Al-laits.

Sedangkan Syafi’i, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat
bahwa istri orang yang hilang tidak halal hingga kematiannya
terbukti, pendapat ini diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas’ud.

Sebab perbedaan pendapat: Pertentangan antara istishhabul hal

(kembali kepada hukum asal) dengan qiyas. Yaitu bahwa istishhabul hal
mengharuskan ikatan pernikahan itu tidak lepas kecuali dengan adanya
kematian atau perceraian hingga terdapat dalil yang menunjukkan selain

1tu.

Adapun qgiyas tersebut yaitu, kesamaan bahaya yang menimpa istri

karena kehilangan suami dengan sumpah fla’ dan lemah syahwat. Maka
dia berhak melakukan khiyar seperti yang terjadi pada dua hal ini.

Orang-orang yang hilang menurut para ulama dari pengikut

madzhab Maliki ada empat macam:

1.

Orang yang hilang di negeri Islam (dalam hal ini tefjadi perbedaan
pendapat).

Orang yang hilang di negeri musuh.

Orang yang hilang dalam peperangan Islam (maksudnya, perang di
antara mereka).
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4. Orang hilang dalam peperangan dengan orang kafir.

Banyak terjadi perbedaan pendapat di antara Malik dan para
pengikutnya tentang tiga golongan dari orang yang hilang tersebut:

Adapun orang yang hilang di negeri musuh, maka hukumnya
seperti hukum orang yang ditawan. Istrinya tidak boleh menikah dan
hartanya tidak boleh dibagi hingga kematiannya terbukti, selain pendapat
Asyhab yang menghukumi dengan hukum orang yang hilang di negeri
kaum muslim.

Adapun orang yang hilang dalam peperangan Islam dia
mengatakan, hukumnya adalah hukum orang yang terbunuh tanpa harus
menunggunya. Pendapat lain mengatakan ditunggu berdasarkan jauh
dekatnya tempat terjadinya peperangan dan waktu paling lama dalam hal
itu yaitu satu tahun.

Adapun orang hilang dalam peperangan dengan orang kafir,
tentang hal itu di dalam madzhab Maliki ada empat pendapat: pendapat
pertama mengatakan hukumnya seperti orang yang tertawan. Pendapat
kedua mengatakan hukumnya adalah hukum orang terbunuh setelah
menunggu satu tahun, kecuali jika terjadi di tempat yang jelas diketahui,
maka dihukumi orang yang hilang pada peperangan kaum muslim dan
fitnah di antara mereka. Pendapat ketiga mengatakan, hukumnya adalah
hukum orang yang hilang di negeri kaum muslim. Pendapat keempat
mengatakan, hukumnya seperti orang yang terbunuh berhubungan
dengan istrinya dan hukum orang yang hilang di negeri kaum muslim
berhubungan dengan hartanya (maksudnya, ditunggu dan setelah itu bisa
diwariskan).

Beberapa pendapat ini didasarkan atas dibolehkannya meneliti yang
lebih baik dalam syari’at, yang dikenal dengan giyas mursal. Di antara
ulama terjadi perbedaan pendapat tentang giyas mursal (maksudnya, para
ulama yang menyatakan adanya qiyas).

Pasal keempat: Khiyar Memerdekakan

Para ulama sepakat bahwa seorang budak wanita jika merdeka,
sementara suaminya adalah seorang budak, maka dia berhak melakukan
khiyar.
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Mereka berbeda pendapat jika dia merdeka, sedangkan suaminya
adalah orang merdeka, apakah dia berhak melakukan khiyar atau tidak:

1. Malik Syafi’i, ahli Madinah, Al Auza’i, Ahmad dan Al-Laits
berpendapat tidak ada khiyar baginya.

2. Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat dia berhak melakukan
khiyar, baik suaminya merdeka atau budak.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi penukilan hadits Barirah
dan kemungkinan alasan yang mengharuskan adanya hak khiyar, yaitu
apakah paksaan yang terjadi dalam pernikahannya secara mutlak —jika
ia sebagai-budak wanita— atau paksaan agar dia menikah dengan budak
laki-laki.

Ulama yang mengatakan bahwa alasannya ialah paksaan dalam
pernikahannya secara mutlak, mereka berpendapat dia diberi hak khiyar
baik suaminya merdeka atau budak. Dan ulama yang mengatakan bahwa
alasannya adalah paksaan untuk menikah dengan budak laki-laki saja,
mereka berpendapat, dia hanya diberi hak khiyar ketika suaminya
seorang budak.

Sedangkan perselisihan tentang penukilan, yaitu telah diriwayatkan
dari Tbnu Abbas, bahwa suami Barirah adalah seorang budak hitam®.
Dan diriwayatkan dari Aisyah bahwa suaminya adalah seorang yang

merdeka®’. Dan kedua penukilan ini memiliki ketetapan menurut ahli
hadits.

% Shahih. HR. Al Bukhari (5280, 5281, 5282, 5283), Abu Daud (2231), At
Tirmidzi (1156), An-Nasa'i (8/245), Ibnu Majah (2075), Ahmad (1/215), dan
lafazh Al Bukhari yaitu: Suami Barirah adalah seorang budak yang hitam
bernama Mughits, seorang budak milik bani Fulan, seolah-olah aku melihatnya
membuntuti Barirah di gang-gang Madinah. ”

Shahih. HR. Muslim (1504), Abu Daud (2233), At-Tirmidzi (1154), Ibnu Majah
(2047), dal lafazh Muslim yaitu, “Suami Barirah adalah seorang budak.” Di
sebagian riwayat sebagaimana terdapat dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu
Majah: “Dia memiliki suami seorang yang merdeka.” Al Bukhari mengatakan
setelah menulis hadits ke (6754), “Al Aswad mengatakan, suaminya adalah
seorang yang merdeka.” Perkataan Al Aswad terputus, sedangkan perkataan
Ibnu Abbas, aku melihatnya adalah seorang budak, lebih shahih. Tbnu Hajar di
dalam Al Fath (hadits 6752), perkataan Ibnu Abbas lebih shahih, karena dia
menyebutkan bahwa dia melihatnya. Dan riwayatnya shahih bahwa dia
mendapatkan kisahnya dan menyaksikannya. Maka perkataannya lebih kuat
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Mereka juga berbeda pendapat tentang waktu yang dibolehkan
baginya untuk melakukan khiyar:

1. Malik dan Syafi’i berpendapat dia dibolehkan melakukan khiyar
selagi suaminya belum menggaulinya.

2. Abu Hanifah berpendapat khiyarnya adalah ketika di majlis.

Al Auza’i berpendapat khiyarnya gugur karena menggaulinya, jika
dia mengetahui bahwa menggauli bisa menggugurkan khiyarnya.

Bab IV
Hak-Hak Suami Istri (Hak-Hak Istri atas Suaminya)

Mereka sepakat bahwa hak-hak istri atas suaminya yaitu nafkah
dan pakaian, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

“Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada
para ibu (istri) dengan cara yang baik.” (Qs. Al Baqarah [2]: 233).

Dan berdasarkan hadits yang shahih dari sabda Nabi SAW:
YA Dy G, oK
“Dan atas kalian memberi rezeki kepada para istri dan pakaian
mereka dengan cara yang baik.”%
Serta berdasarkan sabda Nabi kepada Hindun:
Lyl 8Ty S G i

“Ambillah sesuatu yang mencukupimu dan anakmu dengan cara
yang baik.”®

daripada perkataan orang yang tidak menyaksikannya, karena Al Aswad belum
masuk ke Madinah di zaman Rasulullah SAW.

Shahih. HR. Muslim dari hadits Jabir yang panjang tentang haji Nabi SAW
(1218), dan Abu Daud (1905).

Muttafaq ‘Alaih. HR. Al Bukhari (2211, 5370, 7180), Muslim (1714), Abu
Daud (3532), An-Nasa'i (8/246), Ibnu Majah (2293), Ahmad (6/39), Al
Humaidi (242) dan Ad-Darimi (2/159).
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1. Nafkah

Tentang nafkah, para ulama sepakat mengenai kewajibannya dan
mereka berbeda pendapat tentang empat permasalahan: waktu
kewajibannya, ukurannya, siapakah yang berhak menerimanya dan
siapakah yang wajib memberikannya?

Adapun waktu kewajibannya:

1. Malik mengatakan, suami tidak wajib memberikan nafkah hingga
dia menggauli istrinya atau diajak untuk menggaulinya dan istrinya
termasuk orang yang dapat digauli dan suami juga sudah dewasa.

2. Abu Hanifah dan Syafi’i berpendapat bahwa suami yang belum
dewasa wajib memberikan nafkah jika istri sudah dewasa.

3. Adapun jika suami sudah dewasa sedangkan istri belum dewasa,
dalam hal ini Syafi’i memiliki dua pendapat;, pertama, seperti
pendapat Malik dan kedua, bahwa dia berhak mendapatkan nafkah
secara mutlak.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah nafkah itu kedudukannya
sebagai pengganti kenikmatan atau karena istri terkekang oleh suaminya
seperti ketika suami bepergian dan sakit.

Adapun ukuran nafkah:

1. Malik berpendapat bahwa ukuran nafkah tidak dibatasi dengan
syari’at, dan itu kembali kepada keadaan yang dialami oleh suami
dan istri. Hal itu berbeda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan
kondisi, pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah.

2. Syafi’i berpendapat bahwa nafkah bisa dikira-kirakan, bagi orang
yang memiliki kelapangan, dua mud; bagi orang sedang, satu
setengah mud dan bagi orang yang mengalami kesulitan, satu mud.

Sebab perbedaan pendapat: Ketidakjelasan arti nafkah dalam bab
ini, apakah diartikan memberi makan dalam kafarat atau memberi
pakaian. Mereka sepakat bahwa memberi pakaian itu tidak dibatasi
sedangkan memberi makanan dibatasi.

Dari pembahasan ini, mereka berbeda pendapat tentang: apakah
suami wajib memberi nafkah kepada pembantu istri? Jika wajib, berapa
pembantu yang harus dia berikan nafkah:
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1. Jumhur berpendapat bahwa suami berkewajiban memberikan
nafkah kepada pembantu istri, jika istri adalah orang yang tidak
bisa mandiri.

2. Pendapat lain mengatakan, bahkan kewajiban istri adalah melayani
kebutuhan rumah tangga.

Para ulama yang mewajibkan untuk memberikan nafkah kepada
pembantu istri berbeda pendapat mengenai berapa pembantu yang harus
1a berikan nafkah:

1. Sekelompok ulama mengatakan satu orang pembantu.

2. Pendapat lain mengatakan dua orang pembantu jika istri tidak bisa
dibantu kecuali oleh dua orang pembantu, pendapat ini
dikemukakan oleh Malik dan Abu Tsaur.

Saya tidak mengetahui dalil syar’i yang mewajibkan untuk
memberikan nafkah kepada pembantu kecuali kesamaan pembantu
dengan tempat tinggal. Mereka sepakat bahwa kewajiban memberikan
tempat tinggal dibebankan kepada suami berdasarkan nash yang
menerangkan kewajiban hal itu bagi istri yang dithalak raj 'i.

Adapun masalah siapakah yang berhak menerimanya: mereka
sepakat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada istri merdeka yang
tidak membangkang. Mereka berbeda pendapat tentang istri yang
membangkang dan budak wanita:

Tentang wanita yang membangkang:
1. Jumhur berpendapat bahwa dia tidak berhak mendapatkan nafkah.

2. Sekelompok ulama lain berpendapat dengan pendapat yang ganjil,
mereka mengatakan dia berhak mendapatkan nafkah.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara keumuman dalil
dengan pemahaman. Yaitu bahwa keumuman sabda Nabi SAW:

Lo so, B AL /é;fo_ o Aol w27
d)f“}b Q@)‘“/{) ) rg\b gy
“Dan atas kalian wajib memberi rezeki kepada para istri dan
pakaian mereka dengan cara yang baik.”®*

% Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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Mengandung arti bahwa istri yang membangkang dan tidak
membangkang dalam hal ini sama. Sedangkan pemahaman yan ada yaitu
bahwa nafkah yang kedudukannya sebagai pengganti dari kenikmatan,
mengharuskan orang yang membangkang tidak berhak memperoleh
nafkah.

Adapun budak: para pengikut Malik banyak berselisih tentang hal
itu.
1. Ada pendapat yang mengatakan dia berhak mendapatkan nafkah
seperti wanita merdeka, ini adalah pendapat yang masyhur.

2. Pendapat lain mengatakan dia tidak berhak mendapatkan nafkah.

3. Pendapat lain juga mengatakan jika budak tersebut yang
mendatangi suaminya, maka dia berhak mendapatkan nafkah, jika
suaminya yang mendatanginya, maka dia tidak berhak
mendapatkan nafkah.

4. Pendapat lain mengatakan dia berhak mendapatkan nafkah pada
saat mendatangi suaminya.

5. Dan pendapat lain mengatakan jika suaminya seorang yang
merdeka, maka suaminya wajib memberikan nafkah, tetapi jika
suaminya seorang budak, maka tidak wajib memberikan nafkah.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi keumuman dalil dengan
qiyas, yaitu bahwa keumuman dalil mengandung arti bahwa dia berhak
mendapatkan nafkah, sedangkan qiyas mengandung arti bahwa dia tidak
berhak  mendapatkan nafkah, kecuali atas tuannya  yang
mempekerjakannya, atau nafkah dibagi di antara keduanya, karena
masing-masing dari keduanya mengambil suatu bentuk manfaat dari
budak tersebut. Karena itu sekelompok ulama mengatakan bahwa suami
berkewajiban memberikan nafkah pada saat budak tersebut
mendatanginya.

Tonu Habib mengatakan bahwa dianjurkan kepada tuan dari budak
wanita yang telah menikah agar dibolehkan mendatangi suaminya setiap
empat har sekali.

Adapun masalah siapakah yang wajib memberikannya: mereka
juga sepakat bahwa nafkah diwajibkan atas suami yang merdeka serta
tidak bepergian (berada di tempat). Mereka berbeda pendapat tentang
budak laki-laki dan suami yang bepergian.
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Tentang budak:

1.  Ibnu Al Mundzir mengatakan bahwa semua ulama yang dia
meriwayatkan dari mereka berpendapat bahwa seorang budak laki-
laki wajib memberikan nafkah kepada istrinya.

2. Abu Al Mush’ab yang termasuk pengikut Malik berpendapat tidak
wajib memberikan nafkah.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi keumuman dalil dengan
keadaan budak yang tindakannya berhubungan dengan hartanya dibatasi.

Adapun suami yang bepergian (tidak di tempat) jumhur
berpendapat bahwa dia wajib memberikan nafkah. Sedangkan Abu
Hanifah berpendapat tidak wajib memberikan nafkah kecuali dengan
perintah penguasa.

Yang mereka perselisihkan ialah tentang perkataan siapakah yang
menjadi pegangan, jika mereka berselisih tentang pemberian nafkah. Hal
itu akan dijelaskan di dalam kitab ahkam (hukum-hukum), insya Allah.

2. Adil dalam Pembagian

Para ulama juga sepakat bahwa termasuk hak-hak para istri ialah
keadilan di antara mercka dalam masalah pembagian, berdasarkan hadits
shahih tentang pembagian Nabi SAW di antara para istri beliau dan
berdasarkan sabda beliau SAW:

z -
s0 - A s0

U 21y ‘VLA\ i sl ‘_;\ Jls i‘)\.ﬁ”}\ J;JU o 5)

G
“Jika seseorang memiliki dua istri, lalu dia lebih condong kepada

salah satu dari keduanya, maka pada hari kiamat dia akan datang dalam
keadaan salah satu sisinya miring.”®

Dan hadits shahih:
S 3 L a5y O ey el e
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Shahih. HR. Abu Daud (2133), At-Tirmidzi (1141), An-Nasa'i (7/63), Ibnu
Majah (1969), Ahmad (2/471), Ath Thayalisi (2454), Ad-Darimi (2/143), Ibnu
Al Jarud (722), dan dinilai shahih oleh Al Albani di dalam Shahih Abu Daud.
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“Bahwa Nabi SAW ketika hendak bepergian, maka behau
mengundi di antara istri-istri beliau.”%

Mereka berbeda pendapat tentang tinggalnya suami di tempat gadis
dan janda, apakah dia harus menghitung tinggalnya atau tidak, jika dia
memiliki istri lagi:

1. Malik, Syafi’i dan para pengikut mereka berdua berpendapat
tinggal di tempat istri yang masih gadis selama tujuh han dan di
tempat istri yang sudah janda selama tiga hari dan dan tidak
menghitungnya dengan hari-hari yang dahulu dia menikabh, jika dia
memiliki istri lagi.

2. Abu Hanifah berpendapat tinggal di tempat istri-istri tersebut secara
sama, baik gadis atu janda dan menghitungnya dengan hari ketika
dia tinggal di tempat istrinya, jika dia memiliki istri lagi.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara hadits Anas
dengan hadits Ummu Salamah.

Hadits Anas ialah:

G Bale 2B 0 255 5 08 L) W S e U of
’ ’ ’ N P S
“Bahwa Nabi SAW jika menikah dengan seorang gadis, beliau
tinggal di tempatnya selama tujuh hari dan jika menikah dengan seorang
janda, beliau tinggal di tempatnya selama tiga hari.”®’

Sedangkan hadits Ummu Salamabh ialah:

% Muttafaq ‘Alaih. Ini adalah potongan dari hadits Aisyah didalam peritiwa if7i
(fitnah besar), diriwayatkan oleh Al Bukhari (2661, 4141, 4750), Muslim
(2770), dan Ahmad (6/197).

Muttafaq ‘Alaih. HR. Al Bukhari (5213, 5214), Muslim (1461), Abu Daud
(2124), At-Tirmidzi (1139), Ibnu Majah (1916), Abdurrazak (10642, 10643),
Ad-Daruquthni (3/283), dan lafazh Muslim yaitu: “Termasuk sunnah Nabi,
yaitu tinggal di tempat gadis selama tujuh hari” serta di sebagian riwayatnya
“Jika beliau menikah dengan seorang gadis setelah menikah dengan janda,
beliau tinggal di tempat gadis tersebut selama tujuh hari dan jika menikah
dengan seorang janda setelah menikah dengan seorang gadis, beliau tinggai di
tempat janda tersebut selama tiga hari.” Yang menjadi permasalahan dalam hal
ini ialah bahwa hadits tersebut bukan perbuatan Nabi SAW.
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“Bahwa Nabi SAW menikahinya, lalu dia tinggal di rumah Nabi,
maka Nabi SAW bersabda, ‘Tidak ada kehinaan pada dirimu atas
keluargamu, kalau engkau mau, aku tinggal di rumahmu selama tujuh
hari dan aku tinggal di rumah mereka (istri-istri yang lain) selama tujuh
hari. Kalau engkau mau, aku tinggal di rumahmu selama tiga hari, lalu
aku bergilir.” Maka dia menjawab, ‘Tinggallah di tempatku selama tiga

har] > 1308

Hadits Ummu Salamah adalah hadits yang diriwayatkan oleh ahli
hadits Madinah, muttafaq ‘alaih serta diriwayatkan oleh Malik, Bukhari®
dan Muslim. Sedangkan hadits Anas adalah hadits yang diriwayatkan
oleh ahli hadits Basrah, diriwayatkan oleh Abu Daud. Maka ulama
Madinah berpendapat dengan hadits yang diriwayatkan oleh ulama
Basrah. Sedangkan ulama Kufah berpendapat dengan hadits yang
dinwayatkan oleh ulama Madinah.

Para pengikut Malik berbeda pendapat tentang apakah tinggalnya
suami di tempat gadis selama tujuh hani dan di tempat janda selama tiga
hari hukumnya adalah wajib atau sunah:

1. Ibnu Al Qasim mengatakan hukumnya adalah wajib.
2. Tbnu Abdil Hakam mengatakan sunah.

Sebab perbedaan pendapat: Adanya perbedaan dalam
mengartikan perbuatan Nabi SAW sebagai sesuatu yang sunah atau
wajib?

68

Shahih. HR. Muslim (1460), Abu Daud (2122), Ibnu Majah (1917), Ahmad
(6/307), Malik di dalam Al Muwaththa® (2/529), (1102), Ath-Thahawi di dalam
Syarh Ma’ani Al Atsar (3/28, 29), Ad-Daruquthni (3/283), dan Al Baihagqi
(7/301).

Al Bukhari tidak meriwayatkan hadits tersebut sebagaimana dibawakan oleh
pengarang,
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Hak-Hak Suami atas Istrinya

Adapun pembahasan tentang hak-hak suami atas istrinya yaitu:
menyusui, melayani urusan rumah tangga, berdasarkan perbedaan
pendapat di antara ulama dalam hal ini:

1. Sekelompok ulama mewajibkan kepada istri untuk menyusui secara
mutlak.

2. Sekelompok ulama lain tidak mewajibkan hal itu secara mutlak.

3. Sekelompok ulama lain juga mewajibkan hal itu kepada wanita
biasa dan tidak mewajibkannya kepada wanita bangsawan, kecuali
jika bayinya hanya menerima puting ibunya, ini ada pendapat
Malik yang masyhur.

Sebab perbedaan -pendapat: Apakah ayat tentang susuan
mencakup tentang hukum menyusui (maksudnya, kewajiban untuk
menyusui) atau mencakup perintah saja?

Ulama yang mengatakan hanya perintah saja, mereka berpendapat
tidak wajib untuk menyusui, karena di sini tidak ada dalil yang
menunjukkan wajib. Sedangkan ulama yang mengatakan mengandung
perintah dan kewajiban untuk menyusui dan ayat itu termasuk di antara
berita yang pengertiannya adalah perintah, mereka berpendapat wajib
menyusul. Adapun ulama yang membedakan antara wanita biasa dengan
wanita bangsawan, hal itu berdasarkan adat dan kebiasaan.

Adapun wanita yang telah diceraikan, maka tidak wajib menyusui,
kecuali jika bayinya tidak mau menerima selain putingnya, maka dia
wajib menyusuinya dan suami wajib membayar upah menyusui. Ini
adalah yma’ berdasarkan firman Allah 7a ala:

“Jika mereka (istri-istri) menyusukan (anak-anak)mu untukmu,
maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Siapa yang Berhak Mengasuh Anak Kecil

Jumhur ulama berpendapat bahwa hak mengasuh anak kecil
diserahkan kepada ibu, jika suami menceraikannya berdasarkan sabda
Nabi SAW:

TN s0 - $ F . oo Beo. P //_.:«.’ -
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“Barangsiapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya,
maka Allah akan memisahkan antara dirinya dan para kekasihnya pada
hari kiamat.”"°

Karena seorang budak wanita dan wanita yang ditawan jika tidak
boleh dipisahkan antara dirinya dan anaknya, maka wanita yang merdeka
lebih dikhususkan.

Mereka berbeda pendapat jika anak tersebut telah mencapai batas
tamyiz:
1.  Sekelompok ulama —di antaranya Syafi’i— berpendapat dia
disuruh memilih. Mereka berhujjah dengan hadits yang
menerangkan tentang hal itu.

2. Sekelompok ulama lain tetap berpegang pada hukum asal, karena
hadits ini menurut mereka tidak shahih.

3. Jumhur ulama berpendapat jika wanita itu menikah dengan selain
bapaknya, maka terputuslah hak mengasuh anak, berdasarkan
hadits yang diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Engkau lebih berhak atas anakmu selama engkau belum
menikah.”"!

Ulama yang mengatakan bahwa hadits ini tidak shahikh menurutnya
kembali kepada hukum asal.

Adapun masalah tentang pemindahan hak asuh dari ibu kepada
selain bapak, maka dalam hal itu tidak ada dalil yang dijadikan sandaran.

"  Hasan. HR. At-Tirmidzi (1283), Ahmad (5/412), Ad-Darimi (2/227), Ath-
Thabrani di dalam A/ Kabir (4/182), (456), Al Baihaqi (9/126), semuanya dari
hadits Abu Ayub Al Anshari dan diniali hasan oleh Al Albani di dalam Shahih
At-Tirmidzi.

"' Hasan: diriwayatkan oleh Abu Daud (2272), Ahmad (2/182), Ad-Daruquthni
(3/304, 305), dinilai shahih oleh Al Hakim (2/207), dan disetujui oleh Adz-
Dzahabi serta diriwayatkan oleh Al Baihaqi (8/4), juga diniali hasan oleh Al
Albani di dalam Shahih Abu Daud.
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Bab V

Beberapa Pernikahan yang Dilarang Berdasarkan Syari’at dan
Yang Tidak Sah serta Hukumnya

Beberapa pernikahan yang dilarang secara tegas ada empat: nikah
syighar (pertukaran), nikah mut’ah, pinangan atas pinangan saudaranya
dan nikah muhallil (untuk menghalalkan suami pertama kembali pada
istrinya).

A. Nikah syighar: Para ulama sepakat bahwa bentuknya ialah,
seseorang menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya
dengan orang lain, dengan syarat orang lain tersebut menikahkannya
dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya juga, tanpa ada mahar
di atara keduanya. Para ulama sepakat bahwa pernikahan tersebut adalah
pernikahan yang tidak dibolehkan, berdasarkan larangan akan hal itu.

Mereka berbeda pendapat jika pernikahan itu terjadi, apakah
disahkan dengan memberikan mahar mits/ atau tidak:

1. Malik berpendapat tidak dapat disahkan dan selamanya harus
dibatalkan, baik sebelum menggauli atau sesudahnya, pendapat ini
juga dikemukakan oleh Syafi’i, hanya saja dia mengatakan, jika
telah ditentukan mahar untuk salah satu dari keduanya atau kedua-
duanya, maka pernikahannya tetap sah dengan memberikan mahar
mitsl, sedangkan mahar yang telah ditentukan tidak sah.

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah syighar bisa sah dengan
memberikan mahar mitsl, pendapat ini dikemukakan pula oleh Al-
Laits, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Ath-Thabari.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah larangan yang berhubungan
dengan hal itu bisa diketahui alasannya karena tidak adanya pengganti
atau tidak. Jika kita katakan tidak bisa diketahui alasannya, maka harus
dibatalkan secara mutlak. Jika kita katakan alasannya adalah tidak adanya
mahar, maka bisa sah dengan memberikan mahar mits/ seperti akad nikah
dengan mahar khamer atau babi.

Mereka sepakat bahwa nikah yang dilaksanakan dengan mahar
khamer dan babi tidak dibatalkan, jika berlalu dengan menggaulinya,
maka dalam hal ini harus ada mahar mitsl.

Seolah-olah Malik melihat bahwa mahar jika bukan termasuk
syarat sahnya akad nikah, —jadi tidak sahnya akad nikah di sini karena
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tidak sahnya mahar— dikhususkan karena berhubungan dengan larangan.
Atau dia melihat bahwa larangan itu hanya berhubungan dengan
penentuan akad nikah itu sendiri dan larangan menunjukkan tidak sahnya
sesuatu yang dilarang.

B. Adapun masalah tentang nikah mut’ah. Meskipun terdapat
hadits-hadits mutawatir dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang
keharamannya, hanya saja diperselisihkan mengenai waktu terjadinya
keharaman tersebut. Di sebagian riwayat dijelaskan bahwa keharamannya
terjadi pada perang Khaibar. Di sebagian riwayat mengatakan, pada hari
Fathu Makkah. Di sebagian riwayat mengatakan, pada perang Tabuk. Di
sebagian riwayat, pada haji Wada. Di sebagian riwayat, pada umrah
Qadha. Dan sebagian riwayat, pada perang Authas. Kebanyakan para
sahabat dan semua fugaha berbagai negeri menyatakan keharamannya.

Terdapat riwayat yang masyhur dari Ibnu Abbas tentang
kehalalannya dan perkataan Ibnu Abbas tentang kehalalan nikah mut’ah
ini diikuti oleh para pengikutnya dari penduduk Makkah dan penduduk
Yaman. Mereka meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berhujjah untuk itu
dengan firman Allah 7a'ala:

“Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara
mereka, berikanlah kepada mereka maskawin (dengan sempurna)
sebagai suatu kewajiban dan tiada berdosa bagi kamu.” (Qs. An-Nisaa®
[4]: 24).

Dalam suatu bacaan yang diriwayatkan darinya, “Hingga masa
tertentu...”. Dan diriwayatkan darinya, bahwa dia mengatakan, nikah
mut’ah itu tidak lain adalah rahmat yang datang dari Allah Azza wa Jalla
sebagai rahmat-Nya kepada umat Muhammad SAW. Andaikan tidak ada
larangan Umar, maka tidak akan terpaksa berbuat zina kecuali orang-
orang yang celaka.” Inilah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang
diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dan Amru bin Dinar.

Dan dari Atha’, dia berkata: aku mendengar Jabir bin Abdullah
mengatakan:

° f'o L o . H /’/ - ol A_.« ’/ M ° - o - ‘. /oﬁz:
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“Kami melakukan nikah mut’ah pada masa Rasulullah SAW dan
Abu Bakar dan setengah dari masa kekhalifahan Umar, kemudian Umar
melarang orang-orang dari melakukan nikah mut’ah tersebut.””?

C. Adapun perselisihan mereka tentang pernikahan yang terjadi
padanya suatu pinangan atas pinangan orang lain. Telah dijelaskan bahwa
dalam hal itu terdapat tiga pendapat: pendapat yang menyatakan
membatalkan, pendapat yang menyatakan tidak membatalkan dan
pendapat yang membedakan antara pinangan atas pinangan orang lain
tersebut setelah ada kecondongan dan dekat dengan kesempurnaan atau
tidak, ini adalah madzhab Malik.

D. Nikah muhallil (yaitu pernikahan yang dimaksudkan untuk
menghalalkan wanita yang diceraikan tiga kali).

1. Malik mengatakan itu adalah pernikahan yang dibatalkan.

2. Abu Hanifah dan Syafi’i mengatakan itu adalah pernikahan yang
sah.

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka tentang
pengertian sabda Nabi SAW: “Allah melaknat orang yang melakukan
nikah muhallil...” Dan seterusnya’.

Ulama yang memahami dari kata laknat adalah berbuat dosa saja,
mereka mengatakan pernikahan tersebut sah. Dan ulama yang memahami
dari perbuatan dosa adalah tidak sahnya akad nikah tersebut, karena
disamakan dengan larangan yang menunjukkan tidak sahnya sesuatu
yang dilarang, mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah. Jadi,
inilah beberapa pernikahan yang tidak sah karena adanya larangan.

Adapun beberapa pernikahan yang tidak sah karena pemahaman
syari’at, yaitu yang tidak sah: kemungkinan karena menggugurkan salah
satu di antara syarat sahnya nikah atau merubah hukum wajib yang
ditetapkan dengan syari’at seperti hukum-hukum yang berasal dari Allah
Azza wa Jalla dan kemungkinan adanya tambahan yang kembali kepada
pembatalan salah satu syarat sahnya nikah.

Shahih. HR. Muslim (1405), Ahmad (3/325), Ath Thahawi di dalam Syarh
Ma’ani Al Atsar (2. 144), dan Al Baihagqi (7/206).

Shahih. HR. Abu Daud (2076), At-Tirmidzi (1119), Ibnu Majah (1930), Ahmad
(1/87), dan Al Baihaqi (7/207), semuanya dari hadits Ali RA.

73
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Adapun beberapa tambahan yang muncul dari pengertian ini, maka
tidak membatalkan pernikahan berdasarkan kesepakatan para ulama.

Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang syarat-syarat yang
ada pada sifat tersebut menjadi keharusan atau tidak, seperti disyaratkan
untuk tidak menikah lagi setelahnya, tidak boleh memiliki budak
perempuan, atau tidak membawanya dari negerinya:

1. Malik berpendapat disyaratkan hal itu, maka tidak menjadi
keharusan baginya, kecuali sumpah untuk memerdekakan atau
menceraikan, maka hal itu menjadi keharusan baginya. Kecuali jika
menceraikan atau memerdekakan orang yang terkena sumpahnya,
maka syarat yang pertama juga tidak menjadi keharusan baginya,
pendapat yang demikian ini juga dikemukakan oleh Syafi’i dan
Abu Hanifah.

2. Al Auza’i dan Ibnu Syubrumah berpendapat istri berhak membuat
syarat dan suami berkewajiban untuk memenuhi syaratnya tersebut.
Tbnu Syihab mengatakan, para ulama yang aku temui memutuskan
demikian. Pendapat sekelompok ulama di atas diriwayatkan dari
Ali, sedangkan pendapat Al Auza’i diriwayatkan dari Umar.

Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertentangan antara dalil
umum dengan dalil khusus.

Dalil umum itu ialah: hadits Aisyah RA, bahwa Nabi SAW
berkhutbah di hadapan manusia seraya bersabda di dalam khutbahnya:

ARt ‘}g;;;&wu{@;,jb;;g’;

#

“Setiap syarat yang tidak terdapat dalam Al Qur an adalah batal,
meskipun seratus syarat.”™

Adapun dalil khusus: yaitu hadits Ugbah bi Amir, dari Nabi SAW,
bahwa beliau bersabda:

“Syarat yang paling berhak dipenuhz adalah syarat yang
dengannya kalian menghalalkan kemaluan wanita.””

™ Muttafaq ‘Alaih. HR. Al Bukhari (2168), Muslim (1504), Abu Daud (3929), At-
Tirmidzi (2124), An-Nasa'i (7/305), di dalam Al Kubra (5016, 5018), Ibnu
Majah (2521), dan Ahmad (6/81).
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Kedua hadits tesebut kedua-duanya shahih, diriwayatkan oleh
Bukhari dan Muslim, hanya saja yang masyhur di kalangan ahli ushul
yaitu menghukumi dengan dalil yang khusus atas dall yang umum, yaitu
syarat-syarat tersebut menjadi keharusan. Inilah yang terjadi pada orang
Atabiyah, meskipun yang terkenal adalah kebalikannya.

Adapun syarat-syarat yang dibatasi dengan dihapuskannya suatu
mahar, maka dalam hal ini terdapat perbedaan yang cukup banyak dalam
madzhab Maliki (maksudnya, tentang menjadi keharusan atau tidaknya)
kitab kita ini bukanlah untuk membahas masalah-masalah cabang.

Hukum beberapa pernikahan yang tidak sah jika terjadi:

£2 Pernikahan yang mereka sepakati untuk dibatalkan sebelum
menggauli dan sesudahnya, yaitu yang tidak sah karena menggugurkan
syarat yang disepakati untuk sahnya pernikahan, karena adanya syarat
tersebut, seperti menikahi wanita yang diharamkan.

£3 Pernikahan yang mereka perselisihkan berdasarkan perselisihan
mereka mengenai lemah dan kuatnya alasan tidak sahnya dan mengapa
tidak terpenuhi kembali syarat-syarat sahnya. Dalam masalah semacam
ini —umumnya— Malik menganggap pernikahan tersebut batal sebelum
menggauli dan tetap sah setelah meggauli. Pada dasarnya dalam hal ini
menurutnya ialah: tidak batal, tetapi bersikap hati-hati seperti
pendapatnya dalam masalah jual beli yang tidak sah, bahwa telah berlalu
dengan berpindahnya pasar dan lain sebagainya, maka hal ini menurutnya
menyerupai pernikahan yang makruh, jika tidak seperti itu maka tidak
ada manfaatnya membedakan antara sebelum menggauli dan sesudahnya.

Ketidakpastian mengenai pembahasan ini di dalam madzhab Maliki
cukup banyak. Seolah-olah hal ini kembali kepada kuat dan lemahnya
dalil yang menyatakan pembatalan tersebut. Jadi, ketika dalil tersebut
menurutnya kuat, maka dibatalkan baik sebelum menggauli atau
sesudahnya. Dan ketika dalil tersebut menurutnya lemah, maka
dibatalkan sebelum menggauli dan tidak dibatalkan sesudahnya, baik
dalil yang kuat tersebut disepakati ke-shahih-annya atau masih
diperselisihkan.

" Muttafag ‘Alaih. HR. Al Bukhari (2721, 5151), Muslim (1418), Abu Daud
(2139), At-Tirmidzi (1127), An-Nasa'i (6/93), Ibnu Majah (1954), Ahmad
(4/144, 152), Abdurrazak (10623), Ad-Darimi (2/143), dan Al Baihaqi (7/248).
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Karena hal ini pula, di dalam madzhab Maliki terdapat perselisthan
pendapat tentang terjadinya warisan pada pernikahan-pernikahan yang
tidak sah, jika terjadi kematian sebelum dibatalkan, begitujuga terjadinya
perceraian dalam perkawinan tersebut. Terkadang yang jadi
pertimbangan ialah perselisihan dan kesepakatan, dan kadang yang jadi
pertimbangan ialah pembatalan setelah menggauli atau tidaknya. Kadang
kami anggap agar pembicaraan di dalam kitab ini berhenti sampai di sini,
karena yang telah kami sebutkan telah mencukupi berdasarkan tujuan
yang kami maksudkan.
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KITAB THALAK (PERCERAIAN)

Pembicaraan dalam kitab ini terangkum dalam empat bahasan:
Pertama: Macam-macam thalak.

Kedua: Rukun-rukun thalak.

Ketiga: Rujuk.

Keempat: Hukum-hukum istri yang dithalak.

Bahasan Pertama
Macam-Macam Thalak
Di dalam bahasan ini terdapat lima bab:
Pertama: Thalak ba ‘in dan thalak raj 'i.
Kedua: Thalak sunni dan thalak bid’i.
Ketiga: Khulu’.
Keempat: Perbedaan antara thalak dan faskh (pembatalan).

Kelima: Takhyir (pemberian hak untuk memilih) dan tamlik
(penyerahan hak thalak).

Bab I
Thalak Ba'in dan Thalak Raj’i

Para ulama sepakat bahwa thalak itu ada dua macam: thalak ba’in
dan thalak raj’i. Thalak raj’i ialah thalak dimana suami masih memiliki
hak untuk rujuk kepada istri tanpa harus ada persetujuan istri. Di antara
syaratnya ialah suami telah menggauli istrinya. Mereka sepakat dalam hal
ini berdasarkan firman Allah 7a’ala:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat
(menghadapi) iddah-nya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu.”
(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)
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Sampai firman Allah Tu ala:

“Barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang
baru.” (Qs. Ath-Thalaq [65]: 1)

Dan berdasarkan hadits yang shahih juga, dari hadits Ibnu Umar:
£ - RSSO RO DR Lat s E Lt L LA 2 s
L.sai‘)- ww&jjcj-\ﬁu\ of\‘,.x.x)f._.li—m\)\,‘;.am\
“Bahwa Nabi SAW menyuruhnya untuk merujuk istrinya setelah
dia menceraikannya dalam keadaan haid.””®

Dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Adapun thalak ba’in, mereka sepakat bahwa thalak tersebut
terdapat pada thalak yang belum menggauli istri, karena bilangan thalak
dan karena adanya pengganti dalam khulu’. Berdasarkan perselisihan di
antara mereka, apakah khulu’ itu thalak atau fasakh, sebagaimana yang
akan dijelaskan selanjutnya.

Mereka sepakat bahwa jumlah yang mengharuskan thalak ba'in
pada thalak wanita yang merdeka yaitu tiga kali thalak, jika dijatuhkan
secara terpisah, berdasarkan firman Allah Ta'ala: “Thalak (yang dapat
dirujuk) itu dua kali.” (Qs. Al Baqarah [2]: 229). Dan seterusnya. Mereka
berbeda pendapat jika thalak tiga terjadi dalam satu lafazh bukan
perbuatan.

Jumhur juga sepakat bahwa perbudakan berpengaruh dalam
menggugurkan jumlah thalak dan yang mengharuskan adanya thalak
ba'in dalam perbudakan adalah dua kali. Mereka berbeda pendapat
apakah hal ini juga diakui berdasarkan perbudakan suami atau
berdasarkan perbudakan istri atau berdasarkan perbudakan yang ada pada
keduanya. Maka dalam pembahasan ini terdapat tiga masalah:

Masalah pertama: Hukum thalak tiga dengan sekali ucap

1. Jumhur fuqgaha berbagai negeri berpendapat bahwa thalak dengan
lafazh tiga kali hukumnya adalah hukum thalak ketiga.

" Takhrij hadits tersebut akan dijelaskan kemudian.
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2. Ahlu Zhahir dan sekelompok ulama mengatakan hukumnya adalah
hukum thalak sekali, dan lafazh tidak ada pengaruhnya dalam hal
itu. .

Hujjah mereka adalah zhahir firman Allah Ta'ala, “Thalak (yang
dapat dirujuk) itu dua kali.” (Qs. Al Baqarah [2]: 229). Sampai firman-
Nya tentang thalak ketiga: “Apabila suami mencerainya untuk ketiga
kalinya), maka perempuan itu tidak halal baginya hingga kawin dengan
suami yang lain.” (Qs. Al Baqarah [2]: 230). Orang yang menceral
dengan lafazh yang bermakna cerai sebanyak tiga kali berarti jatuh thalak
sekali, bukan thalak tiga. Mereka juga berhujjah dengan hadits yang
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, dia mengatakan:

R AV R - T AV e MRt
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“Thalak di masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan dua tahun dan
kekhalifahan Umar, thalak dengan lafazh tiga kal adalah satu thalak,

kemudian Umar memberlakukannya atas orang-orang.””’

Mereka juga berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu
Ishaq dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata:

JE U Ll 05 sy did 5 O 505 37 Glb
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“Rukanah menthalak istrinya tiga kali dalam satu majelis, diapun
merasa sangat bersedih karenanya, maka Rasulullah SAW bertanya
kepadanya, ‘Bagaimana kamu menthalaknya?’ dia menjawab, ‘Aku
menthalaknya tiga kali dalam satu majelis.” Beliau bersabda, ‘Itu

hanyalah satu thalak, maka rujuklah kepadanya’.78

77

Shahih. HR. Muslim (1472), Abu Daud (2200), Ahmad (1/314), Ath-Thabrani
di dalam Al Kabir (11/6, 23, 40), dan Ad-Daruquthni (4/44, 46, 48, 50, 52. 54).
Kami tidak mendapatkan hadits tersebut di dalam Shahih Al Bukhari.

Hasan. HR. Abu Daud (2196), Ahmad (1/265), Abu Ya’la (4/379), (2500), Al
Baihagqi (7/339), dan dinilai hasan oleh Al Albani di dalam Shahih Abu Daud.

78
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Ulama yang mendukung pendapat jumhur berhujjah dengan hadits
Ibnu Abbas yang terdapat dalam Ash-Shahihain, dari kalangan
pengikutnya hanya Thawus sendiri yang meriwayatkannya, sedangkan
sebagian besar pengikutnya meriwayatkan darinya tentang keharusan
thalak tersebut menjadi tiga kali thalak, di antaranya Sa’id bin Jubair,
Mujahid, Atha’, Amru bin Dinar dan sekelompok pengikut selain
mereka, sedangkan hadits Ibnu Ishaq terdapat prasangka, hanya saja yang
diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya yaitu bahwa Rukanah
hanya sekedar menceraikan istrinya saja, bukan tiga kali.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah hukum yang dijadikan oleh
syari’at sebagai thalak ba'in untuk thalak yang ketiga itu terjadi dengan
seorang yang mukallaf mengharuskan dirinya terhadap hukum ini dalam
thalak satu atau tidak terjadi, dan hal itu tidak menjadi keharusan kecuali
sesuatu yang diharuskan oleh syari’at.

Ulama yang menyamakan thalak dengan perbuatan-perbuatan yang
disyaratkan bisa terjadi dan sah jika syarat-syarat tersebut ditetapkan
berdasarkan syari’at, seperti pernikahan dan jual beli, mereka
berpendapat tidak menjadi keharusan.

Adapun ulama yang menyamakannya dengan nadzar dan sumpabh,
yang jika seorang hamba mengharuskannya, maka hal itu menjadi
keharusan baginya bagaimanapun keadaannya, berarti dia telah
mengharuskan thalak bagaimanapun dia mengharuskan thalak untuk
dirinya.

Jumhur lebith menguatkan hukum agar bersikap keras dalam
masalah thalak, untuk menutup jalan menuju kerusakan, tetapi hal itu
bisa batal dengan adanya rukhsah syar’i dan kelembutan dalam hal itu
(maksudnya, di dalam firman Allah Ta'ala, “Kamu tidak mengetahui
barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (Qs.
Ath-Thalaaq [65]: 1).

Masalah kedua: Apakah pengurangan jumlah thalak dihitung
karena perbudakan suami ataukah istri

Para ulama berbeda pendapat tentang petimbangan kurangnya
jumlah thalak ba ‘in karena perbudakan:
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1.  Secbagian ulama berpendapat bahwa yang menjadi pertimbangan
dalam hal itu ialah laki-laki, jadi jika suami seorang budak, maka
thalak ba’in-nya adalah thalak yang kedua, baik istrinya merdeka
atau budak, pendapat ini dikemukakan pula oleh Malik dan Syafi’i.
Sedangkan dari kalangan sahabat yaitu Utsman bin Affan, Zaid bin
Tsabit dan Ibnu Abbas. Meskipun riwayat darinya dalam hal itu
berbeda-beda, tetapi yang paling masyhur ialah pendapat ini.

2.  Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa yang menjadi
pertimbangan dalam hal itu ialah wanita. Jadi jika istri scorang
budak, maka thalak ba’'in-nya adalah thalak yang kedua, baik
suaminya seorang budak atau merdeka. Dari kalangan para sahabat
yang mengemukakan pendapat ini ialah Ali dan Ibnu Mas’ud,
sedangkan dari kalangan fuqaha ialah Abu Hanifah dan lainnya.

3. Dalam masalah ini terdapat pendapat yang lebih ganjil dari dua
pendapat ini yaitu: bahwa thalak dipertimbangkan dengan
perbudakan orang yang menjadi budak di antara suami istr,
pendapat ini dikemukakan oleh Utsman Al Batti dan lainnya serta
diriwayatkan dari Ibnu Umar.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah yang berpengaruh dalam hal
ini adalah perbudakan istri atau suami.

Ulama yang mengatakan bahwa pengaruh dalam hal mi dimiliki
oleh orang yang menguasai thalak, mereka berpendapat bahwa yang jadi
pertimbangan ialah laki-laki. Sementara ulama yang mengatakan bahwa
pengaruh dalam hal ini dimiliki oleh orang yang menerima thalak,
mereka berpendapat bahwa itu adalah salah satu hukum wanita yang
dithalak, jadi mereka menyamakannya dengan iddah.

Mereka telah sepakat bahwa iddah hanya untuk wanita
(maksudnya, pengurangannya mengikuti perbudakan wanita).

Kelompok pertama berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan dan
Ibnu Abbas secara marfu’ kepada Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,

e s . .2 s.07
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“Thalak itu berada di tangan laki-laki dan iddah berada di tangan
h ”7()
wanita.

Hanya saja hadits tersebut adalah hadits yang tidak terdapat dalam
kitab-kitab shahih.

Adapun ulama yang memperhitungkan orang yang menjadi budak
di antara keduanya (suami istri), karena menjadikan sebab hal itu ialah
perbudakan secara mutlak dan tidak menjadikan sebab hal itu ialah bukan
laki-laki dan bukan pula perempuan dengan perbudakan.

Masalah ketiga: Pengaruh perbudakan pada pengurangan jumlah
thalak

Permasalahan perbudakan yang berpengaruh pada pengurangan
jumlah thalak:

1.  Sebagian ulama menceritakan bahwa hal itu telah menjadi iyma’.

2. Abu Muhammad bin Hazm serta sekelompok ulama dari ahli zhahir
berbeda pendapat dalam masalah tersebut, mereka berpendapat
bahwa orang merdeka dan budak dalam hal int sama.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi makna zhahir dengan
qiyas. Yaitu bahwa jumhur berpendapat demikian karena mengqiyaskan
thalak seorang budak laki-laki dan budak wanita dengan hukuman yang
diterima keduanya dan mereka telah sepakat bahwa perbudakan
berpengaruh dalam pengurangan hukuman.

" Ibnu Hajar di dalam Ad-Dirayah (2/70) mengatakan, “Thalak itu berada di

tangan laki-laki dan iddah berada di tangan wanita. ” Aku tidak temukan hadits
ini marfu’ dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan sanad
yang shahih, diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ibnu Mas’ud secara marfu’,
serta diriwayatkan oleh Abdurrazak secara mauquf juga dari Utsman bin Affan,
Zaid bin Tsabit dan Ibnu Abbas.

Menurut saya, “Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al Baihaqi (7/339, 370),
Ibnu Hajar menlai shahih sanadnya sebagaimana telah dijelaskan. Hadits Ibnu
Mas’ud diriwayatkan oleh Ibnu Al Ja’d (718), Ath-Thabrani (9/337), Al Baihaqi
(7/370), Al Baihaqi mengatakan tidak mahfuzh. Hadits Ali bin Abi Thalib
diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur di dalam Sunan-nya (1340), sedangkan
hadits Zaid bin Tsabit diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur di dalam Sunan-nya
(1329), dan Al Baihaqi (7/396, 370).”
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Sedangkan ahli zhahir, karena hukum asal menurut mereka, yaitu
bahwa hukum seorang budak dalam urusan beban syari’at adalah hukum
orang yang merdeka, kecuali yang dikeluarkan oleh dalil, dan dalil
tersebut menurut mereka adalah nash atau zhahir Al Qur'an atau As-
Sunnah, sedangkan dalam hal ini tidak ada dalil shahih yang didengar,
maka scorang budak harus tetap pada hukum asalnya dan menggiyaskan
thalak dengan hukuman tidak benar, karena tujuan dikuranginya
hukuman adalah sebagai keringanan bagi seorang hamba, karena
kekurangan yang dimilikinya. Dan perbuatan keji yang dilakukannya
tidak sejelek perbuatan keji yang dilakukan oleh orang yang merdeka.

Adapun pengurangan thalak adalah termasuk memberatkan, karena
keharaman pada manusia dengan dua thalak lebih berat dari tiga thalak,
karena barangkali dalam hal ini akan terjadi penyesalan. Syari’at dalam
hal ini menempuh jalan tengah. Yaitu seandainya masih ada rujuk di
antara istri, maka istri akan merasa celaka. Dan seandainya thalak ba'in
terjadi pada thalak pertama, maka suami akan merasa celaka karena
menyesal, dan itu merupakan kesulitan bagi dirinya, maka Allah melalui
syari’at ini menggabungkan antara dua kemaslahatan, karena itu kami
melihat —wallahu a’lam- bahwa ulama yang mengharuskan thalak tiga
dalam sekali, mereka telah menghapus hikmah yang terdapat dalam
Sunnah yang disyari’atkan ini.

Bab II
Thalak Sunni dan Thalak Bid’i

Para ulama sepakat bahwa suami yang melakukan thalak sunni
terhadap istrinya yang telah digaulinya, yaitu menthalak istrinya satu kali
thalak dalam keadaan suci dan belum digauli. Sedangkan suami yang
menthalak istrinya dalam keadaan haid atau keadaan suci dan dia telah
menggaulinya, tidaklah disebut thalak sunni. Hanya saja mereka telah
sepakat akan hal ini berdasarkan hadits shahih dari hadits Ibnu Umar:
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“Bahwa dia telah menthalak istrinya sedangkan ia dalam keadaan
haid di masa Rasulullah SAW. Maka beliau SAW bersabda,
‘perintahkanlah dia, hendakalah dia merujuk istrinya hingga istrinya
suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian jika ia mau, ia boleh
mempertahankannya dan jika ia mau, ia boleh menthalaknya sebelum
menggaulinya, itulah iddah yang Allah perintahkan untuk menthalak
istri’ "%

Dari pembahasan ini, mereka berbeda pendapat tentang tiga hal:

Pertama: Apakah termasuk syarat thalak sunni adalah agar tidak
diikuti dengan thalak di saat iddah

1.  Malik, Abu Hanifah dan para pengikut mereka berdua berbeda
pendapat. Malik mengatakan termasuk syarat thalak sunni adalah
agar tidak diikuti dengan thalak yang lain di saat iddah.

2. Abu Hanifah mengatakan, jika menthalaknya setiap kali suci satu
kali thalak, maka thalak tersebut dinamakan thalak sunni.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah termasuk syarat thalak sunni
ini ialah agar terjadi di saat masih ada ikatan suami istri setelah rujuk atau
bukan.

Ulama yang berpendapat bahwa hal itu termasuk syarat dalam
thalak sunni, mereka berpendapat tidak boleh diikuti dengan thalak lagi.
Adapun ulama yang mengatakan bukan syarat, mereka membolehkan
diikutkan dengan thalak lain. Dan tidak ada perselisihan pendapat di
antara mereka tentang jatuhnya thalak yang diikutkan.

Kedua: Apakah orang yang menthalak tiga disebut thalak sunni

1.  Malik berpendapat bahwa orang yang menthalak tiga kali dengan
lafazh satu kali tidak disebut thalak sunni.

% Muttafaq ‘Alaih. HR. Al Bukhari (4908, 5251, 5258, 5332, 5333, 7160),
Muslim (1471), Abu Daud (2179), At-Tirmidzi (1175), An-Nasa'i (6/138), Ibnu
Majah (2019), Ahmad (2/6, 45. 53, 102, 124, 130), dan Ath-Thayalisi (1853).

128  Bidayatul Mujtahid



2. Syafi’i berpendapat bahwa itu adalah thalak sunni.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara pengakuan Nabi
SAW terhadap orang yang menthalak tiga kali di hadapan beliau dalam
satu lafazh dengan pemahaman terbalik Al Qur’an tentang hukum thalak
ketiga.

Hadits yang dijadikan hujjah oleh Syafi’i yaitu hadits shahih yang
menerangkan:
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“Bahwa Al Ajlani mencerai istrinya tiga kali di hadapan Rasulullah
SAW setelah selesai mengucapkan sumpah /i ‘an.”®!

Dia mengatakan seandainya itu adalah thalak bid’i, maka
Rasulullah SAW tidak akan mengakuinya.

Adapun Malik, setelah melihat bahwa orang yang mencerai dengan
lafazh tiga berarti dia telah menghilangkan keringanan yang Allah
jadikan di dalam bilangan, dia mengatakan bahwa itu bukanlah thalak
sunni. Para pengikutnya mengemukakn alasan tentang hadits tersebut,
bahwa suami istri yang melakukan sumpah li’an menurutnya telah terjadi
perceraian di antara keduanya, karena sumpah li’an itu sendiri, maka
telah terjadi thalak tidak pada tempatnya, jadi tidak disifati baik dengan
thalak sunni atau thalak bid’i. Dan pendapat Malik -wallahu a’lam- di
sini lebih kuat daripada pendapat Syafi’i.

Ketiga: Hukum orang yang mencerai di saat istri sedang haid

Para ulama berbeda pendapat tetang hal itu dalam beberapa hal, di
antaranya:

1.  Jumhur mengatakan thalaknya bisa dilaksanakan.

2. Sekelompok ulama lain mengatakan thalaknya tidak bisa
dilaksanakan dan tidak terjadi.

8 Muttafag ‘Alaih. HR. Al Bukhari (5259), Muslim (1492), Abu Daud (2254),
An-Nasa'i (6/143), dan Ahmad (5/336).
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Para wulama yang mengatakan bisa dilaksanakan, mereka
berpendapat diperintahkan untuk rujuk kembali. Mereka terbagi menjadi
dua kelompok: satu kelompok berpendapat bahwa hal itu wajib dan dia
dipaksa untuk itu, pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan para
pengikutnya. Kelompok lain mengatakan bahwa itu adalah sunnah dan
tidak dipaksa, pendapat ini dikemukakan oleh Syafi’i, Abu Hanifah, Ats-
Tsauri dan Ahmad.

Para ulama yang mewajibkan untuk memaksa berbeda pendapat
tentang waktu untuk memaksanya:

Malik, mayoritas pengikutnya, Ibnu Al Qasim dan lainnya
mengatakan dipaksa selagi iddah-nya belum selesai. Sedangkan Asyhab
mengatakan, tidak dipaksa kecuali pada haid pertama.

Para ulama yang mengatakan untuk memerintahkannya agar
merujuk kembali, berbeda pendapat kapan dia bisa menjatuhkan thalak
setelah merujuk, jika dia menghendaki:

Sekelompok ulama mensyaratkan dalam merujuk agar menahannya
hingga suci dari haid tersebut kemudian haid, kemudian suci, kemudian
jtka mau, dia boleh menthalaknya dan jika mau dia boleh
mempertahankannya, pendapat ini dikemukakan oleh Malik, Syafi’i dan
sekelompok ulama.

Sekelompok lain mengatakan bahkan dia harus merujuknya, jika
dia telah suci dari haid yang dia menthalak pada saat itu, jika mau, dia
boleh mempertahankannya dan jika mau, dia boleh menthalaknya,
pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan para ulama dari Kufah.

Semua ulama yang mensyaratkan di dalam thalak sunni agar
menthalaknya dalam keadaan suci yang belum digaulinya, mereka tidak
berpendapat untuk merujuk jika dia menthalaknya dalam keadaan suci
dan dia telah menggaulinya. Di sini terdapat empat masalah:

Masalah pertama: Apakah thalak bisa terjadi di saat haid

1. Jumhur berpendapat bahwa thalak jika terjadi di saat haid, maka
thalak tersebut dihitung dan disebut sebagai thalak, berdasarkan
sabda Nabi SAW di dalam hadits Ibnu Umar:
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“Perintahkanlah dia, hendaklah dia merujuk istrinya.”

Mereka mengatakan bahwa rujuk itu tidak terjadi kecuali setelah
adanya thalak. Dan Syafi’i meriwayatkan dari Muslim bin Khalid
dari Ibnu Juraij:

PRSI 1% SO Ja :\;}st.u g:eb é\ \ji.ﬂ)‘ ﬁJ\
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“Bahwa mereka mengirim utusan untuk menemui Nafi’ agar
bertanya kepadanya, apakah thalak yang dilakukan oleh Ibnu Umar
di masa Rasulullah SAW dihitung? Dia menjawab, 'Ya.'

Diriwayatkan bahwa pendapat itulah yang difatwakan oleh Ibnu
Umar.

2. Ulama yang tidak berpendapat bahwa thalak ini terjadi, mereka
berpegang pada keumuman sabda Nabi SAW:

2. 037 aF ol. . oo .. oF o, %
“Semua perbuatan atau amalan yang tidak ada perintah dari kami,

maka perbuatan tersebut tertolak.”®

Mereka mengatakan perintah Rasulullah SAW tentang tertolaknya
hal itu menunjukkan tidak dilaksanakan dan tidak terjadi.

Secara global, sebab perbedaan pendapat: Apakah syarat yang
telah ditentukan oleh syari’at di dalam thalak sunni adalah syarat sah dan
cukup ataukah syarat kesempurnaan dan kelengkapan.

Ulama yang mengatakan bahwa itu adalah syarat sah, berpendapat
thalak yang tidak terdapat padanya sifat ini, tidak terjadi. Sedangakan
ulama yang mengatakan itu adalah syarat kesempurnaan dan
kelengkapan, mereka berpendapat thalak tersebut terjadi dan disunahkan
agar terjadi secara sempurna. Karena itu ulama yang menyatakan

82" Telah dijelaskan takhrij-nya.

% Muttafaq ‘Alaih. HR. Al Bukhari (2697), Muslim (1718), Abu Daud (4606),
Ibnu Majah (14), Ahmad (6/240, 27), Abu Awanah (4/18, 19), Al Qadha’i di
dalam Asy-Syihab (359, 360, 361), semuanya dari Aisyah dengan lafazh,
“Barangsiapa membuat hal baru di dalam urusan kami yang tidak ada
dasarnya, maka hal itu tertolak. ™
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terjadinya thalak tersebut dan dipaksa untuk merujuk kembali adalah
bertentangan. Maka renungkanlah hal itu.

Masalah kedua: Jika menjatuhkan thalak di saat haid, apakah
dipaksa untuk merujuk

1.

Ulama yang berpegang pada zhahir perintah yaitu menunjukkan
wajib, berdasarkan ketentuan yang ada menurut jumhur, mereka
berpendapat dipaksa.

Ulama yang memperhatikan makna yang telah kami katakan,
bahwa thalak tersebut terjadi, mereka berpendapat perintah ini
menunjukkan sunah.

Masalah ketiga: Kapan dia boleh menjatuhkan thalak setelah
dipaksa

1.

132

Ulama yang dalam  hal itu  mensyaratkan  untuk
mempertahankannya hingga suci, kemudian haid, kemudian suci,
berpendapat seperti itu, karena itulah yang ditegaskan di dalam
hadits Ibnu Umar yang telah berlalu, mereka mengatakan, makna
yang terdapat dalam hadits tersebut ialah rujuk itu dikatakan sah
dengan menggaulinya di waktu suci yang terjadi setelah haid,
karena seandainya dia menthalaknya di waktu suci yang terjadi
setelah haid, maka tidak ada iddah bginya dari thalak yang lain,
karena dia seperti orang yang menthalak sebelum menggauli.

Secara global, mereka mengatakan bahwa termasuk syarat rujuk
ialah adanya masa yang memungkinkan untuk menggauli di waktu
suci yang dia belum menthalak di saat haid sebelumnya, yaitu salah
satu syarat yang ditentukan menurut Malik didalam thalak sunni,
sebagaimana telah dijelaskan oleh Abdul Wahhab.

Adapun para ulama yang tidak mensyaratkan hal itu, mereka
berpendapat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Yunus bin
Jubair, Said bin Jubair, Ibnu Sirin dan pengikut mereka dari Ibnu
Umar di dalam hadits ini, bahwa beliau bersabda, “Dia harus
merujuk istrinya. Jika telah suci, maka dia boleh menthalaknya,
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kalau dia mau.”** mereka mengatakan bahwa makna yang terdapat

dalam hadits tersebut ialah bahwa beliau hanya memerintahkannya
untuk merujuk sebagai hukuman baginya, karena dia telah
menthalak di waktu yang dimakruhkan. Jika waktu telah berlalu
maka thalak pun terjadi dengan cara yang tidak dimakruhkan.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi di antara hadits-hadits
mengenai masalah ini dan pertentangan antara pengertian i//at (alasan).

Masalah keempat: Kapan dipaksa untuk rujuk

1. Malik berpendapat bahwa dia dipaksa untuk merujuk istrinya
berdasarkan lamanya masa iddah, karena waktu itu adalah waktu
yang dibolehkan baginya untuk merujuknya.

2. Adapun Asyhab dalam hal ini berpendapat dengan zhahir hadits
tersebut, karena di dalam hadits tersebut dikatakan,
“Perintahkanlah dia, hendaklah dia merujuk istrinya hingga suci.”
Hal 1tu menunjukkan bahwa rujuk terjadi di saat haid dan juga dia
mengatakan bahwa dia diperintahkan untuk merujuk istrinya
supaya masa haidnya tidak terlalu lama, karena jika terjadi thalak di
saat haid, maka haid tersebut tidak dihitung sebagai masa iddah
berdasarkan ijma’. Jika kita katakan, bahwa dia merujuknya di
selain waktu haid, maka hal itu lebih lama baginya. Berdasarkan
alasan ini, semestinya dibolehkan menjatuhkan thalak di waktu
suci yang terjadi setelah haid.

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan pendapat mereka tentang
alasan perintah untuk merujuk kembali.

Bab 111
Khulw’

Kata-kata khulu’, fidyah, Shulh dan mubara’ah, semuanya kembali
kepada satu makna, yaitu seorang wanita memberikan pengganti atas
perceraiannya. Hanya saja kata khulu’ khusus berkenaan dengan
pemberian istri kepada suaminya berupa semua harta yang dahulu
diberikan suami kepadanya. Sedangkan shu/h yaitu pemberian

% Bagian dari hadits Ibnu Umar yang telah berlalu.
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sebagiannya. Adapun fidyah yaitu pemberian sebagian besarnya, dan
mubara’ah yaitu istri menggugurkan hak yang dimilikinya dari suami.
Semua ini berdasarkan pengertian yang dijelaskan.

Pembicaraan mengenai pokok-pokok dari salah satu macam

perceraiaan ini terangkum dalam empat pasal:

Pasal Pertama: dibolehkannya khulw’

1.

Dibolehkannya khulu’, pendapat ini dipegang oleh mayoritas
fuqaha. Dasar dalam hal ini ialah Al Qur'an dan As-Sunnah.

Al Qur'an: yaitu firman Allah Ta'ala, “Maka tidak ada dosa atas
keduanya berkenaan dengan bayaran yang diberikan oleh istri
untuk menebus dirinya.” (Qs. Al Bagarah [2]: 229)

Sedangkan As-Sunnah: yaitu hadits Ibnu Abbas.
° "f/’// o7 Kd s, [ P ol 0 - ::i/a
:u,JLb‘..lMJA._.l;w\UL,a@J\ d‘wﬁdﬁg:,.gb o\j-\

T 4 s T £ 7 z [N e - -
Sy s Wy gl poale Tl Y 5 et B U Y
o:/ &_, ‘ ,’/ L’ ‘o) /, : /T //a ’. o 2 ‘o'v //0/ /0‘ }/D £
Qe dn o & S JW Ly B S W oS
/o// ‘\,, fz ; )n PR 0//./ ° /,: ://:a - o7~ /o‘}')zz PR
i\.:l;w S S’y JB ISEHONE QA...AJJ.:- ale L5 Ly

Fror o ¥ R ° ° »

S0y aalls Galby a3y
“Bahwa istri Tsabit bin Qais datang menemui Nabi SAW, seraya
berkata, ‘Wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais, aku tidak mencelanya,
dalam akhlak dan agamanya. Akan tetapi aku tidak suka dengan
kekafiran setelah masuk Islam.” Maka Rasulullah SAW bersabda,
‘Apakah engkau hendak mengembalikan kebunnya kepadanya?,’
dia menjawab, ‘Ya.” Rasulullah SAW bersabda, ‘Terimalah kebun

itu dan ceraikanlah dia satu kali’” (HR. Al Bukhari, Abu Daud
dan An-Nasa’i)*’.

Hadits ini adalah hadits yang disepakati ke-shahih-annya.

Ed

ol

85

134

Shahih. HR. Al Bukhari (5273), Abu Daud (2229), dengan hadits yang
semakna, serta diriwayatkan oleh An-Nasa'i (6/169), di dalam 4! Kubra (5657),
Ibnu Majah (2056), Ibnu Al Jarud di dalam Al Muntaga (750), Ad-Daruquthni
(3/254), Ath-Thabrani (24/211), (11/310) dan Al Baihaqi (7/313).
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2. Abu Bakar bin Abdullah Al Muzini berpendapat dengan pendapat
yang ganjil dari pendapat jumhur, dia mengatakan bahwa suami
tidak boleh mengambil sesuatu pun dari istrinya. Untuk itu dia
berdalil dengan anggapan bahwa firman Allah Ta'ala, “Maka tidak
ada dosa atas keduanya berkenaan dengan bayaran yang diberikan
oleh istri untuk menebus dirinya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 229).
Dihapus dengan firman Allah Ta’ala, “Dan jika kamu ingin
mengganti istrilmu) dengan istri yang lain, sedang kamu telah
memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak,
maka janganlah kamu mengambil kembali darinya barang
sedikitpun.” (Qs. An-Nisaa' [4]: 20).

3. Sedangkan jumhur berpendapat bahwa makna hal itu adalah tanpa
keridhaannya, adapun jika dengan keridhaannya, maka dibolehkan.

Sebab perbedaan pendapat: Mengartikan lafazh ini berdasarkan
keumumannya atau kekhususannya.

Pasal kedua: Syarat-syarat terjadinya
Adapun syarat-syarat dibolehkannya yaitu:

0 Syarat yang berhubungan dengan ukuran yang dibolehkan dalam
khulu’.

3 Syarat yang berhubungan dengan sifat sesuatu yang dengannya
khulu’ dibolehkan .

Syarat yang berhubungan dengan keadaan dibolehkan nya khulu’.

B B

Syarat yang berhubungan dengan sifat yang dibolehkan bagi
wanita untuk melakukannya atau para wali mereka yang tidak
memiliki kekuasaan.

Dalam pembahasan ini terdapat empat masalah:

Masalah pertama: Ukuran yang dibolehkan dalam khulw’
Ukuran yang dibolehkan seorang wanita melakukan khulu’:

1. Malik, Syafi’i dan sekelompok ulama mengatakan bahwa seorang
wanita dibolehkan melakukan khulu’ dengan harta yang lebih
banyak dari mahar yang diberikan oleh suami, jika pembangkangan
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datang dari dirinya, dan bisa juga dengan ukuran yang sama atau
dengan ukuran yang lebih sedikit.

2. Pendapat lain menyatakan bahwa suami tidak boleh mengambil
lebih banyak dari yang telah dia berikan kepada istrinya,
berdasarkan zhahir hadits Tsabit.

Ulama yang menyamakannya dengan semua pegganti di dalam
urusan muamalah, berpendapat bahwa ukuran tersebut kembali kepada
keridhaan. Ulama yang mengambil zhahir hadits Tsabit tidak
membolehkan lebih dari hal itu dan sepertinya mereka melihat hal itu
termasuk mengambil harta tanpa hak.

Masalah kedua: Sifat sesuatu yang dijadikan sebagai pengganti

1. Syafi’i dan Abu Hanifah dalam hal ini mensyaratkan agar sifatnya
bisa diketahui dan wujudnya juga bisa diketahui.

2. Sedangkan Malik dalam hal ini membolehkan sesuatu yang tidak
diketahui wujud dan ukurannya serta sesuatu yang tidak ada, seperti
sesuatu yang lepas dan lari, buah-buahan yang belum masak dan
budak yang tidak bisa disifati.

3. Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa dia membolehkan sesuatu
yang bersifat penipuan dan melarang sesuatu yang tidak ada.

Sebab perbedaan pendapat: Ketidakjelasan pengganti dalam hal
in1 antara pengganti dalam jual beli atau sesuatu yang dihibahkan serta
diwasiatkan. Ulama yang menyamakannya dengan jual beli dalam hal ini
mensyaratkan sesuatu yang disyaratkan dalam jual beli dan yang
disyaratkan dalam pengganti jual beli. Dan ulama yang menyamakannya
dengan pemberian tidak mensyaratkan hal itu.

Mereka berbeda pendapat jika terjadi khulu’ dengan sesuatu yang
tidak halal seperti khamer dan babi, apakah wajib untuk diganti atau
tidak, setelah mereka sepakat bahwa perceraian terjadi:

1. Malik berpendapat tidak harus ada pengganti, pendapat ini juga
dikemukakan oleh Abu Hanifah.

2. Syafi’1 berpendapat wajib untuk memberikan mahar mits/.
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Masalah ketiga: Keadaan yang dibolehkan untuk melakukan
khulw’

Adapun sesuatu yang berhubungan dengan keadaan yang

dibolehkan untuk melakukan khulu’ dari yang tidak dibolehkan :

1.

Jumhur berpendapat bahwa khulu’ diperbolekan dengan adanya
saling ridha, jika sebab keridhaan istri dengan sesuatu yang dia
berikan tidak membahayakan dirinya.

Dasar dalam hal ini ialah firman Allah Ta'ala, “Dan janganlah
kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali
sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali

Jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.” (Qs. An-Nisaa’
[4]: 19).

Dan firman Allah Ta’ala, “Jika kamu khawatir bahwa jika
keduanya (suami istri) tidak menjalankan hukum-hukum Allah,
maka tidak ada dosa atas keduanya berkenaan dengan bayaran
yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.” (Qs. Al Bagarah
[2]: 229).

Abu Qilabah dan Al Hasan Al Bashri berpendapat dengan pendapat
yang ganjil, keduanya mengatakan bahwa seorang suami tidak
boleh melakukan khulu’ terhadap istrinya, hingga dia mendapatkan

istrinya sedang berzina. Mereka mengartikan perbuatan keji dengan
arti berzina.

Daud berpendapat tidak dibolehkan kecuali dengan syarat khawatir
jika keduanya tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah
berdasarkan zhahir ayat tersebut di atas.

An-Nu’man berpendapat dengan pendapat yang ganjil, dibolehkan
khulu’ meskipun membahayakan istri.

Berdasarkan pemahaman yang benar bahwa tebusan hanya

diberikan kepada istri untuk membayar sesuatu yang berada di tangan
suami karena thalak, dimana hak thalak tidak berada di tangan suami jika
dia membenci istri, adapun khulu’ berada di tangan istri jika dia
membenci suami.

1.

Di dalam khulu’ terdapat lima pendapat:
Bahwa khulu’ tidak dibolehkan sama sekali.
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2.  Bahwa khulu’ dibolehkan kapan saja (maksudnya, meskipun
membahayakan).

3. Bahwa khulu’ tidak dibolehkan kecuali jika suami menyaksikan
istrinya berzina.

4. Bahwa khulu’ dibolehkan dengan adanya kehawatiran jika tidak
bisa menegakkan hukum-hukum Allah.

5. Bahwa khulu’ dibolehkan kapan saja kecuali jika membahayakan.
Ini adalah pendapat yang masyhur.

Masalah keempat: Sifat wanita yang dibolehkan untuk meminta
khulw’

Adapun masalah siapakah yang dibolehkan meminta khulu’ maka
tidak ada perbedaan pendapat menurut jumhur bahwa wanita bangsawan
dibolehkan meminta khulu’ untuk dirinya, sedangkan budak wanita tidak
boleh meminta khulu’ untuk dirinya, kecuali dengan keridhaan tuannya.
Begitujuga wanita yang bodoh harus dengan walinya menurut pendapat
ulama yang menyatakan adanya perwalian.

Sedangkan Malik mengatakan, seorang bapak boleh memintakan
khulu’ untuk anak gadisnya yang masih kecil sebagaimana dia
menikahkannya, begitu juga bagi anak laki-lakinya yang masih kecil,
karena menurut Malik dia boleh menceraikan untuk anaknya. Sementara
mengenai anak kecil laki-laki para ulama berbeda pendapat; Syafi’i dan
Abu Hanifah berpendapat tidak dibolehkan karena menurut mereka dia
tidak bisa menceraikan untuk anaknya. Wallahu a’lam.

Khulu’ yang dilakukan oleh wanita yang sedang sakit:

1. Dibolehkan menurut Malik, jika khulu’ tersebut sebesar warisan
suami yang diterima darinya, Ibnu Nafi’ meriwayatkan dari Malik
bahwa dia membolehkan wanita yang sakit melakukan khulu’
dengan sepertiga seluruh hartanya.

2.  Syafi’i mengatakan jika wanita yang sakit tersebut melakukan
khulu’ dengan harta sebesar mahar mits/, maka dibolehkan dan
harta tersebut dari harta pokok, jika lebih dari itu, maka tambahan
tersebut dari sepertiga.
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Adapun wanita yang dibiarkan yaitu wanita yang tidak memiliki
orang yang diwasiatkan untuk mengurusinya serta tidak memiliki bapak:

1. Ibnu Al Qasim mengatakan khulu’nya dibolehkan jika melakukan
khulu’ sebesar mahar mitsinya.

2. Jumhur berpendapat bahwa seorang wanita yang menguasai dirinya
dibolehkan melakukan khulu’ untuk dirinya.

3. Al Hasan dan Ibnu Sirin berpendapat dengan pendapat yang ganjil,
keduanya mengatakan dia tidak dibolehkan melakukan khulu’
kecuali dengan izin penguasa.

Masalah ketiga: Macamnya
Adapun macam khulu’:

1. Jumbhur berpendapat bahwa khulu’ adalah thalak, pendapat ini juga
dikemukakan oleh Malik.

2. Abu Hanifah menyamakan antara thalak dan fasakh.

3. Syafi’i mengatakan bahwa khulu’ adalah fasakh, pendapat ini juga
dikemukakan oleh Ahmad, Daud dan Ibnu Abbas dari kalangan
para sahabat. Diriwayatkan dari Syafi’i bahwa khulu’ menurutnya
adalah kinayah, jika menghendaki thalak, maka itu adalah thalak
dan jika menghendaki fasakh, maka itu adalah fasakh, dikatakan di
dalam gqaul jadid (pendapat yang dikatakannya ketika di Mesir)
bahwa khulu’ adalah thalak.

Efek dari pembedaan tersebut: Apakah dengan adanya khulu’
tersebut dihitung dalam jumlah thalak atau tidak. Jumhur ulama yang
berpendapat bahwa khulu’ adalah thalak menjadikannya sebagai thalak
ba'in, karena jika suami masih bisa merujuk istrinya di masa iddah, maka
tebusannya tidak memiliki arti.

Abu Tsaur mengatakan, jika tidak dilakukan dengan lafazh thalak,
maka suami tidak boleh merujuk istrinya, tetapi jika dengan lafazh
thalak, maka suami boleh merujuk istrinya.

Ulama yang bependapat khulu’ itu adalah thalak, berdalil bahwa
fasakh adalah sesuatu yang mengandung arti bahwa hak cerai biasanya
menjadi milik suami di dalam perceraian yang tidak berhubungan dengan
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hak pilihnya, sedangkan hal ini berhubungan dengan hak pilihnya, maka
tidak disebut fasakh.

Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa khulu’ bukanlah thalak
berhujjah dengan dalil bahwa Allah 7a’ala telah menyebutkan thalak di
dalam kitab-Nya: “Thalak yang dapat dirwuk itu dua kali” (Qs. Al
Bagarah [2]: 229).

Kemudian menyebutkan tentang tebusan, “Jika suami mencerainya
(sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi
baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain.” (Qs. Al Baqarah [2]:
229-230).

Seandainya tebusan (khulu’) dinamakan thalak, niscaya thalak yang
tidak halal bagi suami untuk rujuk kecuali setelah menikah dengan suami
lain adalah thalak keempat.

Menurut mereka, bahwa fasakh terjadi dengan saling ridha,
digiyaskan dengan fasakh (pembatalan) dalam jual beli (maksudnya,
pemindahan hak).

Menurut ulama yang menyelisihi pendapat ini, bahwa ayat tersebut
hanya mengandung hukum tebusan bahwa hal itu adalah sesuatu yang
disertakan dengan semua bentuk thalak, tidak menunjukkan bahwa hal itu
bukan thalak.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah adanya pengganti yang
disertakan dalam perceraian ini mengecualikannya dari jenis perceraian
thalak kepada jenis perceraian fasakh atau tidak.

Pasal keempat: Hukum-hukum yang menyertainya

Adapun hukum-hukum yang menyertainya, ada banyak cabang,
tetapi kami hanya sebutkan yang masyhur.

£ Apakah thalak bisa diikutkan pada wanita yang dithalak atau
tidak:
1.  Malik mengatakan tidak bisa diikutkan, kecuali jika perkataannya
bersambung.

2. Syafi’i mengatakan, tidak bisa disertakan meskipun perkataannya
bersambung.
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3. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan bisa diikutkan dan dia tidak
membedakan antara segera dan ada tenggang waktu.

Sebab perbedaan pendapat: Bahwa iddah menurut kelompok
pertama termasuk hukum-hukum thalak. Menurut Abu Hanifah, termasuk
hukum-hukum pernikahan, karena itu menurutnya tidak boleh seseorang
menikah dengan wanita yang saudara perempuannya masih dalam iddah
thalak ba'in. Ulama yang berpendapat bahwa iddah termasuk hukum
pernikahan, menurutnya thalak bisa diikutkan dengan khulu’. Sedangkan
ulama yang tidak berpendapat seperti itu, maka thalak tidak bisa
diikutkan dengan khulu’.

£3 Jumhur ulama telah sepakat bahwa suami tidak bisa rujuk
kepada istri yang melakukan khulu’ di saat iddah, kecuali pendapat yang
diriwayatkan dari Said bin Al Musayyab dan Ibnu Syihab, bahwa
keduanya berkata, “Jika dia (suami) mengembalikan sesuatu yang telah
dia ambil di saat iddah kepada istrinya —aku mengira— bahwa dia bisa
merujuknya. Perbedaan yang kami sebutkan dan Abu Tsaur antara
dilakukan dengan lafazh thalak atau tidak.

€3 Jumhur telah sepakat bahwa suami boleh menikahinya dengan
keridhaannya ketika masih dalam iddah-nya. Sedangkan kelompok
muta ‘akhkhirin mengatakan tidak boleh menikahinya dan juga orang lain
di saat wanita itu masih dalam iddah-nya.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah larangan dari menikah di
saat iddah adalah suatu ibadah atau bukan, tetapi itu bisa diketahui
alasannya.

Mereka berbeda pendapat tentang iddah wanita yang melakukan
khulu’, dan akan dijelaskan selanjutnya.

Mereka berbeda pendapat jika suami istri berbeda pendapat tentang
ukuran (jumlah) harta dimana khulu’ terjadi dengannya:

1. Malik berpendapat bahwa perkataan yang jadi pegangan ialah
perkataan suami, jika ketika itu tidak ada bukti.

2. Syaft’i berpendapat bahwa keduanya saling bersumpah dan istri
harus membayar mahar mits/. Syafi’i menyamakan perselisihan
keduanya dengan perselisihan dua orang yang melakukan jual beli.
Malik mengatakan istri adalah tertuduh, sedangkan suami adalah
penuduh.
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Berbagai pemasalahan di dalam bab ini cukup banyak dan tidak
pantas untuk menjadi tujuan kita.

Bab 1V
Perbedaan antara Thalak dan Fasakh

Pendapat Malik rahimahullah tentang perbedaan antara fasakh
yang tidak dihitung dalam jumlah thalak tiga dan thalak yang dihitung
dalam jumlah thalak tiga, terbagi menjadi dua pendapat:

Pertama, bahwa suatu pernikahan meskipun di dalamnya terdapat
perbedaan yang berada di luar madzhabnya (maksudnya, tentang
dibolehkan nya) sementara perbedaan tersebut terkenal, maka perceraian
itu menurutnya adalah thalak, seperti hukum seorang wanita menikahkan
dirinya dan pernikahan orang yang sedang berihram. Maka hal tersebut
berdasarkan riwayat ini adalah thalak bukan fasakh.

Kedua, bahwa yang menjadi pertimbangan dalam hal itu ialah
sebab yang mengharuskan adanya perceraian. Jika tidak kembali kepada
suami istri, yang jika hendak membangun hubungan suami istri
bersamanya tidak sah, maka itu dinamakan fasakh, seperti pernikahan
wanita yang diharamkan karena susuan atau pernikahan yang masih
dalam iddah, jika keduanya tidak bisa membangunnya seperti menolak
pernikahan karena ada cacat, maka hal itu dinamakan thalak.

BabV

Takhyir (Pemberian Hak kepada Istri untuk Memilih) dan Tamlik
(Pemberian Hak Thalak kepada Istri)

Di antara macam thalak yang kelihatannya memiliki hukum
tertentu yaitu: tamlik dan takhyir. Menurut Malik —di dalam pendapat
yang masyhur— tamlik berbeda dengan takhyir, tamlik menurutnya yaitu
menyerahkan kepada istri hak untuk menjatuhkan thalak, ini mengandung
kemungkinan bisa satu atau lebih. Karena itu menurutnya suami boleh
memungkiri istri pada thalak yang lebih dari satu.

Sedangkan takhyir berbeda dengan hal itu, karena khiyar (memilih)
mengandung arti menjatuhkan thalak yang dengannya ikatan perkawinan
terputus, kecuali jika takhyir tersebut dibatasi, seperti seorang suami
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mengatakan kepada istri, “Pilihlah dirimu.” Atau “Pilihlah thalak satu
atau thalak dua.”

Jadi, menurut Malik di dalam khiyar mutlak istri hanya bisa
memilih suaminya atau melakukan thalak ba‘in dengan thalak tiga. Jika
dia memilih satu, maka berarti dia belum melakukannya. Sedangkan istri
yang diberikan hak ‘amlik, maka hak tamlik-nya tidak akan batal
menurutnya jika tidak menjatuhkan thalak hingga lama urusannya,
berdasarkan salah satu dari dua riwayat atau keduanya berpisah dari
majlis. Sedangkan riwayat kedua yaitu, bahwa istri tetap memiliki hak
tamlik sampai dia sendiri mengembalikannya atau menthalak.

Menurut Malik perbedaan antara tamlik (pemberian hak thalak) dan
mewakilkan kepada istri untuk menthalak dirinya adalah, bahwa di dalam
mewakilkan seorang suami bisa memutuskan istri dari perwakilan
tersebut sebelum istri menjatuhkan thalak, sedangkan di dalam ramlik
suami tidak bisa.

Syafi’i mengatakan bahwa kalimat “Pilihlah dan urusanmu ada di
tanganmu’ adalah sama, itu tidak dinamakan thalak, kecuali jika suami
berniat menjatuhkan thalak. Jika suami berniat melakukan thalak, maka
itulah yang dia kehendakinya, jika dia menghendaki satu kali, maka jatuh
thalak sekali dan jika dia menghendaki tiga kali, maka jatuh thalak tiga.
Menurutnya suami boleh mengingkari istri dalam urusan thalak itu
sendiri dan jumlah dalam khiyar atau ramlik. Menurutnya jika istr
menthalak dirinya sendiri maka thalaknya adalah thalak raj ‘i, begitujuga
menurut Malik di dalam masalah tamlik.

Sedangkan Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan, takhyir
itu bukan thalak. Jika istri menthalak dirinya sekali di dalam urusan
tamlik maka berarti thalaknya adalah ba 'in.

Ats-Tsauri mengatakan bahwa takhyir dan tamlik maknanya satu,
tidak ada perbedaan di antara keduanya.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa perkataan yang jadi
pegangan adalah perkataan istrt mengenai jumlah thalak dalam urusan
tamlik dan suami tidak bisa mengingkarinya. Pendapat ini diriwayatkan
dari Ali dan Ibnu Al Musayyib dan pendapat ini juga dikemukakan oleh
Az-Zuhri dan Atha’.
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Pendapat lain juga mengatakan bahwa seorang istri dalam masalah
tamlik tidak berhak kecuali hanya menthalak dirinya satu kali. Pendapat
ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Umar RA: Bahwa seseorang datang
menemui Ibnu Mas’ud seraya berkata, “Di antaraku dan istriku telah
terjadi sesuatu yang juga terjadi pada orang banyak.” Maka istrinya
berkata, “Seandainya urusanku yang berada di tanganmu berada di
tanganku, niscaya aku mengetahui bagaimana aku berbuat.” Suaminya
mengatakan, “Urusanmu yang berada ditanganku sekarang berada di
tanganmu.” Istrinya berkata, “Kamu saya ceraikan tiga kali.” Ibnu
Mas’ud berkata, “Aku berpendapat itu adalah thalak satu, dan kamu lebih
berhak atas dirinya selagi dia masih dalam iddah-nya. Dan aku akan
menemui Amirul Mukminin, Umar.” Lalu dia bertemu dengan Umar dan
menceritakan kisah tersebut kepadanya. Maka umar berkata, “Allah
menjadikan sesuatu pada diri laki-laki dan menjalankannya, mereka
berusaha untuk menjadikan sesuatu yang berada di tangan laki-laki
berada di tangan wanita, padahal terdapat tanah di mulut mereka, apa
yang kamu katakan mengenai hal itu?” Aku mengatakan, “Aku
berpendapat bahwa thalak tersebut adalah satu dan suaminya lebih berhak
atas istrinya.” Umar berkata, “Aku pun berpendapat demikian,

seandainya engkau berpendapat selain itu, maka aku tahu bahwa engkau
tidak benar.”®

Pendapat lain mengatakan bahwa ramlik tidak ada artinya sama
sekali, karena sesuatu yang telah dijadikan oleh syari’at berada di tangan
laki-laki, tidak boleh kembali ke tangan wanita karena perbuatan
seseorang. Begitu juga takhyir, ini adalah pendapat Abu Muhammad bin
Hazm.

Pendapat Malik tentang wanita yang diberi hak tamlik memilih hak
khiyar (memilih) untuk menthalak atau tetap pada ikatan pernikahan
selagi masih berada di majlis, ini juga pendapat Syafi’i, Abu Hanifah, Al
Auza’i dan sekelompok fugaha berbagai negeri.

Menurut Syafi’i bahwa tamlik jika dengannya suami menghendaki

thalak seperti perwakilan dan suami dalam hal ini boleh merujuk kapan
dia inginkan selagi belum menjatuhkan thalak.
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Sanadnya shahih: HR. Abdurrazak di dalam Mushannaf-nya (6/520), (11914),
Ibnu Abi Syaibah di dalam A/ Mushannaf (6/520), Ath-Thabrani di dalam A/
Kabir (9/332), dan Al Baihagqi (7/347).
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Untuk memutuskan masalah tamlik atau takhyir dan menjadikan hal
itu untuk wanita, jumhur berdalil dengan hadits shahih tentang takhyzr
Rasulullah SAW terhadap para istrinya. Aisyah berkata:

RS Sj (,1, R ri.ﬂj Je Lo & J};; s
“Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada kami, kami pun
memilih beliau, maka tidak terjadi thalak.”®’

Tetapi ahli zhahir berpendapat seandainya mereka memilih diri
mereka sendiri, berarti Rasulullah SAW menceraikan mereka, bukan
mereka yang menceraikan diri mereka dengan pilihan thalak itu sendiri.

Jumhur berpendapat bahwa takhyir dan tamlik hukumnya satu,
karena dari pengertian bahasa dijelaskan bahwa orang yang memberikan
hak kekuasaan salah satu dari beberapa urusan kepada orang lain, jika dia
menghendaki, maka dia boleh melakukannya atau tidak melakukannya,
maka berarti dia telah memberikan hak pilih kepadanya.

Malik berpendapat bahwa ucapan suami kepada istrinya “Pilihlah
aku atau dirimu,” menurut pengertian syar’i secara zhahir menunjukkan
makna thalak ba'in dengan Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada
istri-istri beliau. Karena yang dipahami dari hadits tersebut hanyalah
thalak ba’in. Malik berpendapat bahwa tidak diterimanya perkataan
suami di dalam masalah tamlik sedangkan dia tidak menghendaki thalak,
jika dia menganggap seperti itu, karena lafazh zhahir yang berarti
menjadikan thalak berada di tangannya.

Sedangkan Syafi’i berpendapat, karena lafazh tersebut menurutnya
bukan nash, maka yang jadi pertimbangan dalam hal ini adalah niat.
Sebab perselisihannya yaitu, apakah yang dimenangkan itu zhahir lafazh
atau anggapan niat, begitujuga di dalam takhyir.

Hanya saja mereka sepakat bahwa suami boleh mengingkari
istrinya mengenai jumlah (maksudnya, lafazh tamlik) karena lafazh
tersebut tidak menunjukkan arti yang mengandung adanya kemungkinan,
lebih-lebih dari zhahir lafazh tersebut. Malik dan Syafi’i berpendapat
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Muttafaq ‘Alaih. HR. Al Bukhari (5262, 5263), Muslim (1477), Abu Daud
(2203), At-Tirmidzi (1176), An-Nasa'i (6. 56, 160, 161), di dalam Al Kubra
(5635, 5636, 5637), Ibnu Majah (2052), Ahmad (6/173, 202, 240), semuanya
dari Aisyah RA.
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bahwa jika seorang istri menthalak dirinya dengan hak famlik yang
diberikan suami kepadanya satu kali thalak, maka thalak tersebut adalah
thalak raj’i. Karena lafazh thalak diartikan berdasarkan pengertian syar’i
yaitu thalak sunni. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa thalak
tersebut adalah thalak ba’in, karena jika suami memiliki hak untuk
merujuk istrinya, maka hak famlik yang istri minta dari suaminya tidak
ada gunanya dan karena maksud dari suami akan hal itu.

Adapun ulama yang berpendapat bahwa istri berhak menthalak
dirinya tiga kali dalam masalah tamlik dan suami dalam hal ini tidak
berhak untuk mengingkarinya, yaitu karena arti dari tamlik tersebut
menurutnya adalah semua hak thalak yang sebelumnya berada di tangan
suami berpindah di tangan istri, maka istri diberikan hak memilih jumlah
thalak yang dia inginkan.

Adapun ulama yang menjadikan hak tamlik itu hanya satu kali
thalak atau boleh memilih, mereka berdalil bahwa hal itu adalah batas
minimal dari pengertian kata tamlik tersebut serta berhati-hati bagi suami,
karena alasan mengapa thalak berada di tangan laki-laki bukan di tangan
wanita adalah kurangnya akal wanita dan mereka sering terkalahkan oleh
hawa nafsu serta jeleknya pergaulan mereka.

Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang istri jika memilih
suaminya, maka tidak terjadi thalak, berdasarkan perkataan Aisyah yang
telah dikemukakan. Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri bahwa
seorang istri jika memilih suaminya, maka terjadi thalak satu kali dan jika
memilih dirinya, maka terjadi thalak tiga kali. Maka dalam masalah ini
terjadi perbedaan pendapat dalam tiga hal:

Pertama, tidak terjadi thalak pada salah satu dari keduanya.
Kedua, terjadi perceraian di antara keduanya.

Ketiga, perbedaan antara takhyir dan tamlik pada masalah yang
seorang wanita diberi hak tamlik (maksudnya, dia memiliki hak memilih
thalak ba ‘in dan memiliki hak yang bukan thalak ba ‘in)

Jika kita katakan bahwa dia memiliki hak thalak ba’in: maka ada
pendapat mengatakan dia memiliki thalak satu kali, dan pendapat lain
mengatakan dia memiliki thalak tiga kali.
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Jika kita katakan bahwa dia memiliki hak thalak satu: maka ada
pendapat mengatakan thalaknya adalah thalak raj’i, dan pendapat lam
mengatakan thalaknya adalah thalak ba in.

Sedangkan hukum lafazh-lafazh yang mengharuskan seorang istri
memiliki hak takhyir dan tamlik, berhubungan dengan hukum lafazh-
lafazh yang denganya thalak bisa terjadi, baik lafazh tersebut di dalam
masalah thalak jelas, kinayah atau mengandung beberapa kemungkinan.
Penjelasan tentang masalah tersebut akan dijelaskan kemudian ketika
berbicara tentang lafazh-lafazh thalak.

Rukun-rukun Thalak
Pada pembahasan ini terdapat tiga bab:

Bab I
Lafazh-lafazh Thalak dan Syarat-syaratnya
Di dalam bab ini terdapat dua pasal:
Pertama: Lafazh-lafazh thalak yang mutlak.
Kedua: Lafazh-lafazh thalak yang dibatasi.

Pasal Pertama: Lafazh-lafazh thalak yang mutlak

Kaum muslim sepakat bahwa thalak bisa terjadi jika dilakukan
dengan niat dan lafazh yang jelas. Mereka berbeda pendapat, apakah
thalak bisa terjadi dengan disertai niat dan lafazh yang tidak jelas, atau
dengan niat tanpa lafazh atau dengan lafazh tanpa niat.

Ulama yang dalam hal ini mensyaratkan niat dan lafazh yang jelas,
yaitu karena mengikuti zhahir syara’. Begitu juga ulama yang
menempatkan lafazh zhahir pada lafazh yang jelas. Sedangkan ulama
yang menyamakannya dengan akad dalam nadzar dan sumpah,
menjatuhkan thalak tersebut hanya dengan niat saja. Dan ulama yang
menggunakan zhan (persangkaan), menjatuhkannya dengan lafazh saja.

Jumhur ulama sepakat bahwa lafazh-lafazh thalak yang mutlak ada
dua macam: sharih (jelas) dan kinayah (sindiran). Mereka berbeda
pendapat tentang penjelasan lafazh yang jelas dari lafazh sindiran.
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Tentang hukum-hukumnya dan yang menjadi keharusan yang ada di
dalamnya. Dalam hal im kami hanya bermaksud menyebutkan yang
masyhur dan yang sesuai dengan hukum pokok:

1. Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa lafazh yang jelas
yaitu kata thalak saja. Sedangkan lafazh selain itu adalah sindiran.
Lafazh sindiran tersebut menurutnya ada dua macam: zhahir dan
yang memiliki kemungkinan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh
Abu Hanifah.

2. Syafi’i mengatakan bahwa lafazh-lafazh thalak yang jelas ada tiga
macam yaitu: thalak (cerai), firaq (pisah) dan sarah (lepas). Itulah
lafazh-lafazh yang disebutkan di dalam Al Qur’an. Sebagian ahl
zhahir mengatakan bahwa thalak tidak akan terjadi kecuali dengan
tiga lafazh tersebut. Inilah perselisihan mereka tentang lafazh
thalak yang jelas dan tidak jelas.

Hanya saja mereka sepakat bahwa lafazh thalak lebih jelas, karena
petunjuk lafazh tersebut berdasarkan makna syar’i ini adalah petunjuk
yang digunakan oleh syara’, maka menjadi asal dalam pembahasan ini.
Sedangkan lafazh firaq (pisah) dan sarah (lepas) adalah lafazh yang tidak
jelas antara digunakan oleh syara’ (maksudnya, berdasarkan pengertian
syara’ menunjukkan makna yang dimaksud thalak) atau tetap pada
petunjuk bahasa. Maka jika digunakan pada makna ini (maksudnya,
tentang makna thalak) menjadi majaz, karena itu adalah makna kinayah
(maksudnya, lafazh yang menunjukkan majaz). Ulama yang berpendapat
bahwa thalak tidak akan terjadi kecuali dengan lafazh tiga tersebut,
berdalil karena syari’at hanya membawakan tiga lafazh tersebut, dan ini
merupakan ibadah yang termasuk di antara syarat ibadah ini adalah
dengan mengucapkan lafazh, maka harus membatasinya berdasarkan
lafazh syar’i yang ada.

Adapun tentang perselisihan mereka mengenai hukum-hukum
lafazh thalak yang jelas, terdapat dua masalah yang terkenal: Pertama,
masalah yang Malik, Syafi’i dan Abu Hanifah sepakat tentang hal itu.
Kedua, masalah yang mereka berselisih tentang hal itu.
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Masalah pertama: Apakah perkataan orang yang menthalak bisa
diterima bahwa dia tidak bermaksud menthalak

Masalah yang disepakati: Malik, Syafi’i dan Abu Hanifah
mengatakan, perkataan orang yang menthalak ketika dia
mengucapkannya dengan lafazh-lafazh thalak, bahwa dia tidak
bermaksud menthalak. Jika dia mengatakan kepada istrinya, “Kamu
terthalak™ begitu juga kata sarah dan firaq menurut Syafi’i, (dengan arti
lain, kamu tercerai; kamu terlepas; kamu terpisah).

Para pengikut madzhab Malikiyah memberikan pengecualian
dengan berkata, “Kecuali jika pada kondisi atau pada wanita tersebut
terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kebenaran atas pengakuannya,
seperti istrinya memintanya agar dia melepaskannya dari ikatan yang ada
pada dirinya dan semisalnya, lalu suami mengatakan, ‘Kamu terthalak’.”

Pemahaman masalah tersebut menurut Syafi’i dan Abu Hanifah
jalah bahwa thalak menurut mereka tidak membutuhkan niat. Sedangkan
Malik menurut riwayat yang masyhur darinya, bahwa thalak menurutnya
membutuhkan niat, tetapi di sini tidak meniatkannya karena adanya
tuduhan. Di antara pendapatnya: Menghukumi dengan ada tuduhan
adalah untuk menutup jalan menuju kerusakan. Pendapat tersebut
termasuk yang ditentang oleh Syafi’i dan Abu Hanifah. Maka bagi ulama
yang mensyaratkan adanya niat pada lafazh-lafazh thalak dan tidak
menghukumi dengan adanya tuduhan, wajib untuk membenarkan
tuduhan orang tersebut.

Masalah kedua: Apakah perkataan orang menthalak bahwa dia
bermaksud lebih dari satu kali thalak

Adapun mengenai masalah kedua yaitu, perselisihan mereka
tentang suami yang berkata kepada istrinya, “Kamu terthalak (kamu
dicerai)” dia mengaku bahwa dengan perkataan tersebut dia bermaksud
lebih dari satu kali thalak, kemungkinan bisa dua atau tiga:

1. Malik berpendapat bahwa itu dihukumi sebagaimana yang
diniatkannya dan menjadi keharusan baginya, pendapat ini juga
dikemukakan oleh Syafi’i, kecuali jika dia memberikan batasan,
dengan mengatakan satu kali thalak. Pendapat ini merupakan
pendapat yang dipilih para pengikutnya.
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2. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat tidak terjadi tiga kali thalak
dengan lafazh thalak seperti itu, karena jumlah tiga tidak tercakup
oleh kata tunggal, baik oleh kata sindiran atau jelas.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah thalak bisa terjadi hanya
dengan niat tanpa lafazh atau dengan niat dan lafazh yang memiliki
kemungkinan.

Ulama yang mengatakan hanya dengan niat, thalak tersebut
mengharuskan tiga kali, begitujuga ulama mengatakan dengan niat dan
lafazh yang mengandung kemungkinan berpendapat bahwa lafazh thalak
mencakup jumlah. Dan ulama yang berpendapat bahwa lafazh thalak
tidak mencakup jumlah dan harus disyaratkan adanya lafazh di dalam
thalak bersama niat, mereka mengatakan tidak mengharuskan adanya
jumlah meskipun dia meniatkan hal itu.

Dalam masalah ini, mereka berbeda pendapat yaitu masalah syarat
lafazh thalak (maksudnya, disyaratkannya niat bersama lafazh atau
masing-masing berdiri sendiri):

1.  Pendapat yang masyhur dari Malik yaitu bahwa thalak tidak terjadi
kecuali dengan lafazh dan niat, pendapat ini juga dikemukakan oleh

Abu Hanifah. Diriwayatkan darinya juga bahwa thalak bisa terjadi

dengan lafazh tanpa niat.

2. Syafi’i berpendapat bahwa lafazh thalak yang jelas tidak
membutuhkan niat.

Ulama yang menganggap cukup hanya dengan niat, berhujjah
dengan sabda Nabi SAW:

P ‘/ofezﬁ
oL JUEY G

“Sesungguhnya amal perbuatan itu berdasarkan niatnya.”®

Sedangkan ulama yang tidak mempertimbangkan niat tanpa lafazh
berhujjah dengan sabda Nabi SAW:

2
St o . - .28

//‘.g; o 6. /f{rﬂf/{//_o .
.Ls...w\:\._lc,.:b Uy oy Uaz) ‘JE"Q';C:)

“Diangkat (dosa) dari umatku karena kesalahan, kelupaan dan apa
yang terbesit dalam hatinya.”®

8  Shahih. Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan sebelumnya.
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Dan niat tanpa ucapan adalah perkataan hati. Selain itu,
disyaratkannya niat dalam amal perbuatan yang diterangkan di dalam
hadits, tidak mengharuskan niat itu mencukupi dengan sendirinya.

Di dalam madzhab Maliki terdapat perselisihan pendapat, apakah
bisa terjadi thalak ba'in dengan lafazh pada istri yang telah digauli, jika
orang yang menthalak berniat seperti itu, padahal tidak ada harta
pengganti: Suatu pendapat mengatakan terjadi. Dan pendapat lain
mengatakan tidak terjadi. Permasalahan ini dalah termasuk masalah
hukum lafazh thalak yang jelas. :

Adapun lafazh thalak yang tidak jelas, di antaranya lafazh yang
merupakan kinayah yang zhahir menurut Malik. Ada juga kinayah yang
mengandung kemungkinan:

1.  Malik berpendapat bahwa jika suami mengaku pada kata kinayah
yang zhahir bahwa dia tidak bermaksud menthalak, maka
perkataannya tidak diterima, kecuali jika ada garinah (tanda-tanda)
yang menunjukkan hal itu, seperti pendapatnya pada lafazh yang
jelas. Begitu juga menurutnya tidak diterima perkataan suami yang
mengaku kurang dari tiga di dalam kinayah jelas itu pada istri yang
telah digauli, kecuali jika hal itu terjadi pada khulu’. Sedangkan
wanita yang belum digauli, maka perkataan suami dibenarkan
dalam kinayah jelas pada thalak yang kurang dari tiga, karena
thalak pada wanita yang belum digauli adalah thalak ba’in. Ini
seperti perkataan mereka, “Ikatanmu ada di lehermu” atau “Tidak
ada hubungan sama sekali” dan seperti perkataan mereka, “Engkau
lepas dan bebas”.

2. Adapun pendapat Syafi’i tentang kinayah zhahirah (jelas), maka hal
itu kembali kepada sesuatu yang diniatkan. Jika berniat thalak,
maka itu berarti thalak dan jika bermat tiga kali, maka berarti tiga

¥ Di sini pengarang mengkompromikan antara dua hadits shahih, yang pertama:

“Diangkat dari umatku kesalahan dan kelalaian” kelanjutan dari ini tersebut
ialah, “Dan sesuatu yang mereka di minta dengan paksa.” Takhrij hadits
tersebut telah dijelaskan. Sedangkan hadits yang lain yaitu, “Serta yang terbesit
dalam hatinya” kelanjutan dari hadits ini ialah: “Sesungguhnya Allah telah
mengampuni dari umatku sesuatu yang terbesit dalam hatinya selagi dia belum
mengamalkannya.” Diriwayatkan oleh Al Bukhari (5269), dan Muslim (127),
dari Abu Hurairah.
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kali, atau satu kali, maka berarti satu kali. Dan perkataannya dalam
hal in1 dibenarkan.

3. Pendapat Abu Hanifah dalam hal ini seperti pendapat Syafi’i, hanya
saja jika pada asalnya suami berniat thalak satu atau dua,
menurutnya terjadi thalak satu ba'in dan jika disertai tanda-tanda
yang menunjukkan thalak dan dia menganggap bahwa dia tidak
berniat seperti itu, maka perkataannya tidak dibenarkan,
menurutnya hal itu jika di dalam pikirannya yang terlintas adalah
thalak. Menurut Abu Hanifah bisa menjatuhkan thalak dengan
semua lafazh kinayah jika disertai dengan tanda-tanda, kecuali
empat lafazh, yaitu: “Ikatanmu ada pada lehermu” “Beriddahlah
kamu” “Berlepaslah kamu” dan “Pakailah tutup kepalamu”. Karena
lafazh-lafazh  tersebut menurutnya termasuk lafazh yang
mengandung kemungkinan serta tidak zhahir.

Sedangkan lafazh-lafazh thalak yang mengandung kemungkinan
serta tidak zhahir: Menurut Malik, bahwa dalam hal ini dia
mempertimbangkan niatnya seperti keadaan menurut Syafi’t dalam
kinayah zhahirah (jelas). Dalam hal ini jumhur berbeda pendapat
dengannya, mereka mengatakan bahwa dalam hal ini tidak ada artinya
meskipun berniat menthalak.

Maka dalam masalah kinayah zhahirah terdapat tiga pedapat:

1. Pendapat yang menyatakan bahwa perkataan suami dibenarkan
secara mutlak, ini adalah pendapat Syafi’i.

2.  Pendapat yang menyatakan bahwa perkataannya tidak dibenarkan
secara mutlak, kecuali jika terdapat garinah (tanda-tanda yang
jelas), ini adalah pendapat Malik.

3. Pendapat yang menyatakan bahwa perkataannya dibenarkan,
kecuali jika dalam pikirannya yang terlintas adalah thalak, ini
adalah pendapat Abu Hanifah.

Dalam madzhab Maliki terjadi perselisthan pendapat tentang
beberapa masalah yang tidak jelas mengartikannya antara zhahir dan
yang mengandung kemungkinan, antara yang kuat dan yang lemah di
dalam menunjukkan sifat thalak ba'in, maka dalam hal itu terdapat
perbedaan pendapat, semua ini kembali kepada hukum pokok tersebut.
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Malik berpendapat bahwa perkataannya tidak diterima dalam
kinayah zhahirah jika tidak bermaksud menthalak, karena pengertian
secara bahasa dan syar’i sebagai dalilnya, artinya bahwa lafazh-lafazh ini
umumnya hanya dilafazhkan oleh manusia dan yang dimaksud ialah
thalak, kecuali jika terdapat garinah yang menunjukkan selain itu. Malik
berpendapat bahwa perkataannya tidak diterima pada thalak yang dia
mengaku kurang dari tiga, karena lafazh-lafazh in1 secara zhahir
menunjukkan thalak ba ‘in, sedangkan thalak tidak terjadi kecuali khulu’
atau tiga di dalam pendapat yang masyhur menurutnya. Jika tidak terjadi
khulu’ —karena tidak ada harta pengganti— maka yang ada tinggal
thalak tiga dan itu terjadi pada istri yang telah digauli.

Berdasarkan pendapat ini di dalam madzhab Maliki muncul
pendapat bahwa thalak ba‘in terjadi tanpa harta pengganti dan tanpa
jumlah untuk dibenarkan dalam hal itu dan menjadi thalak satu ba ‘in.

Hujjah Syafi’i yaitu, jika terjadi ijma’, bahwa perkataannya
diterima mengenai thalak yang kurang dari tiga pada lafazh thalak yang
jelas, maka perkataannya lebih pantas untuk diterima pada lafazh
kinayah. Karena petunjuk lafazh yang jelas lebih kuat dari petunjuk
lafazh kinayah. Hampir madzhab Malikiyah berpendapat bahwa lafazh
thalak meskipun jelas dalam menthalak, tetapi tidak jelas dalam jumlah.
Di antara hujjah yang dimiliki oleh Syafi’i yaitu hadits Rukanah yang
telah dijelaskan, ‘ini juga merupakan madzhab Umar pada lafazh,
“Ikatanmu ada pada lehermu”. Hanya saja Syafi’i berpendapat bahwa
thalak pada lafazh kinayah yang jelas, jika berniat menthalak yang
kurang dari tiga, maka thalak tersebut adalah thalak raj’i, berdasarkan
hadits Rukanah yang telah dijelaskan.

Abu Hanifah berpendapat bahwa thalak tersebut ba 'in karena yang
dimaksud dengannya ialah memutus ikatan pernikahan dan tidak
menjadikannya thalak tiga, karena menurutnya thalak tiga merupakan
makna tambahan atas thalak ba ‘in.

Di antara masalah yang diperselisihkan oleh ulama generasi
pertama dan para fuqaha berbagai negeri dari pembahasan ini
(maksudnya, jenis masalah yang termasuk dalam pembahasan ini) yaitu:
lafazh keharaman (maksudnya, suami mengatakan kepada istrinya,
“Kamu haram atas diriku™:
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Pendapat pertama: Malik mengatakan bahwa lafazh ini pada istn
yang telah digauli diartikan dengan thalak sama sekali (maksudnya,
thalak tiga) sedangkan pada wanita yang belum digauli sesuai dengan
yang diniatkan, hal itu diqiyaskan dengan pendapatnya yang telah
dijelaskan di atas tentang lafazh kinayah yang jelas, ini juga pendapatnya
Ibnu Abi Laila, Zaid bin Tsabit dan Ali dari kalangan para sahabat.
Pendapat ini juga dikemukakan oleh para pengikutnya, kecuali Ibnu Al
Majisyun, karena dia mengatakan, tidak perlu berniat pada istri yang
belum digauli dan menjadi thalak tiga. Inilah salah satu pendapat dalam
masalah ini.

Pendapat kedua: Jika dengan lafazh tersebut suami berniat
menthalak tiga, maka itu menjadi thalak tiga; jika berniat menthalak satu,
maka menjadi thalak satu ba'in. Jika dia berniat mengucapkan sumpah,
maka itu menjadi sumpah yang harus dibayar kafarahnya. Jika dia tidak
berniat mengucapkan thalak dan juga sumpah, maka itu tidak ada artinya,
hanyalah suatu kedustaan. Pendapat ini dikemukakan oleh Ats-Tsauri.

Pendapat ketiga: Juga seperti yang diniatkan. Jika berniat
menthalak satu, maka terjadi thalak satu; atau berniat menthalak tiga,
maka terjadi thalak tiga; dan jika tidak berniat apapun, maka itu adalah
sumpah yang dia harus membayar kafarahnya. Pendapat ini
dikeumukakan oleh Al Auza’i.

Pendapat keempat: Berniat pada lafazh tersebut dalam dua hal;
dalam hal keinginan untuk menthalak dan dalam hal jumlahnya. Sesuatu
yang diniatkannya, maka terjadi sebagaimana yang dia niatkan. Jika dia
berniat menthalak satu, maka thalak tersebut adalah thalak raj’i dan jika
dia ingin mengharamkannya tanpa terjadi thalak, maka dia wajib
membayar kafarah sumpah. Ini adalah pendapat Syafi’i.

Pendapat kelima: Berniat juga dalam hal thalak dan bilangannya.
Jika berniat menthalak satu, maka thalak tersebut adalah thalak ba'in.
Jika tidak berniat menthalak, maka itu adalah sumpah, berarti dia telah
mengucapkan sumpah ila . Jika dia berniat suatu kedustaan maka hal itu
tidak ada artinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan para
pengikutnya.

Pendapat keenam: Bahwa lafazh tersebut adalah sumpah yang dia
harus membayar kafarah sebagaimana dia membayar kafarah sumpah.
Hanya saja sebagian mereka mengatakan, sumpah berat. Ini adalah
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pendapat Ibnu Umar, Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas dan sekelompok ulama
dari kalangan tabi’in. Ketika ditanya tentang hal itu, Ibnu Abbas
menjawab dengan firman Allah, “Sesungguhnya telah ada pada (diri)
Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.” (Qs. Al Ahzaab [33]: 21).
(HR. Al Bukhari dan Muslim®).

Dia juga berhujjah dengan firman Allah Ta’ala, “Wahai Nabi,
mengapa kamu mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah
untukmu.” (Qs. At-Tahniim [66]: 1)

Pendapat ketujuh: Bahwa keharaman wanita seperti keharaman air.
Dalam hal ini tidak ada kafarah dan tidak terjadi thalak, berdasarkan
firman Allah Ta’ala, “Janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik
yang telah Allah halalkan bagimu.” (Qs. Al Maa’idah [5]: 78)

Ini adalah pendapat Masrug, Al Ajda’, Abu Salamah bin
Abdurrahman, Asy-Sya’bi dan lainnya. Sedangkan yang dalam hal ini
mengatakan bahwa itu bukan sumpah berat; sebagian mereka
menetapkan kewajiban yang ada dalam zhihar, dan sebagian lainnya
mewajibkan agar memerdekakan budak.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah itu dinamakan sumpah atau
sebuah kinayah (sindiran), atau bukan sumpah dan bukan kinayah? Inilah
masalah pokok dari perselisihan yang terjadi pada lafazh-lafazh thalak.

Pasal kedua: Lafazh-lafazh thalak yang dibatasi

Thalak yang dibatasi tidak lepas dari dua hal: adakalanya
pembatasan dengan syarat atau pembatasan dengan istitsna
(pengecualian). Pembatasan dengan syarat tidak lepas dan; digantungkan
pada kehendak orang yang memiliki pithan atau digantungkan pada
terjadinya salah satu perbuatan yang akan datang atau pada keluarmya
sesuatu yang tidak diketahui kepada kenyataan berdasarkan pengakuan
orang yang menggantungkan thalak berupa sesuatu yang tidak bisa
diketahui kecuali setelah keluar kepada sesuatu yang bisa dirasakan atau
pada kenyataan, atau digantungkan pada sesuatu yang tidak ada jalan lagi
untuk menghadapinya baik yang mungkin ada atau tidak ada.

9%

Muttafag ‘Alaih. HR. Al Bukhari (5266), Muslim (1473), Ahmad (1/225), dan
Al Baihagi (7/350).
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Adapun masalah digantungkannya thalak pada kehendak, hal itu
tidak lepas dari digantungkan kepada kehendak Allah atau kehendak
makhluk:

Jika digantungkan dengan kehendak Allah, baik digantungkan
dalam bentuk syarat (seperti mengatakan; Kamu terthalak jika Allah
menghendaki) atau dalam bentuk pengecualian (seperti mengatakan;
Kamu terthalak kecuali jika Allah menghendaki):

1. Malik berpendapat bahwa pengecualian tidak ada pengaruhnya
sedikit pun pada thalak dan thalak tersebut harus terjadi.

2. Abu Hanifah dan Syafi’i berpendapat jika orang yang menthalak
memberikan pengecualian dengan kehendak Allah, maka tidak
terjadi thalak.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah pengecualian ity
berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang sekarang terjadi seperti
berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang akan datang atau tidak?
Hal itu karena thalak adalah perbuatan yang terjadi sekarang.

Ulama yang mengatakan tidak berhubungan, mereka berpendapat
bahwa pengecualian tidak berpengaruh pada thalak, tidak pula syarat
dengan kehendak. Adapun ulama yang mengatakan berhubungan, mereka
berpendapat bahwa pengecualian berpengaruh.

Adapun jika thalak digantungkan dengan kehendak orang yang
kehendaknya sah dan bisa dihubungkan dengan perbuatannya, maka
dalam madzhab Maliki tidak ada perbedaan pendapat bahwa thalak
tergantung pada pilihan orang yang menggantungkan thalak dengan
kehendaknya.

Adapun menggantungkan thalak dengan orang yang tidak memiliki
kehendak, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di dalam
madzhab Maliki:

(0 Pendapat yang mengatakan bahwa thalak menjadi keharusan
baginya.

(0 Pendapat lain mengatakan tidak menjadi keharusan baginya.
Anak kecil dan orang gila termasuk dalam makna ini.

Ulama yang menyamakannya dengan thalak yang bersifat senda
gurau, sedangkan thalak dengan senda gurau menurutnya bisa terjadi,
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mereka berpendapat bahwa thalak ini terjadi. Dan ulama yang
mempertimbangkan adanya syarat, mereka berpendapat bahwa thalak
tidak terjadi, karena syarat di sini tidak ada.

Adapun menggantungkan thalak dengan perbuatan yang akan
datang, maka perbuatan-perbuatan yang akan digantungkan itu ada tiga
macam:

Pertama, perbuatan yang kemungkinan terjadi atau tidak terjadi
sama, seperti masuk rumah dan datangnya Zaid. Maka dalam hal ini
terjadinya thalak tergantung adanya syarat, tanpa ada perbedaan
pendapat.

Kedua, perbuatan yang pasti terjadi, seperti terbitnya matahari
besok. Maka hal imi menurut Malik terjadi dengan sempurna dan menurut
Syafi’i dan Abu Hanifah terjadinya tergantung adanya syarat. Ulama
yang menyamakannya dengan syarat yang mungkin terjadi, mereka
berpendapat thalak tidak terjadi kecuali jika syarat tersebut terjadi.
Sementara ulama yang menyamakannya dengan menggauli istri yang
terjadi di waktu tertentu pada nikah mut’ah, karena itu adalah menggauli
yang dibolehkan sampai waktu tertentu, mereka berpendapat thalak
terjadi.

Ketiga, inilah yang biasa terjadi berdasarkan kebiasaan dan
terjadinya syarat dan kadang tidak terjadi, seperti menggantungkan thalak
pada kelahiran kandungan, datangnya haid dan suci. Dalam hal ini
terdapat dua riwayat dari Malik, yaitu pertama: thalak terjadi dengan
sempurna. Dan kedua: thalak terjadi berdasarkan adanya syarat pada
thalak tersebut, inilah yang sesuai dengan madzhab Abu Hanifah dan
Syafi’i.

Pendapat yang mengatakan bahwa thalak terjadi dengan sempurna
dalam hal ini dinilai lemah, karena menurutnya hal itu sama dengan
sesuatu yang harus terjadi. Dan perselisihan dalam hal ini sangat kuat.

Adapun menggantungkan thalak dengan syarat yang tidak diketahui
keberadaannya. Jika tidak ada jalan untuk mengetahuinya seperti
mengatakan, “Jika Allah pada hari ini menciptakan seekor ikan paus
dengan bentuk seperti ini di laut Qalzum, maka kamu terthalak.” Jadi,
sepengetahuan saya, tidak ada perbedaan di dalam madzhab Maliki
bahwa thalak dalam hal ini terjadi, adapun jika dia menggantungkannya
dengan sesuatu yang mungkin bisa diketahui keluarnya kepada kenyataan
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seperti mengatakan, “Jika kamu melahirkan anak perempuan maka kamu
terthalak.” Maka thalak tergantung pada keluarnya sesuatu tersebut
kepada kenyataan.

Adapun jika bersumpah dengan thalak, bahwa istrinya akan
melahirkan anak perempuan, maka menurutnya ketika itu thalak terjadi
jika melahirkan anak perempuan. Ini termasuk bab membuat berat,
sedangkan qiyas mengharuskan thalak tergantung pada keluarnya sesuatu
itu atau kebalikannya.

Di antara pendapat Malik yaitu: jika mengharuskan thalak pada
dirinya dengan syarat melakukan salah satu perbuatan, maka dia tidak
berdosa hingga dia melakukan perbuatan tersebut. Dan jika
mengharuskan thalak pada dirinya dengan syarat meninggalkan salah
satu perbuatan, maka dia berdosa hingga melakukannya dan menurutnya
dihentikan dari menggauli istrinya, jika dia enggan melakukan perbuatan
tersebut lebih banyak dari batasan waktu dalam sumpah ila’, maka
diberikan untuknya sampai batas sumpah ila".

Tetapi menurutnya tidak terjadi thalak hingga selesai perbuatan
tersebut, kalau perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang bisa selesai.
Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa dia tetap dalam
kebaikan hingga perbuatan tersebut selesai dan jika perbuatan tersebut
termasuk yang tidak bisa selesai, maka dia berada dalam kebaikan hingga
meninggal dunia.

Dari pembahasan ini, terjadi perselisihan di antara mereka tentang
menthalak sebagian tubuh istri atau sebagian thalak serta menyertakan
thalak atas thalak sebelumnya.

Adapun masalah menthalak sebagian tubuh istri:

1.  Malik mengatakan jika suami berkata, “Tanganmu atau kakimu
atau rambutmu terthalak,” maka istri terthalak karenanya.

2.  Abu Hanifah mengatakan tidak terthalak kecuali dengan menyebut
anggota tubuh yang mengungkapkan keseluruhan anggota tubuh
seperti kepala, hati dan kemaluan. Begitujuga menurutnya istri
terthalak jika suami menthalak sebagian dari tubuhnya, seperti
sepertiga atau seperempat. Sementara Daud berpendapat, tidak
terthalak.
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Begitu juga, jika suami mengatakan, “Aku menthalakmu setengah
thalak.” Maka menurut Malik istri terthalak. Karena semua ini
menurutnya tidak bisa dibagi. Sedangkan menurut ulama yang
menyelisihinya, jika bisa dibagi, maka tidak terjadi thalak.

Adapun masalah jika suami mengatakan kepada istri yang belum
digaulinya, “Kamu terthalak, kamu terthalak, kamu terthalak,” secara
berturut-turut, maka menurut Malik thalaknya terjadi tiga Kkali.
Sedangkan Abu Hanifah dan Syafi’i berpendapat: terjadi satu kali.

Ulama yang menyamakan pengulangan lafazh sama dengan
melafazhkan jumlah (maksudnya, dengan perkataannya, “Aku
menthalakmu tiga kali”), mereka berpendapat bahwa thalak tersebut
terjadi tiga kali. Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa lafazh
tersebut sama dengan satu lafazh, berarti telah terjadi thalak ba ‘in, tidak
terjadi thalak kedua dan ketiga. Tentang menyertakan thalak pada thalak
raj i tidak ada perbedaan pendapat di antara kaum muslim.

Adapun thalak yang dibatasi dengan pengecualian, hanya bisa
digambarkan pada jumlah saja; Jika menthalak salah satu jumlah dari
thalak, maka tidak lepas dari tiga hal:

Kemungkinan mengecualikan jumlah tersebut dengan jumlah itu
sendiri, seperti mengatakan, “Kamu terthalak tiga kali kecuali tiga” atau
“dua kali kecuali dua” dan kemungkinan mengecualikan bilangan yang
lebih sedikit.

Jika mengecualikan bilangan yang lebih sedikit, kemungkinan
mengecualikan bilangan yang lebih sedikit dari bilangan yang lebih
banyak dan kemungkinan mengecualikan bilangan yang lebih banyak
dari bilangan yang lebih sedikit:

Adapun jika mengecualikan bilangan (jumlah) yang lebih banyak
dari bilangan yang lebih sedikit, maka dalam hal ini terdapat dua
pendapat:

Pertama, bahwa pengecualian tersebut tidak sah, pendapat im
didasari oleh pendapat ulama yang melarang pengecualian lebih banyak
dari yang lebih sedikit.

Kedua, bahwa pengecualian itu sah, ini adalah pendapat Malik.

Adapun jika mengecualikan bilangan tersebut dengan bilangan itu
sendiri, seperti mengatakan, “Kamu terthalak tiga kali kecuali tiga™
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Malik mengatakan terjadi thalak, karena Malik meragukannya
tentang rujuknya orang tersebut. Jika tidak mengatakannya dengan
keraguan dan tujuan kata-katanya tersebut membuat mustahil
terjadinya thalak, maka tidak terjadi thalak. Seperti jika dia
mengatakan, “Kamu terthalak dan tidak terthalak bersama-sama”
karena terjadinya sesuatu bersamaan dengan kebalikannya adalah
mustahil.

Abu Muhammad bin Hazm berpendapat dengan pendapat yang
ganjil, dia mengatakan bahwa thalak tidak terjadi dengan sifat yang
sebelumnya tidak terjadi, juga dengan perbuatan yang tidak terjadi,
karena thalak itu tidak terjadi di saat terjadinya perbuatan tersebut,
kecuali dijatuhkan oleh orang yang menthalak pada saat itu. Serta
tidak ada dalil baik dari Al Qur'an, As-Sunnah serta jma’ atas
terjadinya thalak pada waktu orang yang menthalak belum
menjatuhkannya, hanya saja dia mengharuskan dirinya untuk
menjatuhkannya pada waktu itu. Jika kita katakan menjadi
keharusan, maka dia harus menghentikannya pada waktu itu hingga
dia menjatuhkan thalak. Inilah giyas pendapat dan hujjahnya yang
saya ketahui, meskipun saya sekarang tidak ingat hujjahnya tentang
hal ini.

Bab 11

Penjelasan Tentang Orang Yang dibolehkan Menjatuhkan Thalak

Para ulama sepakat bahwa seorang suami yang berakal, dewasa,

merdeka serta tidak dipaksa (boleh menjatuhkan thalak). Mereka berbeda
pendapat tentang thalak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa, orang
yang mabuk, orang yang sakit dan orang yang mendekati kedewasaan.

Mereka sepakat bahwa thalak orang yang sakit terjadi jika dia telah

sehat. Mereka berbeda pendapat apakah istri yang dithalak mendapatkan
warisan darinya, jika dia meninggal atau tidak.

160

Adapun masalah thalak orang yang dipaksa:

Malik, Syafi’i, Ahmad, Abu Daud dan sekelompok ulama
berpendapat bahwa thalaknya tidak terjadi, pendapat ini juga
dikemukakan oleh Abdullah bin Umar, Ibnu Az-Zubair, Umar bin
Al Khaththab, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas. Para pengikut
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Syafi’i membedakan antara orang tersebut berniat menthalak atau
tidak berniat apapun, jika dia berniat menthalak, maka terdapat dua
pendapat dari mereka: yang paling benar ialah menjadi keharusan
baginya dan jika tidak berniat menthalak, juga ada dua pendapat:
yang paling benar ialah bahwa hal itu tidak menjadi keharusan.

2. Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan, thalaknya terjadi.
Begitujuga pemerdekaan budaknya, sedangkan jual belinya tidak,
jadi mereka membedakan antara jual beli, thalak dan
memerdekakan budak.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah orang yang menthalak yang
disebabkan karena paksaan memiliki pilihan atau tidak. Karena dia tidak
dipaksa untuk mengucapkan lafazh, karena lafazh tersebut terjadi dengan
pilihannya. Sedangkan orang yang dipaksa pada hakikatnya yaitu orang
yang tidak memiliki pilihan sama sekali untuk menjatuhkan thalak. Dan
masing-masing dari kedua kelompok tersebut berhujjah dengan sabda
Nabi SAW:

ol o S //,/9‘54{/’ 5{0//.‘
e Vpn S GG 0 Uadt 2dl e )

“Diangkat dari umatku kesalahan, kelalaian dan sesuatu yang
mereka dipaksa atasnya.”"

Tetapi yang paling benar ialah bahwa orang yang dipaksa untuk
menthalak, meskipun mengucapkan lafazh tersebut berdasarkan
pilihannya, secara syari’at dia tetap dinamakan orang yang dipaksa,
berdasarkan firman Allah Ta’ala, “Kecuali orang yang dipaksa kafir
padahal hatinya tetap tenang dengan beriman (maka dia tidak berdosa).”
(Qs. An-Nisaa' [4]: 106).

Hanya saja Abu Hanifah membedakan antara jual beli dan thalak,
karena thalak diperberat urusannya, karena itu kesungguhan dan senda
guraunya sama.

Adapun thalak anak kecil:

1. Pendapat yang masyhur dari Malik yaitu tidak menjadi keharusan
baginya hingga dewasa. Di dalam Mukhtashar ma Laisa Fi Al
Mukhtashar dijelaskan bahwa menjadi keharusan baginya jika telah

°' Shahih. Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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menginjak usia dewasa. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad bin
Hanbal, jika dia mampu berpuasa di bulan Ramadhan.

2. Atha' berpendapat jika mencapai usia dua belas tahun, maka
thalaknya dibolehkan , pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Al
Khaththab.

Adapun thalak orang yang mabuk:
1. Jumhur fugaha berpendapat bahwa hal itu terjadi.

2. Sekelompok ulama —di antaranya Al Muzani dan sebagian para
pengikut Abu Hanifah— berpendapat tidak terjadi.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah hukum orang mabuk adalah
sama dengan hukum orang gila atau di antara keduanya terdapat
perbedaan.

Ulama yang mengatakan bahwa orang mabuk dan orang gila sama,
karena kedua-duanya kehilangan akal, padahal salah satu syarat taklif
(pembebanan syari’at) adalah berakal, mereka berpendapat bahwa
thalaknya tidak terjadi. Adapun ulama yang mengatakan ada perbedaan
di antara keduanya yaitu bahwa orang mabuk telah memasukkan
kerusakan pada akalnya dengan keinginannya sendiri, sedangkan orang
gila tidak seperti itu, maka mengharuskan thalak pada orang yang mabuk.
Itu termasuk bab memperberat hukuman kepadanya.

Para fugaha berbeda pendapat tentang apa yang menjadi keharusan
bagi orang yang mabuk dari hukum-hukum secara global dan yang tidak
menjadi keharusan baginya:

1. Malik berpendapat menjadi keharusan baginya; thalak,
memerdekakan budak dan gishash karena melukai atau membunuh
dan tidak menjadi keharusan baginya pernikahan dan jual beli.

2. Abu Hanifah mengharuskan semua hal.

3. Al-Laits mengatakan bahwa semua yang datang dari perkataan
orang yang mabuk, maka diangkat darinya dan tidak menjadi
keharusan baginya; thalak, memerdekakan budak, pernikahan, jual
beli dan tidak pula hukuman karena menuduh. Sedangkan semua
yang dilakukan oleh anggota tubuhnya, menjadi keharusan baginya,
maka dia dihukum karena meminum khamer, membunuh, berzina
dan mencuri. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan RA, dia
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berpendapat bahwa thalak orang yang mabuk tidak terjadi. Dan
sebagian ulama menganggap bahwa tidak ada seorang pun dari
kalangan para sahabat yang menyelisihi pendapatnya.

Sedangkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa thalak yang
dilakukan oleh setiap orang itu dibolehkan kecuali thalaknya orang
idiot, bukanlah nash yang mengharuskan terjadinya thalak bagi orang
mabuk, karena orang mabuk termasuk idiot sebab tertentu. Pendapat ini
dikemukakan oleh Abu Daud, Abu Tsaur, Ishaq dan sekelompok ulama
dari kalangan tabi’in (maksudnya, bahwa thalak orang mabuk tidak
menjadi keharusan baginya). Dari Syafi’i dalam hal ini memiliki dua
pendapat dan kebanyakan para pengikutnya memilih pendapatnya yang
sesuai dengan pendapat jumhur. Sedangkan Al Muzani yang termasuk
pengikutnya memilih pendapat bahwa thalaknya tidak terjadi.

Adapun orang sakit yang menthalak dengan thalak yang ba ‘in lalu
meninggal karena sakitnya:

1. Malik dan sekelompok ulama mengatakan istrinya mendapatkan
warisan darinya.

2. Syafi’i dan seckelompok ulama berpendapat tidak menerima
warisan.

Para ulama yang berpendapat bahwa istri menerima warisan,
terbagi menjadi tiga kelompok:

Kelompok yang mengatakan istrinya berhak mendapatkan warisan
selama masih dalam masa iddah. Di antara ulama yang menyatakan hal
ini ialah Abu Hanifah dan para pengikutnya serta Ats-Tsauri.

Kelompok lain mengatakan istrinya berhak mendapatkan warisan
selama belum menikah. Di antara ulama yang menyatakan pendapat ini
ialah Ahmad dan Ibnu Abi Laila.

Dan kelompok lain mengatakan, bahkan istrinya mendapatkan
warisan. Baik ketika masih dalam iddah atau tidak, baik sudah menikah
atau belum. Ini adalah pendapat Malik dan Al-Laits.

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka tentang wajibnya
mengamalkan  Sadd Adz-Dzarai’ (menutup jalan yang menuju

. kerusakan). Hal itu karena suami yang sedang sakit dituduh bahwa dia
menceraikan istrinya Ketika dia sakit untuk memutuskan warisan yang
menjadi bagian istri. Ulama yang mengatakan adanya Sadd Adz-Dzarai’
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mengharuskan istri mendapatkan warisan, sedangkan ulama yang tidak
mengatakan adanya Sadd Ad Dzarai’ dan melihat keharusan thalak, tidak
mengharuskan istri mendapatkan warisan, artinya kelompok ini
mengatakan jika thalak telah terjadi, maka semua hukum yang
berhubungan dengan thalak pun berlaku, karena mereka mengatakan
bahwa suami tidak mewarisinya jika istrinya meninggal dan jika tidak
terjadi, maka hubungan suami istri tetap ada dengan semua hukum yang
berhubungan dengannya. Maka lawan-lawan mereka harus memiliki
salah satu dari dua jawaban, karena sulit dikatakan bahwa dalam syart’at
ada salah satu macam thalak yang memiliki sebagian hukum thalak serta
memiliki sebagian hukum suami istri.

Lebih sulit dari itu ialah mengatakan perbedaan antara sah atau
tidak sah, karena ini merupakan thalak yang hukumnya tergantung pada
sah atau tidaknya. Semua ini termasuk yang sulit dikatakan dalam
syari’at. Tetapi para ulama yang menyatakan pendapat ini merasa senang
kerena itu adalah fatwa Utsman dan Umar, sehingga madzhab Maliki
menganggap bahwa itu merupakan ijma’ para sahabat dan ucapan mereka
tidak ada artinya, karena perselisihan dalam hal ini cukup terkenal dari
Ibnu Az-Zubair.

Adapun ulama yang berpendapat bahwa istri mendapatkan warisan
ketika masih dalam masa iddah, karena menurutnya masa iddah termasuk
sebagian hukum suami istri, seolah-olah menyamakannya dengan thalak
raj’i. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar dan Aisyah.

Adapun ulama yang mensyaratkan bahwa istri yang mendapatkan
warisan yaitu selama belum menikah, karena melihat ijma’ kaum mushim
dalam hal ini, yaitu bahwa seorang istri tidak menerima warisan dart dua
suami dan karena tuduhan itulah yang menjadi alasan menurut ulama
yang mengharuskan adanya warisan.

Mereka berbeda pendapat jika istri meminta thalak atau suami telah
memberikan hak tamlik kepada istrinya, lalu istri menthalak dirinya:

1.  Abu Hanifah mengatakan istri tidak mendapatkan warisan sama
sekali.

2. Al Auza’i membedakan antara hak tamlik dan thalak, dia
mengatakan istri tidak mendapatkan warisan pada masalah tamlik
dan mendapatkan warisan pada masalah thalak.
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3. Sedangkan Malik dalam hal ini menyamakan semuanya, sehingga
dia mengatakan, jika istri meninggal, maka suami tidak
mendapatkan warisan, sedangkan istri mendapatkan warsian jika
suami meninggal. Ini benar-benar menyelisihi hukum asal.

Bab II1

Penjelasan Tentang Wanita yang Bisa Dijatuhi Thalak dan Yang
Tidak Bisa

Adapun masalah tentang wanita yang bisa dijatuhi thalak: para
ulama sepakat bahwa thalak terjadi pada wanita yang berada dalam
ikatan pernikahan suami mereka, atau sebelum habis masa iddah-nya
dalam thalak raj’i. Dan thalak tidak terjadi pada wanita lain (maksudnya,
thalak yang digantungkan).

Adapun menggantungkan thalak pada wanita-wanita lain dengan
syarat menikahi mereka, seperti mengatakan, “Jika aku menikah dengan
si fulanah, maka dia terthalak.” dalam hal ini terdapat tiga pendapat di
antara ulama:

1.  Bahwa thalak tidak berhubungan dengan wanita lain sama sekali.
Baik orang yang menthalak melafazhkan secara umum atau khusus.
Ini adalah pendapat Syafi’i, Ahmad, Daud dan sekelompok ulama.

2. Bahwa hal itu berhubungan dengan pernikahan, baik orang yang
menthalak melafazhkan secara umum yaitu semua wanita atau
mengkhususkan, ini adalah pendapat Abu Hanifah dan sekelompok
ulama.

3.  Bahwa jika orang yang menthalak melafazhkan secara umum
meliputi semua wanita, maka tidak menjadi keharusan baginya dan
Jika melafazhkan secara khusus, maka menjadi keharusan baginya.
Ini adalah pendapat Malik dan para pengikutnya (maksudnya,
seperti mengatakan, “Setiap wanita yang akan aku nikahi dari Bant
fulan atau dari negeri ini, maka dia terthalak. Begitu juga
mengatakan “di waktu ini”. Menurut Malik mereka terthalak jika
dinikahi).
Sebab perbedaan pendapat: Apakah termasuk syarat terjadinya

thalak ialah adanya kepemilikan terlebih dahulu sebelum menthalak atau

bukan.
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Ulama yang mengatakan bahwa itu termasuk syaratnya, mereka
berpendapat thalak tidak tergantung pada wanita lain. Adapun ulama
yang mengatakan bukan termasuk syaratnya, hanya kepemilikan saja,
mereka berpendapat thalak bisa terjadi pada wanita lain.

Adapun perbedaan antara melafazhkan secara umum atau khusus:
merupakan istihsan (menilai suatu kebaikan) yang didasari atas
kemaslahatan. Yaitu jika seseorang melafazhkan secara umum, lalu kita
mengharuskan kepadanya lafazh umum tersebut, maka dia tidak
mendapatkan jalan untuk melakukan pernikahan yang halal, maka hal itu
adalah suatu beban berat dan cela baginya, seolah-olah itu termasuk bab
nadzar maksiat. Adapun jika melafazhkan secara khusus, urusannya tidak
seperti itu, jika kita mengharuskan thalak kepadanya.

Syafi’i berhujjah dengan hadits Amru bin Syu’aib dari bapaknya,
dari kakeknya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

P

& 5 N B Y
“Tidak ada thalak kecuali setelah menikah.”*?

Di dalam riwayat lain:

LU Y G Gl Y B Y LS G Y
“Tidak ada thalak, pada istri yang tidak dimilikinya dan tidak ada
pemerdekaan budak pada budak yang tidak dimilikinya.”

Hadits ini diriwayatkan dari Ali®>, Mu’adz’, Jabir bin Abdullah®,
Ibnu Abbas’® dan Aisyah®’. Pendapat yang sama dengan pendapat Abu

2 Hasan. HR. Abu Daud (2190), At-Tirmidzi (1181), Ibnu Majah (2047), Ath-

Thayalisi (1610), Ibnu Al Jarud (743), Al Baihaqi (7/318), dan dinilai hasan
oleh Al Albani di dalam Shahih Abu Daud.

Hadits Ali ini diriwayatkan oleh Tbnu Majah (2049), Ibnu Al Ja’d (245), Al
Baihagi (7/320, 461), Al Albani mengatakan di dalam Shahih Ibnu Majah:
Shahih lighairihi.

Hadits Mu’adz diriwayatkan oleh Abd bin Humaid (321), Ad-Daruquthni
(4/17), dan Ath-Thabrani (20/166).

% Hadits Jabir diriwayatkan oleh Ath Thayalisi (1682).

% Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al Hakim (2/419), dan dinilai shahih
olehnya.

Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (4/15), dal Al Baihagi (7/321).
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Hanifah diriwayatkan juga dari Umar dan Ibnu Mas’ud. Sekelompok
ulama menilai dha ’if riwayat dari Umar RA tersebut.

Rujuk Setelah Thalak

Karena thalak terjadi dalam dua macam: ba’in dan raj i, sedangkan
hukum-hukum rujuk setelah thalak ba ‘in berbeda dengan hukum-hukum
rujuk setelah thalak raj i, maka dalam bab ini harus ada dua bab:

Bab 1
Hukum-Hukum Rujuk dalam Thalak Raj’i

Kaum muslim sepakat bahwa suami memiliki hak merujuk istrinya
pada thalak raj’i, selama masih dalam masa iddah, tanpa
mempertimbangkan keridhaan istri, berdasarkan firman Allah Ta ‘ala:

“Dan suami-suami mereka lebih berhak merujuki mereka (istri-
istri) dalam masa menanti (iddah) itu.” (Qs. Al Baqarah [2]: 228).

Mereka berbeda pendapat apakah persaksian merupakan syarat
sahnya rujuk atau tidak. Begitujuga mereka berbeda pendapat apakah
bisa sah dengan menggauli istri.

Tetang persaksian:
1.  Malik berpendapat bahwa rujuk adalah disunahkan.
2.  Sedangkan Syafi’i berpendapat bahwa rujuk adalah wajib.

Sebab perbedaan pendapat. Pertentangan antara qiyas dengan
zhahir nash. Yaitu zhahir firman Allah 7a’ala:

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara
kamu.” (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

Mengandung arti wajib: Sedangkan menyamakan hak ini dengan
semua hak yang dimiliki oleh manusia mengandung arti persaksian tidak
wajib. Maka menggabungkan antara qiyas dan ayat tersebut ialah
mengartikan ayat tersebut sebagai suatu yang sunah.

Adapun perselisihan mereka tentang sesuatu yang dengannya rujuk
bisa terjadi (cara melakukan rujuk):
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1.  Sekelompok ulama mengatakan rujuk tidak bisa terjadi kecuali
dengan perkataan saja. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi’i.

2. Sekelompok ulama lain mengatakan merujuk istri bisa dilakukan
dengan menggaulinya. Ulama yang mengatakan hal ini terbagi
menjadi dua pendapat:

Pendapat yang mengatakan rujuk tidak sah dengan hanya
menggauli, kecuali jika suami berniat merujuk, karena perbuatan menurut
mereka sama kedudukannya dengan ucapan, harus dengan niat. Ini adalah
pendapat Malik.

Sedangkan Abu Hanifah membolehkan rujuk dengan menggauli
jika berniat merujuk dan juga tanpa niat.

Syafi’i menggiyaskan rujuk dengan pernikahan: Allah telah
memerintahkan pernikahan agar dilakukan dengan persaksian. Sedangkan
persaksian tidak bisa dilakukan kecuali melalui ucapan.

Sebab perselisihan antara Malik dan Abu Hanifah yaitu: Abu
Hanifah berpendapat bahwa wanita yang dithalak raj’'i menurutnya dapat
menjadikan halal untuk menggauli istri, digiyaskan dengan istri yang
terkena sumpah ila’ dan yang terkena zhihar dan karena kepemilikan
belum terpisah darinya. Karena itu keduanya saling mewarisi. Sedangkan
menurut Malik, bahwa menggauli wanita yang dithalak raj i hukumnya
haram hingga dia merujuknya, dan menurutnya harus ada niat. Inilah
perselisihan mereka tentang syarat sah rujuk.

Mereka berbeda pendapat tentang batasan yang dibolehkan bagi
suami untuk melihat istri yang dithalak raj’i selama masih dalam masa
iddah:

1. Malik mengatakan tidak boleh berduaan dengannya, tidak boleh
masuk menemuinya kecuali dengan izinnya, tidak boleh melihat
rambutnya dan tidak mengapa makan bersamanya, jika ada orang
lain bersama mereka berdua. Ibnu Al Qasim meriwayatkan bahwa
Malik merevisi kembali pendapatnya tentang membolehkan makan
bersamanya.

2. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa wanita yang dithalak
raj'i boleh berhias untuk suaminya, memakai wangi-wangian,
bersolek, menampakkan jari-jarinya dan celak. Pendapat ini juga
dikemukakan oleh Ats-Tsauri, Abu Yusuf dan Al Auza’i
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Semuanya mengatakan, tidak boleh masuk untuk menemuinya,
kecuali jika istri mengetahui masuknya suami dengan ucapan atau
gerakan seperti berdehem atau suara sandal. :

Dalam pembahasan ini mereka berbeda pendapat tentang laki-laki
yang menthalak istrinya satu kali thalak raj’i, sedangkan dia tidak ada
(dalam bepergian) kemudian merujuknya, lalu yang sampai kepada
istrinya yaitu berita thalak, sedangkan berita rujuk tidak sampai
kepadanya, kemudian istri menikah lagi ketika iddah-nya selesai:

1.  Malik berpendapat bahwa wanita itu menjadi milik laki-laki yang
menjalin akad nikah dengannya, baik telah menggaulinya atau
belum. Ini merupakan pendapatnya yang terdapat dalam A/
Muwaththa’, pendapat ini juga dikemukakan oleh Al Auza’i dan
Al-Laits. ‘

Ibnu Al Qasim meriwayatkan darinya bahwa dia merevisi kembali
dari pendapatnya yang pertama dan dia mengatakan baha suami
yang pertama lebih berhak menikah dengannya, kecuali jika yang
kedua telah menggaulinya.

Pendapat yang pertama dikemukakan oleh para ulama Madinah dari
para pengikutnya, mereka mengatakan bahwa Malik tidak merevisi
pendapatnya, karena dia cantumkan di dalam Al Muwaththa’
sampai meninggalnya dan kitab tersebut dibacakan kepadanya. Ini
juga pendap‘at Umar bin Al Khaththab dan Malik meriwayatkan
darinya di dalam A/ Muwaththa'.

2. Adapun Syafi’i, ulama Kufah, Abu Hanifah dan lainnya
mengatakan bahwa suami pertama yang telah merujuknya lebih
berhak menikah dengannya, baik suami kedua telah menggaulinya
atau belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Daud, dan Abu Tsaur.
Pendapat ini diriwayatkan juga dari Ali dan inilah yang paling
benar. Telah diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab RA, bahwa
dalam masalah ini dia mengatakan, “Sesungguhnya suami yang
merujuknya diberikan pilihan antara wanita itu menjadi istrinya
atau meminta kembali mahar yang dia berikan kepadanya.”

Hujjah Malik dalam riwayat pertama, yaitu hadits yang
diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Sa’id
bin Al Musayyab, bahwa dia mengatakan, “Sunnah telah berlaku tentang
orang yang menceritakan istrinya kemudian merujuknya, tetapi dia

Bidayatul Mujtahid 169



menyembunyikan rujuknya, hingga istrinya menjadi halal, lalu istrinya
menikah dengan suami lain: maka dia tidak memiliki apapun atas urusan
istrinya, tetapi istrinya menjadi milik orang yang menikahinya.” Suatu
pendapat mengatakan bahwa hadits ini hanya diriwayatkan dari Ibnu
Syihan saja.

Hujjah kelompok pertama: Para ulama telah sepakat bahwa rujuk
itu sah, meskipun istri tidak mengetahuinya, dengan dalil bahwa mereka
telah sepakat bahwa suami pertama lebih berhak menikah dengannya
sebelum dia menikah lagi. Jika rujuknya sah, maka pernikahan yang
kedua tidak sah. Jadi pernikahan dengan orang lain tidak ada
pengaruhnya untuk membatalkan rujuk, baik sebelum menggauli atau
sesudahnya. Inilah pendapat yang paling benar insya Allah. Pendapat ini
diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari
Samurah bin Jundub, bahwa Nabi SAW bersabda:

P
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“Wanita mana saja yang dinikahi oleh dua orang, maka wanita itu
menjadi milik orang yang pertama. Dan barangsiapa yang menjual suatu
barang kepada dua orang, maka penjualan itu untuk orang yang
pertama.”®®

Bab I1
Hukum-Hukum Rujuk dalam Thalak Ba'in

Thalak ba ‘in bisa terjadi dengan thalak yang kurang dari tiga: yaitu
terjadi pada wanita yang belum digauli tanpa ada perbedaan pendapat.
Serta pada wanita yang melakukan khulu’ dengan perbedaan pendapat
dalam hal ini; apakah bisa juga terjadi tanpa ada pengganti, dalam hal ini
juga terdapat perbedaan pendapat. Hukum rujuk setelah terjadi thalak ini
adalah hukum permulaan nikah (maksudnya, tentang disyaratkannya
mahar, wali dan keridhaan), hanya saja dalam hal ini menurut jumhur
tidak dipertimbangkan selesainya iddah. Sekelompok ulama berpendapat
dengan pendapat yang ganjil, mereka mengatakan bahwa wanita yang

% Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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melakukan khulu’ tidak bisa dinikahi oleh suaminya saat iddah dan tidak
pula oleh orang lain. Sepertinya mereka berpendapat bahwa larangan
nikah pada masa iddah adalah suatu ibadah. '

Adapun thalak ba'in dengan tiga kali thalak: Semua ulama
sependapat bahwa wanita yang telah dithalak tiga kah, tidak halal bagi
suaminya yang pertama, kecuali setelah digauli (oleh suami kedua),
berdasarkan hadits Rifa’ah:
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“Bahwa dia menthalak istrinya, Tamimah binti Wahb tiga kali pada
masa Rasulullah SAW. Lalu dia menikah dengan Abdurrahman bin Az-
Zubair. Kemudian Abdurrahman berpaling darinya dan tidak mampu
menggaulinya, lalu dia menceraikannya. Lalu Rifa’ah, suaminya yang
pertama hendak menikahinya dan melaporkan hal itu kepada Rasulullah
SAW. Maka beliau melarangnya dan bersabda, “Dia tidak halal bagimu
hingga ia merasakan manis madunya (berhubungan intim).”*

Sa’id bin Jubair berpendapat dengan pendapat yang ganjil, dia
mengatakan dibolehkan untuk kembali kepada suaminya yang pertama
dengan akad yang sama, berdasarkan keumuman firman Allah 7a’ala:
“Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua),
maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan
suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya,
maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri)
untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan

99

Muttafaq ‘Alaih. HR. Al Bukhari (2639, 5265, 5317, 5792), Muslim (1433),
Abu Daud (2309), At-Tirmidzi (1118), An-Nasa'i (6/146), Ibnu Majah (1932),
Ahmad (6/24, 37, 193, 226, 229), Ad-Darimi (2/161), Ath-Thayalisi (1560),
semuanya dari Aisyah RA.

Bidayatul Mujtahid 171



hukum-hukum  Allah. Itulah  hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya
kepada kaum yang mau mengetahui.” (Qs. Al Bagarah [2]: 230)

Kata nikah yang diartikan sebagai akad nikah. Masing-masing
mereka mengatakan, bertemunya dua alat kelamin bisa menjadikan istri
halal, kecuali Al Hasan Al Bashri, dia mengatakan tidak halal kecuali
dengan menggaulinya disertai keluarnya air mani.

Jumhur ulama berpendapat bahwa menggauli yang mengharuskan
adanya hukuman, membatalkan puasa dan haji, menghalalkan wanita
yang dithalak, menjaga suami istri (bahwa keduanya sudah menikah) dan
mengharuskan mahar yaitu bertemunya dua alat kelamin.

Malik dan Ibnu Al Qasim mengatakan tidak menjadikan halal
wanita yang dithalak kecuali menggaulinya yang dibolehkan —yaitu
yang terjadi pada akad nikah yang sah—, bukan ketika puasa, haji, haid
atau i’tikaf. Dan menurut keduanya menggauli wanita dzimmi yang
dilakukan oleh laki-laki dzimmi tidak menjadikan halal bagi laki-laki
muslim, serta menggauli yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa.

Dalam hal ini keduanya ditentang oleh Syafi’i, Abu Hanifah, Ats-
Tsauri, dan Al Auza’i, mereka mengatakan bahwa menggauli bisa
menjadikan halal meskipun terjadi pada akad nikah yang tidak sah atau
waktu yang tidak dibolehkan . Begitujuga menggauli yang dilakukan
oleh orang yang hampir dewasa menurut mereka bisa menjadikan halal,
serta menggauli wanita dzimmi yang dilakukan oleh laki-laki dzimmi
menjadikan halal bagi laki-laki muslim. Demikian pula orang gila
menurut mereka dan laki-laki yang dipotong kemaluannya dan masih ada
sebagian alat kelamin yang dimasukkan ke dalam kemaluan.

Perselisihan pendapat dalam hal ini semuanya kembali kepada;
apakah kata nikah mencakup pergaulan yang tidak sempurna atau tidak.

Dari pembahasan ini mereka berbeda pendapat tentang nikah
muhallil (maksudnya, jika menikahi wanita tersebut dengan syarat untuk
menghalalkan suaminya yang pertama):

1. Malik berpendapat pernikahan tersebut tidak sah, dibatalkan
sebelum menggauli dan sesudahnya, dan syaratnya juga tidak sah,
tidak halal karenanya, serta menurutnya dalam hal ini keinginan
wanita agar menjadi halal tidak diperhitungkan, tetapi yang
diperhitungkan ialah keinginan laki-laki.
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2. Syafi’i dan Abu Hanifah mengatakan pernikahan tersebut
dibolehkan dan niat dalam hal ini tidak berpengaruh. Pendapat ini
juga dikemukakan oleh Daud dan sekelompok ulama, mereka
mengatakan, pernikahan tersebut bisa menjadikan halal bagi suami
yang menthalak tiga kali.

3. Sebagian mercka mengatakan pernikahan tersebut dibolehkan dan
syaratnya batal (maksudnya, tidak bisa menjadikan halal) ini adalah
pendapat Ibnu Abu Laila dan diriwayatkan dari Ats-Tsauri.

Malik dan para pengikutnya berdalil dengan hadits yang
diriwayatkan dari Nabi SAW, dari hadits Ali bin Abi Thalib, Ibnu
Mas’ud, Abu Hurairah dan Ugbah bin Amir, bahwa beliau SAW
bersabda:

TS AT T

“Allah melaknat orang yang melakukan nikah muhallil dan orang
vang dihalalkan untuknya.”'®

Laknat Allah kepadanya seperti laknat kepada orang yang makan

’ harta riba dan peminum khamer, ini menunjukkan larangan dan larangan

’ menunjukkan tidak sahnya sesuatu yang dilarang. Pernikahan yang sesuai
dengan syarat tidak dinamakan pernikahan yang dilarang.

Kelompok yang lain, berpegang dengan keumuman firman Allah
Ta’ala, “Hingga kawin dengan suami yang lain.” (Qs. Al Baqarah [2]:
230)

Ini juga disebut sebagai orang yang menikah. Dan mereka
mengatakan bahwa pengharaman nikah dengan maksud menghalalkan
(tahlil) bukan berarti menunjukkan bahwa tidak adanya maksud tersebut
merupakan syarat sahnya pernikahan. Sebagaimana larangan shalat di
rumah hasil rampasan bukan berarti bahwa termasuk syarat sahnya shalat
adalah sahnya kepemilikan tempat atau izin dari yang memilikinya dalam
hal itu. Mereka mengatakan jika larangan menunjukkan tidak sahnya
akad nikah, maka lebih pantas untuk tidak menunjukkan batalnya nikah
untuk menjadikan halal.

' Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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Hanya saja Malik tidak mempertimbangkan maksud si wanita,
karena jika laki-laki tersebut tidak menyetujui wanita tersebut akan
maksudnya, maka maksud wanita tersebut tidak ada artinya, padahal
thalak tidak berada di tangannya.

Mereka berbeda pendapat; apakah pernikahan bisa menghapus
thalak yang kurang dari tiga:

1. Abu Hanifah mengatakan bisa menghapus.

2. Malik dan Syafi’i mengatakan tidak bisa menghapus (maksudnya,
jika seorang wanita menikah sebelum thalak yang ketiga dengan
selain suami pertama, kemudian suami pertama menikah lagi
dengannya, apakah menghitung thalak pertama atau tidak? Ulama
yang berpendapat bahwa thalak yang ketiga ini dikhususkan dengan
syari’at, mereka mengatakan thalak yang kurang dari tiga tidak bisa
dihapus pada dirinya. Dan ulama yang berpendapat bahwa jika
yang ketiga bisa dihapus, maka lebih pantas thalak yang kurang
dari itu bisa dihapus, mereka mengatakan, thalak yang kurang dari
dua bisa dihapus. Wallahu a’lam).

Hukum-Hukum Istri Yang Dithalak
Pada bahasan ini terdapat dua bab:

Bab 1
Iddah
Bab ini terbagi menjadi dua pasal:
Pasal pertama: Iddah istri
Pembahasan tentang iddah istri terbagi menjadi dua macam:
Pertama: Pengetahuan tentang iddah

Setiap istri adalah; adakalanya merdeka dan adakalanya budak.
Masing-masing dari dua orang ini, jika dithalak, maka tidak lepas dari
dua kemungkinan; antara telah digauli atau belum digauli.

Adapun istri yang belum digauli, maka tidak ada iddah baginya
dengan dalil ijyjma’, berdasarkan firman Allah Ta’ala, “Maka sekali-kali
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tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta
menyempurnakannya.” (Qs. Al Ahzaab [33]: 49).

Adapun istri yang telah digauli, maka tidak lepas dari dua
kemungkinan; antara wanita yang mengalami haid atau tidak.

Dan wanita yang tidak mengalami haid; kemungkinan masih kecil
atau kemungkinan sudah putus haidnya.

Wanita yang mengalami haid; kemungkinan wanita hamil,
kemungkinan wanita mengalami haid sesuai kebiasaannya, kemungkinan
berhenti haidnya dan kemungkinan mengalami istihadhah (pendarahan).

Wanita yang berhenti haidnya pada usia haid: kemungkinan
diragukan karena kehamilan (maksudnya, karena perasaan yang terjadi di
dalam perutnya) dan kemungkinan tidak diragukan. Wanita yvang tidak
diragukan kemungkinan dikenal sebab terputusnya haid karena susuan
atau sakit dan kemungkinan tidak dikenal.

Adapun wanita-wanita yang mengalami haid, merdeka serta
haidnya berjalan sesuai kebiasaannya: iddah mereka yaitu tiga kali quru’
(tiga kali suci atau tiga kali haid), wanita yang hamil di antara mereka
iddah-nya sampai melahirkan kandungannya, dan wanita yang sudah
putus haidnya di antara mereka iddah-nya tiga bulan. Dalam hal ini tidak
ada perselisihan pendapat, karena telah ditegaskan di dalam firman Allah
Ta’ala,

“Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu)
tiga kali quru’.” (Qs. Al Baqarah [2]: 228). Dan seterusnya.

Dan didalam firman Allah 7a’ala, “Dan permpuan-perempuan
yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-peremuan jika
kamu ragu-ragu (tentang masa iddah-nya) maka iddah mereka adalah
tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan yang tidak haid. Dan
perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai
mereka melahirkan kandungannya.” (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4). Dan
seterusnya.

Dari ayat ini mereka berbeda pendapat tentang makna quru .

1.  Sekelompok ulama mengatakan bahwa quru’ ialah beberapa kali
suci (maksudnya, masa di antara dua darah haid).

Bidayatul Mujtahid 175



2. Sekelompok ulama lain mengatakan bahwa guru’ ialah darah haid
itu sendiri. Para ulama yang mengatakan bahwa quru’ adalah
beberapa kali suci, baik dari kalangan fugaha berbagai negeri yaitu
Malik, Syafi’i, jumhur ulama madinah, Abu Tsaur dan sekelompok
ulama. Sedangkan dari kalangan sahabat yaitu Ibnu Umar, Zaid bin
Tsabit dan Aisyah.

Di antara ulama yang mengatakan bahwa quru’ adalah haid, dari
kalangan fuqaha berbagai negeri yaitu Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Al
Auza’i, Ibnu Abi Laila dan sekelompok ulama. Sedangkan dari kalangan
sahabat yaitu Ali, umar bin Al Khaththab, Ibnu Mas’ud dan Abu Musa Al
Asy’ari.

Al Atsram menceritakan dari Ahmad, bahwa dia mengatakan, para
pembesar dari kalangan sahabat Rasulullah SAW mengatakan, quru’
adalah haid. Diceritakan pula dari Asy-Sya’bi bahwa itu adalah pendapat
sebelas atau dua belas dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW.

Adapun Ahmad bin Hanbal, riwayat darinya berbeda-beda:
diriwayatkan darinya bahwa dia pernah mengatakan bahwa quru’ adalah
waktu suci. Berdasarkan pendapat Zaid bin Tsabit, Ibnu Umar dan
Aisyah, kemudian sekarang saya berhenti karena pendapat Ibnu Mas’ud
dan Ali bahwa quru’ adalah haid.

Perbedaan antara kedua pendapat tersebut ialah: Ulama yang
berpendapat bahwa quru’ adalah suci, mereka berpendapat bahwa
seorang istri yang boleh dirujuk jika telah masuk pada haid ketiga, maka
suaminya tidak bisa rujuk lagi dan dia halal bagi suami lain. Dan ulama
yang berpendapat bahwa quru” adalah haid, maka dia belum halal hingga
selesai dari haid yang ketiga.

Sebab perbedaan pendapat: kata quru’ yang memiliki banyak
arti, karena kata tersebut di dalam bahasa Arab dikatakan berdasarkan
batasan yang sama yaitu, haid dan suci. Kedua kelompok tersebut
berusaha menunjukkan bahwa kata quru’ di dalam ayat jelas
menunjukkan makna yang diyakininya.

Para ulama yang mengatakan bahwa quru " adalah suci, berpendapat
bahwa bentuk jamak ini khusus untuk kata a/ gar’u yang berarti suci,
karena kata al gar'u yang berarti haid bentuk jamaknya adalah agraa’
bukan quru’, mereka meriwayatkan hal itu dari Al Anbari. Mereka juga
mengatakan bahwa haid adalah bentuk kata yang mu ‘annats, sedangkan
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thuhr (suci) adalah mudzakkar. Seandainya kata al/ qar'u yang
dimaksudkan ialah haid, maka pada jamaknya tidak terdapat huruf ha’,
karena huruf A«¢’ tidak terdapat pada jamak mu annats pada kata yang
kurang dari sepuluh. Mereka juga mengatakan bahwa pembentukkan kata
menunjukkan hal itu, karena kata al qar 'u terbentuk dari kata gara’tu al
maa’a fi al haudhi (artinya: aku mengumpulkan air di kolam) jadi waktu
berkumpulnya darah adalah waktu suci, maka ini pendapat terkuat yang
dipegang kelompok pertama dari zhahir ayat.

Adapun dalil yang dipegang oleh kelompok kedua dari zhahir ayat,
mereka mengatakan, bahwa firman Allah 7a’ala, “Tiga kali quru’.” Jelas
menunjukkan kesempurnaan masing-masing quru  darinya, karena
penyebutaan kata al gar'u untuk sebagian al gar'u adalah melampaui
batas. Jika quru’ digambarkan bahwa arti yang benar adalah suci,
memungkinkan iddah menurut mereka dengan dua guru’ atau sebagian
quru’. Karena menurut mereka wanita ber-iddah dengan masa suci ketika
dithalak, walaupun sebagian besarnya telah berlalu. Jika seperti itu, maka
tidak tidak bisa dinamakan tiga kali kecuali hanya melampaui batas saja,
sedangkan kata tiga kali jelas pada kesempurnaan masing-masing quru’
tersebut. Jadi hal itu tidak sesuai kecuali quru " itu diartikan haid, karena
telah terjadi 1jma’ bahwa seorang istri jika dithalak ketika haid, maka
tidak menghitung waktu haid tersebut.

Masing-masing dani kedua kelompok tersebut memiliki berbagai
hujjah yang sama dari segi lafazh al gar’u, tetapi yang diterima oleh
orang-orang yang pandai bahwa ayat tersebut masih bersifat global dalam
menjelaskan hal itu padahal dalilnya harus dicari dari segi yang lain.

Di antara dalil yang paling kuat yang dipegang oleh ulama yang
berpendapat bahwa quru’ adalah suci yaitu hadits Ibnu Umar yang telah
dijelaskan dan sabda Nabi SAW:
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“Perintahkanlah dia agar merujuk istrinya sehingga ia haid
kemudian suci, kemudian haid lalu suci, kemudian jika mau dia boleh
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menceraikannya sebelum menggaulinya. Maka itulah iddah yang
diperintahkan oleh Allah untuk istri-istri yang dithalak.”"""

Mereka mengatakan, serta ijma’ mereka bahwa thalak sunni tidak
terjadi kecuali ada waktu suci yang belum digauli. Dan sabda Nabi SAW:
“Maka itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk istri-istri yang
dithalak.” Merupakan dalil yang cukup jelas bahwa iddah adalah suci,
supaya thalak tersebut bersambung dengan iddah. Dan mungkin sabda
Nabi “Maka itulah iddah™ bisa diartikan bahwa masa tersebut adalah
masa untuk menghadapi iddah, supaya quru’ tidak terbagi-bagi dengan
thalak pada waktu haid.

Dan dalil paling kuat yang dipegang oleh kelompok kedua yaitu
bahwa iddah hanya disyari’atkan untuk kekosongan rahim. Dan
kekosongan rahim hanya terjadi dengan haid, tidak dengan suci, karena
itu iddah istri yang sudah putus haidnya adalah dengan beberapa hari,
jadi haid merupakan sebab iddah dengan quru’, maka quru’ harus
diartikan haid. Ulama yang mengatakan bahwa guru’ adalah suci
berhujjah bahwa yang dipertimbangkan untuk kekosongan rahim ialah
perpindahan dari suci ke haid, bukan selesainya haid, maka tidak ada
artinya untuk haid yang terakhir. Jika demikian, maka bilangan tiga yang
dipertimbangkan adalah harus sempurna. (maksudnya, yang disyaratkan)
ialah masa suci yang ada di antara dua haid. Dan kedua kelompok
tersebut memiliki berbagai hujjah yang panjang.

Madzhab Hanafi lebih kuat dari segi makna. Sedangkan hujjah
mereka dari segi dalil naqli sama atau hampir sama.

Para ulama yang mengatakan bahwa iddah adalah suci tidak
berbeda pendapat, bahwa hal itu selesai dengan masuknya istri tersebut
pada haid yang ketiga. Dan para ulama yang mengatakan bahwa quru’
adalah haid berbeda pendapat:

1. Ada yang mengatakan selesai dengan terhentinya darah dari haid
yang ketiga, pendapat ini dikemukakan oleh Al Auza’i.

2. Pendapat lain mengatakan hingga mandi dari haid yang ketiga,
pendapat ini dikemukakan oleh Umar bin Al Khaththab, Ali dan
Ibnu Mas’ud dari kalangan para sahabat, serta dari kalangan fugaha
yaitu Ats-Tsauri dan Ishaq bin Ubaid.

"' Shahih. telah dijelaskan takhrijnya.
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3. Pendapat lain mengatakan hingga berlalunya waktu shalat yang dia
suct pada waktu itu.

4.  Pendapat lain mengatakan bahwa suami bisa merujuknya meskipun
terus menerus mandi selama dua puluh tahun, pendapat ini
diriwayatkan dari Syarik.

5.  Pendapat lain juga mengatakan, selesai dengan masuknya istri
tersebut pada haid yang ketiga, ini juga pendapat yang ganjil. Inilah
keadaan wanita yang mengalami haid.

Adapun istri yang dithalak, lalu tidak mengalami haid, padahal dia
berada dalam usia haid dan tidak ada keraguan tentang adanya kehamilan
dan juga tidak ada sebab karena menyusui dan tidak pula karena sakit,
maka menurut Malik istri tersebut menunggu selama sembilan bulan; jika
tidak haid pada bulan-bulan itu, maka menunggu iddah selama tiga
bulan.

Jika mengalami haid sebelum selesainya tiga bulan tersebut, maka
dianggap haid dan dia menghadapi masa haid berikutnya. Jika telah
berlalu sembilan bulan sebelum mengalami haid yang kedua, maka dia
menunggu iddah selama tiga bulan. Jika mengalami haid sebelum
selesainya tiga bulan tersebut dari tahun kedua, maka dia menunggu haid
yang ketiga. Jika telah berlalu sembilan bulan sebelum mengalami haid,
maka dia menunggu iddah selama tiga bulan. Jika mengalami haid yang
ketiga pada tiga bulan tersebut, berarti dia telah menyempurnakan
bilangan haid dan iddah-nya telah sempurna dan suaminya dibolehkan
merujuknya selama belum halal.

Riwayat dari Malik berbeda-beda, kapan dimulainya iddah
sembilan bulan:

1.  Dikatakan, dari hari ketika ia dithalak, ini adalah pendapatnya yang
terdapat dalam Al Muwaththa’.

2. Ibnu Al Qasim meriwayatkan darinya; sejak har terputus haidnya.

3.  Abu Hanifah, Syafi’i dan jumhur mengatakan tentang istri yang
haidnya terputus padahal dia mulai menginjak usia terputus: Bahwa
istri tersebut selamanya harus menunggu hingga memasuki usia
yang kira-kira dia berhenti dari haidnya, dan ketika itu dia
melakukan iddah beberapa bulan dan haid sebelum itu.
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Pendapat Malik diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab dan Ibnu
Abbas. Sedangkan pendapat jumhur merupakan pendapat Ibnu Mas’ud
dan Zaid.

Dalil yang dijadikan pegangan oleh Malik dari segi makna, yaitu:
Bahwa maksud dari iddah hanyalah kekosongan rahim berdasarkan
prasangka kuat, dengan dalil bahwa wanita yang hamil kadang
mengalami haid. Kalau demikian, maka iddah-nya wanita yang sedang
hamil sudah cukup untuk mengetahui kekosongan rahim, bahkan itu
menjadi sebuah kepastian mengenai hal itu. Kemudian menunggu iddah
selama tiga bulan seperti iddah-nya istri yang sudah tidak haid lagi. Jika
mengalami haid sebelum sempurna satu tahun, maka dia dihukumi
sebagai istri yang masith mengalami haid dan dengan itu dihitung satu
quru’, kemudian menunggu quru’ yang kedua atau satu tahun sampai
berlalunya tiga kali quru .

Jumhur berpegang dengan zhahir firman Allah 7a ‘ala:

“Dan permpuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di
antara perempuan-peremuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddah-
nya) maka iddah mereka adalah tiga bulan.” (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4).

Sedangkan istri yang masih mengalami haid bukan termasuk istri
menopause. Pada pendapat ini terdapat kesulitan. Seandainya dikatakan,
bahwa istri tersebut menunggu iddah selama tiga bulan maka itu lebih
baik, jika dipahami bahwa istri yang menopause yaitu yang tidak bisa
dipastikan dengan terputus haidnya. Sedangkan firman Allah “Jika kamu
ragu-ragu” berhubungan dengan hukum, bukan berhubungan dengan
haid sebagaimana tafsiran Malik.

Seolah-olah pendapat Malik tidak sesuai dengan penafsiran ayat
tersebut, karena dia memahami bahwa istri yang tidak haid lagi di sini
yaitu istri yang bisa dipastikan bahwa istri tersebut bukan termasuk istri
yang mengalami haid. Dan ini tidak terjadi kecuali karena segi usia,
karena itu firman Allah 7a’ala “Jika kamu ragu-ragu” dia kembalikan
kepada hukum, bukan kepada haid (maksudnya, “Kalian ragu tentang
hukum mereka yang tidak haid lagi [menopause]”) kemudian dia
mengatakan tentang istri yang selama sembilan bulan tidak mengalami
haid, padahal dia masih berada pada usia istri yang haid, yaitu: bahwa dia
menunggu iddah dengan bulan-bulan.
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Sedangkan Isma’il dan Ibnu Bakir yang termasuk dari para
pengikutnya, berpendapat bahwa ragu-ragu di sini ialah dalam masalah
haid. Kata al ya'is di dalam bahasa Arab ialah orang yang dihukumi
secara pasti bahwa dia telah berhenti dari haidnya. Jadi mereka
menyesuaikan pendapat mereka yang itu adalah pendapat Malik dengan
penafsiran ayat. Ini adalah perbuatan mereka yang sangat baik, karena
Jika di sini dipahami tentang istri yang tidak haid lagi yaitu yang terputus,
maka istri tersebut harus menunggu haid dan melakukan iddah karenanya
sehingga mencapai usia ini (maksudnya, usia tidak haid lagi atau
manopause).

Ulama yang memahami bahwa kata al ya’'is yaitu yang tidak
dipastikan mengalami haid, maka seorang istri harus menunggu (iddah
yaitu terputus haidnya dari kebiasaan, padahal dia berada pada usia istri
yang masih mengalami haid) dengan beberapa bulan. Ini adalah qgiyas
pendapat ahli zhahir, karena istri yang tidak haid lagi dari dua sisi
menurut mereka bukan termasuk orang yang melakukan iddah, baik
dengan quru atau dengan beberapa bulan. Adapun perbedaan dalam hal
itu antara haid yang terjadi sebelum sembilan bulan dan sesudahnya
adalah suatu istihsan (dianggap baik).

Adapun istri yang terputus haidnya karena sebab yang bisa
diketahui seperti menyusui atau sakit:

1. Pendapat yang terkenal dari Malik, bahwa dia harus menunggu
haid, baik waktunya pendek atau panjang.

2. Pendapat lain mengatakan bahwa istri yang sakit seperti istri yang
haidnya terputus karena tanpa sebab.

Sedangkan istri yang nmengalami darah istihadhah
(pendarahan):

1. Iddah-nya menurut Malik yaitu satu tahun, jika tidak bisa
membedakan antara kedua darah tersebut. Jika bisa membedakan
antara kedua darah tersebut, maka ada dua riwayat darinya yaitu,
pertama; bahwa iddah-nya adalah satu tahun. Kedua; dia harus
melakukan pembedaan, lalu menunggu iddah dengan quru’".

2. Abu Hanifah mengatakan iddah-nya yaitu quru’ jika bisa
dibedakan, jika tidak maka iddak-nya tiga bulan.
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3. Syafi’i mengatakan dengan membedakan; jika darah haid bisa
terpisah darinya, maka yang berwarna merah tua termasuk darah
haid dan yang berwamna kuning termasuk darah hari-hari ketika
suci. Jika darah tersebut sesuai pada dirinya, maka ia melakukan
iddah dengan hari-hari haidnya pada waktu sehatnya.

Hanya saja Malik berpendapat agar menunggu satu tahun, karena
dia menjadikan istri yang mengalami istihadhah seperti istri yang tidak

mengalami haid padahal dia termasuk orang yang seharusnya mengalami
haid.

Syafi’i hanya berpendapat tentang istri yang mengetahui hari-hari
haidnya, bahwa dia harus berbuat berdasaran pengetahuannya tentang
haid digiyaskan dengan shalat, berdasarkan sabda Nabi SAW kepada istri
yang mengalami istihadhah:

U W I RS S BT W WA i
“Tinggalkanlah shalat pada hari-hari haidmu. Jika ukuran darah
tersebut telah hilang darimu, maka bersihkanlah darah tersebut.”'**

Hanya saja yang mempertimbangkan pembedaan itu yaitu ulama
yang mempertimbangkannya berdasarkan sabda Nabi SAW kepada
Fatimah binti Hubaisy:

o Sl S5 018 130 Lo 3 25 W6 el 5 0
Be a Wb JO)) 2oi a2 Y 0l 13k 8l
“Jika terdapat darah haid, maka darah itu adalah darah yang
berwarna hitam serta dapat diketahui. Jika terdapat darah seperti itu,
maka tinggalkanlah shalat. Lalu jika terdapat darah yang lain, maka

berwudhulah dan shalatlah, karena itu adalah darah urat” (HR. Abu
Daud)'®

Hanya saja ulama yang berpendapat bahwa iddah-nya adalah
bulan-bulan yaitu jika darah tersebut bercampur. Karena umumnya bisa
diketahui, bahwa dia setiap bulan mengalami haid. Allah 7a’ala telah

192 Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
' Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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menjadikar iddah dengan bulan-bulan ketika haidnya terputus. Dan
samarnya {arah tersebut seperti terputusnya.

Adajun tentang istri yang diragukan (yaitu, istri yang mendapatkan
perasaan pida perutnya, yang dia mengira bahwa itu adalah kehamilan):
maka istri tersebut menunggu masa kehamilan yang paling lama. Dan
dalam hal ni terdapat perselisihan pendapat:

1. Dalan madzhab Maliki dikatakan empat tahun.
2. Pendgpat lain mengatakan, lima tahun.
3. Ahlu :hahir mengatakan sembilan bulan.

Dan tdak ada perbedaan bahwa selesainya iddah istri hamil yaitu
sampai mehhirkan kandungannya (maksudnya, istri yang diceraikan)
berdasarkan firman Allah -Ta'ala: “Dan perempuan-perempuan yang
hamil, waku iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan
kandungannya.” (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

Tentang istri-istri yang tidak merdeka: mereka juga dengan
sendirinya teabagi berdasarkan pembagian tersebut (maksudnya, para
wanita yang mengalami haid, wanita yang tidak haid lagi, wanita yang
mengalami igihadhah, wanita yang terputus haidnya yang selain dari
wanita yang tdak haid lagi).

Adapun tentang istri-istri darni kalangan budak yang mengalami
haid: jumhur berpendapat bahwa iddah mereka yaitu dua kali haid.
Sedangkan Daud dan Ahli zhahir berpendapat bahwa iddah mereka yaitu
tiga kali haid seperti istri yang merdeka. Pendapat ini juga dikemukakan
oleh Ibnu Sirin

Ahlu zhahir berpegang dengan keumuman firman Allah 7a’ala,
“Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga
kali quru’.” (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Dan seorang istri dari budak yang dithalak termasuk yang disebut
sebagai wanita yang dithalak. Sedangkan jumhur berpegang dengan
pengkhususan keumuman ini yaitu dengan giyas Syabah (kemiripan),
yaitu bahwa mereka menyerupakan haid dengan thalak dan had
[hukuman] (maksudnya, hal itu berlaku setengah karena keadaan dia
sebagai budak). Hanya saja mereka menentukan dua kali haid, karena
satu kali haid tidak bisa dibagi-bagi.
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Adapun tentang budak wanita yang diceraikan yang tidak haid lagi
atau masih kecil:

1. Malk dan kebanyakan ulama Madinah mengatakan ‘ddah-nya
yaitu tiga bulan.

2. Sedangkan Syafi’i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Abu “saur dan
sekelompok ulama mengatakan, iddah-nya satu setengh bulan,
setengah iddah wanita yang merdeka, ini jika kite katakan,
merupakan qiyas dengan pengkhususan keumuman. Pendapat
Malik mengalami kerancuan dalam masalah ini, ladang dia
mengambil keumuman dan hal itu pada wanita-wanita yang tidak
haid lagi dan kadang dia mengambil qgiyas, yaitu pada vanita yang
masth mengalami haid. Padahal qiyas dalam hal ini satu.

Adapun wanita yang terputus haidnya karena tapa sebab:
pembicaraan dalam hal ini seperti pembicaraan pada vanita yang
merdeka serta perselisihan tentang hal itu, begitujuga wvanita yang
mengalami istihadhah dari kalangan budak.

Para ulama sepakat bahwa wanita yang dithalak sebelum digauli
tidak ada iddah-nya.

Mereka berbeda pendapat tentang suami yang merijjuk istrinya
ketika masih dalam masa iddah dari thalak raj i, kemudian menthalaknya

sebelum menggaulinya, apakah dia memulai dari awal iddah-nya atau
tidak:

1. Jumhur fuqaha berbagai negeri berpendapat dia harus memulai dari
awal.

2. Sekelompok ulama mengatakan iddah-nya dari ttalak pertama
tetap berlangsung, ini adalah salah satu dari dua pendapat Syafi’i.

3. Daud mengatakan dia tidak perlu menyempurnakan ‘ddah-nya dan
juga tidak memulai iddah baru.

Secara global: Menurut Malik bahwa setiap rujuk berarti
menghapus iddah, meskipun tidak disertai dengan menggauli istri, selain
rujuk orang yang melakukan sumpah ila’. Sedangkan Syafi’i mengatakan
jika menceraikannya setelah merujuk dan sebelum menggaulinya, maka
iddah yang pertama tetap berlaku. Pendapat Syafi’i lebih kuat.
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Begitu juga menurut Malik tentang rujuknya orang yang
mengalami kesulitan untuk memberikan nafkah, menurutnya sahnya
rujuk tersebut tergantung pada pemberian nafkah: jika dia memberikan
nafkah, maka rujuknya sah dan iddah-nya terhapus, meskipun iddah
tersebut adalah iddah thalak. Jika tidak memberikan infak maka iddah-
nya tetap pada iddah pertama. Jika istri menikah yang kedua kalinya
ketika masih dalam masa iddah; pendapat dari Malik dalam hal ini
terdapat dua riwayat; pertama, bertumpuknya dua iddah. Kedua, tidak
ada iddah.

Segi pengambilan dalil pendapat pertama yaitu:
mempertimbangkan kekosongan rahim dan hal itu bisa terjadi dengan
bertumpuknya dua iddah.

Segi pengambilan dalil pendapat kedua yaitu: iddah adalah suatu
ibadah, maka wajib harus berbilang sebagaimana berbilangnya
menggauli istri yang memiliki keharaman. Adapun hukum seorang budak
wanita dimerdekakan ketika masa iddah thalak:

1. Malik berpendapat dia tetap pada iddah budak dan tidak berpindah
kepada iddah wanita yang merdeka.

2. Abu Hanifah mengatakan pada thalak raj’i bisa berpindah, tidak
pada thalak ba ‘in.

3. Syafi’i mengatakan bisa berpindah pada kedua macam thalak
tersebut.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah iddah termasuk hukum-
hukum yang terjadi pada hubungan suami istri ataukah hukum-hukum
yang terjadi pada terpisahnya hubungan tersebut.

Ulama yang mengatakan bahwa iddah termasuk hukum hubungan
suami istri, mereka berpendapat iddah-nya tidak bisa berpindah. Dan
ulama yang mengatakan bahwa itu termasuk hukum pada terpisahnya
hubungan suami istri, mereka berpendapat bisa pindah, seperti jika dia
dimerdekakan, sedangkan dia sebagai seorang istri, kemudian diceratkan.
Adapun ulama yang membedakan antara thalak ba'in dan thalak raj’i,
maka itu jelas, yaitu bahwa pada thalak raj’i terdapat kesamaan dengan
hukum-hukum ikatan pernikahan. Karena itu dalam thalak raj’i terjadi
warisan berdasarkan kesepakatan, jika suaminya meninggal dunia,
sedangkan istri masih dalam masa iddah dari thalak raj’i. Dan dia
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berpindah kepada iddah kematian. Inilah bagian pertama dari dua bagian
pembahasan tentang iddah.

Kedua: Pengetahuan tentang hukum-hukum iddah

Adapun pembahasan tentang hukum-hukum iddah: mereka sepakat
bahwa istri yang sedang menunggu iddah thalak raji berhak
mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Begitujuga istri yang sedang
hamil, berdasarkan firman Allah Ta'ala, “Tempatkanlah mereka (para

istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan.” (Qs. Ath-
Thalaaq [65]: 6).

Dan berdasarkan firman Allah Ta’ala, “Dan jika mereka (istri-istri
yang sudah dithalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya hingga mereka bersalin.” (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Mereka berbeda pendapat tentang tempat tinggal dan nafkah bagi
wanita yang dithalak ba 'in, jika tidak hamil, berdasarkan tiga pendapat:

1. Bahwa dia berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Ini
adalah pendapat ulama Kufah.

2. Bahwa dia tidak berhak mendapatkan tempat tinggaldan nafkah, ini
adalah pendapat Ahmad, Daud, Abu Tsaur, Ishaq dan sekelompok
ulama.

3. Bahwa dia berhak mendapatkan tempat tinggal dan tidak berhak
mendapatkan nafkah, ini adalah pendapat Malik, Syafi’i dan
sekelompok ulama.

Sebab perbedaan pendapat: Perselisihan tentang riwayat di
dalam hadits Fatimah binti Qais dengan zhahir Al Qur an:

Ulama yang tidak mewajibkan nafkah dan tempat tinggal dengan
dalil yang diriwayatkan di dalam hadits Fatimah binti Qais, bahwa dia
mengatakan:

Fr s - B
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“Suamiku menthalakku tiga kali pada masa Rasulullah SAW, lalu
aku datang menemui Nabi SAW, maka beliau tidak menetapkan tempat
tinggal dan nafkah untukku.” (HR. Muslim)'*

Di sebagian riwayat, bahwa Rasulullah SAW bersabda,
e ) e LP.,JJ ad aaadly SO G

“Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah hanya untuk istri yang
suaminya masih memiliki hak merujuknya.”

Perkataan ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas dan Jabir bin
Abdullah.

Adapun ulama yang mewajibkan untuk memberikan tempat tinggal
kepada istri yang dithalak ba'in tanpa nafkah, berhujjah dengan hadits
yang diriwayatkan oleh Malik di dalam A! Muwaththa nya'® dari hadits
Fatimah yang telah disebutkan, tetapi tidak menyebutkan gugurnya
tempat tinggal, jadi tetap pada keumumannya di dalam firman Allah
Ta'ala, “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuan.” (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6).

Dan mereka memberikan alasan perintah Nabi SAW kepadanya
untuk menunggu iddah di rumah Ibnu Ummi maktum, karena pada
lisannya terdapat kejelekan.

Adapun ulama yang mewajibkan tempat tinggal dan nafkah,
mereka berpendapat wajib memberikan kepadanya berdasarkan
keumuman firman Allah 7a ‘ala,

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuan.” (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6).

Mereka berpendapat wajib memberikan nafkah kepadanya karena
nafkah mengikuti kewajiban memberikan tempat tinggal kepada istri
yang dithalak raj i, istri yang sedang hamil dan istri sendiri.

Secara global: ketika tempat tinggal itu wajib di dalam syari’at,
maka nafkah juga wajib. Diriwayatkan dari Umar bahwa dia berkata di
dalam hadits Fatimah ini: kita tidak akan meninggalkan kitab Nabi kita

1% Shahih. HR. Muslim (1480), Abu Daud (2285, 2287), An-Nasa'i (6/74, 75,
208), Ibnu Majah (2035), Ahmad (6/413), Ath-Thabrani (24/920), Al Baihaqi
(7/178, 181).

195 41 Muwaththa® karya Imam Malik (2/580).
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(Al Qur'an) dan Sunnahnya karena perkataan seorang wanita. Yang dia
maksudkan yaitu firman Allah Ta’ala: “Tempatkanlah mereka (para
istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan.” (Qs. Ath-
Thalaaq [65]: 6), karena yang dikenal dari sunnah Nabi SAW, bahwa
beliau mewajibkan mewajibkan nafkah ketika tampat tinggal wajib.

Karena itu yang terbaik dalam masalah ini, kemungkinan bisa
dikatakan, bahwa dia berhak mendapatkan dua hal semuanya dengan
kembali kepada zhahir Al Qur'an dan yang terkenal dari As-Sunnah. Dan
kemungkinan keumuman ini dikhususkan dengan hadits Fatimah yang
telah disebutkan.

Adapun pembedaan antara kewajiban nafkah dan tempat tinggal,
maka itu sangat sulit, segi kesulitannya yaitu dalilnya lemah.

Dan seharusnya Anda ketahui bahwa kaum muslim sepakat bahwa
iddah terjadi pada tiga hal: thalak, kematian atau pilihan budak dirinya
sendiri jika dimerdekakan. Mereka berbeda pendapat tentang iddah pada
fasakh. Jumhur berpendapat wajib melakukannya. Karena pembicaraan
dalam masalah iddah di dalamnya berhubungan dengan hukum-hukum
iddah kematian, maka kami ingin membawakannya di sini, maka kami
katakan:

Masalah pertama: Iddah istri yang ditinggal mati oleh suaminya jika
tidak hamil

Kaum muslim sepakat bahwa iddah wanita yang merdeka dan
suaminya yang merdeka yaitu empat bulan sepuluh hari, berdasarkan
firman Allah Ta'ala, “(Hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya
(ber-iddah) empat bulan sepuluh hari.” (Qs. Al Baqarah [2]: 234)

Mereka berbeda pendapat tentang iddah istri yang hamil dan
tentang iddah istri budak jika belum mengalami haid pada empat bulan
sepuluh hari, apa hukumnya:

1. Malik berpendapat bahwa termasuk syarat kesempurnaan iddah ini
jalah yaitu jika istri mengalami haid sekali dalam masa ini. Jika
tidak mengalami haid, maka dia menurutnya adalah wanita yang
diragukan, maka harus menunggu selama masa kehamilan.
Pendapat lain darinya mengatakan, bahwa istri itu kadang tidak
haid dan kadang tidak terjadi keraguan, yaitu jika kebiasaannya di
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dalam haid lebih banyak dari masa iddah. Ini kemungkinan tidak
ada (maksudnya, wanita yang kebiasaannya mengalami haid lebih
banyak dari empat bulan sampai lebih dari empat bulan) dan
kemungkinan langka. Terdapat perselisihan darinya tentang wanita
yang keadaannya seperti ini jika ada. Dikatakan, menunggu hingga
mengalami haid.

2. Diniwayatkan dari Ibnu Al Qasim, boleh menikah jika iddah wafat
tclah selesai dan tidak nampak adanya kehamilan. Pendapat ini
dipegang oleh jumhur fuqaha berbagai negeri; Abu Hanifah, Syafi’i
dan Ats-Tsauri.

Masalah kedua: Iddah istri hamil yang ditinggal mati oleh suaminya

Adapun masalah kedua yaitu istri hamil yang ditinggal mati olech
suaminya: jumhur dan semua fuqaha berbagai negeri mengatakan, iddah-
nya sampai melahirkan kandungannya, kembali kepada keumuman
firman Allah Ta'ala, “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu
iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (Qs.
Ath-Thalaaq [65]: 4).

Jika ayat tersebut menerangkan tentang thalak dan berpegang juga
dengan hadits Ummu Salamah, bahwa Subai’ah Al Aslamiyah
melahirkan setengah bulan setelah wafatnya suami:
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“Lalu ia datang menemui Rasulullah SAW, maka beliau bersabda
kepadanya, ‘kamu telah halal, maka menikahlah kamu dengan orang

yang kamu kehendaki’"%

Malik meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa iddah-nya adalah
masa paling lama dari kedua masa tersebut'®’, maksudnya ialah bahwa
istri tersebut menunggu iddah dengan masa yang paling lama dari kedua

"% Muttafaq ‘Alaih. HR. Al Bukhari (4909), Muslim (1485), At-Tirmidzi (1194),
An-Nasa'i (6/192), Ahmad (6/314), Ad-Darimi (2/165), dan Ibnu Al Jarud
(762).

W7 Al Muwaththa ', Malik (2/590).
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masa tersebut: yaitu bisa masa kehamilan dan bisa juga masa selesainya
iddah yaitu iddah kematian. Pendapat seperti itu juga diriwayatkan dari
Ali bin Abi Thalib RA. Hujjah mereka bahwa itulah yang dimaksud
dengan menggabungkan antara keumuman ayat tentang wanita hamil dan
ayat tentang istri yang ditinggal mati oleh suaminya.

Pasal kedua: Iddah kepemilikan budak

Adapun budak yang ditinggal mati oleh orang yang halal
menggaulinya (tuannya): sesungguhnya budak tersebut tidak lepas
kedudukannya sebagai istri, kepemilikan budak, ummul walad (ibu dari
anak tuannya) atau selain ummul walad.

Tentang kedudukannya sebagai istri:

1. Jumhur mengatakan bahwa iddah-nya yaitu setengah iddah wanita
yang merdeka. Mereka mengqiyaskan hal itu pada iddah.

2. Ahlu zhahir mengatakan iddah-nya yaitu iddah wanita yang
merdeka, begitu juga iddah thalak kembali kepada keumuman dalil.

Adapun ummul walad:

1. Malik, Syafi’i, Ahmad, Al-Laits, Abu Tsaur dan sekelompok ulama
mengatakan iddah-nya satu kali haid. Pendapat ini juga
dikemukakan oleh Ibnu Umar. Malik mengatakan, jika dia
termasuk wanita yang tidak mengalami haid (menopause), maka
menunggu iddah selama tiga bulan dan dia berhak mendapatkan
tempat tinggal.

2. Abu Hanifah, para pengikutnya dan Ats-Tsauri mengatakan, iddah-
nya tiga kali haid, ini adalah pendapat Ali dan Ibnu Mas’ud.

3.  Sekelompok ulama mengatakan iddah-nya setengah iddah wanita
yang merdeka yang ditinggal mati oleh suaminya.

4.  Sekelompok ulama lain juga mengatakan iddah-nya yaitu iddah
wanita yang merdeka selama empat bulan sepuluh hari.

Hujjah Malik: Bahwa dia bukan seorang istri sehingga harus
menunggu iddah dengan iddah kematian dan bukan wanita yang dithalak
sehingga harus menunggu iddah selama tiga kali haid, maka tidak tersisa
kecuali hanya kekosongan rahim wanita tersebut, itu dilakukan dengan
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haid, disamakan dengan budak wanita yang ditinggal mati oleh tuannya.
Dan dalam hal itu tidak terdapat perselisihan.

Hujjah Abu Hanifah yaitu: Bahwa iddah wajib baginya ketika dia
merdeka. Sedangkan dia bukan istri sehingga harus menunggu iddah
dengan iddah kematian dan tidak pula seorang budak sehingga harus ber-
iddah dengan iddah seorang budak wanita. Maka wajib berlepas
rahimnya dengan iddah wanita yang merdeka.

Adapun ulama yang mewajibkan baginya iddah kematian berhujjah
dengan hadits yang diriwayatkan dari Amru bin Al Ash, dia berkata,
“Janganlah kalian mencampuradukkan Sunnah Nabi kita , iddah ummul
walad jika ditinggal mati oleh tuannya yaitu: empat bulan sepuluh
hari.”'”* Ahmad menilai dha’if hadits ini dan tidak berpegang dengannya.

Adapun ulama yang mewajibkan atas ummul walad setengah iddah
wanita yang merdeka karena disamakan dengan istri budak. Sebab
perselisihan, yaitu bahwa hal itu adalah sesuatu yang tidak dibicarakan
oleh syari’at sedangkan ummul walad tidak jelas kesamaanya antara
budak wanita dan wanita yang merdeka. Adapun ulama yang
menyamakannya dengan istri budak, maka itu lemah. Lebih lemah dari
pendapat itu adalah ulama yang menyamakannya dengan iddah istri yang
merdeka yang dithalak. Ini adalah pendapat Abu Hanifah.

Bab II
Tentang Mut’ah

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa mut’ah (pemberian hadiah) tidak
wajib untuk setiap istri yang dithalak.

2. Sekelompok ulama dari ahli zhahir mengatakan bahwa mut’ah
wajib pada setiap istri yang dithalak.

3. Sekelompok ulama mengatakan bahwa mut’ah itu sunah dan bukan
wajib. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik.

' Shahih. HR. Abu Daud (2308), Ibnu Majah (2083), Ahmad (4/203), Tbnu Al
Jarud (769), Ad-Daruquthni (3/309), dan dinilai shakih oleh Ibnu Hibban (4300
Al Thsan), Al Hakim (2/209), dan disetujui oleh Adz-Dzahabi serta diriwayatkan
oleh Al Baihaqi (7/447), dan dinilai shahih oleh Al Albani di dalam Shahih Abu
Daud.
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Para ulama yang mewajibkannya pada sebagian istri yang dithalak,
mereka juga berbeda pendapat dalam hal 1tu:

1.  Abu Hanifah mengatakan bahwa mut’ah itu wajib pada istri yang
dithalak sebelum digauli dan belum ditentukan mahar untuknya.

2. Syafi’i mengatakan, mut’ah itu wajib pada setiap istri yang
dithalak, jika perceraian tersebut berasal dari suaminya, kecuali istri
yang telah ditentukan mahar untuknya dan dithalak sebelum
digauli. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama.

Abu Hanifah berhujjah dengan firman Allah Ta'ala, “Hai orang-
orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan
yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu
mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu
yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut’ah
[hadiah] dan lepaskanlah mereka itu dengan cara sebaik-baiknya.” (Qs.
Al Ahzaab [33]: 49)

Lalu mensyaratkan mut’ah dengan tanpa menggauli, firman Allah
Ta’ala, “Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur
dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan
maharnya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Maka bisa diketahui bahwa mut’ah tidak ada jika mahar telah
ditentukan dan terjadi thalak sebelum menggauli. Karena jika tidak wajib
untuk memberikan mahar kepadanya, maka lebih pantas untuk tidak
wajib memberikan mut’ah kepadanya. Ini sungguh membingungkan
karena ketika tidak wajib memberikan mahar kepadanya, maka
ditetapkan sebagai penggantinya yaitu mut'ah. Dan ketika dikembalikan
dari tangannya setengah mahar, maka dia tidak mendapatkan apapun.

Sedangkan Syafi’i tentang berbagai perintah yang menjelaskan
mut’ah dalam firman Allah Ta’ala, “Dan hendaklah kamu berikan suatu
mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut
kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula).”
(Qs. Al Bagarah [2]: 236).

Dia artikan berdasarkan keumuman pada setiap istri yang dithalak,
kecuali yang maharnya telah ditentukan untuknya dan dithalak sebelum
digauli.
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Adapun ahli zhahir: Mereka mengartikan perintah tersebut
berdasarkan keumuman.

Jumhur berpendapat bahwa istri yang melakukan khulu’ tidak
berhak mendapatkan mut’ah karena dia sebagai pemberi yang berasal
dari tangannya (miliknya). Seperti keadaan yang terjadi pada istri yang
dithalak sebelum digauli dan setelah ditentukan mahar untuknya. Ahli
zhahir mengatakan bahwa itu merupakan syari’at, maka istri boleh
mengambil dan boleh memberi. Sedangkan Malik mengartikan perintah
untuk memberikan mahar sebagai suatu yang sunah berdasarkan firman
Allah Ta’ala di akhir ayat, “Yang demikian itu merupakan ketentuan
(kewajiban) bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Qs. Al Baqarah
[2]: 236).

Artinya orang-orang ‘yang memiliki keutamaan dan orang-orang
yang berbuat baik, dan sesuatu yang termasuk keutamaan dan kebaikan
bukanlah suatu yang wajib.

Mereka berbeda pendapat tentang wanita yang dithalak sementara
ia dalam iddah, apakah ia wajib ber-ihdad (berkabung)? Malik
mengatakan bahwa dia tidak wajib ber-ihdad.

Mengutus Dua Juru Damai

Para ulama sepakat tentang bolehnya mengutus dua juru damai, jika
terjadi percekcokan atara suami istri dan tidak diketahui keadaan yang
menimpa suami istri tersebut di dalam percekcokan (maksudnya, yang
benar dan yang salah), berdasarkan firman Allah Ta'ala, “Dan jika kamu
khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimilah
seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga
perempuan.” (Qs. An-Nisaa® [4]: 35)

Mereka sepakat bahwa dua juru damai tersebut tidak lain kecuali
dari keluarga suami istri: salah satunya dari pihak suami dan yang lain
dari pihak istri, kecuali jika di dalam keluarga keduanya tidak ada orang
yang pantas untuk melakukan hal itu, maka orang lain dari selain
keduanya bisa diutus.

Mereka sepakat bahwa jika dua juru damai berselisih, maka
perkataan keduanya tidak berlaku. Dan mereka sepakat bahwa perkataan
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keduanya untuk mengabungkan antara suami istri berlaku tanpa ada
perwakilan dari suami istri.
Mereka berbeda pendapat tentang perceraian antara suami Istr

yang dilakukan oleh keduanya, jika keduanya sepakat untuk itu, apakah
membutuhkan izin dari suami atau tidak:

1.  Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa perkataan
keduanya dibolehkan dalam perceraian dan pengumpulan tanpa
perwakilan dari suami istri dan juga tanpa izin dari keduanya dalam
hal itu.

2. Syafi’i, Abu Hanifah dan para pengikut mereka berdua
mengatakan, keduanya tidak berhak menceraikan, kecuali jika
suami menyerahkan perceraian kepada keduanya.

Hujjah Malik yaitu, hadits yang diriwayatkan tentang hal itu dari
Ali bin Abi Thalib, bahwa dia berkata tentang dua juru damai: Keduanya
berhak menceraikan dan mengumpulkan di antara suami istri.

Hujjah Syafi’i dan Abu Hanifah yaitu, bahwa pada dasarnya thalak
tidak berada di tangan seorangpun selain suami atau orang yang
diwakilkan oleh suami.

Para pengikut Malik berbeda pendapat tentang dua juru damai yang
menthalak tiga kali:

1.  Ibnu Al Qasim mengatakan thalak tersebut terjadi satu kali.

2. Asyhab dan Al Mughirah mengatakan terjadi tiga kali thalak jika
keduanya menthalak tiga.

Pada dasarmnya thalak berada di tangan laki-laki kecuali jika
terdapat dalil yang menjelaskan selain itu.

Syafi’i dan Abu Hanifah berhujjah dengan dalil yang terdapat
dalam hadits Ali ini, bahwa dia berkata kepada dua orang juru damai,
“Apakah kalian berdua menggetahui apa yang menjadi kewajiban kalian
berdua. Jika kalian memandang untuk mengumpulkan, maka kalian
berdua boleh mengumpulkan dan jika kalian memandang untuk
menceraikan, maka kalian berdua boleh menceraikan.” Lalu isrti berkata,
“Aku ridha dengan Al Qur'an dan dengan hak dan kewajibanku yang
terdapat di dalamnya.” Lalu suami mengatakan, “Mengenai perceraian,
aku tidak ridha.” Maka Ali berkata, “Tidak, demi Allah, kamu tidak
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boleh berubah hingga kamu mengakui seperti yang diakui oleh istrimu.”
Perawi berkata, “Maka yang jadi pertimbangan dalam hal ini ialah
izinnya (suami).” Sedangkan Malik menyamakan kedua juru damai
dengan sulthan (penguasa), menurut Malik, penguasa boleh menthalak
karena adanya bahaya jika jelas diketahui.
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ALl bk

KITAB ILA* (SUMPAH ILA")

Yang menjadi dasar pembahasan ini ialah firman Allah Ta'ala,
“Kepada orang-orang yang meng-ila" istrinya diberi tangguh empat
bulan (lamanya).” (Qs. Al Baqgarah [2]: 226).

Ila® yaitu: seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli
istrinya, kemungkinan selama lebth dari empat bulan, atau pas empat
bulan, atau secara mutlak, berdasarkan perselisihan yang akan dijelaskan
selanjutnya dalam hal itu:

Para fugaha berbagai negeri berbeda pendapat tentang ila” dalam
beberapa hal, di antaranya:

£ Apakah seorang istri terthalak dengan selesainya masa empat
bulan yang ditentukan berdasarkan nash bagi orang yang melakukan
sumpah ila’. Ataukah dia hanya terthalak dengan suami dihentikan
setelah empat bulan? Maka kemungkinan suami kembali dan
kemungkinan menthalak.

£ Apakah ila" bisa terjadi dengan semua sumpah atau dengan
sumpah-sumpah yang dibolehkan di dalam syari’at saja?

(1 Jika suami tidak mau menggauli istri tanpa ada sumpah, apakah
disebut sebagai orang yang melakukan ila " atau tidak?

£ Apakah orang yang melakukan sumpah ila’, yaitu orang yang
membatasi sumpahnya dengan waktu empat bulan saja atau lebih dan
itu? Ataukah orang yang melakukan sumpah ila" yaitu orang yang tidak
membatasi sumpahnya dengan waktu sama sekali?

£ Apakah thalak yang terjadi karena sumpah ila’ adalah thalak
ba'in atau raj 'i?

0 Jika suami tidak mau menthalak dan kembali, apakah hakim
dapat menthalaknya atau tidak?

[ Apakah ila’ bisa berulang, jika suami menthalak istrinya,
kemudian merujuknya tanpa terjadi ila " di dalam pernikahan kedua?
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{11 Apakah termasuk syarat rujuknya orang yang melakukan
sumpah ila " yaitu agar menggauli istrinya ketika masih dalam masa iddah
atau tidak? ‘

{11 Apakah sumpah ila’ yang dilakukan oleh budak hukumnya
seperti ila’ yang dilakukan oleh orang yang merdeka?

£11 Apakah jika suami menthalak istrinya setelah selesai waktu ila’,
mengharuskan istri untuk menunggu masa iddah?

Inilah berbagai masalah populer tentang ila * yang diperselisihkan di
kalangan fugaha berbagai negeri, yang merupakan pokok pembahasan
ini. Dan akan kami sebutkan perselisihan di antara mereka dalam setiap
masalah, inti dari dalil-dalil mereka dan berbagai sebab perbedaan
pendapat mereka.

Masalah pertama: Apakah seorang istri terthalak dengan selesainya
masa empat bulan yang ditentukan

Perselisihan mereka: Apakah seorang istri terthalak dengan
selesainya masa empat bulan itu sendiri atau tidak terthalak, tetapi
hukumnya hanya dihentikan, kemungkinan suami kembali dan
kemungkinan menthalak:

1.  Malik, Syafi’i, Ahmad, Abu Tsaur, Daud dan Al-Laits berpendapat
bahwa suami dihentikan setelah selesainya masa empat bulan,
kemungkinan mau kembali dan kemungkinan menthalak. Ini
merupakan pendapat Ali dan Ibnu Umar, meskipun ada riwayat dari
keduanya bukan seperti itu, tetapi yang benar adalah ini.

2. Abu Hanifah, para pengikutnya dan Ats-Tsauri —secara
keseluruhan yaitu para ulama Kufah— berpendapat bahwa thalak
terjadi dengan selesainya empat bulan, kecuali jika dia kembali
kepada istrinya. Ini merupakan pendapat Ibnu Mas’ud dan
sekelompok ulama dari kalangan tabi’in.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah firman Allah 7Ta’ala,
“Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. Al Bagarah [2]:
226)
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Artinya, jika mercka kembali sebelum selesainya empat bulan atau
setelahnya?

Ulama yang memahami ayat tersebut artinya sebelum selesainya
empat bulan, mereka mengatakan terjadi thalak. Sedangkan makna a/
‘azm (berniat) menurut mereka yang terdapat dalam firman Allah Ta 'ala:
“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) thalak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Qs. Al
Bagarah [2]: 227) Yaitu berazam untuk tidak kembali hingga selesainya
waktu tersebut.

Sementara ulama yang memahami dari disyaratkannya kembali
yaitu disyaratkan setelah selesainya masa tersebut, mereka mengatakan
makna firman Allah 7a 'ala, “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati
untuk) thalak.” Artinya dengan lafazh “Maka sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Qs. Al Baqarah [2]: 227).

Para pengikut madzhab Maliki di dalam ayat tersebut memiliki
empat dalil:

Pertama, bahwa Allah telah menjadikan masa menunggu sebagai
hak bagi suami bukan bagi istri, maka masa tersebut menyamai masa
penundaan utang-utang yang ditangguhkan.

Kedua, bahwa Allah Ta 'ala menyandarkan thalak kepada perbuatan
suami. Dan menurut mereka bahwa thalak tidak terjadi dari perbuatannya
melainkan hal itu melampui batas (maksudnya, tidak dinisbatkan
kepadanya bedasarkan madzhab Hanafi kecuali karena melampui batas)
dan tidak diartikan kepada bentuk majaz dari zhahir kecuali dengan dalil.

Ketiga, firman Allah Ta’ala, “Dan jika mereka ber'azam (bertetap
hati untuk) thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi
Maha Mengetahui.” (Qs. Al Baqarah [2]: 227) mereka mengatakan
bahwa ini mengandung arti terjadinya thalak berdasarkan cara yang dapat
didengar, yaitu terjadinya thalak tersebut dengan lafazh, bukan dengan
selesainya masa.

Keempat, bahwa huruf fa' di dalam firman Allah: Fa ‘in Faa'uu
Fainnallaha Ghafuurun Rahiim (maka sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui) secara zhahir maknanya berurutan,
maka hal itu menunjukkan bahwa kembali bisa terjadi setelah masa
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tersebut dan kemungkinan mereka menyamakan masa ini dengan masa
memerdekakan budak.

Abu Hanifah dalam hal ini berpegang dengan penyamaan masa ini
dengan iddah wanita dithalak raj’i. Karena iddah hanya disyariatkan
supaya tidak terjadi penyesalan dari suami.

Secara global: Mereka menyamakan ila” dengan thalak raj'i dan
menyamakan masa tersebut dengan iddah, ini adalah kesamaan yang
kuat. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Masalah kedua: Sumpah apakah yang bisa menjadikan ila’

Para ulama berbeda pendapat tentang sumpah yang bisa
menjadikan ila :

1. Malik mengatakan i/a " bisa terjadi dengan setiap sumpah.

2. Syafi’i mengatakan ila" tidak bisa terjadi kecuali dengan sumpah
yang dibolehkan di dalam syari’at, yaitu sumpah atas nama Allah
atau dengan salah satu sifat-Nya.

Malik berpegang dengan keumuman (maksudnya, keumuman
firman Allah Ta'ala, “Kepada orang-orang yang meng-ila’ istrinya
diberi tangguh empat bulan [lamanya].” (Qs. Al Baqarah [2]: 226).

Sedangkan Syafi’i menyamakan ila” dengan sumpah kafarah, yaitu
bahwa kedua sumpah tersebut mengakibatkan adanya hukum syar’i,
maka sumpah yang mengakibatkan hukum ila’ ialah sumpah yang
mengakibatkan hukum kafarah.

Masalah ketiga: Jika suami tidak mau menggauli istri tanpa ada
sumpah, apakah disebut sebagai orang yang melakukan ila’

Tentang terkenanya hukum ila” pada suami jika tidak menggauli
istri tanpa ada sumpabh:

1.  Jumhur berpendapat bahwa hukum ila’ tidak menjadi keharusan
baginya tanpa adanya sumpah.

2.  Malik berpendapat mengharuskannya, yaitu jika bermaksud
membahayakan istri dengan tidak menggaulinya, meskipun tidak
bersumpah atas hal itu.
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Jumbhur berpegang dengan zhahir ayat, sedangkan Malik berpegang
dengan makna, karena suatu hukum hanya akan menjadi keharusan
baginya dengan keyakinannya untuk tidak menggaulinya, baik hal itu
diperkuat dengan sumpah atau tidak, karena bahaya terdapat dalam dua
kedaan tersebut.

Masalah keempat: Masa ila’
Para ulama berbeda pendapat tentang masa ila

1. Malik dan yang sependapat dengannya berpendapat bahwa masa
ila® harus lebih banyak dari empat bulan, jika fai" (kembalinya
suami) menurut mereka hanya terjadi setelah empat bulan.

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa masa ila menurutnya yaitu empat
bulan saja, karena fai' (kembali) menurutnya hanya pada empat
bulan tersebut.

3. Al Hasan dan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa jika bersumpah
dengan masa tertentu, jika kurang dari empat bulan, maka berarti
dia melakukan sumpah ila’, dan diberi waktu sampai selesainya
empat bulan dari waktu bersumpah.

4. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang yang melakukan
sumpah ila’ yaitu orang yang bersumpah untuk tidak menggauli
istrinya selamanya.

Sebab perbedaan pendapat: yaitu kemutlakan ayat. Jadi
perselisihan mereka tentang waktu kembali, sifat sumpah dan masanya
yaitu karena ayat tersebut bersifat ‘am (yang mengandung makna lebih
dari dua) tentang makna ini atau masih mujmal (yang belum jelas
maknanya).

Begitujuga perselisihan mereka tentang sifat suami yang
melakukan sumpah ila" dan istri yang terkena sumpah ila” serta macam
thalak berdasarkan penjelasan yang akan datang.

Adapun sebab lainnya: karena hal itu tidak dijelaskan hukumnya
dalam syariat (maskut). Inilah rukun-rukun ila" (maksudnya, pengetahuan
tentang macam sumpah, waktu kembali, masa ila’, sifat suami yang
melakukan sumpah ila" dan istri yang terkena sumpah ila" serta macam
thalak yang terjadi pada ila ).
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Masalah kelima: Apakah thalak yang terjadi karena sumpah ila’
adalah thalak ba’in atau raj’i

Adapun masalah thalak yang terjadi karena ila

1. Malik dan Syafi’i berpendapat bahwa thalak tersebut adalah thalak
raj i, karena pada dasarnya setiap thalak yang terjadi berdasarkan
syariat diartikan sebagai thalak raj’i, sampai ada dalil yang
menunjukkan bahwa thalak tersebut adalah thalak ba 'in.

2. Abu Hanifah dan Abu Tsaur mengatakan bahwa thalak tersebut
adalah thalak ba'in. Yang demikian itu karena jika thalak tersebut
raj'i, maka bahaya karenanya tetap ada pada istri, karena suami
memaksa istri untuk rujuk.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara kemaslahatan
yang menjadi tujuan ila’ dengan hukum asal yang dikenal dalam thalak.
Ulama yang menguatkan hukum asal, mengatakan thalak tersebut adalah
thalak raj’i. Dan ulama yang menguatkan kemaslahatan, mereka
mengatakan bahwa thalak tersebut adalah thalak ba 'in.

Masalah keenam: Jika suami tidak mau menthalak dan kembali,
apakah hakim dapat menthalaknya

Adapun masalah apakah hakim dapat menthalak jika suami tidak
mau kembali atau tidak mau menthalak, atau ditahan hingga mau
menthalak:

1. Malik berpendapat bahwa hakim dibolehkan menthalaknya.

2. Ahlu Zhahir berpendapat ditahan hingga suami menthalaknya
sendiri.
Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara hukum asal yang
dikenal dalam thalak dan kemaslahatan.

Ulama yang mempertimbangkan hukum asal yang dikenal dalam
thalak, mereka mengatakan bahwa thalak tidak terjadi kecuali dari suami.
Dan ulama yang mempertimbangkan bahaya bagi istri yang ada dalam
hal itu, mereka mengatakan bahwa penguasa dibolehkan menthalaknya,
ini melihat kepada kemaslahatan umum dan inilah yang dikenal dengan
istilah qiyas mursal. Sedangkan Malik mengamalkan hal itu, dan
kebanyakan dari para fugaha tidak mau mengamalkannya.
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Masalah ketujuh: Apakah ila” bisa berulang, jika suami menthalak
istrinya, kemudian merujuknya

1. Malik mengatakan jika merujuknya, lalu tidak menggaulinya, maka
ila’ bisa berulang pada dirinya. Hal ini menurutnya terjadi pada
thalak raj i dan thalak ba ‘in.

2. Abu Hanifah mengatakan bahwa thalak ba'in menggugurkan
sumpah ila’, ini adalah salah satu pernapat Syafi’i. Pendapat ini
juga dipilih oleh Al Muzani dan sekelompok ulama, bahwa sumpah
ila® tidak bisa berulang setelah terjadi thalak kecuali dengan
mengulangi sumpah.

Sebab perbedaan pendapat: Pertentangan antara kemaslahatan
dengan zhahir syarat ila’. Yang demikian itu bahwa tidak ada i/la” dalam
syari’at kecuali ketika ada sumpah dalam pernikahan itu sendiri, bukan
pada pernikahan yang lain. Tetapi jika kita mempertimbangkan hal ini,
akan terdapat bahaya yang ingin dihilangkan dengan hukum i/a". Karena
itu Malik berpendapat bahwa hal itu dihukumi dengan hukum i/a" tanpa
sumpah, ketika ada makna ila .

Masalah kedelapan: Apakah istri yang terkena sumpa ila’ harus
menunggu iddah

1. Jumhur berpendapat bahwa dia harus menunggu iddah.

2. Jabir bin Zaid berpendapat bahwa dia tidak harus menunggu iddah
jika telah haid tiga kali selama masa empat bulan. Pendapat ini
dikemukakan oleh sekelompok ulama dan pendapat ini juga
diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Hujjah mereka yaitu bahwa iddah
diberlakukan untuk mengetahui kekosongan rahim, dan dengan hal
ini telah terjadi kekosongan rahim tersebut. Sedangkan hujjah
jumhur yaitu bahwa istri terthalak, maka harus menunggu iddah
seperti istri-istri yang dithalak.

Sebab perbedaan pendapat: Bahwa iddah menggabungkan antara
ibadah dan kemaslahatan. Ulama yang mempertimbangkan sisi
kemaslahatan berpendapat bahwa istri yang terkena ila’ tidak wajib
menunggu iddah. Sedangkan ulama yang mempertimbangkan sisi ibadah,
mewajibkan adanya iddah.
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Masalah kesembilan: Ila’ yang dilakukan oleh budak

1. Malik berpendapat bahwa ila* yang dilakukan oleh budak ialah dua
bulan, setengah dari ila" yang dilakukan oleh orang yang merdcka,
dengan mengqiyaskan pada hukuman dan thalaknya.

2. Syafi’i dan ahli zhahir mengatakan ila" yang dilakukannya seperti
ila’ yang dilakukan oleh orang yang merdeka yaitu empat bulan,
berpegang dengan keumuman dalil. Yang benar, bahwa
ketergantungan sumpah dengan merdeka dan budak sama saja dan
ila’ adalah sumpah dan juga digiyaskan pada masa yang diberikan
pada orang yang menderita lemah syahwat.

3. Abu Hanifah mengatakan bahwa kekurangan yang masuk pada ila’
dipertimbangkan pada istri, bukan pada suami seperti iddah. Jika
istri seorang yang merdeka, maka ila'nya ialah ila’ orang yang
merdeka meskipun suaminya budak. Jika istri seorang budak, maka
masanya setengah orang yang merdeka.

Pengqiyasan ila "’ pada hukuman tidak bagus, karena seorang budak,
hukumannya lebih ringan dari orang yang merdeka, karena kekejian yang
muncul dari dirinya lebih sedikit kejelekannya, sedangkan yang muncul
dari orang yang merdeka lebih besar kejelekannya. Dan masa ila” dibuat
untuk menggabungkan antara pemberian keluasan kepada suami dan
menghilangkan bahaya dari istri.

Jika kita tentukan suatu masa yang lebih pendek dari masa tersebut,
maka akan lebih menyulitkan suami dan lebih bisa menghilangkan
bahaya dari istri. Padahal orang yang merdeka lebih berhak memperoleh
keluasan dan dihilangkan bahaya dari dirinya, karena itu, qiyas ini harus
tidak mengurangi dari ila" ini kecuali jika suami seorang budak dan istri
seorang yang merdeka saja. Pendapat ini tidak ada seorang pun yang
mengatakannya, maka yang wajib ialah menyamakannya.

Para ulama yang mengatakan adanya pengaruh perbudakan pada
masa ila’ berbeda pendapat tentang hilangnya perbudakan setelah terjadi
ila’, apakah berpindah kepada ila " orang yang merdeka atau tidak:

1.  Malik mengatakan tidak berpidah dari ila’ seorang budak kepada
ila’ orang yang merdeka.

2. Abu Hanifah mengatakan berpindah. Menurutnya bahwa seorang
budak wanita jika dimerdekakan, sedangkan suaminya telah
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melakukan sumpah ila " kepada dirinya, maka berpindah kepada ila’
orang yang merdeka.

3. Ibnu Al Qasim mengatakan bahwa jika istri masih gadis kecil yang
tidak digauli, maka tidak ada ila" atas dirinya, jika terjadi dan terus
menerus, maka dihitung empat bulan dari hari ketika ia dewasa. Dia
mengatakan hal itu karena tidak ada bahaya atas dirinya ketika
tidak digauli. Dia juga berkata, tidak ada ila’ atas orang yang
dikebiri dan tidak pula atas orang yang tidak mampu bersetubuh.

Masalah kesepuluh: Apakah termasuk syarat rujuknya orang yang
melakukan sumpah ila’ agar menggauli istrinya di masa iddah

1. Jumhur berpendapat bahwa hal itu bukan termasuk syaratnya.

2. Malik mengatakan jika belum mengaulinya tanpa ada alasan sakit
atau semisalnya, maka menurutnya belum dinamakan rujuk kepada
istrinya, dan istri tetap berada dalam iddah-nya dan tidak ada jalan
untuk kembali kepada istrinya sekalipun masa iddah-nya telah
berakhir.

Hujjah jumhur: Bahwa ila’ tidak lepas dari kembali dengan
merujuk kepada istri di waktu iddah atau tidak kembali: jika kembali,
maka tidak dipertimbangkan dan ila’ dimulai dari waktu rujuknya
(maksudnya, menghitung masa ila’ dari waktu rujuk), jika tidak
mengulangi ila’, maka tidak dipertimbangkan sama sekali, kecuali
berdasarkan madzhab yang berpendapat bahwa ila’ bisa terjadi tanpa
sumpah. Bagaimanapun juga masa empat bulan dari waktu rujuk harus
dipertimbangkan.

Sedangkan Malik mengatakan, setiap rujuk dari thalak apapun
adalah untuk menghilangkan bahaya, karena sahnya rujuk
dipertimbangkan dengan hilangnya bahaya tersebut. Dan hukum asalnya
adalah orang yang mengalami kesulitan untuk memberikan nafkah, jika
diceraikan kemudian merujuk  kembali, maka sahnya rujuk
dipertimbangkan dengan kemudahan yang dimilikinya.

Sebab perbedaan pendapat: qiyas syabah, yaitu bahwa ulama
yang menyamakan rujuk dengan permulaan nikah, maka dalam hal ini
mengharuskan agar ila’ diperbaharui. Sementara ulama yang
menyamakannya dengan rujuknya orang yang menthalak karena bahaya,
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dimana bahaya tersebut belum hilang, mereka mengatakan tetap pada
hukum asalnya.
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KITAB ZHIHAR

Yang menjadi dasar dalam pembahasan zhihar ini yaitu Al Qur'an
dan As-Sunnah:

Al Qur'an, yaitu firman Allah Ta'ala, “Dan orang-orang yang
menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa
yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang
budak.” (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3).

As-Sunnah, yaitu hadits Khaulah binti Malik bin Tsa’labah, dia
berkata:
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“Suamiku Aus bin Ash-Shamit menzhiharku, maka aku datang
menemui Rasulullah SAW untuk mengadukan hal itu kepada beliau dan
Rasulullah membantah diriku dalam hal itu dan bersabda, “Bertakwalah
kamu kepada Allah, karena dia adalah putra pamanmu,” belum sempat
aku keluar, Allah menurunkan ayat, ‘“Sesungguhnya Allah telah
mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu
tentang suaminya dan mengadukan (halnya) kepada Allah.” (Qs. Al
Mujaadilah {58]: 1). Maka behau bersabda, “Hendaklan dia
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memerdekakan  seorang  budak.” Khaulah berkata, “Dia tidak
memilikinya.” Beliau bersabda, “Hendakiah dia berpuasa dua bulan
berturut-turut.” Khaulah berkata, “Wahai Rasulullah, dia adalah orang
yang sudah tua, dia sudah tidak mampu lagi berpuasa.” Beliau bersabda,
“Henduklah dia memberi makan enam puluh orang miskin.” Khaulah
berkata, “Dia tidak memiliki sesuatu yang bisa disedekahkan.” Beliau
bersabda, “Aku akan membantunya dengan satu ‘araq (keranjang)
kurma.” Khaulah berkata, “Aku juga akan membantunya dengan satu
‘araq (keranjang) kurma yang lain.” Beliau bersabda, “Kamu telah
berbuat baik, pergilah lalu berilah makan enam puluh orang miskin atas
nama dia.” (HR. Abu Daud)'®”

Dan hadits Salamah bin Shakhr Al Bayadhi dari Nabi SAW''°.

Pembicaraan tentang pokok-pokok permasalahan zhihar terangkum
dalam tujuh pasal:

Di antaranya:
Pasal pertama: Lafazh-lafazh zhihar

Para fugaha sepakat bahwa seorang jika berkata kepada istrinya,
“Kamu bagiku seperti punggung ibuku.” Maka itu adalah zhihar. Mereka
berbeda pendapat jika disebutkan salah satu anggota selain punggung
atau menyebutkan punggung salah seorang wanita yang diharamkan
menikahinya selamanya selain ibu:

1.  Malik mengatakan bahwa itu adalah zhihar.

2. Sekelompok ulama lain mengatakan bahwa itu bukan zhihar,
kecuali dengan lafazh punggung dan ibu.

3. Abu Hanifah mengatakan bisa terjadi dengan semua anggota tubuh
yang diharamkan melihatnya.

' Hasan. HR. Abu Daud (2214), (2215), Ahmad (6/410), Ath-Thabrani di dalam
Al Kabir (1/225), Al Baihaqi (7/389, 391), dan dinilai hasan oleh Al Albani di
dalam Shahih Abu Daud kecuali sabda Nabi “Dan satu araq yaitu enam puluh
sha'”

Hasan. HR. Abu Daud (2213), At-Tirmidzi (2062), Ahmad (4/37), (5/436), Ad-
Darimi (2/217), Ibnu Abi Ashim di dalam A/ 4Ahad Wa Al Matsani (2185),
dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (2378), dan diriwayatkan oleh Ibnu Al
Jarud (744), Al Baihaqi (7/385, 390), dan dinilai hasan oleh Al Albani di dalam
Shahih Abu Daud.
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Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara makna kata-kata
tersebut dengan zhahirnya. Yaitu bahwa makna keharaman dalam hal ini
sama antara ibu dan wanita lainnya yang diharamkan, serta sama antara
punggung dan anggota tubuh lainnya. Sedangkan zhahir kata tersebut
menurut syari’at mengandung arti untuk tidak dinamakan zhihar, kecuali
dalam hal itu yang disebutkan lafazh punggung dan ibu. Adapun jika
berkata, “Dia bagiku seperti ibuku” dan tidak menyebutkan Kkata
punggung. Maka Abu Hanifah dan Syafi’i mengatakan dalam hal ini
harus dipertimbangkan berdasarkan niat, karena kadang dengan kata
tersebut  menghendaki  penghormatan terhadapnya dan  besar
kedudukannya di sisinya. Sedangkan Malik mengatakan bahwa itu adalah
zhihar.

Adapun orang yang menyamakan istrinya dengan wanita lain yang
tidak selamanya diharamkan:

1. Malik berpendapat bahwa hal itu merupakan zhihar.
2. Ibnu Al Majizyun berpendapat bukan zhihar.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah penyamaan istri dengan
wanita yang tidak selamanya diharamkan seperti penyamaan istri dengan
wanita yang diharamkan selamanya.

Pasal kedua: Syarat-syarat wajibnya kafarah zhihar
Adapun tentang syarat-syarat wajibnya membayar kafarah:

1. Jumhur berpendapat bahwa kafarah tidak wajib tanpa menarik
kembali (ucapan mereka).

2. Mujahid dan Thawus berpendapat dengan pendapat yang ganjil,
keduanya mengatakan wajib tanpa menarik kembali (ucapan
mereka).

Dalil jumhur yaitu, firman Allah Ta'ala, “Dan orang-orang yang
menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa
yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang
budak.” (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3).

Ini merupakan nash tentang makna wajibnya menggantungkan
kafarah dengan menarik kembali dari ucapannya. Adapun dari segi giyas;
zhihar menyerupai kafarah sumpah. Sebagaimana kafarah itu menjadi
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keharusan hanya karena pelanggaran atau karena sengaja melanggar.
Begitujuga masalahnya zhihar.

Hujjah Mujahid dan Thawus yaitu: Bahwa zhihar adalah suatu
makna yang mewajibkan adanya kafarah yang tinggi, maka harus
mewajibkan hal itu dengan sendirinya, tidak dengan makna tambahan
karena disamakan dengan kafarah pembunuhan dan membatalkan puasa.
Mereka juga mengatakan, bahwa itu adalah thalak jahiliyah, lalu
keharamannya dihapus dengan kafarah. Inilah makna firman Allah
Tu'ala: “Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka
ucapkan.” Dan menarik kembali menurut mereka adalah kembali pada
[slam.

Sedangkan para ulama yang mengatakan disyaratkannya menarik
kembali (ucapannya) dalam mewajibkan kafarah, mereka berbeda
pendapat dalam hal ini apa itu menarik kembali:

1. Dalam hal ini dari Malik terdapat tiga riwayat (pendapat):

Pertama, bahwa yang dimaksud kembali yaitu berkeinginan kuat
untuk mempertahankan istrinya serta menggaulinya.

Kedua, berkeinginan kuat untuk menggaulinya saja, ini adalah
riwayat shahih yang masyhur dari para pengikutnya, pendapat ini
juga dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Ahmad.

Ketiga, bahwa menarik kembali ialah menggauli itu sendiri,
pendapat ini merupakan riwayat paling lemah dart para
pengikutnya.

2. Syafi’i mengatakan bahwa menarik kembali adalah menahan itu
sendiri. Dia mengatakan, siapa yang mendapatkan waktu yang
dibolehkan untuk menthalak lalu ia tidak menthalak, maka jelaslah
bahwa dia telah menarik kembali (ucapannya) dan diapun harus
membayar kafarah, karena menetapnya istri pada waktu yang
memungkinkan bagi suami untuk menthalaknya tetapi dia tidak
menthalaknya, kedudukannya sama seperti keinginan untuk
mempertahankan istrinya, atau menetapnya istri merupakan bukti
yang menunjukkan bahwa suami ingin mempertahankannya.

3. Daud dan ahli zhahir mengatakan bahwa menarik kembali yaitu
mengulangi lafazh zhihar yang kedua kalinya, kapan dia tidak
melakukan hal itu, maka berarti dia belum kembali dan tidak ada
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kafarah atas dirinya. Dalil riwayat yang masyhur menurut Malik
terbangun atas dua dasar:

Pertama, bahwa pemahaman terbalik dari zhihar yaitu bahwa
kewajiban kafarah dalam hal ini, hanya dengan keinginan untuk
kembali kepada sesuatu yang dia haramkan atas dirinya sendiri
dengan zhihar, yaitu menggauli istri. Jika demikian, maka
“kewajiban kembali” mengandung dua kemungkinan; Menggauli
itu sendiri dan keinginan untuk menggauli.

Kedua, “Kembali” bukan berati menggauli, berdasarkan firman
Allah Ta’ala di dalam ayat, “Maka wajib atasnya memerdekakan
seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur.” (Qs. Al
Mujaadilah [58]: 3). Karena itu menggauli istri dilarang hingga
membayar kafarah. Mereka mengatakan, seandainya kembali itu
sendiri adalah menahan, maka zhihar itu sendiri mengharamkan
untuk menahan, jadi seolah-olah zhihar itu adalah thalak.

Kesimpulannya: Yang dijadikan rujukan menurut mereka pada
permasalahan ini ialah cara yang diperkenalkan oleh para fugaha yaitu
cara As-Sabr wa At-Tagsim (klasifikasi). Hal itu berarti bahwa, makna
menarik kembali tidak lepas dari; pengulangan lafazh-berdasarkan
pendapat Daud- menggauli itu sendiri, menahan atau keinginan untuk
menggauli.

Tidak mungkin pengulangan lafazh, karena itu adalah sebagai
penguat, sedangkan penguat tidak mengharuskan kafarah. Juga tidak
mungkin keinginan menahan untuk menggauli, karena menahan
selanjutnya ada, maka tinggal keinginan untuk menggauli. Jika keinginan
menahan untuk menggauli, maka berarti dia ingin menggauli, jadi yang
. benar bahwa makna “kembali” yaitu “menggauli”.

Dalil yang dijadikan pegangan oleh madzhab Syafi’iyah tentang
mengartikannya sebagai keinginan untuk menahan atau menahan
diartikan sebagai keinginan untuk menggauli yaitu: bahwa menahan
mengharuskan dirinya untuk menggauli. Intinya mereka menjadikan
‘keharusan melakukan sesuatu’ disamakan dengan ‘sesuatu yang lain’
dan hukum dari keduanya mereka jadikan satu, yaitu hampir sama
dengan riwayat kedua.

Barangkali ulama madzhab Syafi’i berdalil bahwa keinginan untuk
menahan yaitu sebab adanya kewajiban kafarah, artinya bahwa kafarah
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terhapus dengan terhapusnya menahan, hal itu terjadi jika menthalak
setelah menzhihar. Karena itu Malik di dalam riwayat kedua berhati-hati.
Maka mengartikan “kembali” yaitu keinginan dua perkara secara
bersamaan (maksudnya, menggauli dan menahan).

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa “kembali” diartikan
menggauli, ini adalah pendapat yang lemah serta menyelisihi nash dan
yang dijadikan pegangan dalam hal ini, yaitu penyamaan zhihar dengan
sumpah (maksudnya, sebagaimana kafarah sumpah itu hanya terjadi
karena pelanggaran, begitujuga urusan tersebut di sini) itu merupakan
qiyas syabah yang ditentang oleh nash.

Adapun Daud berpegang dengan zhahir lafazh di dalam firman
Allah Ta'ala, “Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang
mereka ucapkan” itu berarti kembali kepada perkataan itu sendiri.

Sementara Abu Hanifah berpendapat maksudnya kembali pada
Islam, yaitu dari zhihar yang mereka lakukan di zaman jahiliyah.
Sedangkan menurut Malik dan Syafi’i bahwa makna yang terdapat dalam
ayat tersebut yaitu: kemudian mereka kembali pada apa yang mereka
katakan.

Sebab perbedaan pendapat: secara global yaitu, kontradiksi
antara zhahir dengan mafhum (mukhalafah) ayat. Ulama yang berpegang
dengan mafhum ayat tersebut mengartikan “kembali” sebagai keinginan
untuk menggauli atau menahan dan menafsirkan makna huruf lam di
dalam firman Allah Ta ‘ala:

1 L6 W o

“Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka
ucapkan’ berarti huruf fa .

Adapun ulama yang berpegang dengan zhahir ayat: maka
mengartikan “kembali” sebagai pengulangan lafazh dan kembali yang
kedua adalah yang kedua kalinya bagi yang pertama, yang terjadi di
zaman jahiliyah.

Ulama yang menafsirkan dengan salah satu dari kedua hal ini,
maka yang benar baginya ialah meyakini bahwa dengan zhihar itu sendiri
mengharuskan membayar kafarah, sebagaimana diyakini oleh Mujahid,
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kecuali jika memperkirakan di dalam ayat tersebut ada kata yang
terbuang yaitu keinginan menahan, jadi di sini terdapat tiga madzhab:

Kemungkinan kata “kembali” diartikan sebagai pengulangan,
kemungkinan diartikan sebagai keinginan untuk menahan dan
kemungkinan kata “kembali” diartikan sebagai kembali pada Islam. Dan
kedua pendapat ini terbagi menjadi dua bagian (maksudnya, yang
pertama dan yang ketiga).

Pertama, hendaknya di dalam ayat tersebut diperkirakan ada kata
yang dibuang, yaitu “keinginan untuk menahan,” maka mensyaratkan
adanya keinginan ini ketika mewajibkan kafarah. Dan kemungkinan
tidak memperkirakan kata yang terbuang di dalam ayat tersebut, maka
kafarah bisa wajib dengan zhihar itu sendiri.

Dari bab ini mereka berbeda pendapat di dalam masalah cabang
yaitu: Apakah jika suami menthalak sebelum berkeinginan untuk
menahan, atau istrinya telah meninggal dunia, apakah kafarah diwajibkan
atas suami tersebut atau tidak:

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak wajib membayar kafarah
atas dirinya kecuali jika suami menthalak setelah berkeinginan
untuk kembali atau setelah menahan dengan masa yang panjang
sebagaimana dikemukakan oleh Syafi’i.

2. Diceritakan dari Utsman Al Batti bahwa suami wajib membayar
kafarah setelah menthalak, dan jika istri meninggal dunia sebelum
suami berkeinginan untuk kembali, maka tidak ada jalan untuk
mendapatkan warisan istri, kecuali setelah membayar kafarah. Ini
adalah pendapat ganjil yang menyelisihi nash, wallahu a’lam.

Pasal ketiga: Orang yang sah terkena zhihar

Para ulama sepakat bahwa zhihar berlaku terhadap istri yang masih
dalam ikatan pernikahan. Mereka berbeda pendapat tentang zhihar
terhadap seorang budak wanita dan terhadap seorang wanita yang tidak
berada dalam ikatan pernikahan. Begitujuga mereka berbeda pendapat
tentang zhihar seorang istri terhadap suami.

Adapun tentang zhihar terhadap seorang budak wanita:
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1.  Malik, Ats-Tsauri dan sekelompok ulama berpendapat bahwa
zhihar terhadap budak bisa berlaku seperti zhihar terhadap istri
yang merdeka, begitujuga mudabbarah (budak yang dijanjikan
untuk dimerdekakakan sepeninggal tuannya) dan ummul walad.

2. Syafi’i, Abu Hanifah, Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat zhihar
tidak berlaku terhadap seorang budak wanita.

3. Al Auza’i mengatakan jika seorang tuan menggauli budak
wanitanya, maka zhihar berlaku atasnya dan jika tidak
menggaulinya, maka itu dinamakan sumpah dan dalam hal ini dia
harus membayar kafarah sumpah.

4.  Atha’ mengatakan zhihar berlaku terhadap budak, tetapi hanya
wayjib setengah kafarah.

Dalil ulama yang menyatakan bahwa zhihar terhadap budak wanita
bisa terjadi adalah keumuman firman Allah Ta'ala, “Dan orang-orang
yang menzhihar istri-istri mereka.” (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3)

Sedangkan hujjah ulama yang tidak menganggapnya sebagai zhihar
yaitu, mereka telah sepakat bahwa kata “istri-istri” yang terdapat dalam
firman Allah Ta'ala, “Kepada orang-orang yang meng-ila’ istrinya
diberi tangguh empat bulan (lamanya).” (Qs. Al Baqarah [2]: 226)

Mereka adalah istri-istri yang memiliki suami, begitujuga kata
“istri” yang terdapat dalam ayat zhihar.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara qiyas syabah
dengan keumuman lafazh (maksudnya, kesamaan zhihar dengan ila” dan
keumuman lafazh an-nisaa’ [istri-istri], artinya: bahwa keumuman lafazh
mengandung arti masuknya budak dalam zhihar sedangkan penyamaan
zhihar dengan ila’ mengandung arti keluarnya mereka dari zhihar).

Adapun masalah apakah orang yang terkena zhihar disyaratkan
masih dalam ikatan pernikahan atau tidak:

1.  Malik berpendapat bahwa hal itu tidak disyaratkan dan barangsiapa
yang menentukan seorang wanita manapun dan men-zhihar-nya
dengan syarat menikahinya, berarti dia telah men-zhihar-nya.
Begitujuga jika tidak menentukan dan mengatakan, “Setiap wanita
yang akan aku nikahi, maka bagiku dia seperti punggung ibuku” itu
berbeda dengan thalak. Pendapat Malik tentang zhihar i
dikemukakan pula oleh Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Al Auza’i.
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2. Sebagian ulama mengatakan bahwa zhihar hanya berlaku pada istri
yang dimiliki oleh suami. Mereka adalah Syafi’i, Abu Tsaur dan
Daud.

3. Sekelompok ulama menyatakan adanya pembedaan dengan
mengatakan, jika dia memutlakkan lafazhnya, maka zhihar tidak
terjadi, yaitu dengan mengatakan, “Setiap wanita yang aku nikahi,
maka bagiku dia seperti punggung ibuku”, tetapi jika
membatasinya, maka zhiharnya berlaku, yaitu dengan mengatakan,
“Jika aku menikah dengan si fulanah atau menyebutkan satu
kampung atau kabilah”. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abi
Laila dan Al Hasan bin Huyaly.

Dalil kelompok pertama, yaitu firman Allah Ta'ala, “Penuhilah
olehmu akad-akad.” (Qs. Al Maa’idah [5]: 1).

Kerena itu merupakan akad yang berdasarkan syarat kepemilikan,
maka sama ketika ia memiliki. Dan kaum mukmin harus memenuhi
syarat yang mereka buat. Ini adalah pendapat Umar.

Hujjah Syafi’i yaitu: hadits Amru bin Syu’aib dari bapaknya, dari
kakeknya, bahwa Nabi SAW bersabda, “Tidak ada thalak, kecuali pada
istri yang dimilikinya dan tidak ada pemerdekaan budak kecuali pada
budak yang dimilikinya, tidak ada jual beli kecuali pada barang yang
dimilikinya dan tidak ada pemenuhan nadzar kecuali pada sesuatu yang
dimilikinya.” HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi''".

Sedangkan zhihar sama dengan thalak. Ini adalah pendapat Ibnu
Abbas.

Adapun ulama yang membedakan antara keumuman dan
penentuan, mereka melihat bahwa keumuman dalam zhihar termasuk
suatu yang menyulitkan, padahal Allah Ta’ala berfirman, “Dan Dia sama
sekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”
(Qs. Al Hajj [22]: 78).

Dari pembahasan ini mereka juga berbeda pendapat tentang apakah
seorang istri bisa menzhihar suami. Dalam hal ini terdapat tiga pendapat
dari para ulama:

"' Hasan. Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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1. (Yang paling masyhur), bahwa istri tidak dapat menzhihar suami.
Ini adalah pendapat Malik dan Syafi’i.

2. Bahwa istri wajib membayar kafarah sumpah.
3. Bahwa istri wajib membayar kafarah zhihar.

Dalil yang dijadikan pegangan oleh jumhur yaitu: kesamaan zhihar
dengan thalak. Ulama yang mengharuskan terjadinya zhihar dari istri
yaitu karena menyamakan zhihar dengan sumpah. Dan ulama yang
membedakannya, yaitu karena berpendapat bahwa keharusan bagi
seorang istri yang paling sedikit dalam hal ini ialah kafarah sumpah. Dan
ini adalah pendapat yang lemah.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi tentang berbagai
kesamaan dalam hal ini.

Pasal keempat: Sesuatu yang diharamkan atas orang yang
menzhihar

Para ulama sepakat bahwa orang yang menzhihar diharamkan
menggauli istri. Mereka berbeda pendapat tentang perbuatan yang kurang
dari itu seperti bersentuhan, menggauli bukan pada kemaluan istri dan
melihat dengan syahwat: ‘

1. Malik berpendapat diharam kan bersetubuh dan semua perbuatan
bersenang-senang yang kurang dari bersetubuh, seperti menggauli
bukan pada kemaluan, menyentuh, mencium dan melihat dengan
syahwat selain wajah, kedua telapak tangan dan kedua tangannya
yang termasuk anggota tubuhnya dan kecantikannya, diharamkan.
Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, hanya saja dia
memakruhkan melihat kemaluan.

2. Syafi’i mengatakan bahwa zhihar mengharamkan bersetubuh pada
kemaluan saja yang telah disepakati, bukan selain itu. Pendapat ini
juga dikemukakan oleh Ats-Tsauri, Ahmad dan sekelompok ulama.

Dalil Malik yaitu, firman Allah Ta ala, “Sebelum kedua suami istri
itu bersentuhan.” (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3)

Zhahir lafazh bersentuhan mengandung arti menggauli dan yang
lebih dari itu dan juga lafazh zhihar adalah lafazh dipakai untuk
mengharamkan bersetubuh baginya, maka sama dengan lafazh thalak.
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Dalil pendapat Syafi’i yaitu, bahwa kata bersentuhan di sini
merupakan majaz tentang bersetubuh, berdasarkan ijma’ para ulama
bahwa menggauli diharamkan baginya. Jika kata tersebut menunjukkan
arti bersetubuh, maka tidak menunjukkan sesuatu yang lebih dan
bersetubuh, karena kemungkinan menunjukkan sesuatu yang lebih dari
bersetubuh dan kemungkinan menunjukkan bersetubuh, ini adalah
petunjuk yang bersifat majaz, tetapi para ulama sepakat bahwa kata
tersebut menunjukkan arti bersetubuh, maka tidak ada lagi petunjuk yang
bersifat majaz, karena satu kata tidak menunjukkan dua petunjuk yaitu
hakikat dan majaz.

Menurut saya: Para ulama yang berpendapat bahwa lafazh yang
mempunyai banyak arti memiliki keumuman, tidak mustahil
kemungkinan satu kata menurut mereka mengandung dua makna
semuanya (maksudnya, hakikat dan majaz), meskipun tidak berlaku
menurut kebiasaan orang Arab, karena itulah pendapat yang menyatakan
seperti itu sangat lemah. Seandainya, bisa diketahui bahwa dalam hal ini
syari’at bisa bertindak, pasti dibolehkan . Dan juga menurut mereka
zhihar sama dengan ila’, maka menurut mereka harus dikhususkan pada
kemaluan.

Pasal kelima: Apakah zhihar bisa berulang sesuai berulangnya
pernikahan

Tentang pembahasan pengulangan zhihar setelah thalak
(maksudnya, jika menthalaknya setelah menzhihar sebelum membayar
kafarah, kemudian merujuknya, apakah zhihar bisa berulang, lalu tidak
halal menggauli istri hingga membayar kafarah). Dalam hal ini terdapat
perbedaan pendapat:

1.  Malik mengatakan, jika suami menthalak istrinya kurang dan tiga,
kemudian merujuknya ketika masih dalam masa iddah atau
sesudahnya, maka dia wajib membayar kafarah.

2. Syafi’i mengatakan jika suami merujuk istrinya ketika masih dalam
masa iddah, maka dia wajib membayar kafarah dan jika suami
merujuknya di luar masa iddah, maka dia tidak wajib membayar
kafarah. Dan Syafi’i juga memiliki pendapat lain seperti pendapat
Malik.
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3. Muhammad bin Al Hasan mengatakan zhihar bisa kembali pada
isrtinya, baik dia menikahinya setelah thalak tiga atau setelah thalak
satu. .

Permasalahan tm1 memiliki kesamaan dengan orang yang
bersumpah untuk menthalak, kemudian menthalak, kemudian
merujuknya, apakah sumpah tersebut masih tetap ada pada dirinya atau
tidak.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah thalak bisa menghapus dan
menghilangkan semua hukum-hukum suami istn atau tidak.

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa thalak ba’in yang
merupakan thalak tiga, bisa menghilangkannya. Sedangkan yang kurang
dan tiga, tidak bisa menghilangkan. Dan di antara mereka ada yang
berpendapat bahwa semua thalak tidak bisa menghilangkannya. Saya
mengira bahwa dari kelompok Zhahirtyah ada yang berpendapat bahwa
semua thalak bisa menghilangkannya.

Tentang permasalahan apakah ila” bisa masuk pada zhihar jika
suami mendatangkan bahaya yaitu degan tidak membayar kafarah
padahal dia mampu membayamya? Dalam hal ini juga terdapat
perbedaan pendapat:

|
‘ Pasal keenam: Apakah ila” bisa masuk pada zhihar
|
|

1. Abu Hanifah dan Syafi’i mengatakan bahwa kedua hukum tersebut
tidak saling masuk, karena hukum zhihar berbeda dengan hukum
ila’, menurut mereka baik suami mendatangkan bahaya atau tidak.
Pendapat ini dikemukakan oleh Al Auza’i, Ahmad dan sekelompok
ulama.

2. Malik mengatakan bahwa ila’ bisa masuk pada zhihar dengan
syarat jika suami mendatangkan bahaya.

3. Ats-Tsauri mengatakan bahwa ila” bisa masuk pada zhihar dan bisa
diketahui dengan selesainya masa empat bulan tanpa
mempertimbangkan masalah mendatangkan bahaya.

Jadi, dalam hal ini terdapat tiga pendapat: pendapat yang
mengatakan bahwa ila” bisa masuk pada zhihar secara mutlak, pendapat
yang mengatakan bahwa ila " tidak bisa masuk pada zhihar secara mutlak
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dan pendapat yang mengatakan bahwa ila’ bisa masuk pada zhihar
disertai dengan adanya bahaya dan tidak bisa ketika tidak ada bahaya.

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara pertimbangan
makna dan memperhatikan zhahir lafazh.

Ulama yang mempertimbangkan zhahir lafazh, mereka
mengatakan keduanya tidak bisa saling masuk. Dan ulama yang
mempertimbangkan makna, mereka mengatakan keduanya bisa saling
masuk jika tujuannya adalah mendatangkan bahaya.

Pasal ketujuh: Hukum-hukum kafarah zhihar

Pembahasan tentang kafarah zhihar meliputi berbagai hal, di
antaranya: tentang bilangan macam-macam kafarah dan urutan-
urutannya serta syarat masing-masing kafarah (maksudnya, syarat-syarat
sah) dan kapan wajib membayar satu kafarah serta kapan wajib
membayar lebih dari satu kafarah.

Tentang macam-macamnya, para ulama sepakat bahwa kafarah ada
tiga macam:

1. Memerdekakan budak
2.  Berpuasa dua bulan

3. Memberi makan enam puluh orang miskin dan hal itu secara
berurutan.

Jadi, memerdekakan budak dahulu; jika tidak mampu, maka
berpuasa; jika tidak mampu bepuasa, maka memberi makan. Ini berlaku
pada orang yang merdeka. Para ulama berbeda pendapat tentang budak,
apakah harus membayar kafarah dengan memerdekakan budak atau
memberi makan, setelah mereka sepakat bahwa dia harus memulai
dengan berpuasa (maksudnya, jika dia tidak mampu berpuasa):

Abu Tsaur dan Daud membolehkan bagi seorang budak untuk
memerdekakan, jika tuannya mengizinkannya. Sedangkan seluruh para
ulama menolak pendapat tersebut. Adapun tentang memberi makan,
Malik membolehkannya dengan izin tuannya. Sedangkan Abu Hanifah
dan Syafi’i tidak membolehkannya.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah seorang budak mempunyai
hak milik atau tidak.
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Adapun perselisihan mereka tentang syarat sah, di antaranya:
Perselisihan pendapat jika menggauli istrinya pada puasa dua bulan
tersebut; apakah dia harus memulai puasa dar awal atau tidak:

1.  Malik dan Abu Hanifah mengatakan bahwa dia harus memulai
puasa dari awal, hanya saja dalam hal ini Abu Hanifah
mensyaratkan adanya kesengajaan.

2. Malik dalam hal ini tidak membedakan antara menyengaja dan
lupa.

3. Syafi’i berpendapat tidak memulai dari awal bagaimanapun
keadaannya.

Sebab perbedaan pendapat: Kesamaan kafarah zhihar dengan
kafarah sumpah dan syarat yang terdapat dalam kafarah zhihar
(maksudnya, kafarah tersebut dibayarkan sebelum menggauli istri).

Ulama yang mempertimbangkan syarat ini mengatakan dia harus
memulai puasa dari awal. Dan ulama yang menyamakannya dengan
kafarah sumpah, mereka mengatakan tidak memulainya dari awal, karena
kafarah dalam sumpah bisa menghilangkan dosa setelah terjadi
berdasarkan kesepakatan para ulama.

Di antaranya: Apakah termasuk syarat budak yang dimerdekakan
harus seorang budak mukmin atau tidak:

1. Malik dan Syafi’i berpendapat bahwa hal itu termasuk syarat sah.

2. Abu Hanifah mengatakan dalam hal ini dibolehkan budak kafir dan
menurut mereka tidak dibolehkan memerdekakan budak
penyembah berhala dan wanita yang murtad.

Dalil kelompok pertama: bahwa pemerdekaan budak adalah
sebagai suatu bentuk ibadah, maka harus diserahkan kepada syari’at.
Pada dasarnya adalah memerdekakan budak pada kafarah pembunuhan.
Barangkali mereka mengatakan bahwa ini bukan termasuk pembahasan
qiyas, tetapi pembahasan mengartikan yang mutlak kepada yang
mugayyad (dibatasi), yaitu membatasi budak dengan keimanan pada
kafarah pembunuhan dan memutlakkannya dalam kafarah zhihar, maka
wajib untuk memalingkan yang mutlak kepada yang mugayyad. Bentuk
semacam ini yaitu mengartikan yang mutlak kepada yang mugayyad
masih terdapat perbedaan pendapat. Sementara para ulama madzhab
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Hanafi tidak membolehkannya, yaitu kerena sebab-sebab yang terdapat
dalam kedua permasalahan tersebut berbeda.

Hujjah Abu Hanifah yaitu: zhahir keumuman dan menurutnya tidak
ada pertentangan antara yang mutlak dan yang mugayyad, maka
menurutnya masing-masing harus diartikan berdasarkan lafazhnya.

Di antaranya: Perselisihan mereka, apakah termasuk syarat budak
yang dimerdekakan yaitu selamat dari cacat atau tidak. Kemudian jika
selamat, cacat apakah yang disyaratkan:

1. Yang diyakini oleh jumhur yaitu bahwa cacat berpengaruh untuk
menghalangi sahnya pemerdekakaan budak.

2. Sekelompok wulama lain berpendapat bahwa cacat tidak
berpengaruh dalam hal itu.

Hujjah jumhur yaitu kesamaan budak tersebut dengan binatang
kurban dan hadyu (kurban haji), karena dikumpulkan oleh ibadah.

Sedangkan hujjah kelompok kedua yaitu memutlakkan lafazh di
dalam ayat tersebut.

Sebab perbedaan pendapat: Pertentangan antara zhahir lafazh
dengan gqiyas syabah. Para ulama yang mengatakan bahwa cacat
berpengaruh untuk menghalangi sahnya pemerdekaan, mereka berbeda
pendapat tentang cacat yang diperhitungkan dalam sah atau tidaknya.

Tentang buta mata dan kedua tangan atau kedua kaki terpotong,
tidak ada perbedaan pendapat menurut mereka, bahwa hal itu
menghalangi sahnya. Mereka berbeda pendapat tentang cacat yang
kurang dari itu, di antaranya:

Apakah budak yang terpotong satu tangannya sah:
Abu Hanifah menyatakan sah.
2. Malik dan Syafi’i menyatakan tidak sah.
Budak yang buta mata sebelah:
1.  Malik mengatakan tidak sah.
2.  Abdul Malik mengatakan sah.
Budak yang putus kedua telinganya:
1.  Malik mengatakan tidak sah.
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2. Para pengikut Syafi’t mengatakan tidak sah.
Budak yang tuli:

Mengenai hal ini terdapat perbedaan pendapat dalam mazhab
Maliki: pendapat yang mengatakan sah dan pendapat lain mengatakan,
tidak sah.

Budak yang bisu:
1. Malik berpendapat tidak sah.
2. Syafi’1 dalam hal ini memiliki dua pendapat.
Adapun budak yang gila, tidak sah.
Budak yang dikebiri:
1. Ibnu Al Qasim mengatakan orang yang dikebin tidak aku suka.
2. Ulama yang lain mengatakan tidak sah.
3. Syafi’i mengatakan sah.

Memerdekakan budak yang masih kecil dibolehkan menurut
pendapat kabanyakan fugaha. Dan diriwayatkan dari sebagian ulama
terdahulu bahwa mereka melarangnya.

Budak yang pincang sedikit menurut madzhab Maliki sah.
Sedangkan budak yang jelas pincangnya tidak sah.

Sebab perbedaan pendapat: Perselisihan tentang kadar
kekurangan yang berpengaruh pada ibadah tersebut serta hal itu tidak
memiliki hukum dasar dalam syari’at kecuali hewan kurban.

Begitujuga di dalam madzhab Maliki tidak sah budak yang menjadi
milik bersama atau sebagian kemerdekaan, seperti budak mukatab
(menebus dirinya dengan cara mencicil) dan mudabbar (dijanjikan
mendapat kemerdekaan sepeninggal tuannya) berdasarkan firman Allah
Ta’ala, “Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak.” (Qs. Al
Mujaadilah [58]: 3)

Tahrir (memerdekakan budak) artinya mulai memerdekakannya.
Jika terdapat salah satu akad kemerdekaan seperti mukatab, maka itu
hanya sebagai penyelesaian saja bukan memerdekakannya. Begitujuga
milik bersama, karena sebagian diri budak tersebut tidaklah sebagai
budak. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan, jika budak mukatab telah
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membayar sebagian harta untuk menebus dirinya, maka tidak sah dan jika
belum membayar, maka sah.

Mereka beselisih pendapat, apakah dibolehkan memerdekakan
budak mudabbar:

1. Malik mengatakan tidak dibolehkan, disamakan dengan budak
mukatab, Karena itu adalah suatu akad tidak ada penyelesaiannya.

2. Syafi’i mengatakan dibolehkan.

Menurut Malik tidak dibolehkan memerdekakan ummul walad-nya
dan juga budak yang dimerdekakan sampai batas waktu tertentu. Tentang
ummul walad karena akadnya lebih kuat dari akad mukatab dan
mudabbar, dengan dalil bahwa keduanya kadang bisa terjadi pembatalan.
Pada budak mukatab yaitu karena tidak mampu membayar cicilan. Pada
mudabbar yaitu ketika dia tidak mampu membayar sepertiga. Sedangkan
memerdekakan sampai batas waktu tertentu yaitu karena akad
pemerdekaan tidak ada cara penyelasaiannya.

Malik dan Syafi’i berbeda pendapat dengan Abu Hanifah tentang
dibolehkan nya pemerdekaan orang yang telah memerdekakan karena ada
hubungan nasab:

1.  Malik dan Syafi’i mengatakan tidak dibolehkan.

2. Abu Hanifah mengatakan jika dia berniat memerdekakannya
karena kafarah zhihar, maka hal itu dibolehkan.

Jadi Abu Hanifah menyamakannya dengan budak yang tidak wajib
dimerdekakan, yaitu bahwa masing-masing dari kedua budak tersebut
tidak wajib dibeli dan membayar harga untuk memerdekakannya, jika dia
berniat memerdekakannya, maka dibolehkan. Sedangkan madzhab
Maliki dan Syafi’i berpendapat bahwa jika seseorang yang
memerdekakan membelinya lalu memerdekakannya tanpa ada maksud
memerdekakan, maka hal itu tidak dibolehkan .

Jadi Abu Hanifah menempatkan maksud pembelian pada
pemerdekaan. Sedangkan mereka mengatakan, harus ada maksud untuk
memerdekakan itu sendiri, jadi kedua-duanya dinamakan memerdekakan
budak berdasarkan pilihannya, tetapi salah satu dari keduanya
memerdekakan karena pilihan pertama dan yang lain merdeka dengan
keharusan pilihan tersebut, maka seolah-olah dia memerdekakan
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berdasarkan maksud yang kedua dan membeli berdasarkan maksud yang
pertama. Dan yang lain sebaliknya.

Malik dan Syafi’i berbeda pendapat tentang orang yang
memerdekakan dua paruhan dan dua orang budak:

1. Malik mengatakan hal itu tidak dibolehkan.
2. Syaft’i mengatakan dibolehkan karena itu berarti satu.

Malik berpegang dengan zhahir lafazh. Inilah yang mereka
perselisihkan tentang syarat-syarat budak yang dimerdekakan.

Tentang syarat-syarat memberi makan: Dari hal itu mereka
berbeda pendapat tentang ukuran yang dibolehkan untuk satu orang
miskin dari jumlah enampuluh orang miskin yang telah dijelaskan
berdasarkan nash. Dalam hal itu terdapat dua riwayat dari Malik:

Yang paling masyhur yaitu satu mud berdasarkan ukuran mud
Hisyam untuk setiap satu orang miskin, dan itu seukuran dengan dua mud
Nabi SAW. Pendapat lain mengatakan, yaitu kurang dari itu dan
pendapat lain juga mengatakan, yaitu satu sepertiga mud.

Riwayat kedua yaitu: satu mud untuk setiap satu orang miskin
berdasarkan mud Nabi SAW. Pendapat ini juga dikemukakan oleh
Syafi’i.

Alasan riwayat pertama yaitu: Pertimbangan kekenyangan pada
umumnya (maksudnya, makan siang dan makan malam). Sedangkan
alasan riwayat kedua yaitu: Pertimbangan kafarah dalam hal ini dengan
kafarah sumpah. Inilah perselisihan pendapat mereka tentang syarat-
syarat sah mengenai kewajiban dalam kafarah ini.

Adapun perselisihan mereka tentang jumlah kafarah dan
penyatuannya:

Di antaranya: Jika menzhihar dengan satu kalimat terhadap istri
yang lebih dan satu, apakah dalam hal itu cukup dengan satu kafarah
atau jumlah kafarah disesuaikan dengan bilangan istri:

1. Malik berpendapat cukup dengan satu kafarah.

2. Syafi’i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam hal ini terdapat
beberapa kafarah sesuai dengan jumlah istri-istri yang dizhiharnya.
Jadi jika istri tersebut dua, maka jumlahnnya adalah dua, jika tiga,
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maka jumlahnya adalah tiga, jika lebih dari itu, maka jumlahnya
pun lebih dari itu.

Ulama yang menyamakannya dengan thalak, mereka mewajibkan
pada setiap satu orang istri satu kafarah. Dan ulama yang
menyamakannya dengan ila’, mereka hanya mewajibkan satu kafarah.
Dan hal itu lebih mirip dengan ila .

Di antaranya juga: Jika menzhihar istrinya di banyak tempat,
apakah dia harus membayar satu kafarah atau berdasarkan jumlah
tempat-tampat yang dia lakukan untuk menzhihar:

1.  Malik mengatakan tidak ada kewajiban atas dirinya kecuali hanya
membayar satu kafarah, kecuali jika dia menzhihar kemudian kafir,
kemudian menzhihar, maka dia wajib membayar kafarah yang
kedua. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Al Auza’i, Ahmad dan
Ishaq.

2. Abu Hanifah dan Syafi’i mengatakan masing-masing zhihar wajib
membayar kafarah.

Jika hal itu dilakukan dalam satu majlis, menurut Malik tidak ada
perbedaan pendapat bahwa dalam hal itu harus membayar satu kafarah.
Sedangkan menurut Abu Hanifah bahwa hal itu kembali kepada niatnya;
jika tujuannya untuk memperkuat, maka kafarah tersebut adalah satu.
Dan jika bermaksud memulai zhihar, maka sebagaimana yang dia
inginkan dan dia harus membayar kafarah berdasarkan jumlah zhihar.
Yahya bin Sa’id mengatakan dia harus membayar kafarah berdasarkan
jumlah kafarah, baik dalam satu majlis atau dalam beberapa majlis.

Sebab perbedaan pendapat: Bahwa satu zhihar pada hakikatnya
adalah yang terjadi dengan satu lafazh terhadap seorang istri dalam satu
waktu. Dan zhihar yang terulang —tanpa ada perselisthan pendapat—
adalah yang terjadi dengan dua lafazh terhadap dua orang istri dalam dua
waktu.

Jika mengulang lafazh terhadap satu orang istri, apakah jumlah
pengulangan lafazh mengharuskan jumlah zhihar atau tidak, begitujuga
jika lafazhnya satu dan istri yang terkena zhihar lebih dan satu. Yang
demikian, karena lafazh zhihar kedudukannya sama dengan sarana di
antara dua pihak. Ulama yang menguatkan kemiripan pihak yang pertama
(yang menzhihar/suami) mengharuskan baginya hukum tersebut. Dan
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ulama yang menguatkan kemiripan pihak yang kedua (yang
dizhihar/istri), mengharuskan baginya hukum tersebut.

Di antaranya: Jika menzhihar istrinya, kemudian menggaulinya
sebelum membayar kafarah, apakah dia harus membayar satu kafarah
atau tidak:

1. Kebanyakan para fuqaha berbagi negeri; Malik, Syafi’i, Abu
Hanifah, Ats-Tsauri, Al Auza’i, Ahmad, Ishag, Abu Tsaur, Daud,
Ath-Thabari dan Abu Ubaid menyatakan bahwa dalam hal ini harus
membayar satu kafarah. Hujjah mereka yaitu hadits Salamah bin
Shakhr Al Bayadhi:
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“Bahwa dia menzhihar istrinya di zaman Rasulullah SAW,
kemudian menggauli istrinya sebelum membayar kafarah, lalu dia datang

menemui Rasulullah SAW dan melaporkan hal itu kepada beliau, maka
beliau memyuruhnya agar membayar satu kafarah''.”

2. Sekelompok ulama lain mengatakan dia harus membayar dua
kafarah: kafarah keinginan untuk menggauli istri dan kafarah
menggauli istri, karena dia menggauli istri yang diharamkan.
Pendapat ini diriwayatkan dari Amru bin Al Ash, Qabishah bin
Dzuaib, Sa’id bin Jubair dan Ibnu Syihab.

3. Pendapat lain mengatakan bahwa dia tidak harus membayar
apapun, baik kembali dan juga menggauli, karena Allah 7a’ala
mensyaratkan sahnya kafarah yaitu sebelum menggauli. Jika dia
telah menggauli maka berarti telah keluar waktunya, jadi tidak
wajib kecuali dengan perintah baru, sedangkan dalam masalah kita
ini tidak ada. Dalam pendapat ini terdapat keganjilan.

4. Abu Muhammad bin Hazm mengatakan barangsiapa yang
berkewajiban memberi makan, maka tidak haram untuk menggauli
sebelum memberi makan, hanya saja diharamkan menggauli bagi

"' Hasan. Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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orang yang berkewajiban untuk memerdekakan budak atau
berpuasa.
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KITAB LI’AN

Pembicaraan dalam hal ini meliputi lima pasal, setelah pendapat
yang mengatakan wajibnya /i ‘an:

Pasal pertama: Macam-macam tuduhan yang mewajibkan /i ‘an dan
syarat-syaratnya.

Pembahasan kedua: Sifat-sifat suami istri yang melakukan /i ‘an.
Ketiga: Sifat /i’an.

Keempat: Hukum penolakan salah seorang dari keduanya atau
rujuknya suami.

Kelima: Hukum-hukum yang menjadi keharusan bagi sempurnanya
li'an.

Landasan dasar tentang wajibnya li‘an; dari Al Quran, yaitu
firman Allah Ta’ala, “Dan orang-orang yang menuduh isterinya
(berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri
mereka sendiri. (Qs. An-Nuur [24]: 6).

Dari As-Sunnah, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Malik dan
lainnya dari para perawi ash-shahih dari hadits Uwaimir Al Ajlani:
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“Suatu ketika, Ashim bin Adi Al Ajlani didatangi oleh seorang dart
kaumnya, seraya berkata, ‘Wahai Ashim, bagaimana pendapatmu tentang
seorang yang mendapatkan istrinya bersama orang lain, apakah dia boleh
membunuhnya, lalu kalian membunuh (mengqgishash) dia? Atau
bagaimanakah yang harus dia perbuat? Tanyakanlah hal itu, wahai Ashim
kepada Rasulullah SAW.” Lalu Ashim menanyakan hal itu kepada
Rasulullah. Setelah Ashim kembali kepada keluarganya, datanglah
Uwaimir seraya berkata, ‘Wahai Ashim, Apa yang dikatakan oleh
Rasulullah SAW kepadamu?’ Maka dia mengatakan, ‘Kamu tidak
membawa kebaikan kepadaku. Rasulullah SAW membenci pertanyaan
yang aku tanyakan kepada beliau.” Maka dia (Uwaimir) berkata, ‘Aku
tidak akan berhenti hingga aku menanyakan permasalahan tersebut
kepada beliau,” lalu Uwaimir datang menemui Rasulullah SAW ketika
beliau sedang berada di tengah-tengah manusia, lalu mengatakan, ‘Wahai
Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang yang mendapatkan
istrinya bersama orang lain, apakah dia boleh membunuhnya, lalu kalian
menggqishashnya? Atau bagaimanakah yang harus dia perbuat?” Maka
Rasulullah SAW bersabda, ‘Telah turun wahyu Al Qur’an tentang dirimu
dan istrimu, maka pergilah dan bawalah istrimu kemari.’ Sahal
mengatakan: Lalu keduanya saling melakukan sumpah li’an, sedangkan
aku bersama orang banyak di samping Rasulullah SAW. Setelah
keduanya selesai dari sumpah li’an, Uwaimir mengatakan, ‘Aku telah
berdusta kepadanya wahai Rasulullah, jika aku tetap mempertahankannya
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sebagai istriku.” Maka dia menceraikan istrinya tiga kali sebelum -
Rasulullah SAW memerintahkannya.'"

Malik mengatakan, Ibnu Syihab berkata, “Maka hal itu menjadi
sunnah bagi dua orang yang melakukan sumpah /i ‘an.”

Juga dari segi makna, karena adanya anak mengharuskan adanya
hubungan nasab, maka manusia sangat membutuhkan jalan untuk
meniadakan anak tersebut ketika terbukti adanya kerusakan dan jalan
tersebut adalah /i'an. Jadi li'an merupakan hukum yang telah ditetapkan
berdasarkan Al Qur'an, As-Sunah, qiyas dan ijma’, karena sepengetahuan
saya dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Maka inilah
pembicaraan tentang penetapan hukumnya.

Pasal pertama: Macam-mécam tuduhan yang mewajibkan /i’an dan
syarat-syaratnya

Tentang bentuk-bentuk tuduhan yang mengharuskan terjadinya
li’an yang pertama ada dua bentuk:

Pertama, tuduhan berzina dan kedua, peniadaan kandungan.

Tuduhan berzina tidak lepas dari penyaksian (maksudnya, dia
mengaku bahwa dia menyaksikan istrinya sedang berzina seperti saksi
yang menyaksikan orang yang berbuat zina) atau tuduhan yang bersifat
mutlak. '

Jika meniadakan kehamilan juga tidak lepas dari meniadakannya
secara mutlak atau menganggap bahwa dia tidak mendekati istrinya
setelah istrinya membersihkan rahimnya. Inilah empat kondisi yang
ringan dan semua tuduhan tersusun berdasarkan hal ini, seperti
menuduhnya bezina dan meniadakan kehamilan atau menetapkan
kehamilan dan menuduhnya berzina.

Tentang wajibnya melakukan sumpah /i ‘an dengan tuduhan berzina
ketika mengaku melihatnya: maka dalam hal ini tidak ada perbedaan
pendapat. Para pengikut madzhab Maliki mengatakan, jika dia (suami)
menganggap bahwa dirinya belum menggauli istrinya.

'S Muttafaqg ‘Alaih. HR. Al Bukhari (5259), Muslim (1492), Abu Daud (2245),
An-Nasa'i (6/143), Ibnu Majah (2066), Ahmad (5/336), dan Malik di dalam A/
Muwaththa’ (2/566).
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Tentang wajibnya melakukan sumpah /i ‘an dengan hanya tuduhan
semata:

1. Jumhur berpendapat bahwa hal itu dibolehkan di antaranya
Syafi’i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ahmad, Daud dan lainnya.

2. Sedangkan pendapat yang masyhur dari Malik, yaitu menurutnya
tidak dibolehkan melakukan sumpah /i ‘an dengan tuduhan semata.
ITonu Al Qasim juga mengatakan bahwa dia membolehkannya,
riwayat tersebut juga berasal dari Malik.

Hujjah jumhur yaitu, keumuman firman Allah 7a'ala, “Dan orang-
orang yang menuduh istrinya (berzina).” (Qs. An-Nuur {24]: 6).

Ayat ini tidak mengkhususkan salah satu sifat dalam zina tanpa
menyebutkan pada yang lain, sebagaimana firman Allah tentang
wajibnya hukuman menuduh berzina.

Sedangkan hujjah Malik yaitu: zhahir hadits-hadits yang
menjelaskan tentang hal itu, di antaranya: sabda Nabi di dalam hadits
Sa’ad: “Bagaimana pendapatmu seandainya ada seorang laki-laki
mendapatkan istrinya sedang bersama laki-laki lain?”'"*

Sedangkan hadits Ibnu Abbas, “Lalu dia datang menemui
Rasulullah SAW seraya berkata, ‘Demi Allah, wahai Rasulullah, sungguh
aku telah menihat dengan mata kepalaku dan aku mendengar dengan
telingaku.” Maka Rasulullah SAW membenci berita yang dia bawa dan
bersikap keras terhadap dirinya. Lalu turunlah ayat, “Dan orang-orang
yang menuduh isterinya (berzina).” Hingga akhir ayat tersebut''®>. Dan
tuduhan harus ada buktinya seperti persaksian.

Dalam bab ini terdapat masalah cabang dimana pendapatnya Malik
berbeda-beda, yaitu: jika nampak kehamilan pada istri setelah terjadi
/i’an: dari Malik dalam hal ini terdapat dua riwayat: pertama, gugurnya
penisbatan kandungan dari suami dan kedua, dinisbatkan kepada suami.

" Menunjuk kepada hadits Abu Hurairah bahwa Sa’id bin Ubadah berkata,
“Wahai Rasulullah SAW, Bagaimana pendapatmu jika aku mendapatkan istriku
sedang bersama laki-laki lain, apakah aku menundanya hingga aku
mendatangkan empat saksi.” Rasulullah SAW bersabda, “Ya.” HR. Muslim
(1498), Abu Daud (4533), An-Nasa'i (9/416), Ahmad (2/465), dan Malik di
dalam Al Muwaththa’ (2/737).

" pDha’iff HR. Abu Daud (2256), Ahmad (1/238), dan dinilai dha'if oleh Al
Albani di dalam Dha"if Abu Daud.
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Sepengetahuan saya mereka sepakat bahwa di antara syarat tunduhan
yang mengharuskan terjadinya /i'an pada melihat perbuatan zina yaitu
agar istri tersebut masih dalam hubungan pernikahan.

Mereka berbeda pendapat tentang orang yang menuduh istrinya
dengan tuduhan zina, kemudian menthalaknya tiga kali, apakah di antara
keduanya terjadi /i ‘an atau tidak:

1. Malik, Syafi’i, Al Auza’i dan sekelompok ulama berpendapat
bahwa di antara keduanya terjadi sumpah /i ‘an.

2. Abu Hanifah mengatakan tidak ada /i’an antara keduanya, kecuali
untuk meniadakan anak dan tidak ada hukuman.

3. Sedangkan Makhul, Al Hakam dan Qatadah mengatakan dihukum
dan tidak saling melakukan sumpah /i ‘an.

Jika meniadakan anak, maka hal itu sebagaimana kami katakan,
terbagi menjadi dua permasalahan; salah satunya, suami mengaku bahwa
dia telah berlepas diri dan istrinya dan belum menggaulinya setelah
berlepas din darinya. Ini termasuk permasalahan yang tidak
diperselisihkan.

Pendapat Malik berbeda tentang berlepas diri, kadang dia
mengatakan tiga haid; kadang dia mengatakan satu kali haid. Sedangkan
peniadaannya secara mutlak, pendapat yang masyhur dari Malik yaitu
tidak wajib adanya /i’an. Dalam hal ini dia ditentang oleh Syafi’i, Ahmad
dan Daud, mereka mengatakan tidak ada artinya dalam hal ini, karena
seorang istri kadang mengalami kehamilan, padahal dia melihat darah
haid. Abdul Wahhab menceritakan dari para pengikut madzhab Syafi’i
bahwa tidak boleh meniadakan kandungan secara mutlak tanpa adanya
tuduhan zina.

Dari bab ini mereka berbeda pendapat tentang permasalahan
cabang, yaitu waktu peniadaan kandungan:

1. Jumhur mengatakan dia boleh meniadakannya ketika istri dalam
keadaan hamil. Malik mensyaratkan, ketika suami tidak
meniadakannya, istri sedang hamil, dan dia tidak boleh
meniadakannya setelah kelahiran dengan sumpah /i ‘an.

2. Syafi’it mengatakan jika suami mengetahui kehamilan, lalu
memungkinkan bagi hakim untuk melakukan /i ‘an, tetapi keduanya
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tidak melakukan /i’an, maka suami tidak boleh meniadakannya
setelah kelahiran.

3.  Sedangkan Abu Hanifah mengatakan tidak boleh meniadakan anak
hingga (istri) melahirkan.

Hujjah Malik dan ulama yang sependapat dengannya, yaitu hadits-
hadits yag mutawatir dari hadits Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud''®, Anas''” dan
Sahal bin Sa’ad''®:
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“Bahwa Nabi SAW ketika memutuskan perkara /i‘an di antara dua
orang yang saling melakukan sumpah li’an, bersabda, ‘Jika istri
melahirkan kandungan dengan sifat demikian, maka tidaklah aku
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berpendapat kecuali bahwa suami benar terhadap tuduhannya’.

Mereka mengatakan ini menunjukkan bahwa istri dalam keadaan
hamil di waktu /i’an.

Hujjah Abu Hanifah: Bahwa kehamilan kadang mengalami
keguguran dan kadang hilang, maka tidak ada alasan bagi /i'an kecuali
berdasarkan keyakinan.

Di antara hujjah jumhur yaitu bahwa syari’at kadang
menggantungkan berbagai hukum pada kemunculan /i‘an, seperti,
nafkah, iddah dan larangan menggauli. Maka qiyas /i‘an juga harus
seperti itu.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, bahwa suami boleh melakukan
/i’an meskipun tidak meniadakan kandungan, kecuali pada waktu
kelahiran, begitujuga waktu mendekati kehamilan. Dia tidak menentukan
waktu tertentu dalam hal itu. Sedangkan kedua pengikutnya yaitu Abu
Yusuf dan Muhammad menentukan waktu, dengan mengatakan suami
boleh meniadakannya di antara masa empat puluh hari dari waktu
kelahiran.

i16

Hadits Ibnu Mas’ud diriwayatkan oleh Muslim (1495), Abu Daud (2253), Ibnu
Majah (2068), Ahmad (1/421), Ibnu Hibban (4281), dan Al Baihaqi (7/405).
Hadits Anas diriwayatkan oleh Muslim (1496), An-Nasa'i (6/171), Ahmad
(3/142), dan Al Baihaqi (7/405), (10/265).

Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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Para ulama yang mewajibkan /i'an di waktu kehamilan sepakat
bahwa suami boleh meniadakannya di saat masih ada hubungan
pernikahan. Mereka berbeda pendapat tentang peniadaannya setelah
thalak:

1. Malik berpendapat bahwa suami dibolehkan melakukan hal itu di
semua waktu yang seorang anak dinisbatkan kepada suami (firasy),
dan itu merupakan waktu kandungan terlama menurutnya, yaitu
menurutnya kira-kira empat tahun atau hma tahun. Begitujuga
menurutnya hukum peniadaan anak setelah thalak, jika dia tetap
mengingkarinya. Dan pendapat yang hampir sama dengan hal ini
dikemukakan oleh Syafi’i.

2. Sekelompok ulama mengatakan bahwa suami tidak boleh
meniadakan kandungan kecuali selama masa iddah saja, jika
meniadakannya di luar masa iddah, maka dia terkena hukuman, dan
anaknya dinisbatkan kepadanya.

Tentang hukum wajib menurut jumhur sampai selesainya masa
terlama berdasarkan perselisihan mereka dalam hal ini. Para ulama
madzhab zhahiriyah berpendapat bahwa masa kandungan terpendek yang
mewajibkan hukum tersebut ialah menurut kebiasaan, yaitu sembilan
bulan dan masa yang mendekatinya.

Di antara mereka tidak ada perbedaan pendapat bahwa hukum
tersebut wajib pada masa pernikahan, sedangkan masa selebihnya
berdasarkan masa terpendek yaitu enam bulan (maksudnya agar anak
dilahirkan pada masa enam bulan dart waktu menggauli atau
memungkinkan untuk menggaulinya, bukan dari waktu akad nikah).

Abu Hanifah berpendapat dengan pendapat yang ganjil, dia
mengatakan dari waktu akad nikah, meskipun diketahui bahwa tidak
mungkin menggaulinya, sehingga meskipun menurutnya seseorang yang
berada di ujung barat menikah dengan seorang wanita yang berada di
ujung timur, lalu wanita tersebut datang dengan membawa seorang anak
pada enam bulan dart waktu akad nikah, maka anak tersebut dinisbatkan
kepadanya, kecuali jika dia meniadakan anak tersebut dengan sumpah
li’an. Dia dalam permasalahan ini sependapat dengan madzhab zhahiri,
karena dalam hal ini dia berpegang dengan keumuman sabda Nabi SAW,
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“Anak itu dinasabkan pada suami.”'"

Dan wanita ini menjadi orang yang menguasai tempat tidur dengan
adanya akad nikah. Jadi seolah-olah dia berpendapat bahwa hal itu
merupakan suatu ibadah yang tidak diketahui alasannya. Ini adalah
pendapat yang lemah. Pendapat Malik dalam pembahasan ini berbeda di
dalam permasalahan cabang, yaitu jika suami menuduh bahwa istrinya
berbuat zina, padahal dia mengakui kehamilan tersebut: riwayat darinya
dalam hal ini terdapat tiga riwayat:

Pertama, bahwa dia dihukum dan anak tersebut dinisbatkan
kepadanya serta tidak melakukan sumpah /i ‘an.

Kedua, bahwa suami boleh melakukan sumpah /i'an dan
meniadakan anak tersebut.

Ketiga, bahwa anak tersebut dinisbatkan kepadanya dan
dibolehkan melakukan sumpah /i’an untuk menolak hukuman dan
dirinya.

Sebab perbedaan pendapat: Apakah diperhatikan adanya
penetapan kandungan dengan adanya keharusan untuk meniadakannya,
yaitu tuduhan berbuat zina.

Dari pembahasan ini mereka juga berbeda pendapat dalam
permasalahan cabang yaitu, jika dia telah menghadirkan kesaksian atas
perbuatan zina, apakah suami boleh melakukan sumpah /i ‘an atau tidak:

1.  Abu Hanifah dan Daud berpendapat bahwa suami tidak dibolehkan
melakukan sumpah Ji’an, karena /i’an hanya dijadikan sebagai
pengganti saksi, berdasarkan firman Allah Ta’ala, “Dan orang-
orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada

mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri.” (Qs. An-Nuur
[24]: 6).

2. Malik dan Syafi’i berpendapat bahwa suami dibolehkan melakukan
sumpah /i’an, karena saksi tidak ada pengaruhnya bagi mereka
untuk menolak akad (pernikahan).

" Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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Pasal kedua: Sifat-sifat suami istri yang melakukan /i’an

1.  Sckelompok ulama mengatakan dibolehkan melakukan /i’an
antara setiap suami istri, baik keduanya merdeka atau keduanya
budak, atau salah satu dari keduanya merdeka, sedangkan yang lain
seorang budak, baik keduanya dihukum dengan suatu hukuman
atau keduanya adil, atau salah satu dan keduanya, baik keduanya
dalam keadaan muslim atau suami seorang muslim sedangkan
istrinya seorang ahli kitab. Dan tidak ada /i’an antara dua orang
yang kafir kecuali jika keduanya mengajukan permasalahannya
kepada kami. D1 antara ulama yang mengemukakan pendapat ini
adalah Malik dan Syafi’i.

2. Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan tidak ada /i’an
antara dua orang yang muslim, merdeka serta adil.

Kesimpulannya, /i’an menurut mereka hanya dibolehkan bagi
orang yang pantas menjadi saksi.

Hujjah para ulama yang menyatakan pendapat pertama yaitu,
keumuman firman Allah 7a’ala, “Dan orang-orang yang menuduh
isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi
selain diri mereka sendiri.” (Qs. An-Nuur [24]: 6).

Dalam hal itu tidak mensyaratkan apapun.

Dalil yang dijadikan pijakan madzhab Hanafi yaitu, bahwa /i ‘an
adalah persaksian, maka disyaratkan pada /i‘an tersebut sebagaimana
yang disyaratkan pada persaksian, karena Allah menamai mereka sebagai
orang-orang yang bersaksi, berdasarkan firman-Nya, “Maka persaksian
orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah.” (Qs. An-
Nuur [24]: 6)

Mereka mengatakan bahwa /i ‘an hanya terjadi di antara orang yang
wajib dihukum karena tuduhan yang terjadi di antara keduanya.

Mereka sepakat bahwa seorang budak tidak dihukum karena
tuduhannya, begitujuga orang kafir, jadi mereka menyamakan orang
wajib melakukan /i’an dengan orang yang wajib mendapat hukuman atas
tuduhannya, karena /i’an diberlakukan hanya untuk menolak hukuman
dengan meniadakan nasab.
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Barangkali mereka berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan oleh
Amru bin Syu’aib, dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW
bersabda:

R LA e vt RGN

“Tidak ada li’an di antara empat orang: dua orang budak dan dua
orang kafir.”'*’

Sedangkan jumhur berpendapat bahwa itu adalah sumpah,
meskipun dinamakan dengan persaksian, karena seseorang tidak
melakukan persaksian untuk dirinya sendiri. Sedangkan persaksian
kadang diungkapkan dengan sumpah dan hal itu Allah jelaskan dalam
firman Allah Ta'ala, “Apabila orang-orang munafik datang kepadamu,
mereka berkata:...” (Qs. Al Munaafiquun [63]: 1) kemudian Allah
berfirman,

“Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai.” (Qs. Al
Munaafiquun [63]: 1)

Mereka sepakat tentang dibolehkan nya /i ‘an bagi orang buta. Dan
mereka berbeda pendapat tentang orang yang bisu:

1.  Malik dan Syafi’i mengatakan bahwa orang yang bisu dibolehkan
untuk melakukan /i ‘an jika bisa dipahami maksudnya.

2.  Abu Hanifah berpendapat bahwa orang bisu tidak dibolehkan
melakukan /i ‘an karena bukan termasuk orang yang pantas untuk
menjadi saksi. Dan mereka sepakat bahwa berakal dan dewasa
termasuk di antara syarat /i ‘an.

Pasal ketiga: Sifat li’an

Tentang sifat /i’an hampir sama menurut jumhur ulama dan di
antara mereka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat yang cukup
besar, yaitu berdasarkan zhahir pengertian lafazh ayat tersebut. Maka
suami bersaksi dengan nama Allah sebanyak empat kali, “Bahwa aku
telah melihatnya berzina dan kandungan tersebut bukan berasal dari

12 Dha’if. HR. Ibnu Majah (2071), Ad-Daruquthni (3/163, 164), Al Baihagqi
(7/395, 396, 397), dan dinilai dha'if oleh Al Bushairi di dalam 4/ Mishbah,
begitujuga oleh Al Albani di dalam Dha 'if Ibnu Majah.
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diriku,” dan pada saksi yang kelima kalinya dia mengatakan, “Laknat
Allah atas dirinya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.”
Kemudian istri bersaksi empat kali untuk melepaskan persaksian
suaminya, kemudian ditutup yang kelima kalinya dengan kemurkaan
Allah. Semua ini disepakati.

Para ulama berbeda pendapat apakah boleh diganti kedudukan
“laknat” tersebut dengan “kemurkaan”; kedudukan “kemurkaan” dengan
“laknat”, kedudukan “aku bersaksi” diganti dengan “aku bersumpah” dan
kedudukan ucapannya “Billah (dengan nama Allah)” diganti dengan
nama-nama Allah yang lainnya: Jumhur berpendapat bahwa hal itu tidak
dibolehkan sedikitpun kecuali yang telah ditegaskan dari lafazh-lafazh
tersebut, karena pada asalnya adalah bilangan persaksian. Dan mereka
sepakat bahwa termasuk di antara syarat sahnya yaitu agar dilakukan
dengan keputusan hakim.

Pasal keempat: Hukum penolakan salah seorang dari keduanya atau
rujuknya suami

Jika suami menolak:
1. Jumhur mengatakan bahwa dia dihukum had.

2. Abu Hanifah mengatakan bahwa dia tidak dihukum had dan hanya
dipenjara.

Hujjah jumhur yaitu keumuman firman Allah Ta’ala, “Dan orang-
orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina).” (Qs.
An-Nuur [24]: 6)

Ini umum pada laki-laki lain dan suami. Dan /i ‘an itu sendiri telah
dijadikan bagi suami sebagai kedudukan saksi, ketika suami menolak,
maka kedudukannya seperti orang yang menuduh, sedang dia sendiri
tidak memiliki saksi (maksudnya, dia dihukum had).

Serta dalil yang berasal dari hadits Ibnu Umar dan lainnya tentang
kisah Al Ajlani, berupa sabda Nabi SAW,
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“Jika aku membunuhnya, maka aku akan dibunuh (digishash). Jika
aku mengucapkan tuduhanku, maka aku akan dihukum cambuk dan jika
aku diam, maka aku diam dengan menahan marah.”"'

Kelompok kedua berhujjah, bahwa ayat /i’an tidak mengandung
kewajiban hukuman had pada suami ketika menolaknya dan pernyataan
tentang kewajiban hukum had tersebut merupakan tambahan dalam nash,
sedangkan itu sendin menurut mereka adalah pembatalan dan pembatalan
tersebut tidak dibolehkan dengan qiyas serta tidak pula dengan hadits
ahad. Mereka mengatakan juga seandainya hukum had tersebut wajib,
maka sumpah /i’an tidak ada gunanya, serta tidak berpengaruh untuk
menggugurkannya, karena /i ‘an adalah sumpah, maka hukum Aad tidak
bisa gugur karenanya dari orang lain, begitu juga suami.

Yang benar, yaitu bahwa /i ‘an adalah sumpah khusus, maka harus
memiliki hukum khusus pula. Telah ditegaskan terhadap seorang istri
bahwa sumpah dapat menolak hukuman dar dirinya, maka pembicaraan
dalam hal im yaitu tentang hukuman yang ditolak dari istri dengan
sumpah.

Kerena adanya banyak makna dalam kata hukuman (sanksi),
mereka juga berbeda pendapat tentang kewajiban atas seorang istri jika
dia menolak:

1. Syafi’i, Malik, Ahmad dan jumhur ulama mengatakan, bahwa
istri dihukum had dan hukuman had-nya ialah rajam, jika dia telah
digauli oleh suaminya dan terdapat syarat-syarat muhshan dalam dirinya.
Jika belum digauli, maka hukumannya adalah cambuk. Abu Hanifah
mengatakan, bahwa istri jika menolak maka dia wajib diberikan hukuman
tahanan hingga mengucapkan sumpah /i’an. Hujjahnya ialah sabda Nabi
SAW.
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Perkataan ini adalah perkataan Al Ajlani, bukan sabda Nabi SAW. Dan ini
merupakan potongan dari hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Mushim
(1493), Al Baihaqi (7/404). Begitujuga dari hadits Ibnu Mas’ud yang
diriwayatkan oleh Muslim (1495), Abu Daud (2253), Ibnu Majah (2068), dan
Ahmad (1/421).
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“Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari
tiga hal: zina sesudah terpelihara (menikah), kafir sesudah keimanan
atau membunuh jika bukan karena membunuh (gishash) jiwa lain.”'2 -

Dan juga, pengaliran darah (gishash membunuh) karena penolakan
istri adalah hukum yang ditentang dasar hukum; jika kebanyakan dar
kalangan fugaha tidak mewajibkan penggantian harta karena menolak,
maka yang berlaku adalah tidak wajib mengalirkan darah karena hal itu.

Kesimpulannya: Jadi, prinsip pengaliran darah (qishash) di dalam
syari’at didasari oleh aturan bahwa darah tidak boleh dialirkan kecuali
dengan bukti yang adil atau dengan pengakuan. Maka seharusnya, prinsip
ini tidak dikhususkan pada kata yang memiliki banyak arti. Pendapat Abu
Hanifah dalam masalah ini lebih benar insya Allah. Abul Ma’ah
mengakui di dalam kitabnya Al Burhan tentang kuatnya pendapat Abu
Hanifah dalam masalah ini, padahal dia adalah seorang yang bermadzhab
Syafi’i.

Para ulama sepakat bahwa jika suami mendustakan dirinya sendiri,
maka dia diberi hukuman had dan anak tersebut dinasabkan kepadanya
jika dia tidak mengakui anak.

Mereka berbeda pendapat, apakah dia boleh merujuk istrinya
setelah jumhur ulama sepakat bahwa perceraian menjadi keharusan
karena /i’an; kemungkinan dengan sendirinya dan kemungkinan dengan
keputusan hakim berdasarkan apa yang akan kami bicarakan selanjutnya:

1.  Malik, Syafi’i, Ats-Tsauri, Daud, Ahmad dan jumhur fuqaha

berbagai negeri mengatakan bahwa kedua suami istri tidak bisa
berkumpul selamanya, meskipun suami mendustakan dirinya.

2. Abu Hanifah dan sekelompok ulama mengatakan jika suami
mendustakan dirinya, maka dia dicambuk sebagai hukuman had
dan dia sebagai salah seorang pelamar.

3.  Sekelompok ulama lain mengatakan bahwa istrinya dikembalikan
kepadanya.

Hujjah kelompok pertama yaitu sabda Rasulullah SAW, “Tidak ada
Jjalan bagimu atas dirinya.”'®

22 Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.
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Dan beliau tidak memberikan pengecualian, maka keharaman
tersebut mutlak.

Hujjah kelompok kedua: Bahwa jika suami mendustakan dirinya,
maka berarti dia telah membatalkan hukum /i’an. Sebagaimana anak
tersebut dinisbatkan kepadanya, begitujuga istri dikembalikan kepadanya.
Hal itu karena sebab yang mengharuskan keharaman hanyalah
ketidaktahuan tentang penentuan kebenaran salah satu dari keduanya,
dengan kepastian bahwa salah satu dari keduanya berdusta. Jika terbukti,
maka pengharaman tersebut terhapus.

Pasal kelima: Hukum-hukum yang menjadi keharusan bagi
sempurnanya li’an

Tentang hukum-hukum yang menjadi keharusan bagi /i ‘an: dari hal
ini para ulama berbeda pendapat dalam berbagai permasalahan.

Di antaranya: Apakah perceraian menjadi keharusan atau tidak?
Jika menjadi keharusan kapan diharuskan? Apakah harus dengan /i ‘an itu
sendiri ataukah dengan keputusan hakim? Jika terjadi, apakah itu
merupakan thalak ataukah pembatalan?

1.  Jumhur berpendapat bahwa perceraian terjadi dengan [i'an
berdasarkan yang masyhur di dalam hadits-hadits tentang /i‘an, di
antaranya: “Bahwa Rasulullah SAW memisahkan antara
keduanya.” Ibnu Syihab mengatakan scbagaimana yang
diriwayatkan oleh Malik darinya, “Maka hal itu menjadi sunah bagi
dua orang yang melakukan sumpah /i’an. Dan berdasarkan sabda
Nabi SAW, “Tidak ada jalan bagimu atas dirinya.”'**

2. Utsman Al Batti dan sekelompok ulama dari Basrah mengatakan
li'an tidak disertai dengan perceraian, mereka berhujjah bahwa hal
itu merupakan hukum yang tidak dikandung dalam ayat /i 'an dan
tidak pula dijelaskan dalam hadits-hadits, karena di dalam hadits
masyhur dijelaskan bahwa dia menceraikannya di hadapan Nabi
SAW, lalu beliau tidak mengingkarinya. Dan juga, hukum /i’an

3 Muttafaq ‘Alaih. HR. Al Bukhari (5312), Muslim (1493), Abu Daud (2257),

An-Nasa'i (6/177), Ahmad (2/11), Al Hamdi (671), Ibnu Al Jarud (753), dan Al
Baihagi (7/401, 404).

2% Baru saja dijelaskan takhrijnya.
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disyari’atkan hanya untuk menolak hukuman had karena menuduh,
maka tidak mengharuskan keharaman karena disamakan dengan
bukti. ‘

Hujjah jumhur yaitu: Bahwa telah terjadi di antara keduanya berupa
saling memutuskan hubungan, saling membenci, saling melampiaskan
hawa nafsu dan membatalkan batas-batas Allah yang mengharuskan agar
keduanya tidak berkumpul setelah itu selamanya. Yaitu karena hubungan
suami istri dibangun atas kasih sayang dan saling cinta, sedangkan hal itu
dalam diri mereka benar-benar telah tiada, dan tidak ada hukuman yang
paling ringan bagi keduanya dari perceraian.

Kesimpulannya: Keburukan yang terjadi di antara keduanya
merupakan puncaknya keburukan.

Adapun Kkapan terjadinya perceraian:

1. Malik, Al-Laits dan sekelompok ulama mengatakan, bahwa
perceraian tersebut terjadi setelah keduanya telah selesai dari
melakukan /i ‘an.

2. Syafi’i mengatakan jika suami telah menyempurnakan li’annya,
maka perceraian pun terjadi.

3.  Abu Hanifah mengatakan perceraian tidak akan terjadi kecuali
dengan keputusan hakim. Pendapat ini dikemukakan oleh Ats-
Tsauri dan Ahmad.

Hujjah Malik dalam menentang Syafi’i yaitu hadits Ibnu Umar, dia
berkata, “Rasulullah SAW menceraikan antara dua orang yang
melakukan /i‘an dan beliau bersabda, 'Perhitungan kalian berdua
terserah kepada Allah. Salah seorang di antara kalian berdusta, maka
tidak ada jalan bagimu atas dirinya'” Serta hadits yang menjelaskan
bahwa beliau tidak memisahkan antara keduanya kecuali setelah /i’an
terjadi dengan sempurna.

Hujjah Syafi’i: yaitu bahwa /i ‘an istri hanya bisa menolak hukuman
had dari dirinya saja. Sedangkan suami itulah yang berpengaruh pada
peniadaan nasab. Jika /i ‘an berpengaruh pada perceraian, maka haruslah
li’an tersebut adalah /i ‘an suami karena disamakan dengan thalak.

Hujjah mereka berdua terhadap Abu Hanifah yaitu bahwa Nabi
SAW telah memberitahukan kepada suami istri tersebut tentang
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terjadinya perceraian ketika /i'an terjadi dari keduanya. Maka hal itu
menunjukkan bahwa /i ‘an merupakan sebab terjadinya perceraian.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa perceraian bisa terjadi
hanya dengan keputusan dan perintah beliau SAW ketika beliau
bersabda, “Tidak ada jalan bagimu atas dirinya.” Maka dia berpendapat
bahwa keputusannya merupakan syarat terjadinya perceraian,
sebagaimana keputusannya merupakan syarat sahnya /i ‘an.

Sebab perselisihan antara ulama yang berpendapat bahwa dengan
adanya hal itu maka perceraian terjadi dan ulama yang tidak menyatakan
hal itu, bahwa perceraian yang dilakukan oleh Nabi di antara keduanya
bukanlah sesuatu yang jelas terdapat dalam hadits masyhur, karena laki-
laki itu sendiri yang segera menceraikan sebelum Nabi memberitahukan
kepadanya tentang perceraian tersebut. Dan menurut hukum asal,
perceraian itu tidak terjadi kecuali dengan thalak serta di dalam syari’at
tidak terdapat pengharaman selamanya (maksudnya, yang disepakati).

Ulama yang menguatkan hukum asal atas pemahaman terbalik,
karena kemungkinan hal itu meniadakan keharusan terjadinya perceraian,
mereka berpendapat bahwa perceraian tersebut wajib. Adapun sebab
perselisihan ulama yang mensyaratkan keputusan hakim atau tidak
mensyaratkannya, yaitu karena ketidakjelasan hukum ini antara
dikuatkannya kemiripan hukum-hukum tersebut yang keabsahannya
disyaratkan keputusan hakim atau yang tidak disyaratkan hal itu padanya.

Permasalahan selanjutnya (maksudnya, jika kita katakan bahwa
perceraian terjadi, apakah itu merupakan fasakh atau thalak) para ulama
yang menyatakan terjadinya perceraian berbeda pendapat dalam hal itu:

1. Malik dan Syafi’i mengatakan itu adalah fasakh.
2.  Abu Hanifah mengatakan itu adalah thalak ba'in.

Hujjah Malik: tentang pengharaman tersebut untuk selamanya,
yaitu dia menyamakannya dengan wanita yang masih ada hubungan
mahram.

Sedangkan Abu Hanifah, yaitu menyamakannya dengan thalak,
karena diqiyaskan dengan perceraian yang terjadi karena lemah syahwat,
karena hal itu menurutnya berdasarkan keputusan hakim.
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KITAB BERKABUNG

Kaum mushim sepakat bahwa iAdad (berkabung) hukumnya wajib

bagi wanita merdeka, muslimah serta dalam masa iddah wafat, kecuali Al
Hasan sendirt. Mereka berselisih tentang istri selain iddah wafat dan
sesuatu yang dilarang bagi wanita yang sedang ber-iddah:

1.

Malik mengatakan bahwa ihdad di wajibkan atas wanita muslimah,
wanita ahli kitab, wanita yang masih kecil dan yang sudah dewasa.
Sedangkan budak wanita yang tuannya meninggal dunia, baik dia
sebagai ummul walad atau bukan, menurutnya tidak ada ihdad.
Pendapat ini juga dikemukakan oleh fugaha berbagai negeri.

Pendapat Malik yang masyhur tentang wanita ahli kitab ditentang
oleh Ibnu Nafi’ dan Asyhab, padahal keduanya meriwayatkan dari
Malik. Pendapat mereka ini juga dikemukakan oleh Syafi’i
(maksudnya, bahwa tidak ada ihdad bagi wanita ahli kitab).

Abu Hanifah mengatakan tidak wajib ber-ihdad bagi wanita yang
masih kecil dan juga wanita ahli kitab.

Sekelompok ulama mengatakan tidak wajib ber-ihdad bagi budak
wanita yang dinikahi. Pendapat tersebut juga diriwayatkan dari Abu
Hanifah,

Inilah perbedaan pendapat yang masyhur tentang orang yang wajib

untuk ber-ihdad di antara berbagai macam istri dari yang tidak wajib ber-
ihdad.

Perselisihan mereka dari segi iddah:

Malik mengatakan bahwa tidak ada ikdad kecuali pada masa iddah
kematian.

Abu Hanifah dan Ats-Tsauri mengatakan bahwa ikdad pada masa
iddah dari thalak ba’in adalah wajib.

Syafi’i menganggap hal itu baik bagi wanita yang diceraikan dan
tidak mewajibkannya.
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Pembahasan ketiga yaitu sesuatu yang dilarang bagt wanita yang
ber-iddah dari yang tidak dilarang: Menurut para fuqaha, secara umum
istri dilarang dari memakai perhiasan yang mengundang laki-laki untuk
mendekati wanita yaitu seperti perhiasan dan celak mata, kecuali sesuatu
yang bukan termasuk perhiasan dan memakai pakaian yang dicelup
dengan warna (terang) —kecuali warna hitam,— karena Malik tidak
memakruhkan wanita tersebut memakai warna hitam. Semua para ulama
memberikan keringanan pada celak mata ketika mendesak; sebagian
mereka dalam hal ini mensyaratkannya selama tidak sebagai perhiasan;
sebagian mereka mensyaratkannya; dan sebagian mereka mensyaratkan
untuk melakukannya di malam hari bukan di siang hari.

Kesimpulannya, berbagai pendapat para fugaha tentang sesuatu
yang harus dijauhi oleh wanita yang sedang ber-ihdad hampir sama, yaitu
sesuatu yang mengundang laki-laki untuk mendekati para wanita secara
umum.

Yang menjadikan jumhur berpendapat untuk mewajibkan ihdad
secara umum, yaitu berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya:
hadits Ummu Salamah, istri Nabi SAW,
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“Bahwa ada seorang wanita datang menemui Rasulullah SAW
seraya bertanya, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku
ditinggal mati oleh suaminya, sedang dia mengeluhkan kedua matanya,
apakah dia boleh memakai celak pada kedua matanya?’ Maka Rasulullah
SAW menjawab, ‘Tidak boleh, beliau mengatakan dua atau tiga kali,
setiap ditanya demikian beliau menjawab, ‘Tidak boleh.’ Kemudian
beliau bersabda, ‘Sesunguhnya ihdadnya ialah empat bulan sepuluh hari.
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Dan sungguh ada seorang di antara kalian yang ber-ihdad selama satu
tahun penuh’.”l25

Abu Muhammad berkata, “Berdasarkan hadits ini1, maka harus
berpegang dengan pendapat yang menyatakan wajib untuk ber-ihdad.

Sedangkan hadits Ummu Habibah ketika dia meminta minyak
wangi, lalu dia mengusapkannya pada dadanya, kemudian dia
mengatakan, “Demi Allah, aku tidak membutuhkan minyak wangi ini,
hanya saja aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

7 2. L ° i - o oy - M P S .- ° Foo 4 PR
G oo Lo dod O =Y 2N AL e A SR e Y
o~ - Ja:_i://oi o:. 7. 2 5 ;/:
d e /ﬂr‘”‘ an ) el s Yl/ ;M j’y"
‘Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan
hari akhir untuk ber-ihdad atas orang yang meninggal dunia lebih dari

tiga hari, kecuali atas suami boleh ber-ihdad selama empat bulan
sepuluh hari’”'*

Di dalamnya tidak terdapat hujjah, karena itu merupakan
pengecualian dari larangan dan hal itu mengandung arti dibolehkan,

bukan kewajiban. Begitujuga hadits Zainab binti Jahsy'?".

Al Qadhi berkata, mengenai perintah yang datang setelah larangan,
terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli kalam (maksudnya,
apakah mengandung arti wajib atau mubah).

Sebab perselisihan antara ulama yang mewajibkannya bagi wanita
muslimah bukan wanita kafir: ulama yang berpendapat bahwa ihdad
adalah suatu ibadah, maka tidak mewajibkannya pada wanita kafir. Dan
ulama yang berpendapat bahwa itu adalah suatu yang bisa dipahami
maknanya (yaitu untuk menjaga pandangan laki-laki kepada wanita dan
pandangan wanita kepada laki-laki), menyamakan antara wanita kafir dan

125

Muttafaq ‘Alaih. HR. Al Bukhari (5336, 5337), Muslim (1488), At-Tirmidzi
(1197), An-Nasa'i (6/188), Ibnu Majah (2084), Ahmad (6/291, 311), dan Al
Baihagi (7/428).

Muttafaq ‘Alaih. HR. Al Bukhari (5334, 5335), Muslim (1486), Abu Daud
(2299), At-Tirmidzi (1195), An-Nasa'i (6/201), Ahmad (6/325, 326, 426), Al
Baihaqi (23/226).

Muttafaq ‘Alaih. HR. Al Bukhari (5335), Muslim (1487), dan At-Tirmidzi
(1196).
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wanita muslim. Dan ulama yang mempertimbangkan pandangan laki-
laki, bukan pandangan wanita, membedakan antara wanita yang masih
kecil dan wanita besar, karena wanita yang masih kecil tidak menark
pandangan laki-laki.

Di antara hujjah ulama yang mewajibkan atas para wanita
muslimah bukan wanita kafir, yaitu sabda Nabi SAW,
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“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan
hari akhir untuk ber-ihdad kecuali atas kematian suaminya.”

Mereka mengatakan syarat keimanan dalam ihdad mengandung arti
bahwa ihdad merupakan suatu ibadah.

Sedangkan ulama yang membedakan antara budak wanita dan
wanita yang merdeka, begitujuga wanita ahli kitab, karena mereka
menganggap bahwa iddah kematian mewajibkan dua hal berdasarkan
kesepakatan: pertama, ihdad dan kedua, tidak keluar rumah. Setelah
kewajiban untuk tidak keluar rumah gugur dan budak wanita karena
kesederhanaannya dan kebutuhan untuk mempekerjakannya, maka
gugurlah larangan berhias dan dirinya.

Adapun perselisihan mereka tentang budak wanita mukatab, yaitu
dari segi ketidakjelasan tentang dirinya antara wanita yang merdeka dan
budak.

Sedangkan tentang budak wanita yang dimiliki dan ummul walad:
jumhur berpendapat untuk menggugurkan ihdad dari dirinya, berdasarkan
sabda Nabi SAW, “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman
kepada Allah dan hari akhir untuk ber-ihdad kecuali atas kematian
suaminya.” Maka bisa diketahui dengan dalil khithab bahwa selain
wanita yang memiliki suami tidak wajib untuk ber-ihdad.

Ulama yang mewajibkannya atas wanita yang ditinggal mati oleh
suaminya, selain wanita yang dithalak, yaitu bergantung pada zhahir yang
disebutkan. Sedangkan ulama yang menyamakan wanita yang dithalak
dengan mereka, ialah dari jalan makna, yaitu nampak dari makna ihdad
bahwa maksud ihdad ialah agar laki-laki tidak memandangnya pada masa

246  Bidayatul Mujtahid



idduh dan wanita itu tidak memandang mereka. Hal itu untuk menutup
jalan kerusakan, karena untuk menjaga nasab. Wallahu A 'lam.

Telah selesai kitab thalak dan segala puji bagi Allah atas segala
nikmat-Nya dan rasa syukur kepada-Nya atas karunia-Nya. Berikutnya
adalah kitab huyu " (jual beli) insya Allah Ta'ala.
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KITAB JUAL BELI

Pembicaraan tentang jual beli terangkum dalam lima pembahasan:
1. Macam-macam jual beh.

2. Syarat-syarat sahnya jual beli.

3. Syarat-syarat batalnya jual beli.

4. Hukum-hukum jual beli yang sah.

5. Hukum-hukum jual beli yang batal.

Akan kami sebutkan macam-macam jual beli secara umum,
kemudian kami sebutkan syarat-syarat batal dan sahnya jual beli serta
hukum-hukum jual beli yang sah dan yang batal.

Karena di antara sebab-sebab batal dan sahnya jual beli ada yang
bersifat umum bagi semua jenis jual beli atau bagi sebagian besarnya,
dan juga ada yang bersifat khusus. Begitujuga tentang hukum-hukum sah
dan batalnya, maka tinjanan secara teknis menuntut agar kita
menyebutkan terlebih dahulu hal-hal yang terdapat kesamaan pada
keempat macam tersebut. (maksudnya, permasalahan umum tentang
sebab-sebab pembatalan, sebab-sebab keabsahan, hukum-hukum
keabsahan, dan hukum-hukum pembatalan bagi semua jenis jual beli).
Kemudian kami sebutkan persoalan yang khusus dari keempat hal jual
beli tersebut satu persatu. Maka kitab jual beli ini terbagi menjadi enam
bagian:

Pertama: Macam-macam jual beli yang bersifat umum.

Kedua: Sebab-sebab pembatalan jual beli secara umum pula
(maksudnya, pada keseluruhan atau sebagian besarnya), karena sebab-
sebab pembatalan itu lebih diketahui daripada sebab-sebab keabsahan.

Ketiga: Sebab-sebab keabsahan jual beli secara umum pula.

Keempat: Hukum-hukum jual beli yang sah (maksudnya, hukum-
hukum yang berlaku untuk semua jual beli yang sah, atau untuk
umumnya).
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| Kelima: Kami akan sebutkan hukum-hukum jual beli yang batal
‘ serta berlaku untuk semua (maksudnya, jika hal itu terjadi).

Keenam: Kami sebutkan macam-macam jual beli serta yang
menjadi kekhususannya seperti sah dan batalnya, serta hukum-
i hukumnya.

Bagian Pertama

Setiap muamalah pasti terjadi di antara dua orang (pihak), tidak
lepas dari kemungkinan berupa pertukaran barang dengan barang; atau
barang dengan sesuatu yang berada dalam tanggungan; atau tanggungan
dengan tanggungan. Dan masing-masing dari tiga kemungkinan itu,
terkadang dilakukan dengan cara kredit dan terkadang dengan cara tunai
(cash). Dan masing-masing dari kedua kemungkinan ini juga, kadang
dilakukan dengan cara tunai oleh kedua belah pihak; kadang dengan cara
kredit oleh kedua pihak. Atau kadang dilakukan dengan tunai oleh satu
pihak dan kredit oleh pihak lain. Jadi, macam-macam jual beli itu ada
sembilan macam.

' Macam-Macam Jual Beli
l
|

Adapun jual beli yang dilakukan secara kredit dari kedua belah
pihak, maka tidak dibolehkan berdasarkan iyjma’ ulama, juga pada
barang dan yang masih dalam tanggungan, karena ini merupakan jual beli
utang dengan utang yang dilarang.

Nama-nama jual beli ini ada yang ditinjau dari segi sifat akad dan
kondisi akad tersebut, dan ada yang ditinjau dari sifat barang yang dijual,
yaitu jika berupa barang dengan barang, maka tidak lepas dari
kemungkinan; antara harga dengan barang; atau antara harga dengan
harga. Jika antara harga dengan harga, maka dinamakan sharf (pertukaran
uang). Dan jika antara harga dengan barang, maka dinamakan jual beli
umum. Begitujuga jika jual beli tersebut berupa barang dengan barang
menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan selanjutnya. Jika jual beli itu
antara barang dengan tanggungan, maka dinamakan salam. Jika jual beli
itu didasarkan atas pilihan, maka dinamakan khiyar. Jika didasarkan atas
penentuan laba, maka jual beli ini dinamakan murahabah. Dan jika
didasarkan atas penambahan, maka ia disebut muzayadah.
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Bagian Kedua
Sebab-Sebab Umum yang Membatalkan Jual Beli

Jika mempertimbangkan sebab-sebab yang karenanya terdapat
larangan syar’i dalam jual beli (maksudnya, sebab-sebab umum yang
membatalkan) terdapat empat hal:

Pertama: Keharaman barang yang dijual.
Kedua: Riba.
Ketiga: Penipuan.

Keempat: Syarat-syarat yang mengakibatkan kepada salah satu dari
dua hal ini (riba dan penipuan) atau kepada dua hal ini secara
keseluruhan.

Empat hal ini pada hakikatnya merupakan dasar yang membatalkan
atau merusak jual beli, yaitu bahwa larangan semua itu hanya tergantung
pada substansi jual beli itu sendiri, bukan karena faktor dari luar.

Sedangkan hal-hal yang dilarang karena sebab dari luar, di
antaranya, ghisy (manipulasi) dan termasuk di antaranya dharar
(bahaya), di antaranya, karena kedudukan waktu yang berhak terhadap
sesuatu yang lebih penting darinya. Dan juga di antaranya: karena hal-hal
itu diharamkan untuk dijual.

Maka pada bagian ini terdapat beberapa bab:

Bab1
Barang-Barang yang Haram untuk Diperjualbelikan

Hal ini terbagi menjadi dua macam; barang-barang yang najis dan
barang-barang yang tidak najis.

Tentang jual beli barang-barang najis: Dasar hukum keharamannya
ialah hadits Jabir yang terdapat dalam Ash-Shahihain, dia berkata:
Rasulullah SAW bersabda,
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“Sesungguhnya Alluh dan Rasul-Nya melarang menjual khamer
(minuman keras), bangkai, babi dan patung-patung.” lalu ada yang
bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tetang lemak-
lemak bangkai, sesungguhnya itu digunakan untuk mengecat kapal-kapal
dan minyak lampu?” maka beliau bersabda, “Allah melaknat orang-
orang Yahudi, lemak-lemak tersebut diharamkan atas mereka, lalu
mereka menjualnya dan memakan hasiInya.”l28

Dan beliau bersabda tentang khamer:
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“Sesungguhnya dzat yang diharamkan meminumnya, diharamkan
jual belinya.”'®

Barang-barang yang najis ada dua macam: pertama, yang kaum
muslim sepakat mengenai keharaman menjualnya, yaitu khamer, karena
khamer tersebut najis, kecuali pendapat ganjil yang menyelisihi pendapat
tersebut tentang khamer (maksudnya, tentang najisnya khamer). Dan
bangkai dengan semua bagian-bagiannya. Begitujuga babi dengan semua
bagian-bagiannya.

Adapun mengambil manfaat rambut babi, para ulama berbeda
pendapat:

1.  Ibnu Al Qasim membolehkannya.
2.  Ashbagh melarangnya.

Kedua: (maksudnya, najis yang sangat mendesak untuk digunakan
seperti kotoran hewan dan sampah yang digunakan sebagai pupuk di
kebun-kebun): Di dalam madzhab Maliki diperselisihkan tentang
menjualnya;

1.  Satu pendapat mengatakan dilarang secara mutlak.

2.  Pendapat lain mengatakan dibolehkan secara mutlak.

1% Muttafaq ‘Alaih. HR. Al Bukhari (2236), Muslim (1589), Abu Daud (3486),
At-Tirmidzi (1297), An-Nasa'i (7/117, 309), di dalam Al Kubra (6265), Ibnu
Majah (2167), Ahmad (3/324, 326), Al Baihagi (6/12), (9/354).

129 Shahih. HR. Muslim (1579), An-Nasa'i (7/307), Ahmad (1/230), Malik di
dalam Al Muwaththa' (1543), Ad-Darimi (2/156), semuanya dari hadits Ibnu
Abbas.
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Pendapat lain mengatakan, dibedakan antara kotoran hewan dan
sampah (maksudnya, sampah dibolehkan, sedangkan kotoran
hewan dilarang).

Mereka berbeda pendapat tentang sesuatu yang dibuat dari gading

gajah, karena perbedaan pendapat di antara mereka, apakah itu najis atau

tidak:

1.

Ulama yang berpendapat bahwa itu adalah gading, menganggap
bahwa itu adalah bangkai.

2. Ulama yang berpendapat bahwa itu adalah tanduk yang terbalik,
menjadikan hukumnya seperti hukum tanduk.
Dan terdapat perbedaan dalam masalah tersebut di dalam madzhab
Maliki.

Sedangkan sesuatu yang diharamkan untuk dijual yang termasuk

sesuatu yang tidak najis atau diperselisihkan mengenai kenajisannya: di
antaranya anjing dan kucing.

Tentang anjing: Para ulama berbeda pendapat tentang menjualnya:

Syafi’i mengatakan tidak boleh menjual anjing sama sekali.

2. Abu Hanifah mengatakan hal itu dibolehkan .
Para pengikut Malik membedakan antara anjing penjaga hewan
ternak dan tanaman yang dibolehkan untuk dipelihara, dan anjing
yang tidak dibolehkan untuk dipelihara. Mereka sepakat bahwa
sesuatu yang tidak dibolehkan untuk dipelihara, maka tidak boleh
dijual untuk diambil manfaat dan ditangkap. Sedangkan orang yang
menginginkannya untuk dimakan, mereka dalam hal ini berbeda
pendapat: ulama yang membolehkan untuk memakannya, maka
membolehkan untuk menjualnya. Dan ulama yang tidak
membolehkannya —berdasarkan riwayat Ibnu Habib— tidak
membolehkan untuk menjualnya.
Mereka juga berbeda pendapat tentang anjing yang dibolehkan

untuk dipelihara:

1.  Pendapat yang mengatakan itu adalah haram.

2. Pendapat lain mengatakan makruh.
Sedangkan Syafi’i berpegang pada dua dalil:
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Pertama, tegasnya larangan mengambil harga anjing dar1 Nabi
sAw. !

Kedua, bahwa anjing menurutnya adalah najis zatnya seperti babi.
Telah kami sebutkan dalilnya mengenai hal itu di dalam pembahasan
Thaharah.

Sedangkan ulama yang membolehkannya, dalilnya ialah bahwa
anjing tersebut adalah suci zatnya, tidak diharamkan untuk memakannya,
maka boleh dijual seperti barang-barang yang suci zatnya. Telah
dijelaskan juga di dalam pembahasan Thaharah pengambilan dalil ulama
yang berpendapat bahwa anjing tersebut adalah suci zatnya, serta di
dalam kitab Ath’imah (makanan) pengambilan dall ulama yang
berpendapat bahwa itu adalah halal.

Ulama yang membedakannya, berdalil bahwa anjing tersebut tidak
boleh dimakan dan tidak boleh diambil manfaatnya, kecuali anjing yang
dikecualikan oleh hadits seperti anjing penjaga hewan ternak, anjing
penjaga tanaman atau yang sejenisnya’>'. Dan diriwayatkan hadits-hadits
yang tidak masyhur yang di dalamnya diikuti dengan larangan dari harga

0 Hadits-hadits yang menerangkan tentang larangan dari harga anjing sangat

banyak di antaranya:

1. Hadits Aun bin Abu Juhaifah, dari bapaknya secara marfu’ “Beliau SAW
melarang (mengambil) harga (hasil penjualan) darah dan harga anjing.”
HR. Al Bukhari (5945), Abu Daud (3183), dan dinilai shahih oleh Al
Albani.

2. Hadits Abu Mas’ud Al Anshari, “Bahwa Nabi SAW melarang (memakan)
hasil penjualan anjing, mahar pelacur dan upah dukun.”

3. Hadits Jabir bin Abdullah, bahwa beliau ditanya tentang harga anjing dan
kucing, maka beliau bersabda, “Rasulullah SAW melarang dari hal itu.”
HR. Muslim (1569), Abu Daud (3479), At-Tirmidzi (1279), Ibnu Majah
(2161), Ahmad (3/349).

4. Hadits Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,
“Sesungguhnya mahar pelacur, harga anjing dan kucing serta hasil tukang
bekam adalah termasuk sesuatu yang haram.” HR. Abu Daud (3484),
ahmad (2/500), dinilai shahih oleh Al Hakim (2/33), dan disepakati oleh
Adz-Dzahabi serta diriwayatkan oleh Al Baihaqi (6/126), dan dinilai shahih
oleh Al Albani.

Menunjuk kepada hadits Abu Hurairah secara marfu’ “Barangsiapa memelihara

anjing, kecuali anjing untuk menjaga hewan ternak, untuk berburu atau untuk

menjaga tanaman, maka pahalanya akan berkurang setiap hari satu qirath.”

HR. Al Bukhari (5480) dan Muslim (1574).
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anjing, dengan pengecualian harga-harga anjing yang dibolehkan untuk

dipelihara'*?.

Adapun larangan dan harga kucing, maka sudah tetap. Tetapi
jumhur membolehkannya, karena ia suci zatnya serta dibolechkan
mengambil manfaat. Sebab perselisthan mercka dalam pembahasan ini
1alah pertentangan antara dalil-dalil yang ada.

Dari bab ini mercka berbeda pendapat tentang menjual minyak
yang najis serta yang sejenisnya. Setelah mereka sepakat tentang
keharaman memakannya:

1. Malik mengatakan tidak boleh menjual minyak yang najis.
Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi’y.

2. Abu Hanifah mengatakan dibolehkan jika dia menjelaskannya.
Pendapat ini dikemukakan pula oleh Ibnu Wahb, dari pengikut
Malik.

Hujjah ulama yang mengharamkannya yaitu hadits Jabir yang telah
dijelaskan: Bahwa dia mendengar Rasulullah SAW pada hari Fathu
Makkah bersabda,

ity By S U B By
“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan khamer,
bangkai dan babi.”'*?

Sedangkan dalil ulama yang membolehkannya yaitu: jika dalam
suatu barang lebih dari satu manfaat, dan dari beberapa manfaat tersebut
diharamkan salah satunya, maka hal itu tidak mengharuskan
diharamkannya seluruh manfaat, terutama jika kebutuhan akan manfaat
tersebut tidak diharamkan seperti kebutuhan kepada sesuatu yang
diharamkan. Jika hukum asalnya seperti ini, maka dikecualikan darinya
hukum khamer, bangkai dan babi, sedangkan semua barang yang
diharamkan untuk dimakan tetap dalam keadaan mubah (maksudnya,
bahwa jika di dalamnya terdapat manfaat selain dimakan, lalu dijual

"2 Menunjuk kepada hadits Abu Hurairah bahwa Nabi SAW melarang dari harga
anjing kecuali anjing untuk berburu.” Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (1281),
dan dinilai sasan oleh Al Albani. Di dalam bab ini terdapat hadits dari Jabir
diriwayatkan oleh An-Nasa'1(7/309), dan dinilai shahih oleh Al Albani.

Baru saja dijelaskan takhrijnya.
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karena hal ini) maka dibolehkan. Mereka meriwayatkan dari Ali, Ibnu
Abbas dan Ibnu Umar, bahwa mereka membolehkan menjual mmyak
yang najis untuk meminyaki lampu.

D1 dalam madzhab Malik dibolehkan meminyaki lampu dan
membuat sabun dengan keharaman untuk menjualnya. Syafi’i juga
membolehkan hal itu dengan keharaman harganya. Ini semuanya lemah.
Suatu pendapat mengatakan, di dalam madzhab Maliki terdapat riwayat
lain yang melarang meminyaki lampu dengan minyak tersebut dan
pendapat ini lebih tepat berdasarkan hukum asal (maksudnya, bagi
keharaman menjualnya).

Di dalam madzhab Maliki juga masih diperselisihkan tentang
mencuci dan memasaknya, apakah hal itu berpengaruh pada inti najis dan
dapat menghilangkannya, berdasarkan dua pendapat: pertama,
membolehkan hal itu dan kedua, melarangnya. Kedua pendapat tersebut
didasari atas pernyataan bahwa minyak jika bercampur dengan najis:
apakah kenajisan minyak tersebut berarti najis zatnya atau najis yang
berdampingan? Ulama yang berpendapat bahwa itu adalah najis yang
berdampingan, maka bisa dibersihkan ketika dicuci dan dimasak. Dan
ulama yang berpendapat bahwa itu adalah najis zatnya, maka tidak bisa
dibersihkan ketika dimasak dan dicuci.

Di antara permasalahan mereka yang terkenal dalam pembahasan
ini 1alah: perselisihan di antara mereka tentang bolehnya menjual air susu
ibu jika diperas:

1. Malik dan Syafi’i membolehkannya.
2. Abu Hanifah tidak membolehkannya.

Dalil ulama yang membolehkannya yaitu bahwa itu adalah air susu
yang boleh diminum, maka dibolehkan untuk dijual, dengan
mengqiyaskannya pada susu seluruh binatang.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa penghalalan air susu
karena kebutuhan yang mendesak bagi bayi dan itu pada dasarnya
diharamkan, karena daging anak Adam diharamkan. Menurut mereka
pada dasarnya susu itu mengikuti daging, dalam pengqiyasan mereka
mengatakan seperti ini: manusia adalah hewan yang tidak boleh dimakan
dagingnya, maka tidak boleh pula menjual air susunya. Asalnya adalah
susu babi dan keledai.
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Jadi, sebab perselisihan mereka dalam pembahasan 11 yaitu:
pertentangan di antara qiyas-qiyas syabah. Cabang-cabang pembahasan
ini cukup banyak, hanya saja akan kami sebutkan beberapa pembahasan
yang terkenal, supaya sejalan dengan masalah pokok.

Bab 11
Jual Beli Riba

Para ulama sepakat bahwa riba terdapat pada dua hal: pada jual beli
dan pada sesuatu yang berada dalam tanggungan seperti penjualan,
pinjaman atau yang lainnya. Riba pada sesuatu yang berada dalam
tanggungan ada dua jenis:

Pertama, jenis yang disepakati; riba jahiliyah yang dilarang, yaitu
bahwa mereka memberikan pinjaman dengan pengembalian yang
bertambah  jika menunda pembayaran, mereka mengatakan,
“Tangguhkanlah aku, maka akan aku berikan tambahan untukmu.” Inilah
yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam sabda beliau pada haji Wada’:

s
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“Ketahuilah, sesungguhnya riba jahiliyah itu telah dihapuskan dan
riba pertama yang saya hapus ialah riba Al Abbas bin Abdul
Muththalib.'**

Kedua, hapuskan dan bersegeralah. Ini masih diperselisihkan dan
akan kamt jelaskan pada pembahasan berikutnya.

Adapun niba dalam jual beli: para ulama sepakat bahwa itu ada dua
macam: nasi 'ah dan tafadhul. Kecuali pendapat yang diriwayatkan dari
Ibnu Abbas tentang pengingkarannya terhadap riba tafadhul, berdasarkan
hadits yang diriwayatkan olehnya dari Nabi SAW, bahwa beliau
bersabda,

RENCIPRNAN

'3 Potongan dari hadits Jabir yang cukup panjang pada haji Nabi SAW. Takhrij
hadits tersebut telah dijelaskan.
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“Tidak ada riba kecuali pada riba nasi‘ah (jual beli dengan
penundaan).”'*

Jumhur berpendapat bahwa riba terdapat pada kedua macam ini,
berdasarkan hadits yang shahih dari Nabi SAW.

Pembicaraan mengenai riba terangkum dalam empat pasal:

Pasal pertama: Barang-barang yang tidak boleh ada lebihan dan
tidak boleh ada penundaan serta penjelasan tentang alasannya

Kami katakan, para ulama telah sepakat bahwa tafadhul
(penambahan) dan nasi ‘ah (penundaan) termasuk yang tidak boleh terjadi
pada satu dari jenis barang yang telah ditegaskan di dalam hadits Ubadah
bin Ash-Shamit, kecuali pendapat yang telah diriwayatkan dari Ibnu
Abbas.

Sedangkan hadits Ubadah yaitu: dia berkata,
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“Aku mendengar Rasulullah SAW melarang menjual emas dengan
emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir,
kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama banyaknya dan
dilakukan dengan tunai. Barangsiapa yang menambah atau meminta

tambahan, maka sungguh telah melakukan riba.”'*¢

Hadits ini menegaskan tentang larangan melakukan penambahan
pada satu jenis di antara barang-barang tersebut.

"*® Hadits ini adalah hadits Usamah bin Zaid, di dalam hadits tersebut dijelaskan

bahwa ITbnu Abbas datang menemui Ibnu Umar, lalu memberikan salam
kepadanya, dan berkata, “Apakah kamu menuduh Usamah.” Dia mengatakan,
Ibnu Umar menjawab, “Tidak.” Dia mengatakan, “Sungguh dia telah
menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Tidak ada riba
kecuali pada riba nasi’ah’.” HR. Al Bukhari (2